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ABSTRAK

Nama : Abdullah Sani Kurniadinata

NIM :4001173027

Judul : Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
Dalam Perspektif Konsep al-Mamliikiyyah Muhammad Sa’id
Ramadan al-Bati

Hak-hak sipil merupakan hak-hak warga negara yang berasal dari
konstitusi atau hukum suatu negara, diantaranya adalah hak-hak sipil
pekerja. Permasalahan terbaru terkait dengan hak-hak pekerja yang dijelaskan
pada beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dinilai oleh masyarakat pekerja bersifat kontroversial karena mengurangi hak-
hak pekerja. Hak-hak itu adalah hak istirahat dan cuti panjang dua bulan yang
dihapus, upah minimum sektoral yang tidak berdasarkan Kebutuhan Hidup
Layak (KHL), periode kontrak yang dihapus dan izin TKA yang hanya
berdasarkan pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Terkait hak-
hak sipil pekerja tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisanya dalam perspektif
keadilan dan kepastian hukum konsep al-Mamiikiyyah, yang digali dari
pemikiran seorang ulama moderat, yaitu Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
(1929-2013 M). Sebagai pertimbangan, ia adalah seorang ulama yang banyak
mencurahkan pemikirannya untuk menjawab berbagai macam persoalan, baik
itu tentang agama, hukum dan sosial masyarakat.

Penelitian disertasi ini adalah untuk menjawab beberapa pokok masalah
vaitu: Pertama, konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti dan
hubungannya dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan. Aedua, Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dalam perspektif keadilan menurut konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id
Ramadan al-Bifi. Aetiga, Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dalam perspektif kepastian hukum menurut konsep al-Mamltkiyyah Muhammad
Sa’'id Ramadan al-Bufi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian
disertasi ini adalah Penelitian Hukum Islam Pada Ranah Pemikiran (Studi
Pemikiran Tokoh), yaitu meneliti pemikiran Muhammad Sa’id Ramadan al-
Biiti yang merupakan bagian dari Penelitian Normatif.

Sebagai temuan dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa
temuan sebagai jawaban dari pokok-pokok masalah, yaitu: Pertama, Konsep



al-Mamltkiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti merupakan konsep yang
mendukung penegakan hukum ketenagakerjaan pada sisi keadilan dan
kepastian hukum. Kedua, adanya beberapa pasal Undang-Undang Cipta
Kerja yang telah memberikan rasa keadilan bagi pekerja, seperti Pasal 77,
Pasal 156 ayat 3, Pasal 167 ayat 1 dan Pasal 156 ayat 1. tetapi ada beberapa
pasal lain yang menurut peneliti kurang memberikan rasa keadilan sehingga
perlu juga untuk ditinjau kembali, yaitu: Pasal 79 ayat 2, Pasal 88b dan Pasal
88c, Pasal 59 dan Pasal 42. Aetiga, adanya beberapa pasal Undang-Undang
Cipta Kerja (sebagaimana pada poin dua) yang telah memberikan kepastian
hukumnya bagi pekerja tetapi ada beberapa pasal lain yang menurut peneliti
juga kurang memberikan kepastian hukumnya.



ABSTRACT

Name : Abdullah Sani Kurniadinata

NIM :4001173027

Title : The Job Creation Law for Employment Cluster In the Perspective
Concept of al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti

The Civil rights are the rights of citizens derived from the constitution
or laws of a country, including the civil rights of workers. Recent problems
related to workers’ rights described in several articles of the Employment
Cluster Employment Act are considered by the working community to be
controversial because they reduce workers’ rights. These rights are the right to
rest and two-month sabbatical leave, the sectoral minimum wage that is not
based on the Decent Living Needs, the contract period that is removed and
the foreign worker permit which is only based on the ratification of the
Foreign Worker Use Plan. Regarding the civil rights of workers, the researcher
is interested in analyzing them in the perspective of justice and legal certainty,
the concept of al-Mamlikiyyah, which is extracted from the thoughts of a
moderate scholar, He is Muhammad Sa'id Ramadan al-Bati (1929-2013). As
a consideration, he is a scholar who devotes a lot of his thoughts to answering
various kinds of problems, be it about religion, law and social society.

This dissertation research is to answer several main problems, They
are: First, the concept of al-Mamlukiyyah Muhammad Sa'id Ramadan al-Biti
and its relationship to the establishment of the Employment Cluster
Employment Act. Second, the Employment Cluster Job Creation Act in the
perspective of justice according to the concept of al-Mamlikivyah
Muhammad Sa'id Ramadan al-Biti. 7hird, the Employment Cluster Job
Creation Act in the perspective of legal certainty according to the concept of
al-Mamlukiyyah Muhammad Sa'id Ramadan al-Biti. The type of research
carried out in this dissertation research is Islamic Law Research in the Realm
of Thought (Study of Thought Figures), which examines the thoughts of
Muhammad Sa'id Ramadan al-Bati which is part of the Normative Research,
which includes material objects and formal objects because they relate to the
thoughts of a character.

The findings of this study or (novelty), the authors found several
findings as answers to the main problems: First, the concept of al-



Mamlakiyyah Muhammad Sa'id Ramadan al-Biti is a concept that supports
the enforcement of labor law on the justice and legal certainty. Second, there
are several articles of the Job Creation Law that have provided a sense of
justice for workers, such as Article 77, Article 156 paragraph 3, Article 167
paragraph 1 and Article 156 paragraph 1. it is also necessary to review,
namely: Article 79 paragraph 2, Article 88b and Article 88c, Article 59 and
Article 42. Third, there are several articles of the Job Creation Law (as in
point two) which have provided legal certainty for workers but there are
several other articles which according to the researcher also do not provide
legal certainty.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta
Alam, Tuhan yang Maha Berpengetahuan, yang telah mencurahkan rahmat-
Nya kepada penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Salawat dan
salam penulis haturkan kepada Baginda Rastlullah SAW., Nabi yang ummi
dan kepadanya diturunkan al-Quran sebagai pedoman dan petunjukbagi
seluruh manusia.

Disertasi ini berjudul: “UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KONSEP
AL-MAMLUKIYYAH MUHAMMAD SA’ID RAMADAN AL-BUTI”.

Pilihan terhadap topik ini didasarkan pada keinginan penulis untuk
melihat adanya solusi-solusi secara Hukum Islam terhadap berbagai
persoalan ketenagakerjaan yang terus berkembang pada saat ini. Salah satu
cara dalam menemukan solusi ketenagakerjaan itu, penulis mengajukan
sebuah konsep yang disebut dengan konsep al-Mamiikiyyah yang penulis
rangkum dari beberapa kitab Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, yaitu: Kitab
“Allah am al-Insan: Ayyvuhuma Aqdaru ‘ala Ridyvati Huqiq al-Insan,
Hurriyyah al-Insan Fi Zilli ‘Ubudiyvatihi Lillahi, Qadaya Fighiyyah Mu asirah,
Istifta’at an-INas, al-Mar'ah Bain Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-
Tasyri’  ar-Rabbani dan Dawabit al-Maslahah fi asy-Svariah al-
Islamiyah ” Penulis berharap, dengan konsep ini dapat menjadi metode dalam
menemukan solusi terhadap persoalan hak-hak sipil, terutama mengenai hak-

hak sipil pekerja.
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Penulis menyadari bahwa usaha penulisan disertasi ini tidak akan
selesai tanpa bantuan dan keterlibatan banyak pihak, yang mungkin tak bisa
penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima
kasih, dan secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, yang terhormat Rektor UIN Sumatera Utara Bapak Prof. Dr.
Syahrin Harahap, MA. yang telah memberikan izin dan dukungan bagi
penulis untuk menyelesaikan Studi S3 ini.

Kedua, yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA. selaku
Promotor saya, dan yang terhormat Bapak Dr. Hasan Matsum, M.Ag. sebagai
Co-Promotor saya, atas seluruh waktu, ilmu dan dukungan yang mereka
berikan kepada penulis dari sejak awal proposal disertasi ini hingga selesainya
laporan. Semoga Allah terus mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka
berdua.

Ketiga, yang terhormat Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti, MA. dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN
Sumatera Utara Dr. Zainul Fu’ad, MA. yang telah menyetujui judul disertasi
ini.

Keempat, yang terhormat Ketua Prodi Hukum Islam S3 Bapak Dr.
Dhiauddin Tanjung, MA. yang telah memberikan izin, dukungan dan juga
kesempatan bagi penulis serta tetap terlibat dalam memberikan bimbingan
dalam penulisan disertasi sampai selesai.

Kelima, yang terhormat para sahabat seperjuangan lokal bea siswa S3
HUKI 2017 yang selalu memberikan dukungan dan masukan sehingga

penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
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Keenam, yang tersayang isteri tercinta Indah Widyaningsih, S.Pd.I,
dan anak tersayang Muhammad Izzul Arafat, yang selalu menghibur dan
memberikan masukan serta nasehat sehingga penulis tetap bersabar dalam
menyelesaikan penulisan disertasi.

Ketujuh, yang termuliakan kedua orang tua, seluruh keluarga besar,
rekan-rekan dosen STAI JM Tanjung Pura Langkat, dan seluruh responden
yang telah mendukung dan memberikan informasi dalam menyempurnakan
penulisan disertasi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, dengan segenap kekurangan
yang ada penulis tetap bermohon kepada Sang Maha Berilmu, semoga
disertasi ini menjadi bahagian dari karya seorang hamba yang bisa
memberikan keberkahan bagi seluruh anak bangsa dan agama, amin va

Rabb.

Medan, Juni 2021

Abdullah Sani Kurniadinata
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PEDOMAN TRANSLITERASI
DAN SINGKATAN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini disajikan daftar

abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin:

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
o ba b be
) ta t te
‘S sa $ es (dengan titik di atas)
Z jim j je
Z ha h ha (dengan titik di bawah)
é kha kha ka dan ha
o dal d de
5 zal z zet (dengan titik di atas)

14




C

S ® ® C.

C.- v C G 6. ¢ 00 5 & S

V-3

ra

zay

sin

syin

shad

dad

ta

Za

‘ain

ghain

fa

gaf

kaf

lam

mim

nun

Waw

ha

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik (di atas)

ge

ef

qi

ka

el

em

en

we

ha
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s hamzah

ve

apostrof

B. Huruf Vokal

Vocal bahasa Arab, adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia,

terdiri dari vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah a a
’ Kasrah i i
2
Dammah u u
Contoh: ditulis jahada

(dg2)
( J-;id ) ditulis suila

- 2

(S 9 ) ditulis ruwiva
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2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah berupa gabungan huruf,

yaitu:
Tanda dan Nama Tanda dan Nama
Huruf Huruf
S & Fathah dan ya ai adani
P & Fathah dan Wawu au adanu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Nama Huruf Nama
Huruf dan
Tanda
- Ly’ Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
Lo Kasrah dan ya i i dan garis di atas
- ¢ | Dammah dan wau a u dan garis di atas

17




Contoh: ( d 1_3) = gala

( w.o_) ) =rama

( Lgad) = fiha

J ) = yaktubtina

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk fa marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah

dan dammah, transliterasinya adalah/t/,

misalnya: ( 3).@.]0.3_” 2_2_2 J.Ll_” ) = ditulis asy-

svarl ah al-mutahharah.

b. 7Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat hokum, transliterasinya

z

w 2 s

] o % w3 [
adalah /h/, misalnya: ( 42949y , f J_@ ) =

w7 e

-

ditulis aAl as-Sunnah, Zaidiyah.
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan fa marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata
itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- Raudah al-atfal atau daudatul atfal: ( E Y. _°9 _)
JLabY ().
- Al-Madinah al-Munawwarah: ( L Lo |

8}&3 2 !| )
- Talpah: (43l )

5. Svaddah (Konsonan Rangkap)

Svaddah atau tasydid vyang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

w

sebuah tanda, tanda syvaddah atau fasvdid ( % ), dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

£ W o _ W T,
Contoh: ( & 4.?5.2 ’ 40 3\_9:0 ) = ditulis dengan muqgaddimah, mujaddid.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: (

d ' ). Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf svamsivah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
qgamarivah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsivah.

19



Kata sandang yang diikuti oleh huruf svamsivah ditransliterasikan dengan
huruf yang sama bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf

svamsivah ada empat belas huruf, yaitu:

o, dJd, b, b,

205 % o
Contoh: ( & | gXJ | ) ditulis ar-Tawwabu, ( 3 dI 1 ) ditulis

ad-Dahru.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamarivah.
Sedangkan kata sandang vang diikuti oleh huruf-huruf gamarivah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan
sesuai dengan bunyinya pula. Adapun huruf-huruf gamariyah adalah
sebagai berikut:
/&I&ICICIGI‘:’/‘
S s, 0,y 899 9

2 . e ° - o

Contoh: ( J..OJ_‘ | ) ditulis dengan a/-Qamaru, ( P_’ )S_‘ | )
ditulis dengan al-Karimu.
Baik diikuti oleh huruf syamsivah maupun huruf gamariyvah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda
hubung ( - ).

Singkatan

as = ‘alaih as-salam

20



h. = halaman

H. = tahun Hijriyah

M. = tahun Masehi

ra. = radiallah ‘anhu

SAW. = Salla Allah Alaih Wa sallam
SWT. = Subhanahu Wa ta’'ala

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tahun

ttp. = tanpa tempat penerbit

w. = wafat
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah
Era globalisasi dan reformasi yang melanda tanah air dan juga dunia
pada umumnya telah membawa perubahan yang begitu cepat dalam segala
bidang, sehingga jika kita tidak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan maka akan tertinggal jauh dalam segala hal. Dalam era
modernisasi dan industrialisasi (termasuk juga dalam era digitalisasi
sebagaimana menurut penulis), benturan-benturan dan pergeseran nilai sulit

dihindari, karena era tersebut menghendaki adanya interaksi sosial yang lebih
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luas, baik bersifat nasional maupun internasional, yang dalam istilah sosiologi
diidentifikasi sebagai globalisasi.*

Seiring dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih
tepatnya perkembangan suatu peradaban, telah mendorong masyarakat dunia
untuk mengakui secara eksplisit tentang adanya hak-hak dasar yang melekat
pada seorang manusia karena kemanusiaannya, yang dikenal dengan istilah Hak
Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi, dan huqiiq al-Insan. Hak Asasi bertujuan untuk
menjamin dan melindungi martabat setiap orang berdasarkan pertimbangan
bahwa dia adalah manusia. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk
melindungi hak-hak dasar tersebut berdasarkan hukum, bukan atas dasar
kehendak, keadaan ataupun kecenderungan politik tertentu. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa setiap manusia, karena hak asasinya memiliki sekaligus
hak atas kebebasan, rasa aman dan standar hidup yang layak. Hak Asasi ini
harus dilindungi dan dihormati oleh semua orang, semua pihak, termasuk
negara. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan hukuman yang berat, lebih
berat dari perbuatan pidana biasa.?

Perumusan dan pengakuan hak-hak dasar atau Hak Asasi Manusia
(HAM) oleh masyarakat dunia berlaku rumusan universal, dan hak-hak itu harus
dilindungi, sebagaimana diterima secara relatif luas. Hak-hak itu pertama kali
dideklarasikan pada Proklamasi Majelis Umum PBB tentang HAM pada 10

Desember 1948, popular dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

! lham at-Talib, Modernisasi Dan Westernisasi (Muslimah Kontemporer) Dalam
Wulan Sumarsih, Ed. Muslimah Abad 21 (Jakarta: Gema Insani press, 1999), h.13

2 Al Yasa’ Abtbakar, Metode Istislahiah (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.
105

26



sering disingkat DUHAM atau Universal Declaration Of Human Rights disingkat
UDHR. DeKlarasi ini berisi hak-hak dasar yang dianggap melekat pada setiap
orang karena kemanusiaannya (karena dia adalah manusia), dan karena itu
harus dilindungi dan dihormati oleh negara, masyarakat dan semua orang.?

Secara hukum dan perundang-undangan, hak-hak dasar dan kebebasan
juga disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen),
diantaranya: Pasal 28D:” (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dan pada Pasal 28E
dikatakan: “(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat”.*

Terkait dengan hak dasar bekerja, secara hukum dan ekonomi saat ini
keberadaan pengusaha (pemberi kerja) dan tenaga kerja (pekerja)

merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam dunia industri.

3Jbid, h. 106
% Odhe Abdul, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN LENGKAP)
(Tangerang: TSmart, 2016), h. 36-37
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Keduanya saling berperan seperti dua sisi mata uang. Dalam hal ini, apabila
tidak ada tenaga kerja maka pengusaha dipastikan tidak dapat menjalankan
usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan usaha yang ditetapkan. Di sisi
lain, pekerja juga tidak akan dapat bertindak semena-mena atas kemauannya
sendiri untuk menuntut kepuasan kerja saat menjalankan seluruh
kewajibannya sebagai pekerja atau pekerja di tempat kerja. Kepuasan kerja
adalah perasaan dan sikap positif karyawan tentang pekerjaan mereka dan
bergantung pada banyak faktor yang terkait dengan pekerjaan, termasuk sifat
pekerjaan (tugas yang terlibat, dan minat serta tantangan yang dihasilkan
pekerjaan), tingkat kompensasi, dan persepsi keadilan sistem promosi dalam
perusahaan, kualitas kondisi kerja, gaya manajemen, hubungan sosial di
tempat kerja, peraturan ketenagakerjaan dan lain-lain.’

Dalam kaitannya dengan dunia industri dan ketenagakerjaan, yang
diharapkan Pemerintah adalah perubahan model industri masa depan yang
lebih bergantung pada pemanfaatan teknologi. Hal tersebut akan disesuaikan
oleh Pemerintah dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja untuk
menjawab tuntutan industri, seperti ketenagakerjaan dan regulasi
ketenagakerjaan yang dapat mengadopsi perubahan model hubungan kerja
yang diciptakan oleh industri. Itu dilakukan oleh Pemerintah guna menarik

investasi asing ke Indonesia. Bagi investor, saat ini mereka semakin mencari

> Adnan Hamid, Analysis of the Importance of Omnibus Law “Cipta Kerja" In
Indonesia, International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) Volume 08,
Issue 08, Pages LLA-2020-236-250, 2020 | |Website: www.ijsrm.in ISSN (e): 2321-3418,
DOI: 10.18535/ijsrm/v8i08.11a01
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keseimbangan yang mengedepankan kedekatan dengan permintaan (pasar)
dan inovasi.®

Adanya transformasi industri menuju industri tentunya akan
berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur
padat karya, meskipun output akan terus meningkat. Tentunya hal ini akan
menjadi middle income trap (pendapatan kelas menengah) jika negara tidak
mampu mengatasi permasalahan yang timbul dari otomatisasi produksi saat
Indonesia mengalami kenaikan bonus demografi (potensi pertumbuhan
ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana
porsi usia kerja lebih besar dari pada proporsi bukan usia kerja). Hal inilah
yang menjadi fokus utama yang diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja. Perubahan pada beberapa pasal Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law atau Undang-
Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa Pemerintah sedang berupaya
mengubah bentuk hubungan kerja dalam bentuk industri, yang akan
berimplikasi pada pemenuhan hak-hak buruh, misalnya sejumlah ketentuan
dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mempertegas legitimasi
bentuk-bentuk fleksibel dalam hubungan kerja.’

Berkaitan dengan itu, hubungan antara pengusaha dan pekerja dapat
diartikan sebagai isu strategis karena pemilik usaha perlu memperhatikan
hubungan tersebut jika ingin usahanya berkembang dan sukses. Dalam hal

ini, aturan khusus harus ditetapkan (undang-undang yang berkaitan) untuk

® Rachmi Hertanti dkk, Omnibus Law on Job Creation, Framing Paper Series
Indonesia for Global Justice (IGJ) 2020. www.igj.or.id
7 Ibid.
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menghubungkan antara pengusaha dan pekerja. Hal ini karena Negara
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan
Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada bagian I
Sistem Pemerintahan Negara. Disebutkan bahwa “Indonesia ialah Negara
vang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtsstaat)’.® Yang dimaksud hukum itu adalah Undang-Undang vang
berarti mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan
pemerintahan harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
negara hukum salah satunya membutuhkan perangkat hukum yang
digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di semua bidang
kehidupan dan mata pencaharian masyarakat melalui peraturan perundang-
undangan tanpa mengesampingkan fungsi yurisprudensi.’

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja atau disebut juga Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
dipilih sebagai strategi untuk mengatasi tantangan dan kendala regulasi yang
diyakini memiliki beberapa keunggulan dalam penerapan konsep Omnibus
Law sebagaimana telah digunakan oleh beberapa negara, sekaligus untuk
mengatasi konflik kebijakan publik baik vertikal maupun horizontal secara
efektif dan efisien, menyelaraskan kebijakan pemerintah, baik di pusat
maupun di daerah, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi pembuat kebijakan. Namun saat ini, Omnibus Law belum
mampu menjadi strategi untuk mengurai permasalahan regulasi di Indonesia,

karena sistem regulasi perundang-undangan di Indonesia membutuhkan

8 Abdul, UNDANG..., h. 16
® Hamid, Analysis..., h. 3
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regulasi pelaksana dan regulasi teknis implementasi sebuah Undang-Undang.
Belum lagi sistem pembentukan hukum di Indonesia yang tidak di
parlementer, melainkan pada kekuasaan legislatif yang membutuhkan
persetujuan bersama dari eksekutif.

Sebagai perbandingan tentang pemberlakuan Undang-Undang
Omnibus Law di Negara lain, adalah seperti di Amerika Serikat dan Irlandia
yang menunjukkan kontribusinya dalam mengantarkan gejala hiperregulasi
yang rentan dan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya,
Omnibus Law di negara-negara tersebut diatur dengan partisipasi publik yang
minimal dengan debat terbatas dan kemungkinan besar pertukaran
kepentingan polittk yang berubah. Kemudian substansi dan teknik
pembentukan undang-undang di negara-negara tersebut berhasil
menerapkan omnibus law karena membahas klausul subjek tunggal, berbeda
dengan di Indonesia. Perbandingan di atas perlu disesuaikan dengan konteks
Indonesia untuk diberlakukannya omnibus law. Dalam melakukan hal
tersebut, partisipasi masyarakat tetap harus diperhatikan meskipun Omnibus
Bill yang sehat penting untuk dibentuk dengan metode omnibus."!

Selain itu, masalah utama terkait pemberlakuan Undang-Undang ini
adalah adanya beberapa pasal pada Omnibus Law Cipta Kerja Klaster

ketenagakerjaan atau (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

10 Ricca Anggraeni dan Cipta Indra Lestari Rahman, Kemajuan Dalam Ekonomi,
Bisnis Dan Riset Manajemen, (Jurnal Atlantis Press, volume 140, Konferensi Internasional
tentang Hukum, Ekonomi dan Kesehatan, ICLEH 2020).

1 Bayu Dwi Anggono dan Fahmi Ramadhan Firdaus, Omnibus Law in Indonesia: A
Comparison to the United States and [reland, Lentera Hukum, Volume 7 Issue 3 (2020), pp.
319-336. ISSN 2355-4673.
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Cipta Kerja) yang menimbulkan pemahaman kontroversial, sehingga peneliti
tertarik untuk menganalisisnya. Tim Penelitian Dan Pengembangan (Litbang)
Cable News Network (CNN) Indonesia merangkum pasal-pasal tersebut
menjadi beberapa poin sebagaimana berikut:

Pertama, tentang waktu istirahat dan cuti yang terkait dengan pasal 79
ayat 2 huruf b yang mengatur bahwa istirahat mingguan dihitung 1 hari
dalam waktu 6 hari kerja, artinya aturan 5 hari kerja dihapus dalam Undang-
Undang ini. Hak cuti kerja juga berpotensi hilang seperti cuti haid dan juga
cuti melahirkan bagi perempuan, karena hak upah pekerja atas cuti hilang.

Kedua, tentang upah yang diatur dalam pasal 88b. Pasal ini mengatur
tentang standar pengupahan berdasarkan waktu, yaitu dihitung perjam.
Berdasarkan pasal ini pula diterapkan satuan waktu juga satuan hasil, karena
itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema ini akan menjadi dasar bagi
perusahaan untuk memberlakukan penghitungan upah perjam. Selain itu
dalam pasal 88c disebutkan "menetapkan upah minimum sebagai jaringan
pengaman”. Dalam hal ini, kaitan upah minimum yang dimaksud adalah
upah minimum Provinsi. Pada poin ini banyak juga kekhawatiran terkait
pemerintah akan menghilangkan upah minimum Kabupaten/Kota atau UMK
melalui peraturan ini.

Ketiga, tentang jam Kkerja yang dinilai eksploitatif. Pada pasal 77
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
disebutkan di dalamnya mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yaitu 7

jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sementara
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pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling
lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu.

Keempat, tentang penghapusan pasal 59 Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang mengatur syarat pekerja waktu tertentu atau biasa
dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapusnya pasal ini dalam
Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada batasan aturan sampai kapan
seorang pekerja bisa dikontrak, dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak
tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup.

Kelima, adalah terkait dengan tenaga kerja asing. Ini merupakan salah
satu poin yang sangat ditentang oleh setiap serikat pekerja, yaitu pasal 42
yang mengatur tentang kemudahan bagi pekerja asing, dalam pasal tersebut
disebutkan ”"Setiap pemberi kerja hanya diwajibkan membeli atau memiliki
pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari pemerintah
pusat”’. Ini berbeda dengan sebelumnya, dan jika ini disahkan maka TKA
sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau
pejabat yang ditunjuk, yang kemudian pertanyaannya adalah siapa yang
dapat dimintai pertanggungjawaban atas kualitas dari para TKA ini.

Keenam, tentang uang penghargaan masa kerja. Selama ini uang
penghargaan masa kerja diatur dengan ketentuan masa kerja 24 tahun, yang
kemudian dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja poin h pada pasal 15b
ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa
kerja 24 tahun atau lebih, dimana setiap pekerja seharusnya menerima uang

penghargaan 10 bulan gaji.
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Ketujuh, tentang jaminan pensiun. Jaminan pensiun juga terkena
imbasnya, sebab pada Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus sanksi
pidana bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh
dalam program jaminan pensiun. Hal ini juga erat kaitannya dengan
kemungkinan adanya kontrak seumur hidup.

Kedelapan, tentang pesangon. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,
nilai pesangon dikurangi dari nilai 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah
dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayarkan
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dari manakah BPJS Ketenagakerjaan
mendapatkan dana untuk membayar pesangon?.'?

Dari kedelapan pasal kontroversial ini, ada empat permasalahan
pokok yang menurut peneliti sangat urgen untuk diteliti dan dianalisa
pengaturannya. Empat permasalahan itu menyangkut hak-hak pekerja yang
secara umum menyentuh “rasa ketidakadilan” dan berkaitan dengan jaminan
“kepastian hukumnya”, yaitu:

Pertama, permasalahan hak istirahat dan cuti panjang dua bulan yang
dihapus pada Undang-Undang Cipta Kerja.
Kedua, permasalahan upah minimum sektoral yang tidak berdasarkan

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada Undang-Undang Cipta Kerja.
Ketiga, permasalahan periode kontrak yang dihapus pada Undang-Undang

Cipta Kerja.

Keempat, permasalahan izin TKA yang hanya berdasarkan pengesahan

Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).

12 https://www. TimLitbang CNNIndonesia.com
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Selain itu, pada sisi lain ada analisis tentang “/ndonesia’s Omnibus Bill
on Job Creation: a Setback for Environmental Law”, Raynaldo Sembiring

1® dalam bentuknya

menjelaskan dalam analisis tersebut bahwa Omnibus Bil
yang sekarang akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia,
khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sumber daya
alam. Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut sebelumnya
jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, karena persoalan minimnya transparansi. Patut
dipertanyakan apakah tujuan Undang-Undang itu untuk menarik lebih
banyak investor akan tercapai, mengingat banyaknya aturan pelaksana yang
perlu dipahami dan dipatuhi. Akibatnya, undang-undang tersebut justru
menambah ketidakpastian hukum bagi para investor.**

Menurut Kukuh Terjomurti dkk dalam “The Critical Study of the
Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls *° View on Justice”, ia
menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya tentang Undang-

Undang Cipta kerja dapat disimpulkan, bahwa aturan Undang-Undang

Omnibus Law Cipta Kerja berimplikasi pada ketidakseimbangan posisi antara

B Omnibus Bill berarti sebuah Undang-Undang yang mengatur dan mencakup
berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal
mengenai suatu jenis materi muatan. “Mengenal Omnibus Law Dan Manfaamya Dalam
Hukum Indonesia”, Hukumonline.com.

 Raynaldo Sembiring, /ndonesia’s Omnibus Bill on Job Creation: a Setback for
Environmental Law?, Chinese Journal of Environmental Law 4 (2020) 97-109, et al., 2020.
Doi: 10.1163/24686042-12340051.

15 John Rawls adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di
dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul “Teori Tentang Keadilan” merupakan
salah satu teks primer di dalam filsafat politik. John Rawls belajar di Universitas Princeton
serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. la lahir di Baltimore, Maryland
Amerika dan meninggal pada 24 November 2002 di Laxington, Amerika. Id.m.wikipedia.org.
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perusahaan dan pekerja, serta tidak memberikan kepastian hukum bagi
perlindungan pekerja. Menurut John Rawls, keadilan tidak akan
mengorbankan hak sebagian orang untuk kepentingan yang dinikmati orang
lain. Berdasarkan pendapat John Rawls, kita dapat mengetahui bahwa
mengorbankan hak orang lain demi keuntungan tidaklah benar. Kerja sama
yang berdasarkan perjanjian kerja harus bermanfaat bagi semua pihak. Inilah
manfaat yang dapat memberikan kesejahteraan satu sama lain. Perusahaan
tidak perlu membayar setinggi direktur perusahaan tetapi perusahaan harus
transparan tentang keuangan. Misalnya, jika perusahaan mengalami untung
atau rugi, maka harus diberitahukan kepada semua pihak di dalam
perusahaan, termasuk pekerja.'®

Menyikapi problematika hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja
tersebut, maka sangat perlu kiranya memperhatikan perlindungan hak-hak
sipil pekerja yang diatur dalam Undang-Undang tersebut secara benar dan
dilaksanakan melalui peraturan atau undang-undang yang mencakup segala
hal. Tujuannya adalah agar rasa keadilan dan kepastian hukum dapat
terwujud dalam tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan. Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengatakan:

“Islam yang sangat menjaga nilai-nilai nasionalisme yang

melindungi seluruh hak-hak kemanusiaan”.!’

16 Rukuh Terjomurti dkk, The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation
Based on John Rawls View on dJustice, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
6(2)2020.

7odad Ol Y G ) ) o (351 09"

9_§_§_H O lw LeSh o Guadioe (:si_ll P)Lmﬁl O
s lro> S lwY I G4 dx T A g b g 17

36



Berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan, diantaranya adalah hak-hak
sipil yang tertuang dalam kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan,
vaitu: “Hak bekerja bagi laki-laki dan perempuan, hak mengasuh anak bagi
laki-laki dan perempuan, hak mendapatkan upah yang sama, hak melawan
kekerasan yang mengancam keluarga, hak giwamah (kepemimpinan), hak
warisan laki-laki dan perempuan, hak nusyiz, hak poligami, hak falak, hak
kesaksian laki-laki dan perempuan serta hak berhijab”."®

Undang-Undang vyang ditetapkan pemerintah merupakan dasar dalam
melaksanakan hak-hak sipil setiap warga negara. Oleh karena itu, Sudarsono
mengatakan:"Hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah
dibenarkan oleh undang-undang”.*® Artinya hak itu harus sesuai dengan undang-
undang yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh lembaga Undang-
Undang. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas
berpendapat: 'Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut”.?

Hak-hak yang ditetapkan dalam Hukum Islam, tentu juga mengandung
hikmah dan maslahat bagi siapa saja. Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam
kitabnya Dawabit al-Maslahah Fi asy-Syariah al-Islamiyah menjelaskan: Ukuran

suatu maslahat dalam syari’at Islam itu adalah: Perfama, maslahat vyang

Lihat Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati, Allah am al-Insan “Ayyuhuma Agdaru
ala Ri‘ayati Huquqi al-Insan ? (Damasqus: Dar al-Fikr, 1998), h. 59

8 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Biti, al-Mar'’ah Baina Tughyan an-Nizam al-
Gharbi wa Lata’if at-Tasyri” ar-Rabbani (Beirit: Dar al-Fikr al-Mu’asir, tth), h. 6-8

19 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 154

2 Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 30
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dimaksud itu harus tercakup dalam tujuan (maqasid Svari) atau tujuan sang
pembuat hukum (Allah SWT). Aedua, maslahat vyang dimaksud itu tidak
bertentangan dengan kitab (al-Qur’an). Aefiga, maslahat yang dimaksud itu tidak
bertentangan dengan sunnah. Aeempat maslahat yang dimaksud itu tidak
bertentangan dengan gqivds. Kelima, maslahat yang dimaksud itu tidak
bertentangan dengan maslahat yang lebih besar, atau juga tidak bertentangan
dengan maslahat yang setara dengannya.”’ Secara spesifik Muhammad Sa'id
Ramadan al-Bati menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban secara lebih luas
dalam lingkup Hukum Islam. [a mengatakan:

‘Hak-hak itu berkaitan dengan persoalan kewajiban”. Ia
mengatakan:”Kewajiban yang diberikan kepada perempuan/laki-laki
dalam syari’at Islam sumbernya adalah satu, yaitu penghambaan/taatnya
seseorang kepada Allah SWT”. Taatnya seorang manusia kepada Allah
SWT merupakan hakikat yang paling utama dalam agama Islam, bahkan
itu merupakan hakikat yang paling utama dalam penciptaan alam, yang
mewajibkan kita untuk meyakini adanya Allah SWT. Maka sesungguhnya
sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan
perempuan dalam hakikat penghambaan ini.??

2l Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah Fi asy-Syari'ah al-
Islamiyyah (Damasqus: Mu’assasah ar-Risalah, 1973), h. 114
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Terkait istilah al-Mamlikiyyvah, secara spesifik ia menjelaskan:

“Bahwa suatu ‘Ubidiyyah (penghambaan) itu merupakan cabang
dari al-Mamlikiyyah (hak kepemilikan)”.?®“Sesungguhnya penyelesaian
tentang hak dan kebebasan itu dengan mengenali status diri manusia
sebagai hamba milik Allah atau Abdun Mamiikun lillahi, lalu kembali
kepada ajaran-ajaran Allah dan Minhaj-Nya yang ditunjukkan kepada
para hambalNya agar dapat berinteraksi dengan alam, manusia dan
kehidupan”.?*

la menambahkan, dan jika disebutkan suatu hak ketuhanan Allah SWT
atas alam/ciptaan, maka harus disebutkan pula sifat Ubuadiyyah atau
penghambaan manusia terhadap-Nya. Ubidiyyah itu berarti segala kerendahan
atau ketundukan karena sifat kelemahan.® Tujuannya adalah merealisasikan
keseimbangan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan

kesetaraan manusiawi. Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan:
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al-Bati, a-Mar’ah..., h. 20
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Lihat Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati, Hurriyvah al-Insan fi Zilli ‘Ubadiyyatihi
lillahi (Beirat: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1992), h. 29
% Ibid, h. 11
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“Diantara pengaruh-pengaruh utama yang menonjol dalam sosial
masyarakat sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Islam adalah
suatu keseimbangan pada kelompok-kelompok dan strata manusia. Aku
mengatakannya sebagai suatu keseimbangan bukan kesamaan. Oleh
karena itu muncullah perdebatan yang masih terus berlangsung.
Sesungguhnya yang dituntut itu adalah merealisasikan keseimbangan
sosial masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan yang
manusiawi” .2

Seiring dengan itu, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bafi
menegaskan:”Dasar-dasar Islam itu dan nilai-nilai agama secara umum
melihat kepada faktor real/nyata dari sekian faktor-faktor yang ada yang
merujuk kepada kaedah urutan yang lebih utama atau faktor aw/awivat®

Inilah bagian-bagian dalam pembahasan konsep al-Mamiiikiyyah yang
mencakup ‘Ubudiyyah, yang menjelaskan tentang hak-hak Allah SWT
sebagaimana (kewajiban seorang hamba) serta hak-hak manusia (dalam ketaatan

atau karena kemanusiaannya). Istilah kata yang digunakan oleh Muhammad
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Sa’id Ramadan al-Bati tersebut, vaitu: al-Mamlikiyyah (hak kepemilikan),
Ubidiyyah (penghambaan) dan /nsaniyyah (nilai-nilai kemanusiaan), menjadi
kata kunci untuk menjelaskan tentang hak-hak sipil seorang warga negara dan
hak-hak dasar manusia. Ini tidak kita dapatkan pada teori hak menurut HAM
masyarakat dunia yang hanya dirumuskan secara universal, atau yang berlaku
untuk siapa saja.

Dari permasalahan di atas, maka penulis ingin menjadikannya sebagai
penelitian disertasi yang lebih spesifik tentang hak-hak pekerja dengan judul:
“Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam
Perspektif Konsep Al-Mamlikiyyvah Muhammad Sa’id Ramadan Al-

Biiti”,

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Konsep Al-Mamlikiyyah Muhammad
Sa’id Ramadan Al-Bati ?.
Untuk mendapatkan jawaban yang memadai terhadap pokok masalah
di atas, maka ada beberapa pertanyaan sebagai sub pokok masalah, yang
diharapkan dapat membantunya, yaitu:
1. Bagaimana konsep al-Mamliikivyah Muhammad Sa’id Ramadan al-
Bati dan hubungannya dengan penetapan Undang-Undang Cipta

Kerja Klaster Ketenagakerjaan?
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2. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dalam perspektif keadilan menurut konsep al-Mamlikiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bti ?

3. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dalam perspektif kepastian hukum menurut konsep al-Mamilikiyyah

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati ?

C. Batasan Istilah
Untuk menghindari inkonsistensi dalam penggunaan istilah dan
pemahaman yang berbeda oleh para pembaca terhadap penelitian ini, maka
pada bagian ini dimuat penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci
yang terdapat pada disertasi ini, yaitu:
1. Omnibus Law/Undang-Undang Cipta Kerja
Istilah “Omnibus Law” berasal dari sistem “Common Law” yang
dalam “Black Law Dictionary” disebutkan bahwa “Omnibus”adalah “relating
to or dealing with numerous object or item at once inculding many thing or
having varius purposes”® yaitu “berhubungan dengan atau berurusan
dengan banyak objek atau barang sekaligus, termasuk banyak hal atau
memiliki berbagai keperluan”. Sementara itu pengertian “Law” dari sumber
yang sama disebutkan ‘“the aggregate of legislation, judicial precedents and
accepted legal principles; the body of authoritative grounds of judicial and
administrative action; esp., the body of rules, standards, and principles that

the courts of a particular jurisdiction apply in deciding controversies brought

8 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, A Bridge, 9" Edition (Minnesota: West
Group, 2010), th.
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before them” berarti “Ketetapan undang-undang, bentuk peradilan dan
prinsip-prinsip hukum yang diterima, badan otoritas untuk tindakan peradilan
dan administrative, khususnya (badan aturan, standar, dan prinsip yang
diterapkan pengadilan) sesuai undang-undang tertentu dalam memutuskan
suatu permasalahan yang dibawa ke hadapan mereka”.

Dalam konteks undang-undang maka dapat dimaknai sebagai
penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum
dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang pokok.
Omnibus law menjadi political will (komitmen yang kuat) bagi pemerintah.
Dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna MPR RI
dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024
pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan bahwa: Pemerintah akan
mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang besar. Pertama,
Undang-Undang Cipta Kerja. Aedua, Undang-Undang Pemberdayaan
UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law,
yaitu satu undang-undang vyang sekaligus merevisi beberapa undang-
undang. ** Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ditandatangani oleh
Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Nopember 2020 yang terdiri dari 15
Bab dan 186 pasal, mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan

hidup dengan jumlah halaman 1.187 halaman.®

% Ahmad Redid an Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law Diskursus
Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2020), h. 58

% Rachmat Trijono, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Jakarta: Papas Sinar
Sinanti, 2020), h. 7

31 https://news.com/berita/d-5210107/isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law
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2. Konsep
Kata “konsep” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti

133

“rancangan” atau “ide”, atau juga “pengertian yang diabstrakkan dari
peristiwa konkrit” >

Satjipto Rahardjo dalam bukunya “/imu Hukum” menjelaskan, konsep
adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan informasi
mengenai sesuatu. Adalah suatu prinsip, bahwa informasi yang demikian itu
harus mempunyai basis empiris. Oleh karena itu, persepsi mengenai
kenyataan yang akan menjadi dasar bagi penyusunan suatu konsep
merupakan hal yang fundamental dalam ilmu. Penyusunan konsep-konsep
hukum juga dituntut untuk bisa dikembalikan kepada unsur-unsur empiris
yang membentuk konsep tersebut. Suatu konsep juga dituntut untuk
mengandung suatu arti (meaningful).*® Amsal Bakhtiar dalam “Filsafat llmu”
mengatakan, Pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia
secara langsung/sadar.**

Mudjia Rahardjo dalam “Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel
Dan Hipotesis Dalam Penelitian” menjelaskan, peranan konsep sangat

penting dalam penelitian karena dia menghubungkan dunia teori dan dunia

observasi, antara observasi dan realitas, baik realitas konkrit maupun

%2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 725

3 Satjipto Rahardjo, //mu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 344

34 Amsal Bakhtiar, Filsafat [lmu (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 85-86
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abstrak.* [zomiddin dalam bukunya “Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam”
menyamakan antara “konsep” dengan “teori”. la menjelaskan, bahwa
lazimnya apabila sesuatu telah diteorikan (konsep), maka pemikiran
merupakan elaborasi terhadap sebuah teori (konsep) atas dasar tuntutan
fenomena-fenomena, konteks atau realitas.

Konsep adalah sesuatu yang memilki komponen, unsur, atau ciri-ciri
yang dapat diberi nama. Jacobsen mengatakan ada lima unsur dalam
konsep, vaitu: Pertama, nama. Konsep diwakili suatu kata tunggal yang
merepresentasikan ide atau gagasan-gagasan. Aedua, contoh-contoh positif
dan negative, yaitu menganalisis dan membandingkan contoh-contoh positif
dan contoh-contoh negatif beserta karakteristiknya. Aetiga, karakteristik.
Karakteristik menciptakan aturan dan menentukan suatu contoh termasuk
dalam kategori konsep atau bukan konsep. Aeempat, rentangan karakteristik,
yaitu: konsep berhubungan dengan konsep-konsep lainnya dan mempunyai
rentangan karakteristik yang membatasi konsep tersebut. Kelima, kaidah atau
teori tertentu.®

Dengan dasar pemikiran tentang konsep dan unsur-unsurnya tersebut,
peneliti kemudian menganalisa poin-poin pemikiran Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buthi vyang tertuang pada beberapa kitabnya, lalu

mengkelompokkannya pada unsur-unsur konsep tersebut, sehingga setelah

% Mudjia Rahardjo, Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel Dan Hipotesis Dalam
Penelitian (Repositori.uin.Malang.ac.id.).

3 Izomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam (Palembang: Prenadamedia
Group, 2018), h. 1

37 Jacobsen, D.A., Eggen, P., dan Kauchak, D, Methods for Teaching, terj. Metode-
Metode Pengajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), th.
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mencukupi unsur-unsurnya peneliti menganalisa dan menyimpulkan bahwa
istilah “al-Mamlukiyyvah” yang disebutkan oleh Muhammad Sa’id Ramadan
al-Buthi merupakan sebuah konsep tentang “hak dan kewajiban”, uraiannya
adalah sebagai berikut:

a. Nama:

Istilah “al-Mamlukiyyah” yang sering disebutkan oleh Muhammad
Sa’id Ramadhan al-Buthi ada dalam kitab yang berbeda-beda, dikaitkan
dengan status manusia sebagai hamba (Abdun Mamliukun Lillah). la
menjelaskan bahwa persoalan al-Mamlukiyyah mencakup persoalan
ubudiyah/ibadah, dan “ubudiyah” itu berkaitan dengan hak-hak
kemanusiaan seperti bekerja, dan berkaitan dengan kewajiban seorang

hamba yang harus bekerja dengan cara yang halal lagi baik.

b. Contoh-contoh Positif/Negatif:

Terkait dengan contoh-contoh ini, peneliti menjelaskan tentang
contoh-contoh hak kemanusiaan dan kewajiban sebagai hamba, dengan
mengemukakan hak-hak dan kewajiban yang termasuk dalam kategori
awlawiyat (prioritas) dan yang bukan prioritas, yang ditetapkan berdasarkan
konsep maqashid asy-Syari’ah, seperti terkait dengan tujuan bekerja, yaitu

pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta dan pemeliharaan harga diri.

c. Karakteristik Pokok (Ciri-Ciri Utama):
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Ciri utama dalam konsep al-Mamlukiyyah ini, Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buthi menjelaskan tentang hak-hak bekerja dan lainnya, serta
kewajiban seorang hamba, menggunakan metode istislahi atau dengan

berbasis kemaslahatan.

d. Rentangan Karakteristik:

Maksudnya adalah berhubungan dengan teori lainnya. Konsep al-
Mamlukiyyah, dalam hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dan asas-
asas hukum, seperti prinsip keadilan dan asas kepastian hukum serta teori-

teorinya.

e. Kaidah (Langkah-langkah):
Hak-hak dan kewajiban vyang dijelaskan dalam konsep al-
Mamlukiyyah ini ditetapkan melalui istinbath hukum yang menggunakan

kaidah-kaidah dan langkah-langkah penetapannya.

3. Istilah “al-Mamlukiyyah’.

Kata al-Mamlakiyyah berasal dari kata “ , éLLA_3 , o

P °

il_L,o” yang artinya milik. Al-Jurjani mengatakan: “alMilky” atau

o

5
“él_l_pJ | ” atau vaitu dengan tandah kasrah pada huruf mim. Menurut

para fugaha’ pengertiannya adalah: Hubungan secara Syara’ antara manusia
dengan sesuatu yang menjadi hak miliknya secara mutlak sehingga ia dapat

menggunakannya, atau tidak boleh bagi selainnya. Sesuatu yang dimiliki itu
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disebut dengan “mamlik” bukan “marqiq” (sesuatu yang disayang), atau
sesuatu itu tidak marqiq kecuali hanya mamiitk. *® Akan tetapi istilah
“mamluk” itu dipakai oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam
menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban seorang manusia karena ia
adalah hamba yang dimiliki Allah atau “abdun mamiak”. Muhammad Sa’id
Ramadan al-Bati mengatakan:”Tidak diragukan bahwa setiap laki-laki dan

perempuan itu adalah hamba milik Allah”.%

4. ‘Ubudiyyah
Kata “Ubddiyvahk’ atau “492 3" berasal dari kata “ R

A o ,3'3):’9 ,33‘—.";” yang berarti: “menyembah atau mengabdi”. Al-

Jurjani mengatakan:” /badah itu adalah perbuatan mukallaf yang berlawanan
dengan hawa nafsunya dengan tujuan untuk mengagungkan Tuhannya”.
Adapun Ubuadiyyah berarti: “Teguh dengan melaksanakan janji perintah,
menjaga ketentuan hukum, rida dengan apa yang ada, dan sabar dengan apa
vang telah hilang”.**Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menjelaskan: “Nilai-
nilai ‘Ubuadiyyah itu tercakup dalam pengertian al-Mamlikiyyah agar sampai
kepada kesetaraan hak yang lebih baik dan mendatangkan maslahat yang

mulia.*!

38 Syarif Al-Jurjani, at-7a rifat (tt: tp, tth), h. 164
¥ al-Buti, al-Mar’ah..., h. 20

0 al-Jurjani, at-Ta'rifat.., h. 102

4 al-Biti, al-Mar’ah..., h. 21
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5. Hak-hak Pekerja

Hak-hak pekerja atau (hak-hak sipil pekerja sebagai warga negara)
berasal dari konstitusi atau hukum dari masing-masing negara, sedangkan
Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal bagi semua manusia. Hak Asasi
Manusia juga bersifat universal untuk semua negara, sementara hak-hak sipil
sangat bervariasi dari satu negara dengan negara yang lain.*?

Penulis dalam menjelaskan tentang hak-hak pekerja pada penelitian
disertasi ini dengan menggunakan konsep pemikiran Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biti. la banyak menjelaskan tentang peran perempuan dan laki-
laki terkait dengan hak-hak sipilnya maupun hak-hak dasarnya yang
dituliskan pada beberapa karyanya. Dengan gambaran bahwa sekitar tahun
1990 sampai sebelum perang saudara 15 maret 2011, Suriah (Negara
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biiti) merupakan negara dengan ekonomi
yang stabil dengan mengandalkan sektor pelayanan dan ekspor minyak
bumi, walaupun sektor ritel dan pariwisata tidak terlalu mendominasi.** Hak-
hak dasar maupun hak-hak sipil setiap warga negara sangat diperhatikan
ketika itu oleh Pemerintah Rapublik Arab Suriah. Hal ini dikuatkan dengan
adanya Undang-undang Republik Arab Suriah tahun 1973 tentang
kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara, baik laki-laki maupun
perempuan dalam segala bidang.** Beberapa masalah yang muncul berkaitan
dengan hak laki-laki dan perempuan itu kemudian oleh Muhammad Said

Ramadan al-Bati dituliskan pada beberapa buku karyanya yang fenomenal

%2 https://brainly.co.id
 https://Sindonews.com selasa 12 November 2019
“ https://ar.m.Wikipedia.org: Huqiiq al-Mar’ah Fi Striah
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vaitu: al-Mar’ah Baina Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-Tasyri” ar-
Rabbani, Dawabit al-Maslahah fi asy-Svariah al-Islamiyyah, Hurriyyah al-
Insan Fi zilli ‘Ubadiyyatihi lillahi, Qadaya Fighiyyah Mu'asirah dan Allah am

al-Insan: Ayyuhuma Aqdaru ‘ala Ri’ayati Huquqi al-Insan,™

6. Globalisasi, Digitalisasi

Secara etimologi, kata “globalisasi” berarti proses masuknya ke ruang
lingkup dunia, seperti: globalisasi siaran televisi kita tidak dapat dihindarkan
lagi.*® Sedangkan digitalisasi merupakan proses pemberian atau pemakaian
sistem digital, contoh implementasi digitalisasi di Negara kita baru pada
saluran transmisi.*’ Thomas L. Friedman mengemukakan bahwa globalisasi
dan teknologi membuat dunia atau bumi seolah lebih datar dari sebelumnya,
beberapa tempat akan lebih terhubungkan satu sama lain dari pada
sebelumnya, tetapi dalam kenyataannya dunia itu tidak datar.® Muladi
mengatakan: globalisasi adalah suatu proses bahwa manusia di dunia itu
sebenarnya dipersatukan menjadi satu masyarakat (entity) dan berfungsi
bersama-sama sinergis (sehingga dapat mempengaruhi secara positif atau
negatif, seperti contoh kejahatan transnasional, terutama akibat kemajuan
teknologi informasi dan transformasi ICT, serta fenomena yang menjadikan

saling ketergantungan sebagian besar negara akibat perkembangan sains dan

% Mohammad Mufid, Belajar Dari Tiga Ulama Syam: Mustafa az-Zarqa, Muhammad
Said Ramadhan al-Bati Dan Wahbah az-Zuhaili (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), h. 44-
48

4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus..., h.455

47 Ibid, h. 328

8 Joseph Stiglitz, Making Globalization Work. edisi terjemahan (Bandung: Mizan,
2007), h. 116
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teknologi, mula-mula bersifat ekonomis, tapi pada akhirnya bersifat

multidimensional yang membentuk tatanan dunia baru.*

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan secara
komprehensif dan ilmiah “Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Konsep Al-Mamlikiyyah Muhammad
Sa’id Ramadan Al-Bati ?”.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep al-Mamiiikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan
al-Bati dan hubungannya dengan penetapan Undang-Undang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

2. Menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dalam perspektif keadilan menurut konsep al-Mamliakiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti.

3. Mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan dalam perspektif kepastian hukum menurut konsep

al-Mamliikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat:

% Muladi, Tranformasi Global (HAM) (Semarang: UNDIP, 2008), h. 3
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1. Menyumbangkan pemikiran komprehensif dan ilmiah mengenai
Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjiaan Dalam
Perspektif Konsep Al-Mamlakiyyah Muhammad Sa’id Ramadan Al-
Bati.

2. Memberikan pemikiran Hukum Islam tentang makna keadilan dan

kepastian hukum bagi hak-hak pekerja.

Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Pembuat kebijakan, wvaitu: Lembaga Parlemen (DPR),
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Pemerintah
Daerah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-
Undang Cipta Kerja.

2. Bagi para akademisi, praktisi Hukum Islam dan masyarakat pada

umumnya.

E. Studi Pustaka

Eko Ibnu Hayyan dalam “Omnibus Law Dalam Sistem Hukum
Pancasila” menjelaskan, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara
Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan
kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-
nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, guna mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran filsafat kenegaraan ini
bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup

manusia atau organisasi kemasyarakatan, di mana merupakan masyarakat
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hukum. Segala macam kebijakan yang diambil dalam masyarakat hukum
tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Semua bermuara pada tujuan nasional dan cita-cita
kemerdekaan bangsa Indonesia.*

Sejalan dengan itu Afdhal Mahatta dalam “Omnibus Law: Upaya
Perbaikan Proses Legislasi Di Indonesia” menjelaskan, bahwa penegakan
hukum juga harus diimbangi dengan pemenuhan terhadap HAM guna
menghindari penyalahgunaan wewenang (abuse of pover) sebagaimana
termuat di dalam Konstitusi Indonesia. Salah satu fungsi konstitusi adalah
sebagai guardian of fundamental rights (pengawal utama Undang-Undang).
Oleh karenanya, pemuatan hak asasi manusia dalam Kkonstitusi sebuah
negara memiliki arti penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara
penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar
warga negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara tidak dapat
bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, karena sesungguhnya seluruh
rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tarik ulur kekuasaan
antara pemegang kedaulatan dan penerima mandat kekuasaan perlu diatur
dalam Kkonstitusi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki jaminan
perlindungan atas hak-hak dasarnya, sedangkan pemerintah yang
menjalankan kekuasaan harus tercatat secara jelas kewenangan yang

dimilikinya di mana secara keseluruhan harus tercantum di dalam konstitusi.

0 Chandranegara, Omnibus..., h. 115
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Keseimbangan antara pemenuhan hak dan penegakan hukum harus
senantiasa tercipta dalam menjalankan pemerintahan.

Terkait dengan keseimbangan tersebut, tujuan Omnibus Law menurut
Ahmad Redi®? mencakup beberapa poin vaitu:

1. Untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat,
efektif dan efisien.

2. Untuk menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat
maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi.

3. Untuk menjadikan pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan
efektif.

4. Agar mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama.

5. Agar meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena
telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu.

6. Agar adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pengambil kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka omnibus law merupakan
sebuah konsep pendekatan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yang semula terdiri dari berbagai materi yang diatur dalam
berbagai undang-undang kemudian dibentuk satu undang-undang baru agar
terjadi sinkronisasi. Tradisi metode pembentukan undang-undang dengan
omnibus law lebih dikenal dalam sistem hukum common law bukan pada
sistem hukum civil law sebagaimana sistem hukum yang diterapkan di

Indonesia.

S Jbid, h. 103

2 Ahmad Redi, Omnibus Law: Gagasan Pengaturan Untuk Kemakmuran Rakvat
Makalah disampaikan dalam Diskusi hukum tentang Rambu-Rambu Konstitusi dalam
Wacana Omnibus Law yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan
Pertambangan bekerja sama dengan Koligium dJurist Institute, di Jakarta pada tanggal 05

Maret 2020.
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Berkaitan dengan sistem hukum, Satjipto Rahardjo mengatakan:
Bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu
sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan
dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.*
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya
tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini,
dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.®* Menurut Paton,
sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, ia mengatakan: Suatu
kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh
hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya
mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak.*
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: Prinsip perlindungan hukum bagi
rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan
pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat

dan pemerintah.%

%3 Satjipto Rahardjo, //mu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53

S Ibid, h. 53

55 [bid, h. 54

% Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyvat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi
Tentang Prinsip-Prinsipnva, Penanganannva Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
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Sejalan dengan prinsip perlindungan, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
mengatakan: Tujuan Syariah (magasid asy-Syariah) diperkuat dengan
prinsip-prinsip Hukum Islam yang meliputi prinsip keadilan (a/-Adl)), prinsip
kasih akung (rahmah), dan kebijaksanaan (hikmah), baik dalam hubungan
dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam.® Mahmid
Syaltit mengatakan: Ketetapan tentang hak-hak dan kewajiban itu ditentukan
sesuai dengan ‘wruf atau kebiasaan yang berlaku, sesuai dengan fitrah
seorang laki-laki dan perempuan, termasuk juga dalam hak-hak serikat dan
bermasyarakat. °® Yasuf al-Qardawi menjelaskan: Hak-hak yang diberikan
kepada manusia harus berdasarkan nilai keadilan. Islam telah membebaskan
ikatan-ikatan dan memuliakan (laki-laki dan perempuan) dengan
menempatkan mereka pada posisi yang terhormat, vaitu dengan
memperhatikan status insan (manusia) baik sebagai anggota keluarga atau
sebagai anggota masyarakat.*®

Karena itu, menurut Masdar F. Mas’udi sebagaimana dikutip oleh E.
Sobirin Nadj mengatakan: Islam sangat menghormati dan memuliakan status
dan eksistensi manusia, baik yang berkaitan dengan kemuliaan yang bersifat
individual (karamah fardiyyah) atau yaitu yang memelihara kemuliaan lahir
dan batin masing-masing individu manusia, kemuliaan yang bersifat

masyarakat (karamah ijtima’iyvah) yaitu pada status hubungan sosial antara

Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987),
h. 38

5 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, //lam al-Muwaqqi’indilid I (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi,
1423/2001), h. 195

%8 Syaltat, Al-fslam..., h. 162

5 Yasuf al-Qardawi, Svariah al-Islam: (Khuliduha wa Salahuha fi Kulli Zaman wa
Makan) (Beirat: al-Maktab al-Islami, 1983), h. 47
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sesama manusia sebagai makhluk sosial, dan kemuliaan secara politik
(karamah sivasiyyah) atau yaitu hak-hak politik untuk dipilih dan memilih
pada posisi-posisi politik.?® Khusus tentang hak-hak sipil pekerja, Muhammad
Sa’id Ramadan al-Bati secara luas telah menjelaskan tentang hak-hak dasar
manusia, termasuk juga hak-hak sipil pekerja. Walaupun Ia tidak
menyebutkan secara khusus suatu pengertian tertentu tentang al-

Mamlikiyyah tersebut.

F. Hipotesis

Sebagai kesimpulan sementara dalam penelitian ini adalah, bahwa
konsep al-Mamlakiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati merupakan
sistem aturan tentang hak dan kewajiban secara umum bagi setiap orang
dengan statusnya sebagai insan (manusia) dan sebagai abdun (hamba), yang
merujuk kepada makna dasar konsep al-Mamiiikiyvyah bahwa setiap manusia
itu adalah hamba milik Allah (Tuhan). Kaidah yang berlaku pada konsep a/-
Mamlikiyyah dalam menetapkan hak-hak manusia adalah dengan memilih
maslahat (kepentingan) yang lebih utama atau lebih prioritas (awlawivat),
melalui aturan dan pengawasan lembaga pemerintah. Tujuannya adalah
untuk menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Oleh Kkarena itu,
problematika hak-hak pekerja yang muncul baik itu mencakup persoalan upah,
keselamatan dan kesehatan kerja, nilai-nilai kepatutan dan sistem kerja,
diharapkan dapat diselesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai pada hukum

ketenagakerjaan. Khususnya pada persoalan yang muncul akibat adanya

80 E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, Deseminasi HAM Dalam Perspektif Dan
Aksi (Jakarta: Cesda LPES, tth), h. 9
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benturan-benturan dan pergeseran nilai yang sulit untuk dihindari. Terkait
dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, khususnya pada Klaster Ketenagakerjaan,
ternyata ada beberapa pasal di dalamnya yang kurang menyentuh rasa
keadilan dan kepastian hukumnya bagi para pekerja. Diantaranya adalah:
Pertama, pasal tentang waktu istirahat dan cuti yang terkait dengan pasal 79
ayat 2 huruf b. Aedua, tentang upah yang diatur dalam pasal 88b. Aetiga,
tentang jam kerja yang dinilai eksploitatif yaitu pasal 77. Keempat, tentang
penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur
syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja
kontrak. Aelima, terkait dengan tenaga kerja asing pada pasal 42 Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang dirubah. Keenam, tentang uang penghargaan
masa kerja pada pasal 156 ayat 3. Ketujuh, tentang jaminan pensiun pada
pasal 81 angka 42. Kedelapan, tentang pesangon yang dikurangi pada pasal
156 ayat 4 poin ¢ Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Menurut penulis, pasal-pasal ini sangat kontroversial sehingga
memunculkan ketidakpastian hukum, dan jika pasal-pasal ini diterapkan
maka akan memunculkan suatu wujud keadilan yang dirasa kurang adil, atau
adanya upaya terciptanya keterpaksaan penerimaan akan rasa ketidakadilan
dalam sebuah bayang keadilan, yang harus diselesaikan dengan penegasan
aturan hukum yang sesuai dan seimbang. Masalah yang kerap menyentuh rasa
keadilan bagi para pihak, baik pekerja maupun pengusaha akan terlindungi oleh
penegasan aturan itu, apabila nilai-nilai kemanusian, keadilan dan prinsip

prioritas (sebagaimana dalam konsep al-amilikiyyah) dapat berperan sebagai
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dasar pemikiran regulasi hukum ketenagakerjaan, serta dengan didukung fungsi

lembaga-lembaga pengawasan dan perlindungan.

G.Landasan Teoretis Dan Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

Pembahasan tentang konsep al-Mamliikivyah Muhammad Sa’id
Ramadan al-Bati berkaitan dengan persoalan hak-hak dan kewajiban
manusia (hamba) yang merupakan bagian dari kajian ilmu syari’ah, lebih
khusus yaitu pada ilmu ustl figh dan figh. Ketika ditetapkan hak-hak seorang
manusia, maka itu tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena
itu, penulis mengemukakan beberapa teori sebagai acuan kerangka berpikir
dalam penulisan disertasi ini. Menguatkan hal itu, Sudikno Mertokusumo
dalam bukunya “Teori Hukum” mengatakan, teori hukum itu bertujuan
untuk memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas
dan lebih mendasar.®! Diantara teori-teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:

a. Teori Maqasid asy-Syari ah

1) Magqasid asy-Syari ah asy-Syatbi®

®1 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka,
2019), 92

%2 Yaitu Maqasid asy-Svariah menurut Aba Ishaq asy-Syatibi. Nama lengkapnya
adalah Abi Ishag Ibrahim bin Misa bin Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi. Tempat dan
tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada hari Selasa 8 Sya’ban 790 Hijriah di Granada.
la berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syatibi (Imam
dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari
Banu Lakhm yang berasal dari Bethlehem, asy-Syam. la tinggal di Granada yang waktu itu
merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyyah
yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi
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Abt Ishaq Ibrahim bin Misa bin Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi
dalam kitabnya ‘al-Muwafagat” menjelaskan, bahwa Maqasid asy-Asyari ah
itu tertuju kepada dua hal, yaitu: perfama, tertuju kepada Maqasid asy-Svari’
(tujuan pembuat syari’at). Kedua, tertuju kepada Maqasid al-Mukallaf (tujuan
manusia sebagai mukallaf). Untuk bagian yang pertama, bahwa itu dianggap
sebagai tujuan dari pembuat syari’at (Allah dan Rasul) karena itu sesuai
dengan tujuan pertama kali syari’at itu dilaksanakan, vyaitu untuk
kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun tujuan bagi seorang mukallaf
(manusia) adalah dengan memperhatikan hikmah-hikmahnya.®® Syari’at itu
ditetapkan untuk kemaslahatan para hamba, baik pada saat ini atau yang
akan datang. Atas dasar inilah maka harus ada alasan yang kuat yang dapat
menjelaskan sesuatu yang baik dan merusak.®

Abt Ishaq Ibrahim bin Misa bin Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi
mengatakan, taklif dalam syari’at itu dapat terlaksana dengan memelihara
Maqgasid atau tujuan makhluk (hamba). Magasid itu terbagi kepada tiga
bagian, vaitu: perfama, tujuan yang bersifat pokok (ad-Darirat). Kedua,
tujuan yang bersifat kebutuhan (al-Hajivat). Ketiga, tujuan yang bersifat
kemudahan (at-Tahsiniyvah). Tujuan yang bersifat pokok (ad-Dardrat),
maksudnya adalah melaksanakan segala sesuatu yang merupakan maslahat-

maslahat dalam agama maupun dunia, yang apabila itu tidak terlaksana

8 Abta Ishaq Ibrahim bin Misi bin Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi, al/-
Muwafaqgét, al-Mujallad as-Sani (tt: Dar Ibn ‘Affan, tth), h. 8
% Jbid h. 9
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maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak, bahkan mendatangkan
kerusakan dan kerugian dalam hidup.®

Abu Ishaq Ibrahim bin Masa bin Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi
menjelaskan, tujuan-tujuan (Magasid) yang bersifat pokok (ad-Dardriyyat)
terbagi ke dalam lima bagian, vaitu: perfama, menjaga kehormatan agama

(= Jaa>), kedua, menjaga kehormatan jiwa (i J ! Jaa>),
ketiga, menjaga keturunan (JuwiJ | b 4>), keempat menjaga
kehormatan akal ( J_4x_J| Ja_a>) dan kelima, menjaga harta ( Jro>

J Lo J1).®

2) Magqasid asy-Syari’ah Ibn ‘Asyir®

Nama lengkap Ibnu ‘Asyir adalah Muhammad at-Tahir ibn ‘Asyiir.
Pemikirannya tentang Magasid asy-Svari'ah sangat mewarisi pemikiran
Maqasid asy-Syari ah asy-Syatbi, bahkan ia menyerukan reformasi substantif

dalam pendidikan Islam. Karyanya tentang tujuan akhir syari’ah mewakili

 Ibid, h. 17-18

% Ibid, h. 20

" Yaitu Maqgasid asy-Syari ah Muhammad at-Tahir ibn Asyar, lahir di Tunis pada
tahun 1879 M, dari sebuah keluarga kaya dan wafat pada tahun 1973 pada usia 94 tahun. la
berasal dari Andalusia. Keluarganya telah menunjukkan dedikasinya dalam menuntut ilmu
pengetahuan selama beberapa generasi. Kakeknya sangat terkenal, dan ketika Muhammad
at-Tahir ibn Asytr memasuki sekolah Zaytina, ia diajar oleh guru-guru yang terbaik.
Pemikiran Muhammad at-Tahir ibn Asylr sangat dipengaruhi oleh pembaharuan
Muhammad Abduh sejak ia berkunjung ke Tunisia. Muhammad at-Tahir ibn Asytr kemudian
mencoba menggabungkan gaya pemikiran klasik dengan keinginan untuk menghidupkan
kembali peradaban Islam. la memposisikan dirinya sebagai jembatan antara warisan hukum
Islam klasik dan kebutuhan dunia modern. Ia kemudian menjadi rujukan dalam masalah
hukum, akan tetapi dia sendiri tidak ragu-ragu menunjukkan kekurangannya. la selalu
menanggapi  persoalan tentang tantangan modern terhadap tradisi  Islam.
https://fen.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Tahir_ibn_Ashur
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upaya untuk menghidupkan kembali teori Magasid asy-Svatbi, dan upaya
untuk memperbarui teori hukum Islam.® Selain itu, ketika ia menjelaskan ad-
Darariyvat al-Khamsah (lima tujuan utama) ia juga mengutip pendapat Taj
ad-Din as-Subki dalam kitab “Jam’u al-Jawami” yang memasukkan poin

menjaga kehormatan harga diri (2 y=J | Jo4>) sebagai bagian dari

magqasid ad-Dariiriyat®®

3) Magqasid asy-Syari’ah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam kitabnya (Dawabit al-
Maslahah FI asy-Syari'ah al-Islamiyyah), ia menjelaskan tingkatan maslahat
dalam Magasid asy-Syariah dengan mengutip pendapat para ulama
sebelumnya. Terkait dengan maslahat pokok (ad-Darariyyat), ia menjelaskan
lima bagian yang termasuk dalam ad-Darariyvat al-Khamsah (lima tujuan
utama). la mengatakan:

“Magqasid asy-Svari’ (tujuan Tuhan) dalam memberikan aturan
syariat mencakup pemeliharaan terhadap lima perkara, vaitu:
pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Segala sesuatu yang terkandung dalam pemeliharaan lima perkara
tersebut dinamakan maslahat, sedangkan segala sesuatu yang
ditinggalkan dinamakan mafsadat. Cara dalam pemeliharaan lima
perkara itu tercakup dalam tiga tingkatan sesuai dengan prioritas
kepentingannya. Para ulama telah memberikan acuan pokok-pokok
tersebut dengan memberikan istilah, yaitu: kebutuhan primer/pokok
(ad-Darariyvat), kebutuhan yang merupakan hajat/sekunder (al-
Hajiyyat) dan kemudahan yang didapatkan/tersier (at-Tahsiniyyat).

% Ibid.
% Muhammad at-Tahir ibn ‘Asyar, Magasid asy-Svariah al-lslamiyvah, Jilid 3
(Qatar: Wizarat al-Auqgaf wa asy-Syu’an al-Islamiyyah, 2004), h. 240
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Bagian-bagian yang termasuk kebutuhan primer/pokok (ad-
Daruriyyat), adalah segala hal yang termasuk dalam pemeliharaan
terhadap lima perkara. Cara menegakkannya adalah dengan
melaksanakan ketentuan rukun-rukunnya, menetapkan kaidah-
kaidahnya, yaitu dengan menjauhi kerusakan yang terjadi atau
kerusakan yang mungkin akan terjadi.

Ketentuan syari'at dalam memelihara agama ( Jha>
(— 4 ') dari sisi penegakan rukun-rukunnya adalah menanamkan
keimanan, mengucapkan syahadatain berikut pula rukun-rukun Islam
lainnya. Ketentuan syari’at dalam memelihara agama dari sisi
menjauhi kerusakan yang terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi
adalah dengan berusaha keras dan memberikan sanksi terhadap

penyebab yang membawa perkara bid’ah.

Ketentuan syari’at dalam memelihara jiwa (pdi | 1 a>)

dari sisi wujud/keberadaannya seperti pembolehan untuk makan,
minum, bertempat tinggal yang merupakan bagian dari usaha
menjaga/memelihara kehidupan. Ketentuan syari’at dalam memelihara
jiwa dari sisi larangan adalah seperti memberikan ketentuan hukuman
denda/diyat dan hukuman Qisas.

Ketentuan syari’at dalam memelihara keturunan ( Jada>
JwJ 1) dari sisi wujud/keberadaannya adalah seperti nikah,

mengangkat anak dan memberikan nafagah. Demikian pula seperti
ketentuan syari’at dalam memelihara keturunan dari sisi larangan,
yaitu mengharamkan zina dan memberikan hukuman hudad terhadap
pelakunya.

Ketentuan syari’at dalam memelihara akal (4= J1 Jo4>)

dari sisi wujud/keberadaannya seperti halnya ketentuan terhadap
pemeliharaan jiwa, yaitu dengan makan yang dapat melangsungkan
kehidupan dan mengekalkan akal. Demikian pula seperti ketentuan
syariat dalam memelihara akal dari sisi larangan, yaitu
mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan dan memberikan
hukumannya.

Ketentuan syari'at dalam memelihara harta benda ( Jada>

JLaeJdl) dari sisi wujud/keberadaannya seperti dibolehkannya

untuk melakukan transaksi mu’amalat dengan orang lain. Demikian
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pula seperti ketentuan syari’at dalam memelihara harta dari sisi
larangan, yaitu mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman
bagi pelakunya.

Adapun kebutuhan yang merupakan hajat/sekunder (al-
Hajiyyat), vaitu segala sesuatu yang tidak mesti ada agar
terlaksananya lima perkara pokok dalam ad-Daririyvat al-Khamsah,
akan tetapi seandainya tetap tegak lima perkara pokok tersebut, maka
akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, disyari’atkan ketentuan
(al-Hajiyyat) ini adalah untuk memenuhi hajat manusia dengan
menghilangkan kesulitan sehingga beban yang menyusahkan itu dapat
diselesaikan.

Tingkatan kebutuhan yang ketiga adalah kemudahan yang
didapatkan/kebutuhan tersier (at-Tahsiniyyat). Tingkat kebutuhan ini
jika ditinggalkan maka tidak akan mendatangkan kesulitan/kepayahan.
Namun kebutuhan ini dibolehkan karena sejalan dengan dasar/prinsip
kewajaran, menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
akhlak mulia dan adat kebiasaan yang baik. Tingkat kebutuhan
tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama, dan berkaitan dengan

hukum-hukum najasah, taharah maupun hukum menutup aurat”.”
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Sejalan dengan teori ini, Juhaya S. Praja dalam “7Teori Hukum Dan
Aplikasinya” menegaskan bahwa tujuan hukum Islam (Magasid asy-Syari ah)
harus sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua
daya fitrahnya, yaitu mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya
vang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah at-Tahsil wa al-
Ibga’ atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan “albu al-
Masalih wa daf'u al-Mafasid).™

Oleh karena itu, tujuan hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum
dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber naqgf, yaitu
wahyu al-Qur'an maupun as-Sunnah. la memiliki tiga tujuan hukum terutama
tujuan hukum taklif atau hukum yang berupa keharusan, vaitu: “melakukan
suatu perbuatan atau tidak melakukannya, memilih antara melakukan
perbuatan atau tidak melakukannva, dan hukum melakukan atau tidak
melakukan karena ada atau tidak adanva sesuatu vang mengharuskan
keberadaan hukum tersebut”' Ketiga tujuan tersebut juga dilihat dari tingkat
dan peringkat kepentingan bagi manusia itu sendiri, yaitu:

a) Tujuan primer atau ad-Dariri (tujuan yang harus ada demi kehidupan.

Jika tidak ada, akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup

manusia).

LAY 4l Loy b yex=dl yhwg Oy Ll

”

al-Buthi, Dawabit..., h. 119-120

"t Juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2014), h. 77

2 Ibid, h. 77
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b) Tujuan sekunder atau al-H&i (tujuan sekunder bagi manusia
seandainya tidak tercapai akan menimbulkan Kkesulitan atau
masyaqgah).

c) Tujuan tertier atau at-tahsini (tujuan hukum untuk menyempurnakan
kehidupan manusia dengan akhlak).”

Dalam persoalan muamalah, tidak ada ketentuan yang pasti bahwa
Allah menentukan “otoritas kebijakan yang permanen” terhadap bentuk
hukum yang wajib dipraktikkan umat Islam. Yang ada hanyalah “nilai-nilai
pokok universal” dalam Islam sebagaimana juga ada dalam semua agama.
Karena itu, jika ingin menetapkan suatu hukum dalam soal muamalah di
suatu masyarakat harus melalui jalan ijtihad tanpa perlu terikat pada sistem

hukum yang baku dalam al-Qur’an ataupun as-Sunnah.’*

b. Teori Keadilan “John Rawls” ™

John Rawls mengemukakan mengenai keadilan yang menurutnya
merupakan campuran dari unsur-unsur keadilan yang disebutkan oleh
Aristoteles dan mengistilahkannya dengan keadilan yang mesti dikembalikan
oleh hukum. Menurutnya keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum
penggunaan secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-

masing (justice fairnes).

™ Ibid, h. 78

™ Ibid, h. 78

7 John Rawls adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di
dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul “Teori Tentang Keadilan” merupakan
salah satu teks primer di dalam filsafat politik. John Rawls belajar di Universitas Princeton
serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. la lahir di Baltimore, Maryland
Amerika dan meninggal pada 24 November 2002 di Laxington, Amerika. Id.m.wikipedia.org.
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Prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dirinci sebagai berikut:

1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang
paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

2) Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa
sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan

(b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.’®

Pada prinsip yang kedua, nyata bahwa ada dua frasa yang ambigu,
vakni ‘“keunfungan semua orang” dan “sama-sama fterbuka bagi semua
orang”. Ini akan dijelaskan pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang
akan mengarah pada suatu rumusan. Kedua frase dari prinsip yang kedua
tersebut diungkapkan dengan mempertimbangkan penjelasan prinsip yang
pertama. Secara umum, prinsip-prinsip tersebut menerapkan struktur dasar
yang ada pada masyarakat. Masyarakat akan mengatur sendiri penerapan hak
dan kewajiban serta mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi.
Sebagaimana diungkapkan suatu rumusan mereka, bahwa prinsip-prinsip
tersebut menganggap struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama,
yaitu:

Prinsip pertama, diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain.
Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan
menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspk yang menunjukkan dan
mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warganegara
adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan

publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan

berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan

7 John Rawls, A Theory Of Justice, terj. Uzair Fauza dan Heru Prasetyo, Teori
Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 72
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kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal) dan kebebasan dari
penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep rule
of law. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara,
karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang
sama.

Prinsip kedua, berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan
serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas
dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan
pendapatan tidak perlu sama, bertujuan demi keuntungan semua orang, dan
pada saat yang sama posisi-posisi otoritas dan jabatan komando bisa dijabat
oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan
membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, akan tunduk dengan
batasan ini, dan akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian
hingga semua orang diuntungkan.’’

Teori keadilan tergantung pada masyarakat dalam hal-hal yang akan
tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut
(yang berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi
keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan bahwa: “Semua nilai sosial
kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekavaan dan basis-basis harga
diri didistribusikan secara sama, nilai tersebut demi keuntungan semua orang’.

Dengan demikian, jika terdapat “kefidakadilan” maka itu berarti suatu

7 Ibid, h. 72-73
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ketimpangan vyang tidak menguntungkan semua orang. Walaupun,
pemahaman konsep ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.’

John Rawls menyatakan bahwa secara umum, ada tiga ciri khas yang
selalu menandai keadilan, vaitu: “keadilan fertuju pada orang lain, keadilan
harus ditegakkan, dan keadilan menuntut persamaan’.

Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu
ditandai other directness. Menurut John Rawls, corak sosial ini sudah
ditunjukkan Aristoteles. Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan yang
utama. Lebih dari itu ia berpendapat bahwa keadilan begitu utamanya
sehingga di dalam keadilan termuat semua kebajikan.

Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Tuntutan ini
bermakna bahwa keadilan menuntut ketidakadilan dihapuskan, sekaligus juga
menuntut keadilan untuk ditegakkan. Dua dimensi makna ini: positif dan
negative bukan dua hal yang terpisah.

Ketiga, keadilan menuntut persamaan (equality), Atas dasar keadilan,
kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa
terkecuali.”®

Konsepsi keadilan Rawls dengan dua prinsip keadilannya bertolak dari
konsepsi umum keadilannya. Oleh karena itu, kita perlu melihat terlebih
dahulu konsepsi umum keadilannya. Rumusan konsepsi keadilan umum
adalah semua nilai sosial primer kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan

kekayaan, dan dasar-dasar harga diri harus didistribusikan secara sama

8 Ibid, h. 73-74
" Kurniawan Tri Wibowo, Hukum Dan Keadilan (Jakarta: Papas Sinar Sinanti,

2020), h. 50-52
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(equally). Suatu distribusi yang tidak sama (unequal) sebagian atau
keseluruhan, nilai-nilai sosial tersebut diakui apabila hal itu bermanfaat dan
menguntungkan semua orang. Konsepsi umum ini mengungkapkan elemen-
elemen pokok dalam keadilan sosial John Rawls, di mana konsepsi keadilan
khususnya tak lain sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dan solusi atas
problem yang terdapat dalam konsepsi umum ini.

Karena itu, Kurniawan Tri Wibowo dalam bukunya “Hukum Dan
Keadlilan” merumuskan pendapat John Rawls tentang beberapa hal dari
“konsepsi umum” yang patut dicermati, yaitu: ‘“prinsip pokok keadilan sosial
Rawls adalah equality atau persamaan, persamaan dalam distribusi nilai-nilai
sosial primer, dan ketidaksamaan dapat difoleransi sejauh menguntungkan
semua pihak”® John Rawls juga merumuskan “konsepsi khusus” keadilan ke
dalam dua prinsip keadilan sosial, yaitu:

1) Prinsip pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas
kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi
semua orang.

2) Prinsip kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian
hingga mereka memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang
paling lemah, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang
dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair.®*

Menurut Sugeng Pujileksono dalam bukunya “Perundang-Undangan
Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan

Kesejahteraan Soaial’, bahwa “prinsip-prinsip keadilan John Rawls pada

8 Ibid, h. 52-53
8 bid, h. 53
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umumnya masih relevan digunakan sebagai pijakan analisis keadilan sosial
negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Relevansi tersebut
semakin kuat, mengingat sebagian penduduk Indonesia dikategorikan sebagai
masyarakat kurang beruntung yang hidup di bawah garis kemiskinan”.
Sebelum terbitnya karya John Rawls yang berjudul “A Theory of
Justice”, pendiri bangsa Indonesia telah menempatkan “keadilan sosial”
sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah “keadilan sosial”
disebutkan di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan pada sila kelima
Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.
Alinea keempat berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial...". Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah
satu, landasan dasar dari tujuan dan cita negara sekaligus sebagai dasar

filosofis bernegara.®?

8 Sugeng Pujileksono, Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Perspektif
Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial (Malang: Setara Press, 2020), h. 108-109
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c. Teori Kepastian Hukum “Jan Michiel Otto”®

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan
kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat.
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap,
konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh
keadaan-keadaaan vyang sifatnya subjektif. Teori Kepastian Hukum
mengandung dua pengertian vaitu: Perfama, adanya aturan yang bersifat
umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak
boleh dilakukan. Aedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.®*

Jan Michiel Otto mengatakan, terkadang bahkan dapat dikatakan
bahwa ketaatan pada hukum jarang atau sama sekali tidak terjadi. Antara
perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang
lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata (reat

legal certainly). ® Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup

8 Jan Michiel Otto adalah seorang pakar dalam bidang hukum dan pemerintahan di
negara berkembang, dan lahir pada tahun 1952. la belajar hukum di Universitas Leiden dan
sebagai tenaga spesialis dalam bidang administrasi pembangunan.
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/

8 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), h. 137

8 Istilah atau pengertian real loval certainly (kepastian hukum nyata) sepanjang yang
saya ketahui belum pernah dipergunakan siapapun juga sebelumnya. Makna dari konsep ini
kurang lebih mendekati apa yang penulis penulis lain sebut sebagai ‘rule of law” atau
“rechtsstaat” (negara hukum adalah negara yang berlandaskan rule of law). Sebagai contoh:
Shihata 1999: xviiii. Namun demikian pengertian yang pertama disebut lebih terfokus pada
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pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Saya
mendefinisikannya sebagai kemungkinan® bahwa dalam situasi tertentu:
1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
(accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.®’
2) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.®®
3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-
aturan tersebut.®
4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu

mereka menyelesaikan sengketa hukum.%

negara karena tataran analisisnya adalah negara. Sedangkan konsep kepastian hukum nyata
terutama difokuskan pada situasi individual konkrit.

8 Dengan ini saya mengikuti pandangan sosiolog Max Weber yang mendefinisikan
pengertian-pengertian abstrak seperti hubungan sosial (social relations) dan kekuasaan
(power) atas dasar konsep kemungkinan (chance).

87 Saya menggunakan istilah negara (state) dalam dua pengertian. Pertama dalam
konteks masyarakat: (1) dengan atau mencakup hubungan hubungan kekuasaan (2) di
dalam mana sekelompok manusia bertempat tinggal dalam wilayah tertentu, (3) dengan
mengikuti aturan-aturan perilaku yang bersifat umum dan tetap. (4) di bawah kendali
pemerintahan. (5) yang menjalankan otoritas domestik (memiliki kuasa untuk mengatur)
orang dan benda, dan (6) melaksanakan hubungan-hubungan internasional dengan
masyarakat (negara) lainnya. Kedua, konsep negara dimengerti dalam konteks otoritas
(authority) dan kelembagaan (institutions) yang tercipta dan dilengkapi dengan kemampuan
atau kewenangan (competences) membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan atas
nama masyarakat tersebut.

8 Konsep ini menjadi titik tolak dari pengertian negara konstitusional sebagai negara
di dalam mana organ-organnya serta lembaga-lembaga pemegang kekuasaan dibatasi
kiprahnya oleh hukum. Konsep ini dapat dilawankan dengan power state (Negara
dilandaskan kekuatan semata).

8 Konsep ini mengaitkan hukum, legitimasi, dan komunitas. Pada prinsipnya hal ini
meniscayakan penerimaan negara hukum (keberlakuan aturan hukum) oleh mayoritas
penduduk. Pengembangan lebih lanjut dan penerapan dari kriteria ini kiranya kita harus
menyadari perbedaan antara noma ideal dengan norma dalam praktiknya.
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5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”

Semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi
tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki
sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat
kepastian hukum. Terlepas dari negara (berkembang) manapun yang
menjadi fokus kajian, kita akan segera kembali berhadapan dengan
pertanyaan pokok seperti: sejauh mana atau pada tingkat apa kita dapat
temukan kepastian hukum nyata?. Faktor-faktor yuridis dan non-yuridis
apakah yang menentukan hal ini?, dan apa yang dapat kita lakukan untuk
memperbesar tingkat kepastian hukum nyata demikian?.

Di sini dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum nyata hampir
selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor. Perfama, dari
aturan-aturan  hukum itu  sendiri. AKedua, dari instansi-instansi
(kelembagaan/institutions) yang membentuk dan memberlakukan serta
menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk
sistem hukum. Aetiga, dari lingkungan sosial yang lebih luas: faktor-faktor

politik, ekonomi dan sosial budaya. Sebab itu pula kajian-kajian (hukum)

% Konsep ini dikenal dengan nama “kemandirian yudisial” (Judicial independence)
dapat diuji dengan dua kriteria, Pertama pengujian dalam wujud konsistensi dari putusan-
putusan hakim (pengadilan). Aedua, pengujian sosio-legal berkenaan dengan bagaimana
hakim menafsirkan hukum serta metode kerja yang digunakannya. Contoh baik dari
pengujian ganda demikian muncul dalam disertasi doktoral Bedner (2000).

91 Konsep ini dicakupkan sebagai unsur “kepastian hukum nyata” setelah penulis
melakukan ragam penelitian di beberapa negara berbeda, termasuk ke dalamnya Cina,
Indonesia dan Tanzania. Temuan yang muncul ialah kerap persoalan bagaimana putusan
pengadilan justru tidak dieksekusi namun dikesampingkan begitu saja. Jan Michiel Otto,
Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Denpasar: Pustaka Larasan,
2012), h. 122-123.
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yang biasa kita lakukan, entah mengenai pengaturan tata guna air atau
kebebasan pers, mencakup tiga lapis yaitu: analisis yuridis, ilmu (administrasi)
pemerintahan (bestuurkundige), dan analisis ilmu-ilmu sosial yang lebih

luas.??

H.Kajian Terdahulu

Pembahasan pada penelitian ini merupakan pembahasan yang
fenomena. Maksudnya adalah pembahasan ini terus berkembang seiring
adanya tingkat kebutuhan manusia terhadap sesuatu khususnya pada era
globalisasi dan era digitalisasi saat ini. Diantara kajian yang berkaitan dengan
pembahasan tentang hak-hak pekerja, diantaranya:

“Hak Sipil Dan Politik” editor: Ifdhal Kasim. Buku ini berisi ulasan
tentang berbagai aspek dari kategori hak-hak sipil dan politik. Dimulai
dengan ulasan mengenai sejarah dan perkembangan positivisasi hak-hak sipil
dan politik ke dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik pada
tahun 1966 hingga pembahasan segi-segi hukum dan politik masing-masing
pasal atau ketentuannya. para penulis merupakan ahli di bidang hukum hak
asasi manusia internasional yang sudah dikenal kepakarannya.

“Hukum Dan Keadilan” oleh Kurniawan Tri Wibowo. Buku ini
menjelaskan bahwa penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa
yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa

apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah

% Ibid, h. 123-124
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tujuan akhir dari sebuah sistem hukum yang terkait erat dengan fungsi sistem
hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi
nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan
kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan. Hak-hak atas fair
trial bukanlah merupakan prinsip yang baru dan sudah tercantum dalam
beberapa instrumen hukum sejak beberapa abad yang lalu. Di Indonesia,
prinsip-prinsip fair trial telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.

“Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia” oleh Jimly
Asshiddigie. Buku ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat awam
mengenai omnibus law masih beraneka-ragam. Penjelasan dari para sarjana
hukum juga cenderung sepotong-sepotong. Terlebih teknik pembentukan
undang-undang melalui metode omnibus law tergolong baru dan belum
banyak diterapkan di negara-negara lain. Bahkan, di lingkungan negara-
negara common law sebagai tempat asal muasalnya, pun masih tergolong
kontroversial. Praktik omnibus law dinilai menurunkan kualitas demokrasi
partisipatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi substantif. Sebab, omnibus
law mengutamakan efisiensi, formalisme, dan proseduralisme demokrasi.

“Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja” oleh Rachmat Trijono. Ila
menjelaskan, “Omnibus” menurut “Black Law Dictionary” adalah “relating to
or dealing with numerous object or item at once, inculding many thing or
having varius purposes”, yaitu (berhubungan dengan atau berurusan dengan
banyak objek barang sekaligus termasuk banyak hal atau memiliki berbagai

keperluan). Dalam konteks undang-undang maka dapat dimaknai sebagai
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penyelesaian pelbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum
dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang pokok.

“Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem
Ketenagakerjaan”, oleh Sayid Mohammad Alfal Noval Al-Aydarus. Buku ini
menjelaskan, tidak sedikit literatur yang telah membahas tema-tema tentang
keadilan dengan sangat baik, Namun, cukup sukar untuk menemukan
kupasan vyang secara khusus menyorot keadilan dalam lingkup
ketenagakerjaan yang berlangsung di Indonesia. Keadaan ini kerap
dimaklumi sebagian pihak dengan dalih tegangnya ketidaksepemahaman
penerjemahan keadilan di antara pihak pemerintah, pekerja, dan pengusaha
yang tak kunjung usai. Buku ini berusaha memberikan alternatif pandangan
terkait konsep keadilan dalam lingkup ketenagakerjaan yang sebaiknya
diterapkan di Indonesia saat ini.

“Hukum Ketenagakerjaan” oleh R. Joni Bambang S. Buku ini
menjelaskan tentang Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law)
merupakan bagian dari hukum yang berkenaan dengan pengaturan
hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara
tradisional, hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan
pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).
Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan, seperti pengaturan hukum
atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh atau
pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan Kkerja, kesehatan dan
keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja

bersama/kolektif, = peran serta  pekerja, hak mogok, jaminan
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pendapatan/penghasilan, dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi
pekerja dan keluarga mereka. Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah
pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan, dan pelaksanaannya
diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang
tidak terbatas dari pihak majikan. Jadi, buruh dan majikan diberi kebebasan
untuk mengadakan peraturan tertentu karena hukum perburuhan bersifat
otonomi, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang
bermaksud mengadakan perlindungan terhadap buruh.

Dari beberapa judul kajian diatas, belum ada pembahasan yang
secara spesifik menganalisis pasal-pasal kontroversial Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam perspektif pendapat ulama
tertentu. Oleh sebab itu, menurut penulis kajian tentang “Undang-Undang
Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Konsep Al-
Mamlakiyyah Muhammad Sa’id Ramadan Al-Bati” adalah layak untuk

dijadikan objek penelitian.

I. Pendekatan Dan Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan metodologis dalam penelitian ini menggunakan
dua pendekatan utama yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:
a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
Dalam hal ini pendekatan konseptual beranjak dari pendapat para ahli
(doktrine) yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal

tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
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pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan
dengan isu yang dihadapi. Pemahaman atas doktrin tersebut merupakan
landasan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam
memecahkan atau mencari alternatif atas isu atau persoalan hukum yang
dihadapi dalam praktek kehidupan masyarakat.®

Oleh karena itu, pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah
terhadap konsep al-Mamlitkivyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati, yang
peneliti simpulkan dari pemikirannya tentang hak-hak pekerja yang tertuang
dalam kitab-kitabnya. Dengan konsep ini, peneliti mencoba menemukan
suatu solusi secara hukum dalam melindungi hak-hak sipil setiap warga
negara di era globalisasi, industri dan digitalisasi yang telah menyebabkan

terjadinya benturan-benturan dan pergeseran nilai, sehingga melalaikan hak-

hak setiap pekerja.

b. Pendekatan Undang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
undang-undang dengan lainnya atau antara undang-undang dasar atau
antara regulasi dan undang-undang.® Pada penelitian disertasi ini, hak-hak
pekerja vyang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan menjadi bagian dari penelitian karena bersinggungan

% Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karva llmiah Dan Penelitian Hukum (Medan:
Perdana Publishing, 2017), h. 104
% Ibid, h. 101
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langsung dengan penerapan hak-hak pekerja. Dengan demikian,
problematika hak-hak pekerja yang tidak sesuai dengan aturan/tidak
diterapkan sesuai dengan tuntutan undang-undang, akan menjadi fokus

kajian dan penelitian dalam disertasi ini.

c. Pendekatan Filsafat Hukum Islam (Usd/ al-Figh)

Yang dimaksud dengan pendekatan Filsafat Hukum Islam dalam
penelitian ini adalah penerapan kaidah-kaidah Usal Figh dan prinsip-prinsip
Hukum Syari’ah yang digunakan dalam memahami konsep a/-Mamlikiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati untuk dijadikan sebagai asas
perlindungan dalam menetapkan hukum tentang hak-hak pekerja. Termasuk
dalam pendekatan ini adalah pemanfaatan teori Magasid asy-Syari’ah dalam
menyikapi persoalan hak-hak sipil ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penulis
memfokuskan penelitian ini pada: 1) Pandangan Muhammad Sa’id Ramadan
al-Bati tentang hak-hak dan kewajiban dalam konsep al-Mamlikiyyah. 2)
Peranan teori Maqasid asy-Syari ah dalam menetapkan hukum tentang hak-
hak sipil pekerja.

Dengan pendekatan Filsafat Hukum Islam, penelitian kualitatif ini juga
berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buti tentang konsep al-Mamiiikiyyah, dalam menggunakan
pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan maslahat dalam Magasid
asy-Syariah untuk kemudian menentukan lahirnya keputusan hukum.
Pendekatan Filsafat Hukum Islam yang dimaksud juga berarti menganalisis

Hukum Islam melalui pemikiran para pakar Hukum Islam beserta konsep-
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konsep hukumnya secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan
keterangan yang mendasar, atau menganalisis Hukum Islam secara ilmiah
dengan filsafat sebagai alatnya.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian disertasi ini adalah
Penelitian Hukum Islam Pada Ranah Pemikiran (Studi Pemikiran Tokoh)
yang merupakan bagian dari Penelitian Normatif, yaitu bahwa Hukum Islam
yang tercantum dalam sumbernya (yakni al-Quran dan sunnah) tidak
mungkin dipahami tanpa bantuan dari nalar manusia dalam hal ini para
fugahd’ (ahli Hukum Islam). ® Selain itu, Penelitian Normatif ini juga
memberikan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai
norma hukum positif.%

Penelitian disertasi ini juga mencakup objek material dan objek formal
karena berkaitan dengan pemikiran seorang tokoh. Objek material yang
dimaksud adalah objek kajian tentang pemikiran Muhammad Sa’id Ramadan
al-Bati tentang hak-hak pekerja dan kewajibannya. Sedangkan yang
dimaksud dengan objek formal, yaitu pikiran atau gagasannya tentang
konsep al-Mamliikiyyah sebagai asas perlindungan bagi hak-hak pekerja yang
dikaji sebagai pemikiran Islam dengan pendekatan pemikiran. %’ Adapun

sebagai pengayaannya, penulis memandang perlu juga untuk melihat

% Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), h. 49

%[bid, h. 41

9 Syahrin Harahap, Metode Studi Tokoh pemikiran Islam (Jakarta: Prenada Media
Group, 2011), h. 29-30
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tinjauan interdisipliner seperti: Asas-asas Hukum Islam, kajian sosial, ekonomi

dan budaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan landasan

pemikiran Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti tentang hak-hak sipil dalam

bekerja. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum dalam tinjauan

interdisipliner tersebut merupakan kecendrungan-kecendrungan yang

memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum. Secara logis, asas

hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara konkret. Akan

tetapi di dalam kenyataannya hal itu juga dapat ditelusuri pada hukum positif

tertulis.”®
b. Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan
sumber skunder, yaitu:

1) Sumber primer yakni al-Quran, Kkitab-kitab hadis sahih,

kitab-kitab ~ karya Muhammad Said Muhammad Sa’id

Ramadan al-Butiseperti: “Huqiq al-Insan, Hurriyyah al-

Insan,Qadava Fighiyvah Mu asirah, Istifta’at an-Nas, al-

Mar'ah Bain Tughvan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-

Tasyri” ar-Rabbani dan Dawabit al-Maslahah fi asy-Syariah

al-Islamiyah. Kitab-kitab figh dan usul figh yang mendukung

konsep al-Mamlikiyyah sebagai asas perlindungan terhadap

hak-hak pekerja, sejarah dan pemikiran para ulama figh

yang diekspresikan dalam bentuk pendapat yang ditulis

dalam kitab-kitab figh. Selain itu, ada juga sumber utama

8 Arfa, Metodologi.., h. 50-51
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lain yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan yang akan dianalisis dalam
perspektif  konsep al-Mamliikivyah Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buti.

2) Sumber sekunder yakni bahan pustaka yang merujuk atau
yang mengutip kepada sumber primer, yaitu kitab-kitab figh
kontemporer dan buku-buku tentang hak-hak sipil, buku-
buku tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
serta pendukung lainnya yang sedikit banyak membantu

penelitian ini dalam memecahkan pokok-pokok masalah.

c. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Untuk mengolah dan menganalisis data yang terkumpul, penulis akan
menggunakan beberapa metode, yaitu:

1) Metode content analisis, vaitu berupaya mengungkap
berbagai informasi dibalik data yang disajikan di media atau
teks. Metode ini membantu untuk mengungkap tiga tipe
permasalahan, vaitu: perfama, membantu menganalisis
masalah yang melibatkan isi atau informasi yang cukup
banyak dalam suatu teks atau simbol. Aedua, membantu
menganalisis topik penelitian yang memiliki jarak, misalnya
berbagai pemikian tokoh yang telah meninggal. Aetiga,

membantu peneliti untuk menganalisis pasan (teks) yang sulit
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diamati dengan metode pengamatan biasa.*® Metode ini
akan peneliti gunakan untuk memahami alur pemikiran
tentang konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Said Ramadan
al-Buti yang tertuang dalam teks kitab-kitabnya seperti:
“Allah am al-Insan: Ayyuhuma Aqdaru ‘ala Ri'avati Huqiq
al-lnsan, Hurriyyah al-Insan Fi  Zilli  ‘Ubadiyyatihi
Lillahi,Qadava Fighiyyvah Mu asirah, Istifta’at an-Nas, al-
Mar'ah Bain Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-
Tasyri” ar-Rabbani dan Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari ah
al-Islamivah’, begitu juga pada kitab-kitabnya yang lain yang
berkaitan dengan hak-hak sipil pekerja dan Undang-Undang
Cipta Kerja yang kemudian direkonstruksi dalam kerangka
pemikiran yang akan diteliti.

2) Metode penafsiran dan penjelasan, yaitu untuk menjelaskan
kaitan-kaitan antara kategori dari dimensi, menjelaskan
hubungan-hubungan antara hal-hal yang berkaitan dari
bagian-bagian yang bebas, dan persoalan yang berkaitan
dengan sebab dan konsekuensinya, termasuk hipotesis
tentang hubungan antara proses dan hasil. Oleh sebab itu,
penulis akan merujuk kepada kitab-kitab tafsir ayat ahkam
dalam menjelaskan maksud dalil nash yang digunakan oleh

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti.

% Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif- Analisis Isi dan Analisis Data
Sekunder (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), h. 76-78
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BAB II
KONSEP AL-MAMLUKIYYAH
MUHAMMAD SA’ID RAMADAN AL-BUTI DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KLASTER KETENAGAKERJAAN

A. Biografi Dan Perjalanan Intelektual Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buati
6. Biografi Muhammad Said Ramadan al-Buti

Secara singkat penulis dapat menjelaskan sejarah (biografi)
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti adalah sebagai berikut:

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Sa’id Ramadan ibn Mulla
Ramadan ibn ‘Umar al-Bati. Beliau dilahirkan pada tahun 1929 M di dasa
dJilika, termasuk wilayah kepulauan Butan, perbatasan Turki dan Irak, dari
sebuah keluarga yang cerdas dan religius. Ayah beliau adalah termasuk tokoh
ulama terkemuka di Turki dan Syam, yang bergelar Syekh Mulla. Selain itu,
semua leluhur beliau adalah dari kalangan petani yang kesehariannya bekerja
di kebun. Syekh Mulla adalah sosok yang sangat mengagumi dan
menghormati para ulama meski beliau sendiri adalah seorang ulama besar.
Diceritakan bahwa dulu Syekh Mulla suka mengisi atau menyediakan
kebutuhan air untuk para ulama dan masyarakat Butan. Berkat khidmat
inilah, sang putra Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati kelak menjadi seorang
ulama besar.®

Dalam mendidik, Syekh Mulla selalu memberikan contoh akhlak dan

tuntunan Rasulullah SAW kepada keluarga.

100 Mufid, Belajar..., h. 35
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Diceritakan, suatu ketika Syekh Mulla seperti dalam keadaan
lemah (sakit), ia sempat mengajarkan adab-adab sunnah Nabi SAW.
Ketika itu kami sedang bermain kesana kemari dan tidak
menghiraukannya...sebagai contoh salah satu anggota keluarga (aku),
lalu ayahku berkata: wahai anakku...alangkah baiknya jika duduk
untuk memakai kaus kakinya. Lalu tiba-tiba beliau mengejutkan, dan
mengajarkan tentang adab-adab sunnah. Ketika itu anaknya memakai
sepatu dengan memulai sebelah kiri dari pada kanannya. Ayahku
berkata: sebelah kanan..., sebelah kanan..., seakan-akan ia
mengingatkan dengan sedikit marah dan berulang-ulang.®

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati adalah anak kedua dan satu-
satunya anak laki-laki dari empat bersaudara. Kakak perempuan beliau
bernama Zainab yang usianya tiga tahun lebih tua darinya. Sementara kedua
adik beliau bernama Rugayyah dan Na'imah. Ketiga saudara perempuan
beliau meninggal di usianya yang relatif muda. Zainab sang kakak, meninggal
pada usia dua belas tahun. Rugayyah meninggal relatif lebih muda dari

saudari-saudarinya. la meninggal pada umur dua tahun, sedangkan Na’imah

meninggal pada umur tujuh tahun.
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Pada tahun 1933 M, beliau bersama keluarganya berhijrah menyusuri
Halwat, al-Hasaka, Deir az-Zor, ar-Ragga, al-Hama, dan Hims menuju
Damaskus dan kemudian bermukim di dekat masjid Rukn ad-Din. Peristiwa
tersebut terjadi ketika beliau masih berumur empat tahun. Pada akhir tahun
1942 M, ibunda beliau meninggal karena sakit yang bertahun-tahun.
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati ditinggal ibunda tercinta, ketika usianya
baru menginjak 13 tahun. Syekh Mulla Ramadan pun kemudian menikah
dengan seorang wanita salehah dari keluarganya di Turki. Pernikahan kedua

sang ayah tersebut, dianugerahi dua putri, yakni Zainab dan Khadijah.*

7. Perjalanan Intelektual Muhammad Said Ramadan al-Biti

Guru pertama bagi Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti adalah
ayahnya sendiri, yakni Mulla Ramadan Al-Biti. Ayah beliau sejak kecil mulai
menanamkan pendidikan dan membesarkan Muhammad Sa’id Ramadan al-
Biati dengan wawasan keilmuan dan disiplin yang tinggi. la dianugerahi
kecerdasan dan daya ingatan yang mengagumkan. Pada usia enam tahun, ia
telah mengkhatamkan al-Qur’an dalam waktu enam bulan dan hafal sya’ir
(nazam) Alfiyah ibn Malik dalam jangka waktu kurang dari setahun.!® Karena
tingkat kecerdasan yang luar biasa, saat berumur 12 tahun, Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biti sudah hafal kitab Juman, Zubad, Nihavah at-Tadrib (kitab
Tagrib yang nazamkan oleh Syekh ‘Amrithi, dan jamak dikaji di daerah

Syiria). Sungguh, teladan perjuangan yang gigih demi menuntut ilmu dari

102 Mufid, Belajar..., h.36
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seorang tokoh terkemuka saat itu. Dorongan semangat tersebut, tidak lepas

dari peran sang ayah. Syekh Mulla selalu menasihati putra harapan satu-

satunya tersebut dengan nasihat yang meyakinkan, menggetarkan jiwa.%

Diantara nasehatnya adalah:

“Ketahui wahai anakku! Sungguh andai aku tahu bahwa jalan
menuju ridha Allah itu tersembunyi di balik kotoran sampah di pinggir-
pinggir jalan, niscaya akan aku jadikan engkau tukang sampahnya.
Akan tetapi, aku tahu bahwa untuk bisa sampai kepada ridha Allah
perlu ilmu dan berpegang pada agama Allah. Oleh karenanya, aku
bertekad dan harapan satu-satunya bagiku adalah menjadikan engkau
orang yang berilmu dan berpegang teguh pada ajaran agama Allah.
Berjanjilah padaku, anakku! Selama kamu dalam mencari ilmu,
jangan pernah berniat untuk mencari jabatan, pekerjaan dan hal-hal
bersifat duniawi semata, tetapi niatkan untuk membela agama
Allah” 1%

Selain pendidikan formal, beliau juga terus menimbah ilmu langsung
dari ayahnya sendiri. Ketika itu, sang ayah mengajarkan dasar-dasar ilmu

tauhid, sirah Nabi Muhammad SAW, dasar-dasar ilmu gramatika bahasa

104 Mufid, Be/ajar h. 39
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Arab seperti Nahwu dan Sharaf. Bahkan, sang ayah dengan tekun
menjelaskan bait per bait matan Alfivah Ibnu Malik. Setelah menamatkan
pendidikan Ibtida’iyah, ayahnya mendaftarkannya di Ma’had at-Taujih al-
Islamy di daerah Maidan Damaskus, dibawah asuhan seorang mahaguru
Syekh Hasan Habannakah dan Syekh Mahmad Maradini. Selama “nyantri’
di ma’had yang dekat dengan masjid jami’ Manjak tersebut, sejak itu pula
beliau lebih banyak tinggal di ma’had di bawah pengawasan (musyrif) Syekh
Mahmud Maradini.'%

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti selalu menyempatkan diri untuk
pulang dan menimba ilmu kepada ayahnya seminggu sekali, yakni setiap
selasa. Beliau belajar Nahwu dan Balaghah kepada sang ayah. Hingga beliau
berhasil hafal kitab ‘Ugid al-Juman Karya as-Suyiti di bawah bimbingan
ayahnya. Suatu ketika, saat Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti bertemu
dengan teman-teman Kkecilnya dahulu, beliau sangat diremehkan oleh
mereka, karena belajar di ma’had yang hanya belajar ilmu agama, bukan di
sekolah-sekolah formal yang menjanjikan masa depan yang cerah.!?” Melihat
gejala tersebut, sang ayah Syekh Mulla Ramadan memberikan saran untuk
menghilangkan fasywisy (bisikan negatif) dengan membaca surah Yasin
setiap pagi dan sore serta menghadiahkan pahala bacaannya kepada baginda
Rasulullah SAW. Amalan tersebut, menurut pengakuan beliau masih terus
diamalkan hingga wafatnya. Muhammad Sa’id Ramadan al-Batfi

mengatakan:

106 Mufid, Belajar..., h. 39-40
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“Sesungguhnya aku masih melaksanakan nasehat ayahku,
bahkan apa saja yang diperintahkannya kepadaku, seperti membaca
surat Yasin pada setiap pagi dan sore hari, yang aku hadiahkan
kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang juga dilakukan oleh para

ulama Rabbaniyyin dari kalangan salaf as-salih. Aku masih

melaksanakan nasehat itu dengan semampuku” 1%

Setelah lulus pendidikan tingkat Sanawiyah, beliau melanjutkan
studinya ke al-Azhar pada jurusan Syariah. Pada tahun 1955 M, Muhammad
Sa’id Ramadan al-Biti berhasil menyelesaikan pendidikan strata satunya (S-
1), di universitas al-Azhar Mesir di Fakultas Syariah. Pendidikan setingkat S2-
nya diselesaikan di Fakultas Sastra Arab di almamater yang sama pada tahun
1956 M. 1% Setelah menempuh pendidikan di Mesir, beliau pulang ke
Damaskus dengan ijazah guru syariah dan diploma pendidikan. Suatu ketika,
Kementerian Pendidikan mengadakan perlombaan kualifikasi untuk calon
guru agama, beliau pun disarankan oleh teman-temannya untuk
mengikutinya. Tetapi Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menolak hal itu,

karena beliau tahu sang ayah tidak mungkin menyetujuinya. Tapi justru
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sebaliknya, sang ayah memberikan dukungan penuh kepada anaknya, untuk
turut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, dan akhirnya beliau pun
berhasil menjadi juaranya. Pada tahun 1961 M, beliau kembali ke Mesir
untuk mengikuti program doktoralnya di bidang figh dan ushul figh. Empat
tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1965 M, Muhammad Sa’id Ramadan
al-Bati berhasil menyelesaikan S3-nya di Universitas al-Azhar dengan
predikat Mumtaz Svaraf ‘Ula.*® Disertasi yang beliau tulis berjudul “Dawabit
al-Maslahah Fi asy-Syariah al-Islamiyyah”, mendapatkan rekomendasi dari
pihak universitas al-Azhar sebagai karya tulis yang layak diterbitkan dan
dipublikasikan. Hingga kini, buku yang fenomenal tersebut telah dicetak

berulang kali.''!

8. Karya Ilmiah Muhammad Said Ramadan al-Biti

Sebagai seorang ulama muslim terkemuka, karya Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biti sangat banyak dan beragam. Beliau salah satu ulama
kontemporer yang sangat produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiah di
berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Menurut Andreas Christman, hampir
tidak mungkin melihat batasan topik dalam karya-karyanya. Terkait data
jumlah karya-karya Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti tersebut, datanya
didapatkan dari website resminya, yaitu :http://naseemalsham.com. Di dalam

situs tersebut, disebutkan karyanya berjumlah 49 buku, selebihnya judul-judul

10 bid.
1 'Mufid, Belajar..., h. 41
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buku lainnya didapatkan dari koleksi lain yang sebagiannya belum tercantum
di dalam situs resmi beliau.'?

Selain itu, data tentang karya-karya beliau dapat dilacak dari tulisan
Nizar Abazhah dalam makalah yang berjudul Muallifat al-Ustaz ad-Duktir
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati, Musarrad biha Ta'rif Mujaz. Makalah ini
merupakan kumpulan makalah dari para cendekiawan muslim kontemporer
yang diterbitkan Dar al-Fikr dalam rangka memperingati ulang tahun
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti yang ke-73 tahun. Sebagai sarjana
muslim yang memiliki kedudukan intelektual tinggi dalam kehidupan
akademis dan kehidupan publiknya, beliau juga seorang tokoh agama
terkemuka dalam perdebatan intelektual dalam Islam mengenai kehidupan
modern, ia menyusun buku tentang semua topik yang relevan dan paling
eksklusif pada saat ini. Persoalan tentang perbudakan, jilbab, buruh
perempuan, pendidikan, dakwah Islam, revivalisme, radikalisme dan
reformisme, jihad, sekularisme, marxisme, nasionalisme merupakan topik-
topik utama dalam Kkarya-karya beliau. Bahkan, dalam buku-bukunya
mencakup juga bahasan-bahasan seputar aborsi, keluarga berencana, media
massa, ekonomi makro dan mikro, Filsafat, hingga kesusastraan Arab.*

Karya-karya Muhammad Sa’id Ramadan al-Biati yang pernah
diterbitkan ada lebih dari 60 buku,'** dan ada mengatakan tidak kurang dari

70 judul buku. Adapun judul buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :

2 /bid, h. 44
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10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Figh as-Sirah an-Nabawiyyah (Beirtt: Dar al-Fikr, 2003).

Kubra al-Yaqginiyyat al-Kaunniyyvah (Beirat: Dar al-Fikr, 2005)

Ma’a an-Nas Musvawwarat wa Fatawa, dua jilid (Beirat: Dar al Fikr,
2003)

At-Ta'arruf ala az-Zat Huwa at-Tariq al-Mu’abbad ila al-Islam. (Beirit:
Dar al-Fikr, 2008)

Madkhal ila Fahm al-Juzar (Beirat: Dar al-Fikr, 2000)

Fi Sabilillah wa al-Hag (Damaskus: al-Maktabah al-Umawiyyah, 1965)
Al-Buyu’ as-Sayyi'ah (Beirat: Dar al-Fikr, 1998)

Fi al-Hadis as-Svarif wa al-Balaghah wa an-Nabawiyyah (Beirut: Dar
al-Fikr, 2009)

Min Huna wa Hunaka Humum min Qadayva as-Sa'ah (Damaskus: Dar
al-Farabi, 2004)

Min Sunnan illah min Ibadihi (Damaskus: Dar al-Farabi, 2009)
Al-lslam Malaz Kulli Mujtama’at al-Insaniyyvah (Beirat: Dar al-Fikr,
2002)

Tajribah at-Tarbiyyah al-Islamiyyah Fi Mizan al-Bahs (Damaskus:Dar-
al-Farabi, 2009)

Khutbah Jum’ah, dua jilid (Beirat: Dar al-Fikr, 2007)

Haza ma Qultuhu Amama Ba'dhi al-Muliik wa ar-Ruasa’ (Beirut: Dar
al-Fikr, 2004)

Tabdid an-Nasl Wiqavatan wa lajan (Damaskus: Dar al-Farabi, 2004)
Al-Mazahib at-Tauhidiyyah wa al-Falsafat al-Mu’asirah (Damaskus:
Dar al-Farabi, 2009)

Al-Islam wa al-Gharb (Beirut: Dar al-Fikr,2003)

Al-Islam wa al- Ashr (Beirat: Dar al-Fikr,2006).

Urabah min Tagniyyah ila ar-Rahiyyah (Beirat: Dar al-Fikr, 2006)
Az-Zalamiyyin wa an-Nuraniyyin (Beirat: Dar al-Fikr, 2009)

Al-Hubb Fi al-Qur'an wa Dauruhu Fi Havat al-Insan (Beirat: Dar al-
Fikr, 2008)

Yughalitinaka iza Yaqulan (Beirat: Dar al-Fikr, 2006)

Wa Hazihi Musykilatuna (Beirat: Dar al-Fikr, 2004)

Svakhsiyyat Istauqafatni (Beirat: Dar al-Fikr, 1998)

La Ya'tihi al-Batil (Beirat: Dar al-Fikr, 2006)

Aisyah Unmu al-Mukminin (Beirat: Dar al-Fikr, 2005)

Al-Bidayat Bakurah A ’mali al-Fikriyyah (Beirat: Dar al-Fikr, 1995)
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28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Al-Insan Musayyar am Mukhayvar (Beirat: Dar al-Fikr, 2000)
Isykalivyah Tajdid Usal al-Figh (Beirat: Dar al-Fikr, 2006)

Allah am al-Insan: Ayyuhuma Aqdar ala Ri'dvah Huqiq al-Insan
(Beirat: Dar al-Fikr, 2002).

Hazihi Musvkilatuhum (BeirGt: Dar al-Fikr, 2001)

Al-Insan wa ‘Adalatullah Fi al-Ardi (Beirat: Dar al-Fikr, 2009)

Min Rawa’l al-Qur’an (Beirat: Dar al-Fikr, 2006).

Difa’ an al-Islam wa at-Tarikh (Damaskus: Makatabah Umawiyah, t.t).
As-Salafiyyah Marhalah Tarikhiyyvah Mubarakah wa Laisa Mazhaban
Islamiyyan (Beirat: Dar al-Fikr, 2002).

Al-Lamazhabivyah Akhtaru Bidatin Tuhaddidu asy-Syari'ah al-
Islamiyyah (Damaskus: Dar al-Farabi, 2008)

Al-Aqgidah al-Islamiyvah wa al-Fikr al-Mu’ashir (Beirat: Dar al-Fikr,
2002)

lla Kulli Fatatin Tu’minu billah (Beirat: Dar al-Fikr, 2004).

Al-Mar’ah baina Thughyan an-Nizam al-Gharb wa Lataif at-Tasyri’ al-
Islamy (Beirat: Dar al-Fikr, 2005).

Qadaya Fighiyyah Mu'asirah, tiga jilid (Damaskus: Dar al-Farabi,
2006).

Al-Jihad Fi al-Islam Kaifa Nathamuha wa Numarisuhu (Beirat: Dar al-
Fikr, 2003).

Min al-Fikr wa al-Qalb (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

Al-Hikam al-Ata’iyyah Syarhu wa Tahli, 5 jilid (Beirat: Dar al-Fikr,
2004).

Manhaj al-Hadarah al-Insaniyvah Fi Al-Qur'an (Beirat: Dar al-Fikr,
2008).

Hiwar Haula Musykilat Hadariyyah (Damaskus: Dar al-Farabi, 2005).
Batin al-lsmi: akh-Khataru al-Akbar Fi Havat al-Muslimin (Beirat: Dar
al-Fikr, 2007).

Al-Islam wa Musykillah al-Syabab (Beirat: Dar al-Fikr, 2005).

Man Mas’il ‘an Takhalluf al-Muslimin (Beirat: Dar al-Fikr, 2008).

Fi Sabilillahi Wa al-Haq (Beirat: Dar al-Fikr, 2005).

Nagd Awham al-Maddiyyah al-Jadalivyah (Beirat: Dar al-Fikr, 2006).
Muhadarat Fi al-Figh al-Mugaran (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).
Mamuzain: Qissah al-Hubb an-Nabat F al-Ardi wa Ayna’a Fi as-Sama’
(Beirat: Dar al-Fikr, 2001).
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.
64.
65.
66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

Haza Walidi: al-Qissah al-Kamilah li Hayat asy-Syekh Mulla Ramadan
al-Biti min Wiladatih ila Wafatih (Beirat: Dar al-Fikr, 2006).

Sivamand ibn al-Adghal min Rawa’l Qisas asy-Syu’ab (Damaskus: Dar
al-Farabi, 2004).

Dawabit al-Maslahah Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah (Beirat: Dar al-Fikr,
2005).

Al-Uqgubat al-Islamiyyah wa Uqgdah at-Tanaqud baina wa bainaha Ma
Yusamma bi Tabi'ati al- Asr (Kuwait: Al-Majlis al-Watani li as-Saqafah
wa al-Funin, t.t.).

Hurriyvat al-Insan Fi Zilli ‘Ubidiyvatih, (Beirat: Dar al-Fikr, 2005).

Min Asrar al-Manhaj ar-Eabbani (Damaskus: Maktabah al-Farabi, t.t).
Manhaj Tarbawi Farid Fi al-Quran (Damaskus: Maktabah al-Farabi,
t.t).

Man Huwa Sayyid al-Qadr Fi Hayat al-Insan? (Damaskus: Maktabah
al-Farabi, t.t).

Hakaza Fal Nad'u al-Islam (Damaskus: Dar-al-Farabi, 2004).

Manhaj al-Audah ila al-Islam: Rasm li Minhaj wa Hall i Musykilat
(Damaskus: Dar al-Farabi, 2004).

Ad-Din wa al-Falsafah (Beirtt: Dar al-Fikr, 2006).

Qadaya Sakhinah (Abu Zabi: Dar al-Faqgih, 2010).

Al-Mazhab al-Istisyhadi baina asy-Syuya iyyah wa al-Islam (Damaskus:
al-Maktabah al-Umawiyah, 1960).

As-Sabil al-Wahid Fi Zahmat al-Ahdas al-Jarivah (Damaskus:
Mu’assasah ar-Risalah, 1979).

At-Taghyir: Mathumuhu wa Taraiquhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
Mabahis Fi al-Kitab wa as-Sunnah (Damaskus: Universitas Damaskus,
1987).

Adab al-Hiwar Fi Kitabillah Azza wa Jalla, (Damaskus: Nahw al-
Qimabh, t.t).

Al-‘Inayah bi al-Ibadah Asas La Budda Minhu li Tasbit al-Mujtama’ al-
Islami, (Kuwait: Idarah al-Buhts wa al-Ma’'lumat, tt.).

FI al-Hadlis as-Syarif wa al-Balaghah an-Nabawiyyah, (Damaskus: Dar
al-Fikr, 2011).

Masyuarat ljtima iyyah (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t).1%°

U5 Mufid, Belajar..., h. 44-48
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Demikian ragam buku yang telah diterbitkan Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buti selama kiprah intelektualnya dalam kapasitasnya sebagai
ulama kontemporer. Karya-karya beliau tidak hanya dinikmati di Timur
Tengah, tetapi juga dikaji di Benua Eropa dan Asia. Hal ini dikarenakan
karya-karya beliau telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa
asing, seperti bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Malaysia dan Indonesia seperti
karya-karyanya vyang berjudul Figh as-Sirah an-Nabawiyyah, al-
Lamazhabiyyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu asy-Syariah al-Islamiyyah, dan
al-Hub FI al-Qur’an. Semangat menulis Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati
tidak pernah pudar. Hingga di usianya yang senja, beliau pun masih terus
aktif menulis buku maupun karya-karya ilmiah lainnya sebagai respon atas
isu-isu aktual dalam kajian kelslaman. Bagi Muhammad Sa’id Ramadan al-
Biti, menulis adalah bagian dari misi da’wah bil galam, di samping panggilan
hati untuk menyebarkan ilmu kepada umat Islam yang haus akan ilmu
pengetahuan, serta upaya untuk meluruskan syubhat-syubhat (kerancuan)
yang sengaja dimunculkan oleh kaum orientalis untuk menyudutkan atau
menyimpangkan pemahaman syariat Islam. Muhammad Sa’id Ramadan al-
Bati pernah mengemukakan dalam bukunya vyang berjudul al
Lamazhabiyyah Akhtar Bid'atin Tuhaddid as-Syari ah al-Islamiyyah.

“Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang membuat diriku
tetap menulis dan menulis?. Kalau untuk kemasyhuran, aku telah
mendapatkan lebih dari yang aku harapkan. Kalau untuk
kesejahteraan dan kekayaan, Allah menganugerahkan kepadaku lebih
dari yang aku butuhkan. Kalau untuk dihormati orang, aku sudah
memperoleh lebih dari yang layak aku terima. Pada akhirnya aku
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menyadari bahwa semua keinginan yang aku sebut tadi sia-sia dan
hampa kecuali seuntai doa yang dihadiahkan kepadaku oleh seorang
muslim yang tidak aku kenal” .16

Demikianlah, visi Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti dalam menulis
karya-karya intelektualnya. Di pasaran, buku beliau menjadi salah satu buku
yang selalu ditunggu-tunggu para penikmat kajian Islam. Penerbit Dar al-Fikr

menjadi penerbit yang langganan menerbitkan karya-karya beliau.'’

9. Refleksi Pemikiran Tengah Muhammad Said Ramadan al-Biti
Masyarakat Islam modern mengalami benturan dan pergulatan
pemikiran yang cukup seru, di mana di satu pihak dituntut untuk beradaptasi
dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosialnya.
Di lain pihak, ia juga harus menunjukkan dirinya sebagai pengawal
perubahan itu sendiri. Jika ditelusuri lebih dalam, pergulatan pemikiran

tersebut tidak terlepas dari dua faktor utama. Pertama, berasal darikomponen
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dinamis yang terdapat di dalam lingkungan Islam sendiri. Kedua, umat silam
meninggalkan tradisi intelektualitasnya. Hal ini yang menyebabkan hilangnya
kreativitas dan sikap kritis yang pada gilirannya mengakibatkan mandeg-nya
ijtihad dan semakin tumbuhnya taklid.

Lintasan sejarah mencatat bahwa kondisi umat Islam pada periode
klasik (650 M-1258 M) sangat berbeda dengan kondisi umat Islam periode
pertengahan (1258 M-1800 M). Jika pada periode Kklasik umat Islam
mengalami kemajuan pesat dan sering disebut sebagai masa keemasan
(golden age), maka pada periode pertengahan umat Islam mengalami
kemunduran (sfagnas). Umat Islam baru menyadari ketertinggalannya
setelah terjadinya kontak antara mereka dan Barat. Sifat kontak Islam dengan
Barat pada periode klasik, berbeda dengan sifat kontak Islam dengan Barat
pada era modern. Kontak pertama, Islam ketika itu dalam kondisi kejayaan
peradaban, sedangkan kontak vyang kedua Islam dalam kondisi
kemundurannya.'!® Badri Yatim dalam bukunya “Sejarah Peradaban Ilslam”
mengatakan, kemunduran umat Islam terjadi seiring jatuhnya kota Baghdad
pada tahun 1258 M ke tangan bangsa Mongol yang bukan saja mengakhiri
Khilafah Abbasivah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa
kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat
kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu
pengetahuan dibumihanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu

Khan.!19

118 Mufid, Belajar..., h. 70-71
119 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2002), h. 111
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Jika dipetakan, kondisi umat Islam modern di masa hidup Muhammad
Sa’id Ramadan al-Buti dapat diklasifikasikan menjadi dua tantangan.
Pertama, tantangan eksternal, berupa hegemoni peradaban Barat terhadap
umat Islam. Kondisi ini, yang kemudian mendorong sebagian pemikir muslim
berasumsi bahwa demi mengejar ketertinggalan peradaban di dunia Islam
modern ini, umat Islam harus segera mengadopsi peradaban Barat,
sebagaimana Barat pernah mengadopsi peradaban Islam pada periode klasik.
120 Pada sisi yang lain, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati tampil sebagai
cendekia muslim yang lantang menyerukan untuk tidak mudah terkesima
oleh peradaban Barat. Tidak seperti pemikir muslim modern lainnya, disini ia
melampaui perdebatan modernis mengenai kemajuan (fagaddum) Barat dan
keterbelakangan (fakhalluf) Islam. Menurutnya, kecenderungan mundurnya
umat Islam di abad ini disebabkan oleh dua hal. Perfama, terpesonanya umat
Islam terhadap revolusi yang terjadi di Barat sebagai tanda kebangkitan
peradaban Barat ketika itu. Kedua, terpengaruh dengan keberhasilan Barat
dalam melepaskan dirinya dari cengkeraman doktrin-doktrin gereja.'?*

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati pernah memberikan suatu
perbandingan dalam suatu pertanyaannya: apa sebenarnya dasar kewajiban
yang ditanggung perempuan Barat saat ini?. Menurutnya, jawaban dari
realitas/kenyataan yang terjadi bahwa dasar itu semua karena semata-mata
kemaslahatan materi. Berbeda dengan sekian banyak penjelasan yang
didapat, yang mengatakan bahwa kebanyakan tugas-tugas yang dibebankan

kepada perempuan Barat sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai

120 Mufid, Belajar..., h.71
21ibid, h. 71
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kemanusiaan dan nilai-nilai Islam. Faktor materi itu pada realitasnya sebagai
penyokong utama mereka (masyarakat Barat) untuk mendirikan masyarakat
yang manusiawi. ?> Di sisi lain, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati
sebagaimana diungkapkan oleh Andreas Christman, beliau mengakui adanya
saling kebergantungan di era pasca-modern antar Islam dan Barat. Oleh
karenanya, umat muslim mmepunyai hak untuk mengadopsi peradaban
Barat yang terbukti baik dan bermanfaat secara selektif. Demikian halnya,
orang Barat pun dapat mengadopsi dari Islam apa yang mereka butuhkan
untuk bebas dari kehancuran spiritualnya.'?

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati sebagai ulama yang berpengaruh
luas di kalangan masyarakat awam maupun akademis selalu berusaha
menyajikan Islam sebagai agama yang modern, rasional, tercerahkan dan
sadar diri. Bukan berarti Islam modern disini harus tunduk pada zaman,
tetapi lebih pada pengakuan terhadap realitas sosial sebagai dampak dari
perubahan zaman dalam kerangka kemaslahatan. Demikian halnya, Islam
agama rasional, bukan berarti setiap ajaran Islam dapat terjangkau oleh nalar
rasional, tetap ada bagian-bagian yang jauh dari jangkauan nalar pikir
manusia yang hanya dapat didekati dengan keimanan atau keyakinan
sebagai sebuah dogma agama yang mengikat. Tantangan kedua, berupa
problem internal dengan munculnya gerakan yang berhaluan ekstremis-
fanatik dan gerakan liberal dalam pemikiran Islam. Dalam hal ini, pembelaan
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati terhadap teknik yurisprudensi Islam yang

ilmiah dan tradisional versus pendirian yang terlalu liberal dan relativis

122 al-Biti, al-Mar’ah..., h. 26
123 Mufid, Belajar..., h. 72
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menjadi concern utamanya dalam kapasitasnya sebagai sarjana muslim
kontemporer. Tidak hanya itu, ia juga menyerang pendirian kaum Salafiyah
radikal yang berusaha mendekonstruksi mazhab figh, atau dengan kata lain
menyederhanakan tuntutan ijtihad yang kompleks.!?

Dalam buku yang berjudul al-Lamazhabiyyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid
as-Svari ah al-Islamiyyah, beliau mengecam kecenderungan anti-mazhab (a/-
lamazhabiyyah) yang meolak hasil ijtihad para fugaha, sebaliknya mereka
(kaum salafiyyiin) menyeru kepada umat muslim untuk meninggalkan
mazhab figh dan mewajibkan setiap individu untuk berijtihad sendiri
bersandarkan kepada dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Bagi kaum Salafiyah
(Wahabiyah), seorang mujtahid bukanlah maksum, sedangkan kedua sumber
hukum al-Qur’an dan as-Sunnah yang maksum itu wajib dipegang sebagai
sandaran dalam hukum, bukan justru berpegang pada pendapat fugaha (ahli
figh). Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati tidak bisa menerima gagasan
bahwa setiap individu semestinya memiliki hak untuk melakukan ijtihadnya
sendiri, sebagaimana ajakan kaum Salafi. Karena proses ijtihad menuntut
pengetahuan yang dalam atas semua sumber yang relevan dan kemampuan
untuk menerapkan aturan-aturan yang bersumber dari teks-teks otoritatif
untuk masalah-masalah modern. Selain itu, selama mugqallid tidak mencapai
tingkat pengetahuan mujatahid, maka ia harus selalu mengikuti pendapat
mujtahid (bermazhab). Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mendukung
pandangan hierarkisnya yang kuat tentang pengetahuan agama, dengan

mengutip pendapat as-Syatibi. Beliau mengklaim bahwa dalam kasus

2 Ibid, h. 72-73
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inferioritas intelektual, aturan-aturan yang dikeluarkan mujtahid mengikat
bagi mugallid, sebagaimana mengikatnya al-Qur’an dan as-Sunnah bagi sang
mujtahid. Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengatakan:

“Apa yang akan terjadi jika semua orang mengikuti untuk tidak
bermazhab?. Setelah semua yang telah kami jelaskan dan narasikan
dari bukti-bukti yang konklusif, kami bertanya: Bagaimana jika kami
kemukakan semua bukti ini dan menyerukan kepada orang-orang
untuk berijtihad lalu meninggalkan petunjuk mazhab, dan mengikuti
jalan sendiri untuk berijtihad?. Sebagai jawabannya, aku katakan
kepadamu: apa yang akan terjadi pula, jika kita membiarkan semua
orang memulai proyek konstruksi mereka sendiri dengan tidak
mengikuti petunjuk para insinyur, lalu membiarkan mereka untuk
mengandalkan kemampuan mereka sendiri, begitu juga pada
permasalahan mereka tentang perawatan/kesehatan dengan tidak
mengikuti petunjuk dokter. Lalu mengandalkan diri sendiri untuk
mengambil keputusan pengobatan/medis, begitu pula dalam hal
urusan industri mereka, dengan alasan mata pencaharian mereka dan
tidak mengikuti petunjuk spesialis yang ahli dalam bidang tersebut.
Apa vyang akan terjadi jika kita mengajak semua orang untuk
menyimpang dan tidak mengikuti para ahli/spesialis di bidangnya lalu
mengganti dengan keyakinan diri sendiri. Apa yang pasti akan terjadi
di balik ini adalah kekacauan, pembajakan yang merusak sendi-sendi
dan keturunan. Orang dengan sengaja menghancurkan rumah
mereka, lalu terburu-buru merusak sendi-sendi  keluarga,
menghilangkan nilai-nilai jiwa mereka dengan mengatasnamakan
kebaikan dan kesempurnaan. Memaksakan diri mereka sendiri dalam
kemiskinan yang merugikan akibat perbuatan dan pikiran industri
yang salah, karena mereka meletakkan hak ijtihad tidak pada
tempatnya, lalu menerapkannya tanpa syarat-syarat tertentu. Mereka
tidak mengerti tentang sunnah-sunnah Tuhan terhadap alam yang
berkaitan dengan nasib sejumlah manusia. Baik itu terkait dalam
bidang kerjasama, advokasi/hukum, pembelajaran dan bimbingan. Ini
adalah fakta yang diketahui semua orang, bahkan anak-anak kecil dan
orang-orang yang menyerukan anti mazhab. Akan tetapi, mengapa
mereka enggan untuk menyadarinya tentang aturan yang semestinya
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berlaku pada diri mereka sendiri, terkait keahlian dalam bidang agama

dan hukum-hukum tentang halal-haram?” .1%°
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Di samping antusiasme Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati untuk
meraih kembali keluwesan ijtihad Klasik, beliau menolak apa yang disebut
dengan kesewenang-wenangan egois dalam melihat ijtihad. Sebagian kaum
modernis-liberalis percaya bahwa ijtihad merupakan “rahasia ampuh” untuk
memenuhi nafsu mereka, dengan membuka semua pintu dan mengatasi
semua problematika, sebagai justifikasi untuk melakukan hal-hal yang
dianggap “tabu” dalam pemikiran Islam. Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati
mengkritik keras terhadap kecenderungan untuk menghidupkan kembali

126 yang memberi hak kepada maslahah (pertimbangan

konsep at-Tufi
kepentingan publik) melampaui semua pertimbangan lainnya, seperti Al-
Qur’an, as-Sunnah dan dalil-dalil hukum otoritatif lainnya. Bagi kaum liberal,
jika sumber-sumber otoritatif tersebut bertentangan dengan maslahah, maka

maslahahlah yang harus didahulukan dan menjadi penentu keputusan

hukumnya. Berbeda halnya dengan Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti,
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Mazhabiyyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu asy-Syariah al-Islamiyyah (Damasqus: Dar al-

Farabi, 1985), h. 121 - 122.
126 Nama lengkapnya Abii ar-Rabi’ Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin

Sa’id at-Tafi. Nama at-Tafi terambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sarsar, termasuk
daerah Baghdad di Irak. Dahlan, Ensiklopedi..., h. 1836
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menurutnya konsep membenarkan untuk “meminta bantuan” maslahah
secara “bebas” tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, tidak akan mungkin terjadi pertentangan antara maslahat
dan dalil-dalil hukum gat’iy. Kalaupun ada, maka yang terjadi adalah
pertentangan antara teks dan sesuatu yang diduga maslahat. Misalnya,
sebagian pakar ekonomi menganggap riba sebagai bentuk kemaslahatan bagi
manusia dalam bermuamalah. Maka anggapan kemaslahatan tersebutlah
yang bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Padahal, hakikat kemaslahatan
itu sebenarnya terkandung di dalam teks itu sendiri, yang dengan tegas teks
melarang bermuamalah dengan praktik riba.?’

Kritik tajam Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati juga dialamatkan
kepada kaum modernis muslim yang suka memvonis sesat (tasyri’ wa takfir)
atas seluruh praktik agama dan ibadah yang dianggap tidak Islami. Dalam hal
ini, ia mengembangkan pemikirannya untuk membantah mereka dalam buku
vang berjudul, as-Salafiyyvah: Marhalah Tarikhiyyah Mubarakah wa Laisa
Mazhaban Islamivyan. Meskipun demikian, beliau selalu berusaha
membangun fondasi Aiwar (diskusi) dalam rangka mencari titik temu dengan
kaum Salafiyah dalam persoalan-persoalan Ahilafiyyah tanpa mengabaikan
masalah-masalah yang lebih fundamental. Muhammad Sa’id Ramadan al-
Buti mengatakan:

“Masalah yang bertolakbelakang dengan keyakinan kita, yaitu
mereka yang selalu menyebut diri mereka sebagai kaum Salafiyah,
yang tidak setuju dengan kesepakatan hukum sebagai prinsip
kepercayaan dan perilaku hukum syara’. Mereka memprotes kami

127 Mufid, Belajar..., h. 74
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dengan mengatasnamakan ajaran para pendahulu ummat, dan
menganggap merekalah orang-orang yang terbaik yang tidak
mentafsirkan dengan ta’'wil dan tidak menginterpretasi secara
luas/terperinci. Mereka menganggap bahwa mereka tidak melampaui
batas terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam
mentafsirkan ayat tentang diri-Nya, baik itu dalam teks dan ayat.
Sementara Allah Azza Wajalla maha suci dari segala sesuatu yang
tidak sesuai dengan ketuhanan, keilahian, dan kemuliaan yang tidak
ada sesuatu yang lebih tinggi dari Dia. Mereka juga berpendapat dan
memprotes kami bahwa kerusakan pada pemahaman terhadap lafaz,
yang makna linguistiknya telah ditetapkan oleh Allah pada diri-Nya,
baik secara bahasa dan makna majaz, isti'arah serta tasybih, hanya
akan menjadikan sesuatu yang tidak berguna (tidak dianggap sebagai

bentuk penghalang).”.*?®
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Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati berkesimpulan bahwa metode
akademis pengetahuan dalam menginterpretasi teks-teks agama (manhaj ilm
fi ma'rifah wa tafsir an-nusids), merupakan pengetahuan Islam bersifat
autentik dan orisinal yang harus dilestarikan. Metodologi interpretasi teks
yang digagas oleh para ulama klasik merupakan metode yang komprehensif
(al-manhaj al-jami’). Buku tersebut, secara tidak langsung merupakan Kkritik
terhadap gerakan Salafiyah yang hendak menghancurkan “secara terburu-
buru’ semua yang telah menjadi tradisi Islam. Demikianlah keterlibatan
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam dinamika pergulatan pemikiran
Islam. Sebagai ulama kontemporer, terhadap kaum Salafiyah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Bati hendak menegaskan bahwa tidak selamanya segala
sesuatu yang dianggap Klasik harus ditinggalkan/dihancurkan. Tetapi
sebaliknya, setiap tradisi yang kuat dan mengakar pada pemahaman teks-teks
otoritatif memiliki nilai kesakralan (gimmah diniyyvah) tersendiri.?®

Lebih lanjut, bagi Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dakwah yang
kuat tidak berarti tindakan yang fanatik dan keras. Pada saat yang sama, ia
juga merasa simpati kepada korban penindasan dan eksploitasi yang
dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. la secara tegas, menyeru kepada
pemerintah rezim Al-Asad untuk menghentikan serangan-serangan “membabi
buta” yang dapat merenggut nyawa rakyat sipil yang tidak berdosa. Sepintas
sikap Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati ini terkesan berada di pihak anti-
pemberontak. Hal itu dilakukan beliau hanya semata-mata untuk menjaga

stabilitas nasional dan menghindari pertumpahan darah. Beliau tidak

129 Mufid, Belajar..., h. 75
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bertujuan untuk membela Basyar al-Asad atau kelompok Syi’ah. Tujuan
utamanya adalah perdamaian, tetapi sikap beliau ini banyak disalah

pahami.*°

10. Muhammad Said Ramadan al-Bati Dan Arus
Modernitas
Masuknya budaya asing dan arus globalisasi tidak bisa dilepaskan dari
persoalan sekularisasi. Globalisasi dan sekularisasi seakan-akan merupakan
satu paket yang terjadi di dunia Barat dan Timur. Konsekuensinya, ajaran
dan dogmatisme agama, termasuk Islam, yang semula sakral sedikit demi
sedikit mulai dibongkar oleh pemeluknya, yang pandangannya telah
mengalami perkembangan mengikuti reallitas zaman. Agama pada dataran
itu pun akhirnya menjadi profan (tidak sakral), sehingga sangat tepat jika
munculnya modernisasi sering kali dikaitkan dengan perubahan sosial,
sebuah perubahan penting dari struktur sosial (pola-pola perilaku dan
interaksi sosial). Dari kenyataan seperti itu, di era modern umat Islam sering
dihadapkan pada sebuah tantangan, di antaranya adalah menjawab
pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta
bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi
modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan
pemikiran. 3
Di bidang hukum, misalnya, dewasa ini kemajuan sains dan teknologi

telah mencapai perkembangan yang sangat pesat dan memberikan pengaruh

30/bid, h. 75-77
Bbid, h. 78
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signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. Dampaknya, muncul
berbagai persoalan-persoalan figh baru, yang sebelumnya tidak ditemukan
dalam lintasan figh Kklasik. Hal ini kemudian yang menuntut ulama
kontemporer untuk segera memberikan jawaban sebagai solusi hukumnya.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam merespons tantangan ini,
menulis dalam bukunya Qadava Fighiyyah Muasirah tentang sikapnya
terhadap modernitas kontemporer. la mengawali bukunya dengan sub judul
berupa pertanyaan, ‘al-Usranah ala Dau’i al-Islam am al-Islam ala Dau’i al-
‘Usranah?” (Modernitas di bawah kendali Islam, atau Islam dalam kendali
Modernitas?). Atau dengan kata lain, dari manakah titik tolak persinggungan
antara realitas sosial dan hukum Islam?. Apakah problematika modernitas itu
ditimbulkan dari hukum Islam, sehingga realitas sosial (modernitas) menjadi
barometernya?. la mengatakan:

“Sebelum aku menjelaskan secara rinci, ada baiknya aku
bertanya kepada pembaca: apakah kita sepakat dalam memahami arti
“figh” (Hukum Islam)?, pastinya itu adalah aturan tentang suatu
perbuatan yang seharusnya digunakan untuk mengungkap masalah
yang ambigu/tidak jelas, dan memecahkan masalah yang sulit
diselesaikan?. Dengan kata lain, manakah yang menjadi titik awal
untuk mendamaikan kehidupan sosial dan hukum figih?. Apakah
persepsi tentang suatu masalah dalam figh Islam akan diselesaikan
oleh masyarakat, atau persepsi tentang adanya masalah dalam
kehidupan sosial akan diselesaikan oleh figh Islam?. Sebagian orang
menganggap bahwa hukum yang ada itulah yang bermasalah,
sedangkan realitas keadaan dan kondisi sosial merupakan skala yang
harus diikuti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kamu dapat
menilai, apakah itu persepsi yang benar?, jika pertanyaan ini
ditanyakan dan dijawab dengan batas dan ketulusan. Perdebatan
tidak akan menjadi panjang (tanpa akhir) terhadap apa yang disebut
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sebagai kebaikan (salahiyyah), atau terhadap suatu pembatalan
ketetapan Hukum Islam (figh) karena suatu kondisi terbaru, atau
terhadap sesuatu yang disebut sebagai pembaruan hukum Islam (figh),
atau juga karena apa yang diungkapkan orang lain, seperti mengada

ada dan penipuan sebagaimana dalam bacaan kontemporer”.**?
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Dengan kata lain, hukum Islam harus tunduk pada modernitas, atau
sebaliknya, problematika itu lahir dari realitas sosial atas pengaruh
modernitas, sehingga membutuhkan hukum Islam sebagai pengontrolnya
atau dengan kata lain, realitas harus tunduk dengan hukum Islam. Asumsi
hukum Islam yang kehilangan relevansinya dalam menjawab tantangan
realitas sosial yang berkembang di dunia modern cukup menguras perhatian
para cendekia muslim kontemporer. Ini pula yang pada gilirannya menjadi
embrio lahirnya gagasan fajdid al-Figh al-Islami (pembaruan hukum Islam)
atau dengan bahasa yang lebih memukau gqira'ah mu’asirah (pembacaan

kontemporer). Proyek fajdid al-Figh ini berusaha mereformasi hukum-hukum

vang dianggap out of date dan bersikap diskriminatif demi tuntutan zaman.'*

Dalam bukunya vang berjudul Isykaliyvah Tajdid Usal al-Figh,
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menjelaskan:

“Sesungguhnya topik pembahasan kita adalah tentang
(Pembaruan Usul al-Figh). Apakah yang dimaksudkan oleh kedua
kelompok/pihak (dalam pikiran mereka) tentang Pembaruan Usil al-
Figh?... Masing-masing pihak membela pendapatnya terhadap apa
yang diinginkan dalam pikirannya tentang kata tersebut. Akibatnya,
kedua pandangan yang berbeda terus berada pada dua garis yang
sejajar, tetapi tidak berangkat dari satu permulaan yang sama sehingga
tidak berakhir pada keputusan yang sama pula. Agar tidak terjebak
dalam kesalahan ini (sebagaimana diperingatkan dalam ilmu
penelitian), maka pertama vyang harus Kkita lakukan adalah
menegaskan pengertian, apa yang dimaksud dengan Tajdid Usal al-
Figh (Pembaruan Usal al-Figh). Dapat kamu lihat, apakah itu
merupakan pembaruan terhadap disiplin tentang kaidah-kaidah,
pembaruan tentang strukturnya, pemantapan tentang tunjukan-
tunjukan dalilnya, penjelasan terhadap korelasi pada setiap

138 Mufid, Belajar..., h. 79
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pemahaman konsepnya, penegasan tentang sesuatu yang tak jelas
atau tentang penjelasan kelalaian terhadap tujuan isinya. Apakah ini
lebih baru atau lebih mudah dipahami?. Atau, apakah itu merupakan
penggantian (al-/stibdal), atau hanya mengembangkan aturan-
aturannya (kaidah-kaidahnya), atau suatu bentuk pelanggaran yang
telah melampaui suatu ketentuan terhadap yang lain?. Maka
dimaklumi, bahwa itu merupakan suatu penjelasan tentang semua hal
yang dianggap baru, termasuk di dalamnya tentang penggunaan
istilah yang keliru dan penerapan linguistik/istilah bahasa. Jika yang
dimaksud dengan kata “pembaruan” itu adalah makna (pengertian)
yang perftama, maka itu suatu kebenaran yang tidak perlu untuk
diperselisihkan atau diperdebatkan. **

Mg lda e goge 8 Sl Jxe O
Op S b syl Lad (il Jgwl duuass)
LT b ud Liliad ! guib el g JS
MO Y pS gms aoub pin Y Le 1L
p O cobaYl pAST 8 e ALY
aoly o ae by 8 gubyhll o JS
pied  admd 3 JUadl o0yl s
JIry sl > oo Gloeded!l waod L e S
Dlao e olidhin Y Gaohlghe a4
Sy sl s T Glagihn Yy dusl g
Ledio Hdxy SJI dhbls ]l oda 8 bygis Y
oxy oded Leol bgbliadl s dxadl ale
JMT SEEN T S ya U_’A_x_o._H o UT Yﬁi
sl g iy bluasy ! 4odxS gal s, taiall
p sl G gdwd Lo pdoly dwlSsl
s Lo dwyg , 4V Y G 29 Lo Gy
e Lo paddy  ,deaaliae 8 Ol yx5 (o
pads @l eVl 4 glawddl Hlae (o e
July Bax AST osdely S gashe (e
USRI sy JhaoSwy | 42 P‘ Y l_A_g_J

113



Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menegaskan:

Apakah diantara mereka ada orang-orang vyang tidak
memperbarui?, misalnya ada suatu bukunya yang sampulnya telah
diberantakan dan kertasnya berserakan, serta telah berdebu di
atasnya. Maka caranya adalah dengan mengencangkan sampulnya
kembali, mengumpulkan kertasnya dan membersihkannya?. IImu
Dasar/fundamental dalam pengertian ini akan tunduk pada suatu
pembaruan, yaitu sejak masa perkembangannya hingga saat ini. Dan
apakah tulisan tentang itu, atau buku karya ilmiah tentang hal itu,
tidak dituliskan kecuali untuk mendokumentasikan buktinya saja,
mengkonsolidasikan aturan kaidah-kaidahnya. Atau hanya sebagai
pertimbangan masalah yurisprudensi yang paling benar di dalamnya,
ataukah hanya untuk mengklarifikasi gagasan para penulis dahulu?.
Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa seruan untuk
mengadakan pembaruan saat ini (dengan pengertian tersebut)
merupakan kesimpulan dari suatu hasil pemikiran dan penolakan yang
tersirat terhadap upaya mereka yang ingin memperbaruinya, serta
penegasan terhadap sesuatu yang pokok, mengungkapkan sesuatu
yang tidak jelas dan berusaha menguasai metode penulisan dalam hal
itu. Atau juga, apa arti seruan untuk memenuhi suatu tugas kewajiban.
Dan apakah serangkaian generasi para ulama saat ini telah melakukan
hal-hal yang berkaitan itu dengan baik?.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan, bahwa yang
dimaksud dengan kata Pembaruan Usil al-Figh (pembaruan dasar-
dasar yurisprudensi) oleh sebagian ulama bukanlah seperti makna
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’ 4_&J O.:" g I 9 Mo ", Lihat Muhammad Sa’id Ramadan al-
Buti, lsvkalivyah Tajdid Usil al-Figh (Damasqus: Dar al-Fikr, 2006), h. 149-151
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(pengertian) yang pertama.... melainkan adalah makna (pengertian)
yang kedua, vaitu menggantikannya (al-/stibdal), mengubah aturan
(kaidah-kaidahnya) dan pelanggaran terhadap berbagai aturannya.
Tidak ada makna (pengertian) yang ketiga dari kata ini, yang mungkin
dapat dipahami. Jadi, subjek penelitian atau perselisihan tentang
makna (pengertian) yang dimaksud oleh beberapa penulis saat ini
tidak lain adalah penggantian (/stibdal) terhadap kaidah-kaidah yang
telah ditetapkan dengan aturannya. Tujuannya adalah agar
mendapatkan konotasi baru dari afuran yurisprudensial (hukum-
hukum figh). Adapun yang dimaksud makna (pengertian) yang
pertama adalah menghimpun segala sesuatu yang terjadi, dan tidak
menyeru kepada seorang perusak yang berakal.'*®

woo— e — odms Y e @l 3 Jag
A5l 5l o5y adde JSaS sddl 4 Las
go>y e Gadedn L]l e G5l
JeoY!l ale .9 abe HLualdl gaaiy 480yl
Slas e o= dl i, uouxi) ) rolS
ololisdl odawdws Jag...lis Liogy I
, oY LiSes Y 4us Gl e
i 8 dASyliey S, odel g i) Lhw s
S e lgiaYl Joleedl g a2l ]
] ST o paes Lad Lxasg s, 4u
o pd oy W b il G 5L
lden pondl oundxs I Beeadl ol ol
oy LSS r ol Joax 5 Sra ]l
p Sy g (Sl ) Goodx e ]l D agn ]
O et | g w!}; O Q_;“_.'Q_ﬁsl_i_llﬁ
R0 Lo Y1 g s 4 LS u_x_lLuJY
dwdw a3lsS ol g ploadl I ol W3]
Losy I olidl 1Tde slade (o JLuaV|
po> Y LSy 3 e el e
Jool  Wouxs) dwdSs ol gl ol gl

115



Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati memberikan misal dengan
mengandaikan hubungan teks dengan realitas sosial, ibarat hubungan penjual
dan pembeli terkait dalam hal timbangan (mizan) dan barang dagangan
(sil'ah). Menurutnya, jika kedua orang antara penjual dan pembeli sepakat
bahwa sesuatu yang menjadi timbangan (barometer) itu benar-benar
timbangan itu sendiri dan barang dagangan juga demikian, niscaya tidak
akan muncul perbedaan antara penjual dan pembeli. Timbangan itulah yang
berfungsi untuk menimbang (mengukur atau menentukan berat) barang
dagangan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, selama belum ditemukan
kesepakatan tentang itu, maka selamanya pula tidak ditemukan titik temu.%

Lebih lanjut, Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti berargumentasi
bahwa Allah SWT, yang mewajibkan hamba-Nya untuk mengikuti syariat
yang diperintahkan-Nya, berupa hukum-hukum faklifiyvah adalah Tuhan
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yang sama, yang telah menciptakan alam semesta, beserta fenomena-
fenomena yang terjadi di dalamnya secara lintas sejarah. Itu sebabnya,
menurut Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati tidak mungkin Allah SWT,
menurunkan syariat yang tidak mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan
bagi hamba-Nya dalam segala kondisi yang mengitarinya. Hal itu termasuk
kondisi perubahan realitas sosial yang merupakan sunnatullah, yang tidak
bisa dipungkiri dalam dinamika kehidupan.

Bagi Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti, kemaslahatan yang hakiki
bagi umat manusia adalah kemaslahatan yang murni dan jauh dari
kepentingan dan hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang bersumber dari akal
dan nafsu tidak dapat dikatakan sebagai bentuk maslahat dan mafsadat
(kerusakan) secara objektif. Itu sebabnya, para pakar psikologi sejak zaman
klasik hingga modern tidak sepakat tentang apa yang disebut dengan
kemaslahatan dan ke-mafsadat-an yang hakiki bagi umat manusia. Mereka
gagal merumuskan timbangan (dawabif) tentang bentuk kemaslahatan hakiki
manusia. Berangkat dari sini, maka Allah mengutus seorang utusan (Rasul)
yang didukung dengan wahyu untuk membimbing manusia untuk mengenal
Tuhannya. Berinteraksi dengan sesama manusia, dan berinteraksi dengan
dinamika kehidupan dunia di bawah naungan syariah yang menjamin
kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus.*®’

Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa hukum Islam itulah
yang seharusnya menjadi barometer atau pengontrol perubahan realitas

sosial dan bukan sebaliknya. Dengan kata lain, bahwa hukum Islam adalah

7 Ibid, h. 81
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al-asl al- matbi’ (sumber pijakan yang harus diikuti). Sebaliknya realitas sosial
dan segala dinamikanya adalah alfar'u at-tabi’ (cabaang yang harus
mengikuti syariat). Oleh karena itu, syariat Islam (figh) merupakan anugerah
terbesar dari Allah bagi setiap hamba-Nya sebagai tuntunan dalam
mengarungi kehidupan di dunia. Tentunya, karunia ini tidak hanya khusus
bagi generasi tertentu, melainkan seluruh generasi dari waktu dan tempat
yang berbeda pula.

Secara ringkas dapat dijelaskan pula bahwa Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biti adalah seorang ulama yang cerdas dan religius. la telah
menjalani pendidikannya dengan kesungguhan dan usaha keras sehingga
berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas al-Azhar dengan
predikat Mumtaz Svaraf ‘Ula (sangat terpuji). Sebagai sarjana muslim yang
memiliki kedudukan intelektual tinggi dalam kehidupan akademis dan
kehidupan publik, ia banyak menuliskan karya-karya tulisan tentang
permasalahan yang selalu ia hadapi, baik tentang agama, hukum, sosial dan
masyarakat, serta menghadapi perdebatan intelektual Islam mengenai
kehidupan modern. Salah satu kesimpulan yang dikemukakan Muhammad
Sa’id Ramadan al-Biti tentang hukum adalah bahwa metode akademis
pengetahuan dalam menginterpretasi teks-teks agama (manhaj im fi marifah
wa tafsir an-nusis), merupakan pengetahuan Islam bersifat autentik dan

orisinal yang harus dilestarikan.

B. Konsep al-Mamlitkiyvah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti
Dan Dasar-Dasarnya
1. Dasar Konsep al-Mamlukiyyah
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a. Pengertian al-Mamlukiyyah

Secara etimologi (bahasa) kata al-Mamlikiyyah berasal dari kata
2 9 2 o . ST
“Jdo , il_l_,o_3 , ¢l %7 yang artinga “milik”. Ahmad Warson
munawwir menyebutkan, kata tersebut bisa bermakna “memiliki, atau

menguasai”, vaitu dengan penyebutan: ¥ ¢ , }iLL,o_g p o)
Mﬁ &Lﬁﬁ &Lﬁo”, dan jika dikatakan “ , Mﬁ
s ;,:7.&_] | M‘ é” berarti “memiliki sesuatu”. Dan Kkata
code i) ko ade s
:\_&j” memiliki makna “menguasainya”, sedangkan kata
“:ﬂ;_i:o;o\_ci | ” berarti “yang dimiliki atau milik”.

Sedangkan secara ferminologi (pengertian), Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biti tidak menyebutkan secara khusus pengertian dari al-
Mamlikiyyah. Namun ada beberapa definisi seperti kata “milik” yang
dikemukakan ulama figih yang esensinya sama. Milik atau a/-Milku adalah
“pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya
untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya
selama tidak ada halangan syara’ serta menghalangi orang lain untuk
bertindak hukum terhadap benda tersebut”. Artinya, benda yang dikhususkan
kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga
orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta itu

bebas untuk bertindak secara hukum terhadap hartanya, seperti jual beli,

138 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progressif,

2002), h. 1358
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hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada
halangan dari syara’. Contoh halangan syara’ misalnya orang itu belum
cakap bertindak hukum (seperti anak kecil dan orang gila), atau kecakapan
hukumnya hilang (seperti jatuh pailit) sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak
dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.t*

Al-Jurjani mengatakan: “a/-Milku” atau “ﬂil_ol_:a_‘ | » atau vaitu

’

dengan tandah kasrah pada huruf mim. Menurutnya, para fugaha
memberikan pengertian al-Milku sebagai: “Hubungan secara syara’ antara
manusia dengan sesuatu yang menjadi hak miliknya secara mutlak sehingga
ia dapat menggunakannya, atau tidak boleh bagi selainnya”. Sesuatu yang
dimiliki itu disebut dengan “mamiik” bukan “‘marqgiq” (yang dilepaskan)
atau sesuatu itu tidak marqiq kecuali hanya mamiik.**° Akan tetapi istilah
“mamliak” itu dipakai oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam
menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban seorang manusia karena ia
adalah hamba vyang dimiliki Allah atau “abdun mamliakun lilah’.
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengatakan:”Tidak diragukan bahwa

setiap laki-laki dan perempuan itu adalah hamba milik Allah” 24

139 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Isiam, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2006), h. 1177

190 al-Jurjani, at-Ta'rifat.., h. 164

141 al-Buati, al-Mar’ah..., h. 20
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b. Al-Mamlukiyyvah Sebagai Konsep
1) Struktur Konsep a/-Mamlukiyyah

AL-MAMLUKIYYAH 142 143 144

Al-Mamlukiyyvah
mencakup ‘Ubiudiyyah

“Setiap manusia itu
== =% adalah hamba milik Allsh
SW 24

oLy 1)

Yang berkaitan dgn:

Hak-hak hamba, yaitu:

Hak-hak karena kemanusiaan

(Mu’amalah)

Kewajiban-kewajiban
hamba terhadap
Allah SWT

(Ibadah)

Dasarnya:

« . . Dasarnya:
Kemanusiaan manusia

sebagai Insin dan keadilan” Realitas ketaatan manusia

sebagai abdun”

al-Bati, Hurriyyah al-Insan fi Zilli ‘Ubadiyvatihi lillahi
29, 53, 68.

121



Kondisi adanya ‘awarid pada hak-hak

“Dilindungi oleh r> manusia, maka kaidah vang berlaku
|
hukum dan - adalah memilih vang utamayprioritas
Pemerintah” -3 L@.&J dde Laldl)

Tujuan:
“Kemaslahatan dan
menjaga keseimbangan
sosial masyarakat”

2) Istilah al-Mamlukiyyah
Istilah “al-Mamlikiyyah’ atau “al-Mamliak” pada penelitian ini dikutip
dari beberapa buku Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti yang menjelaskan
istilah tersebut, diantaranya adalah:
a) Buku “Al-Mar’ah baina Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Lataif
at-Tasyri’ ar-Rabbani “ atau (Wanita Diantara Sudut Pandang
Tirani Penguasa Barat Dan Kelembutan Syari’at Tuhan), yang

menjelaskan bahwa:
G Eod Dl
O S 5T e Yy s Sl aall

|

d Uelao due BT yaldly U530

”’Ubudiyyah itu adalah cabang dari al-Mamlikiyyah, dan tidak

\

diragukan bahwa setiap laki-laki dan perempuan adalah hamba

milik Allah” 14
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195 al-Buti, al-Mar’ah. .., h. 20
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AW Ny T Je T
sl &l M Y Hylaall

dladl odiw s lxS AD,5
“Yang demikian itu karena manusia adalah hamba milik Allah
Azza Wa Jalla. la Maha Mengetahui setiap hamba-Nya yang

meyakini keberadaan-Nya. Seorang hamba vyang dalam

kekuasaan-Nya tentu tidak berhak mendapatkan semua hak

kebebasannya dihadapan tuannya Yang Maha Memiliki ”.14¢

b) Buku “Hurriyyah al-Insan fi Zilli ‘Ubuadiyyatihi lillahi”  atau
(Kebebasan Manusia Di Bawah Naungan Pengabdiannya Kepada

Tuhan), yang menjelaskan bahwa:

w

- e - & "
“d 9y =0y (g2 ) ) Sao ] | J=> 0!
Le 4501 Ylyoly 45 0es  olusyd
43.\ 3 ;_L,o_,o” , ’Sesungguhnya penyelesaian masalah itu

adalah dengan menunjukkan kesadaran manusia agar ia

mengetahui statusnya bahwa dirinya adalah hamba milik Allah”.*4
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16 1bid, h. 61
47 al-Buti, Hurriyyah..., h. 29
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“Mari...Wahai hamba milik Allah Yang Maha Esa dan Yang Maha
Agung, vyang Dbergerak dalam genggamanNya, dibawah
kekuasaanNya. Teguhlah dengan pengabdian yang tulus

sepenuhnya kepada Tuhan, sebelum engkau masuk dalam

kesesatan dan kebimbangan” .18
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“Telah jelas, bahwa sangat jauh sekali realisasi keseimbangan ini,

kecuali dengan menjaganya secara ketat dengan keyakinan dua

8 Ibid, h. 53
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kelompok bahwa mereka semua adalah hamba milik Allah Azza
wa Jalla” 1
Buku “Allah am al-Insan: Ayyuhuma Aqdaru ‘ala Ri'avati Huqguagi
al-Insan” atau (Allah Atau Manusia: Mana Dari Keduanya Yang
Lebih Mampu Melindungi Hak-Hak Manusia?), yang menjelaskan
bahwa:
< N P . A - .

4515 b aa s O Loy |«

"Manusia itu pada hakikatnya dan realitasnya adalah seorang

hamba milik-Nya (Allah)”.*%°

d) Buku ‘al-lnsan wa Adalatullah fi al-Ardi” atau (Manusia Dan

Keadilan Allah Di Muka Bumi), yang menjelaskan bahwa:

2 NS U AU S N B B B Y B
)31 lhes e GhxSy 4513
oL — A0y Las 4 Shais
e Aadas Jl il Sl JLSAseY |
oL 9> 8 5/)|3 Y o w

9 Ibid, h. 68
%0 al-Buti, Allah..., h. 14
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“Jika penulis menoleh kepada diri, dan mengenali identitasnya,
maka kita menyadari bahwa diri ini adalah budak yang dimiliki oleh
Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus bertindak sesuai keinginan-
Nya. Suatu pertanyaan mengapa hal itu seakan menjadi tidak
masuk akal dan tidak disebutkan dalam suatu permasalahan.
Seorang pemilik ia berhak membelanjakan hartanya sesuka hatinya
dan menurut kebijaksanaan yang menurut pikiran dan pilihannya.
Tidak seorang pun, atau apapun yang dapat mencampuri
keputusannya terkait harta itu, baik karena keberatan, saran, atau
masalah lainnya. Walaupun jika ada yang berkeberatan terhadap

hal itu juga seorang hamba yang sejatinya ia adalah hamba milik-
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Nya, yang mengikuti aturan-Nya. Mereka itu adalah para hamba

Allah yang mempunyai tanggungjawab terhadap persoalan

‘Ubidiyyah” 1>

3) Orientasi Pemikiran Konsep al-Mamlukiyyah

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menjelaskan secara sepesifik tentang
istilah al-Mamlikiyyah, bahwa suatu ‘Ubtdiyyah (penghambaan) itu merupakan
cabang dari a/-Mamlitkiyyah (hak kepemilikan).!*? la mengatakan:

Sesungguhnya penyelesaian tentang hak dan kebebasan itu
adalah dengan mengenali status diri manusia sebagai hamba milik Allah
atau Abdun Mamlikun flillahi. Manusia itu harus kembali kepada ajaran-
ajaran Allah dan Minhaj-Nya yang ditunjukkan agar dapat berinteraksi

dengan alam, manusia dan kehidupan.*>

la menambahkan, jika disebutkan suatu hak ketuhanan Allah SWT atas

alam/ciptaan, maka harus disebutkan pula sifat ‘Ubidiyyah atau penghambaan

131 Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti, allnsan wa ‘Adalatullah fi al-‘Ardi
(Damasqus: Maktabah al-Farabi, 2020), h. 45

152 al-Bufi, al-Mar’ah..., h. 20
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manusia terhadap-Nya. Ubddiyyah itu berarti segala kerendahan atau
ketundukan karena sifat kelemahan manusia.'**

Dalam hal ini, Allah SWT telah mengatur kaum laki-laki dan kaum
perempuan secara bersamaan dalam satu jalan untuk melaksanakan kewajiban
yang mencakup faklif secara global sebagaimana vang telah Allah syari’atkan
kepada para hambaNya, tanpa harus membedakan antara ciri/sifat laki-laki dan
perempuan dalam hukum-hukum ini. Dasar kewajiban yang Allah SWT
bebankan kepada seorang laki-laki dan perempuan (sebagai hak-hakNya) adalah
sesuatu yang realita/nyata dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan
berkaitan dengan hak-hak yang Allah anugerahkan kepada manusia melalui jalan
agama dan syari’at-Nya adalah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaannya.
Tatkala hak laki-laki dan perempuan itu sama dalam ketaatan kepada Allah
SWT, maka kewajiban-kewajiban keduanya juga sama. Dan tatkala laki-laki
dengan perempuan itu setara pada sisi kemanusiaan, maka menuntut
kesetaraannya pula dalam hak-hak mereka.

Jika terlihat (dikatakan) ada suatu perbedaan yang nampak antara
laki-laki dan perempuan dalam hak-hak yang telah Allah syari’atkan kepada
para hambaNya, maka bantahan terhadap itu adalah bukan karena ia
seorang perempuan (wanita), akan tetapi karena adanya faktor ‘awarid
(faktor penghalang), atau karena adanya faktor luar yang terkadang
beriringan dengan kondisi seorang laki-laki. Terkadang faktor itu juga
beriringan dengan kondisi seorang perempuan. Mungkin saja faktor

penghalang itu menimpa seorang perempuan karena kondisi dan sebab-

Y bid, h. 11
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sebab yang pada umumnya mengharuskannya dalam situasi sosial
masyarakat. > Sesungguhnya perbedaan ini bukanlah untuk membedakan
antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, akan tetapi perbedaan ini
ada sebagai bagian dari faktor-faktor luar yang lain yang berkaitan dengan
hikmah atau kemaslahatan dari tujuan taklif yang disyari’atkan.>®

Jika manusia’lhamba mematuhi secara keseluruhan agidah Islam,
meyakini dan menjalankan aturan Islam, serta tunduk terhadap adab dan
aturan-aturan itu, sementara yang lain (kekuasaan hukum) juga menjalankan
serta loyal terhadap aturan undang-undang itu, maka gambaran tersebut
ibarat suatu hubungan antara negara dengan penduduknya (warga
masyarakat) yang sama-sama tunduk terhadap pemerintahan dan undang-
undangnya. Inilah aturan hukum negara yang seyogiyanya berlaku (di dunia)
untuk suatu hak kebebasan. Aturan itu harus ditegakkan demi menghapus
tindak kezaliman dan kejahatan terhadap orang lain. Selain itu juga demi
menegakkan kesetaraan hak dan membela mereka yang tidak mendapatkan
keadilan. Tidak ada peluang sedikitpun untuk menentang aturan perintah
Allah SWT. ¥

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan: Aturan
kebebasan seperti ini merupakan hak sosial masyarakat dan hak-hak
sipil warga negara yang harus dilaksanakan demi tegaknya keadilan
diantara masyarakat. Selain itu, untuk menguatkan hubungan dalam
bentuk kerjasama yang bermanfaat. Masyarakat yang menjunjung

15 al-Buti, al-Mar’ah..., h. 25
156 1bid, h. 21
57 Ibid, h. 63
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tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan tetap memberikan kebebasan

dalam gambaran seperti ini.**®

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menegaskan:

Sesungguhnya dasar yang pokok dalam Islam dapat
disimpulkan bahwa Islam memberikan pemahaman kepada manusia,
yaitu yang pertama menjelaskan statusnya (status manusia), setelah itu
memahamkan tentang hakikat keberadaan kekuasaan Allah SWT.
Islam mengajak manusia untuk berakhlak dan menjalin hubungan
yang baik dengan sesama, dengan menerapkan nilai-nilai akhlak
sebagai seorang manusia. Diantara nilai-nilai bermasyarakat itu dan
hikmahnya adalah merealisasikan keseimbangan sosial masyarakat (pada
segala tingkatan) yang harus tegak menaungi, dan yang dituntut dalam
menegakkan keseimbangan sosial masyarakat itu harus berdasarkan nilai-

nilai keadilan dan kesetaraan yang manusiawi.**°
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Seiring dengan itu, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menegaskan:

Dalam membina urusan masyarakat, dasar-dasar Islam dan nilai-
nilai agama secara umum melihat kepada faktor maddi (nyata, real),
sebagai bagian dari sekian banyak faktor-faktor yang ada. Diantara faktor-
faktor itu ada yang merujuk kepada kaidah urutan yang lebih utama
(prioritas), atau juga disebut dengan kaidah aw/awivvar'® Dan ini bagian
dari pembahasan konsep al-Mamiiikiyyah tersebut.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menegaskan:

“Para penguasa Islam harus selalu mendampingi umat Islam
dengan berusaha keras melindungi dan menjaga jiwa mereka. Inilah
sebabnya mengapa tidak terdengar sesuatu pada masa ini bahwa
Islam tidak melalaikan hak-hak kaum perempuan, baik dalam
seminar-seminar, tulisan-tulisan atau pada penyampaian hasil
penelitian (riset) sarjana muslim atau non muslim sebelumnya.'®*
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Walaupun Muhammad Sa’'id Ramadan al-Bati tidak secara langsung
menyebutkan suatu defenisi atau pengertian dari konsep al-Mamiikiyyah, tetapi
peneliti dapat menyimpulkannya dari beberapa kitab karya beliau seperti:
“Allah am al-Insan: Avyuhuma Aqdaru ‘ala Ri'avati Huqigqi al-Insan ?”, “al-
Mar’ah Baina Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-Tasyri’ ar-Rabbani”,
dan “Hurriyyah al-Insan fi Zilli ‘Ubadiyyatihi lillahi”, bahwa konsep al-
Mamlikiyyah itu adalah: “konsep tentang hak-hak dan kewajiban yang sesuai
dengan Maqasid asy-Svariah yang menguatkan fungsi aturan dan lembaga
penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum demi
tercapainya suatu kemaslahatan dan keseimbangan sosial masyarakat”. Kaidah
yang berlaku pada konsep al-Mamiiikiyyah dalam menetapkan hak-hak manusia
adalah dengan memilih maslahat (kepentingan) yang lebih utama atau lebih
prioritas (awlawiyat), sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan melalui aturan
dan pengawasan lembaga pemerintah.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati kemudian memberikan suatu
perbandingan dengan menggambarkan suatu pertanyaan: lalu apa
sebenarnya dasar kewajiban yang ditanggung perempuan Barat saat ini?.
Jawaban dari realitas/kenyataan yang terjadi bahwa dasar itu semua karena
semata-mata kemaslahatan materi. Berbeda dengan sekian banyak
penjelasan yang didapat, yang mengatakan bahwa kebanyakan tugas-tugas

yang dibebankan kepada perempuan Barat sesungguhnya sejalan dengan
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nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Islam. Faktor materi itu pada
realitasnya sebagai penyokong utama mereka (masyarakat Barat) untuk
mendirikan masyarakat yang manusiawi. Sedangkan fungsi agama bertujuan
untuk memuliakan dan melindungi masyarakat. Keikutsertaan perempuan
dan laki-laki dalam membentuk masyarakat yang manusiawi dan toleran
adalah sesuatu yang penting/pokok, bukan suatu alternatif (pilihan).!®?

Sementara Barat sendiri tidak menegakkan suatu standar ukuran pada
faktor yang bukan materi, yang bertujuan untuk menguatkan masyarakat dan
melindunginya. Pada sisi yang lain, pokok-pokok ajaran Islam dan nilai-nilai
di dalamnya secara umum memperhatikan faktor materi itu bagian dari
sekian banyak faktor-faktor yang lain, dan itu diklasifikasi (diurutkan) sesuai
kaidah urutan pokok-pokok yang lebih utama. Adapun pandangan Barat
kemudian mulai pada hal-hal seperti ini, dan meletakkannya pada faktor
yang diutamakan untuk menegakkan kehidupan sosial masyarakat yang
mulia. Mereka tidak banyak menghilangkan hak-hak dengan tujuan menjaga
apa-apa vang diperhitungkan sebagai kewajiban yang paling penting.
Seorang perempuan bertanggungjawab pada faktor pendorong yang bersifat
materi dengan mempersiapkan dirinya.'®®

Sesungguhnya pandangan falsafah dengan mengagungkan materi dan
pemikiran yang menyimpulkan bahwa persoalan materi itu merupakan faktor
pendukung satu-satunya dalam membentuk masyarakat yang manusiawi dan
nyaman, telah menyebar dan mempengaruhi sisi kebatinan setiap individu

masyarakat Barat. Secara begitu meyakinkan telah banyak memberikan

162 [bid, h. 26
18 [bid, h. 27
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kesenangan pada kehidupan yang tanpa batas. Semuanya menuntut agar
dapat memberikan nilai harga yang memberatkan. Oleh karena itu,
semuanya bersaing dalam persaingan yang melelahkan yang tujuannya
adalah mendapatkan nilai harta/materi yang lebih besar. Lalu mereka
menetapkan pajak yang harus dibayarkan untuk mendapatkan keuntungan
berikutnya yang tanpa batas.

Setiap individu dalam kondisi yang menyibukkan ini dituntut untuk
memperhatikan, bergegas untuk mempersiapkan diri agar dapat menyaingi
yang lain untuk mendapatkan materi yang berlebih. Kesempatan untuk
memberikan pengaruh/kesan terhadap yang lain atau memuliakan mereka
(dalam suasana yang membakar semangat) tidak memberikan peluang

sedikitpun untuk memikirkan kesederhanaan.'®*

4) Kedudukan “Insan” Dan “Abid” Dalam Konsep al-
Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati memaknai supremasi dan
kemuliaan seorang manusia itu dengan adanya keselarasan antara hak untuk
bertindak (sebagaimana karunia dari Allah) dan faktor ketaatan ( ‘Ubuadiyyah)
yang harus dilaksanakan oleh manusia karena telah diciptakan oleh Allah
SWT. Oleh sebab itu, tatkala manusia merasakan suatu nikmat kemuliaan
tersebut (sebagai Insan), pada saat yang sama ia harus menjalankan perintah
agama (sebagai Abid) dengan beribadah/taat kepada Allah SWT, dan tunduk

sepenuhnya terhadap aturan-aturan-Nya. Hal ini berbeda dengan aturan dan

%4 Ibid, h. 27
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sistem demokrasi bebas, yang mutlak memberikan kewenangan kepada
manusia untuk mengatur dirinya sendiri dan orang lain.®

la menegaskan, bahwa penjelasan tentang ketuhanan itu akan
menyadarkan (manusia) jika ia bukanlah pemilik sejati atas segala
kemampuan dan ilmu yang engkau miliki, begitu juga spesialisasi yang
engkau kuasai. Akan tetapi segala kemampuan itu tidak lain hanya sekedar
amanah (titipan) yang suatu saat akan engkau lepaskan. la akan
meninggalkanmu lalu Allah akan memperhitungkan segala amal
perbuatanmu dalam menggunakannya.*6®

Menurut Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati, pada sisi yang lain
manusia itu hidup berdasarkan dua ketentuan: perfama, dengan menjalani
ketentuan secara terpaksa/dikendalikan (musayvar). Kedua, hidup dengan
bebas menentukan pilihan-pilihannya (mukhayyar). Yang dimaksud dengan
musayyar adalah segala sikap dan prilaku manusia yang dilakukan karena
adanya faktor luar dan bukan karena kehendaknya sendiri, seperti: menguap,
gemetar, melahirkan, meninggal, sakit dan terjatuh. Sedangkan yang
dimaksud dengan mukhayyar adalah setiap sikap dan prilaku perbuatan yang
dilakukan berdasarkan keinginan pelakunya, seperti seseorang yang akan
melaksanakan salat, orang yang keluar dari rumah untuk bekerja dan
berdagang, atau berbagai rencana program kegiatan yang disusun untuk

dilaksanakan. Semua gerak dan perbuatan ini merupakan bentuk pilihan.®’

165 al-Bati, Allah..., h. 14-15

166 al-Bati, Hurriyyah..., h. 67

167 Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati, al-lnsan Musayyarun Am Mukhayyarun
(Beirat: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2001), h. 27
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2. Dalil-Dalil Konsep al-Mamlukiyyah
Beberapa dalil yang dituliskan oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-
Biti yang berkaitan dengan konsep al-Mamiikiyyah mencakup beberapa hal,
yaitu: ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW tentang kekuasaan
Allah, tentang kewajiban wubddiyyah, tentang hak-hak Allah dan manusia,
tentang keseimbangan sosial masyarakat dan tentang keutamaan atau
prioritas.
a. Dalil Al-Quran
1) Ayat tentang kekuasaan Allah SWT
Allah SWT berfirman:
PO ol plawd!l s i,
Loy plol D 3 Lagia Lag
(38 :3) ©ixd go Lidus

Artinya:” Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan
bumi dan apa vang ada antara keduanva dalam
enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa

keletihan” (QS. Qaf: 38).1%
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Llxl s @ §ly 3048 b
(12 :@ddbdl) Lade s b JSo

Artinya. "Allah-lah vang menciptakan tujuh langit dan seperti
itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar
kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-
Nya benar-benar meliputi segala sesuatu” (QS. at-
Talag: 12).1%°
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\_,o ﬂ“]. 5 i.“:.ﬁ ;] . N 3‘94’5 $]° :

Sl Rl sk, éLa
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Artinya: "Allah, Dialah yvang menciptakan kamu dari keadaan
lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah
keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia
menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali)
dan beruban. Dia menciptakan apa vang
dikehendaki-Nva dan Dialah Yang Maha Mengetahui
lagi Maha Kuasa” (QS. Ar-Ram: 54).170

2) Ayat tentang kewajiban ‘ubudiyyah

Allah SWT berfirman:

1 /bid, h. 818
10/bid, h. 578
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VI oYy Gl A3 Lag
(56 toloylddl) Uﬁi_x_x_i_]
Artinya: "Dan  Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (QS. az-

Zariyat: 56).171 )
(93

Artinya: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali

akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah

selaku seorang hamba” (QS. Maryam: 93).172

3) Avyat tentang hak-hak Allah dan manusia

Allah SWT berfirman:
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12 [bid, h. 429
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Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara

mereka menurut apa vang diturunkan Allah, dan
Jjanganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya
mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa
vang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka
berpaling (dari hukum vang telah diturunkan Allah),
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
menghendaki akan menimpakan musibah kepada
mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka.
Dan sesungguhnyva kebanyvakan manusia adalah

orang-orang vang fasik” (QS. Al-Maidah: 49).17

poT s Lie,s A,
Sy 0 b s Lo
Dl O pe Li5) 5%

(70 sl ,wY 1) Wuais Lds

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,
Kami beri mereka rezeki dari vang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka dengan kelebihan vang sempurna
atas kebanyakan makhluk vang telah Kami ciptakan”
(QS. Al-Isra’: 70).174

4) Ayat tentang keseimbangan sosial masyarakat

Allah SWT berfirman:

5 [bid, h. 154-155
7 [bid, h. 394
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(77 :pmaitl)

Artinya: "Dan carilah pada apa vang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan
janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah felah berbuat baik
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang vang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qasas:
77).175

5) Ayat tentang keutamaan atau prioritas

Allah SWT berfirman:
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Artinya:” Apakah (orang-orang) vang memberi minuman

kepada orang-orang vang mengerjakan haji dan
mengurus Masjidil haram, kamu samakan dengan
orang-orang vang beriman kepada Allah dan hari
kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak
sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan
petunjuk kepada kaum vang zalim. Orang-orang vang
beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah
dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih
tinggi derajatnva di sisi Allah dan itulah orang-orang
vang mendapat kemenangan. Tuhan mereka
menggembirakan mereka dengan memberikan
rahmat dari pada-Nya, keridaan dan surga, mereka

memperoleh di dalamnya kesenangan vang kekal”
(QS. At-Taubah: 19-21).176

b. Dalil Hadit

1) Hadit tentang kekuasaan Allah SWT

Rasulullah SAW bersabda:

7 [bid, h. 256
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Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf
telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari
Abdullah bin Umar radliAllahu anhuma bahwa
Rasulullah  shallAllahu  alaihi wasallam apabila
kembali dari suatu peperangan atau haji atau umrah,
Beliau bertakbir tiga kali pada setiap dataran tinggi
dari permukaan bumi lalu berdoa: “Tidak ada Tuhan
vang berhak disembah selain Allah satu-satunya, tidak
ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nva segala kerajaan, dan
pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
Kita kembali sebagai hamba vang bertaubat,
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beribadah, sujud kepada Tuhan kita dan memuji-
Nya. Allah Maha Benar dengan janji-Nya, menolong
hamba-Nyva dan menghancurkan musuh-musuh-
Nya)” (HR. Al-Bukhari).t”’

2) Hadit tentang kewajiban ‘ubuadiyyvah, hak-hak Allah

dan hak-hak manusia

Rasulullah SAW bersabda:
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7 Abit ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirat: Dar
Ibn Kasir, 2002), h. 433
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Artinya.” Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu
Svaibah telah menceritakan kepada kami Abu al-
Ahwash Sallam bin Sulaim dari Abu Ishaq dari Amru bin
Maimun dari Muadz bin Jabal dia berkata, "Aku berada
di boncengan Rasulullah di atas keledai vang dinamakan
Ufair." Bellau lalu bersabda: "Wahai Muadz apakah
kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba dan hak
hamba atas Allah. Muadz berkata, Aku lalu menjawab,
Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda:
'‘Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah kalian
menyembah Allah dan tidak mensvyirikkan-Nva dengan
sesuatu apa pun, dan hak hamba atas Allah adalah agar
tidak disiksa orang yvang tidak mensyirikkan-INya dengan
sesuatu apa pun. Muadz berkata, Aku lalu berkata,
Wahai Rasulullah, tidakkah boleh aku memberitakannya
kepada manusia?, Beliau menjawab: Jangan kamu
memberitahukannva kepada mereka sehingga mereka

178

bersandar kepadanya” (HR. Muslim)

Pada dalil hadis ini, kata “penghambaan” atau
ubudiyyah melekat pada makna hak seseorang, dan hak
seorang hamba itu berkaitan dengan kewajiban yang harus ia
tunaikan. Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menegaskan:

Hadis ini menghimpun antara hak-hak dan kewajiban. Pada

178 Abn Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Nisabiri, Sahih Muslim (Riyad: Dar
Tayyibah, 2006), h. 36
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bagian pertama dijelaskan hak-hak Allah SWT, dan pada bagian
kedua dijelaskan tentang hak-hak para hamba. Lalu keduanya
bercabang kepada berbagai macam hukum. Dan setiap yang kita
dapatkan dalam syari’at Islam itu adalah pokok-pokok hukum
tentang kewajiban (hak-hak Allah SWT), atau pokok-pokok
hukum pada bagian hak-hak hamba. Jika kita cermati sabda

Nabi SAW pada hads ini: » _J& &l >

o

> L=t ”makakata“ > LixJ |~ (hamba) tidak hanya

khusus bagi laki-laki, akan tetapi mencakup antara perempuan

dan laki-laki. 1°

3) Hadit tentang keseimbangan sosial masyarakat
Rasulullah SAW bersabda:

-
s °

@l o @1 Jshy &

@ @

17 al-Buti, al-Mar’ah..., h. 21

145



Y g | g L L5 5 Y g | qw 855
55453 1940l a5 Y3 | guae oS
(pdwo ol gy) LSIa3] &l 3l

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya
dia berkata: Aku membaca kitab Malik dari Abu az-
Zivad dari al-Araj dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah shallAllahu  alaihi wasallam bersabda:
"Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka
buruk adalah ucapan vang paling dusta. Janganlah
mencari-cari Isu, janganlah mencari-cari kesalahan,
janganlah  saling  bersaing, janganlah  saling
mendengki, janganlah saling ~memarahi, dan
janganlah saling membelakangi (memusuhi)! Tetapi,
jadilah kalian hamba-hamba Allah vang bersaudara’
(HR. Muslim).8°

i

4) Hadit tentang keutamaan atau prioritas

Rasulullah SAW bersabda:
L5 ..D o“/;;. u_’ ““ L5 ".l_>

o
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180 Aba Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Nisabari, Sahh. .., h. 1192
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Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin
Bukairin, telah menceritakan kepada kami al-Lais dari
‘Ugail dari bin Syihab dari Abi ‘Ubaid Mula bin ‘Abdi
ar-Rahman bin Auf bahwa ia telah mendengar Abu
Hurairah radliAllahu  anhu berkata: Rasulullah
SallAllahu ‘alai wasallama berkata: Salah seorang
diantaramu vang mengambil talinya lalu dia mencari
seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya
kemudian dia menjualnya, maka vang demikian itu
lebih baik dari pada ia meminta seseorang, baik
manusia itu memberinya atau menolaknva” (HR.
Bukhari).18

3. Prinsip-Prinsip Pada Konsep al-Mamlukiyyah

Secara bahasa, makna prinsip adalah permulaan, tempat

pemberangkatan, titik tolak atau al-Mabda’ ( | J_L,o_i ). Prinsip adalah

asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan pokok dasar orang berpikir,
bertindak dan sebagainya. Prinsip Hukum Islam meliputi prinsip umum dan
prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang
bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap
cabang Hukum Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan prinsip Hukum
Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan Hukum Islam,

baik prinsip universal maupun khusus.'®

181 Ab ‘Abdullah Muhammad bin Isma'’il al-Bukhari, Sahih..., h. 499
182 Panji Adam, Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi (Jakarta: Sinar
Grafika, 2019), h. 152
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Izomiddin dalam bukunya “Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam”
mengatakan: implementasi Hukum Islam mengikuti eksistensi, prinsip, dan
asas syari’at Islam. Era mekanisasi dan moderenisasi telah menempatkan
manusia menjadi bagian dan perkembangan yang penuh dengan kontroversi,
tantangan, dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan
kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekadar sederhana. Syari’at
Islam yang selalu konsisten pada prinsip dan asasnya, ketidakstatisan, dan
fleksibilitas akan mampu menjawab perkembangan dan kemajuan kehidupan
manusia. Hasan Bisri, yang selalu menekankan reaktualisasi Islam,
mengemukakan pentingnya pengejawatahan Islam dengan menginterpretasi
sumber Hukum Islam dengan memperhatikan kebutuhan, situasi, dan kondisi
dewasa ini sebagai paradigmanya.!®®

Diantara prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad Sa’id
Ramadan al-Bati dalam konsep al-Mamiiikiyyah menurut pembagian prinsip
Hukum Islam yang disebutkan oleh Izomiddin, sebagaimana yang ia kutip

dari pendapat Juhaya S. Praja adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)
Secara etimologis, Tauhid berarti “mengesakan”, vaitu mengesakan
Allah, Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan,
bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu
ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat. L& iaha illallah (tiada

Tuhan selain Allah). Berdasarkan pada prinsip Tauhid ini, maka pelaksanaan

18 Izomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Prenadamedia Group,

2018), h. 60
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hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti penghambaan manusia dan
penyerahan dirinya kepada Allah sebagai bukti kesyukuran kepadaNya.
Dengan demikian, tidak boleh terjadi mentuhankan sesama manusia
dan/atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah
dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak-Nya. Prinsip Tauhid
ini pun menghendaki dan memosisikan untuk menetapkan hukum sesuai
dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an) dan as-sunnah.*®

Terkait dengan prinsip Tauhid ini, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati
menjelaskan tentang konsep al-Mamlikiyyah dengan dasar bahwa manusia
itu adalah hamba yang dimiliki oleh Allah SWT. la mengatakan:

Jika disebutkan suatu Ulizhiyyvah (hak ketuhanan) Allah SWT atas
ciptaan, maka harus disebutkan pula sifat ‘Ubudiyyvah atau penghambaan
manusia terhadap-Nya. Ubddiyyah itu berarti segala kerendahan atau
ketundukan karena sifat kelemahan manusia. Antara sifat ketuhanan Allah
SWT atas alam dan tanggungjawab ubiidiyyah manusia terhadap Allah
SWT merupakan dua hal yang semestinya. Tidaklah Allah menjadi Tuhan
bagi manusia kecuali manusia itu berstatus sebagai hamba ( a@bdun).1%

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ketuhanan merupakan dasar yang

melekat pada konsep alMamlikiyvah sebagaimana yang dijelaskan oleh

1 fbid, h. 62-63
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Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti, dan merupakan suatu ketetapan bahwa
manusia dengan segala sikap dan perbuatannya yang dilakukan harus sejalan
dengan sifat wubiddiyyvah (sebagai ‘Abdun), seperti halnya suatu alat atau
instrument yang dapat memunculkan segala gerak, gambar dan bentuk.
Sudah jelas kiranya bahwa segala sesuatu itu, semua tidak akan muncul dari
dalam alat tersebut, akan tetapi sebaliknya akan muncul dari alat yang lain,
alat itulah yang disebut dengan alat risa/ah (misi kerasulan).!8®

Sesungguhnya manusia itu berfikir dan berakal, membangun berbagai
pemikirannya dengan penemuan-penemuan, lalu menerapkannya setelah itu
dalam berbagai manfaat. Sementara manusia itu berfikir dengan akalnya
tetapi ia bukanlah orang yang menciptakan akal itu. Kesadaran itu menerangi
otak besar manusia yang tidak ada sebab dan maksud sebelumnya yang
kemudian akan menjadi hilang. Mungkin inilah kesadaran dari otak besar itu
yang tidak memiliki sikap apapun kedepannya. la tidak memiliki jalan agar
tetap kekal dengan nikmat ini, sampai masa waktu terbatas. Persoalan
tentang suatu kemampuan yang dirasakan, adalah seperti kesadaran itu
seutuhnya. Manusia hanya mampu menggunakan kemampuannya untuk
melakukan kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan dengan akalnya. la hanya
dapat memanfaatkan kemampuan/kekuatan itu dan tidak dapat

menciptakannya.®’

b. Prinsip Keadilan (al-'AdlI)

18 [bid, h. 12
¥ [bid, h. 11-12
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Dalam Hukum Islam, Magasid asy-Syari’ah merupakan cara dan
upaya dalam menggali nilai keadilan. Salah satu hal yang mendasari
pemikiran maqasid asy-Syari ah sebagai instrumen menggali nilai keadilan
hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Magqasid asy-Syari ah
penting untuk dipahami, karena dengannya wawasan kita tentang hukum
Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu
menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah
mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Magasid asy-
Svari ah adalah tujuan yang menjadi target nas dan hukum-hukum partikular
untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik untuk individu,
keluarga, jama’ah dan umat, dalam bentuk berupa perintah, larangan, atau
mubah.'®

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menegaskan:

“Keadilan adalah metode perilaku timbal balik yang membawa
masyarakat pada suasana damai, dan kemudian mencapai keamanan
dan ketentraman dalam kehidupan anggotanya, dan jika keadilan
tidak ada, maka jalan menuju perdamaian tidak ada pula”.*®

“Oleh karena itu, sesungguhnya tugas yang ditegaskan al-
Qur'an kepada manusia adalah memakmurkan dunia secara

keseluruhan mencakup segala hal, yaitu membangun masyarakat yang

188 Yusuf Qardawi, Figh Magasid asy-Syari'ah (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2007), h. 18

189 https://www.naseemalsham.com/

persons/muhammad_said_ramadan_al bouti/subjects/view/55912
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manusiawi dan damai, serta membangun peradaban. Tentu dengan

menugaskan manusia sebagai penegak hukum Tuhan dan

keadilan”.'*®

Kata “keadilan” juga selaras dengan makna ‘al-mizan”, atau
(keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang disamakan
dengan kata a/-Qist, dan kata al-Mizan berarti keadilan. Pada umumnya,
keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang
menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari
kekayaan bersama. Dari prinsip keadilan kemudian lahirlah kaidah yang
menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan
ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum
Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari
prinsip keadilan, artinya perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah
menyempit maka menjadi luas, apabila perkara-perkara itu telah meluas
maka kembali menyempit.'%!

Terkait keadilan dalam konsep ‘al-Mamlikivyah”, secara spirit

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan:
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al-Bati, Minhaj.., h. 25

Y1 Izomiddin, Pemikiran..., h. 63-64
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“Jika keadilan itu dimaksudkan kepada makna yang
dikehendaki Allah SWT, maka itulah makna yang agung/mulia yang
dimaksud oleh Allah SWT untuk hamba-Nya. Allah telah menetapkan
bahwa Dirinya akan mengatur keseimbangan bagi hamba-hamba-
Nya, juga pada Hari Kebangkitan di mana akan diperlihatkan kepada
mereka apa yang telah mereka lakukan, baik itu berupa kejahatan
atau ketaatan. Allah akan memberi balasan pahala kepada semuanya
berupa kebaikan, dan jika itu perbuatan buruk maka balasannya
keburukan pula. Inilah yang akan diberlakukan kepada sebagian
penguasa dan kawan sejawatnya, begitu pula seorang hakim terhadap
lawan-lawannya. Karena sebab tindakan/keputusan itu tidak
bergantung pada keseimbangan keadilan dalam penilaian, maka akan
ada keseimbangan pada hari kebangkitan yang didasarkan pada

makna keseimbangan yang sebenarnya”.}%

la mengatakan:

192 al-Buti, al-Insan..., h. 46

U I R R RN N o S
J_?.j j_c LA oS El?o L’}_o Lr:‘hk_‘o 42 l—‘O—BI;J
o . . | 4 ',",5 Li9 oo luc u—l—c
: Lol ill  pg l_,l)ao o> Luxd Ao
| ul_;_w O pedee S By 8l a8 Lae 4y
Ul R J_g Lrl‘-; 4_3)._2_)\_9 O le Lb (=0 Pu
U=iy Lo ldag .yds 1ub oly s |05
cAgat am polidly ey B S I
e Logio Jaildl 1dia LS 31,
u—““”? - Casodl o Al aadl ol
e lelidll pen Oliuadly oluxdl
" Ly A ) S 0 da U‘J—ﬁ—'o

153



“Kebebasan itu diberikan bagi semua masyarakat, bukan hanya
bagi orang yang kaya atau orang yang mampu yang terkadang demi
tujuan tipu muslihat atau untuk merampas hak-hak yang ada”.1%

“Diantara nilai-nilai bermasyarakat itu dan hikmahnya adalah
merealisasikan keseimbangan sosial masyarakat (pada segala
tingkatan) yang harus tegak menaungi, dan yang dituntut dalam
menegakkan keseimbangan sosial masyarakat itu harus berdasarkan
nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang manusiawi”.*%

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa prinsip keadilan

menurut Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati adalah:
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1) Setiap prilaku/perbuatan dalam bekerjasama harus mendatangkan

manfaat timbal balik ( 3_{.5 g w | ;—lb.’.‘"“’ pany
35 Ludcad ).
2) Aturan harus menjadi dasar misi penegakan hukum dalam

mendukung terlaksananya keadilan dan kemanfaatan ( | g a0

Pixu).

3) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam segala hak-hak

kemanusiaan tidak ada perbedaan diantara manusia baik laki-laki

maupun perempuan ( 0 9 Lw_a 1),

4) Bertujuan mewujudkan keseimbangan sosial masyarakat
(&MY‘ Oy a1,

Keempat prinsip keadilan ini sangat sesuai dengan prinsip keadilan

John Rawls yang peneliti gunakan dalam menguatkan penelitian ini terkait
konsep al-Mamlikiyyah, vaitu: “Bahwa konsepsi khusus keadilan itu
mencakup dua prinsip keadilan sosial”, keduanya adalah:

1) Prinsip pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas
kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama
bagi semua orang.

2) Prinsip kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian

hingga mereka memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang
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paling lemah, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua

orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair.!%

c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar merupakan turunan dari dua
prinsip pertama vaitu, tauhid dan keadilan. Amar ma'ruf mempunyai arti
hukum digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang
baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah. Adapun nahi mungkar
berarti larangan untuk mencegah kemungkaran. Atas dasar prinsip ini,
dikenal dengan hukum Islam dengan perintah dan larangan, wajib dan
haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu (perbuatan).
Dalam filsafat hukum barat, amar ma'ruf disebut social engineering (rekayasa
sosial) hukum. Adapun nahi mungkar disebut fungsi social control (kontrol
rekayasa). Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial
atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang
menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-
tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti-rugi. Adapun rekayasa sosial,
adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa
hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change (pelopor
perubahan) vaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat
kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-

lembaga kemasyarakatan.'%

1% Rawls, A Theory..., h. 72
19 Izomiddin, Pemikiran..., h. 65
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d. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin
Ketaatan merupakan bagian dari akhlak mahmtdah (akhlak terpuji)
yvang diajarkan oleh Rasalullah SAW kepada umatnya. Panji Adam,
sebagaimana ia mengutip pendapat al-Maudadi yang memasukkan prinsip
ketaatan kepada pemimpin sebagai bagian dari prinsip-prinsip Hukum
Islam.!®” Penulis berpendapat, bahwa prinsip tersebut merupakan bagian dari
nilai-nilai akhlak yang mulia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

disebutkan bahwa “akhlak” adalah “budi pekerti” atau “kelakuan”.!®® Dalam

3 - s P M ,a’ 2
bahasa arab disebut “d)l)‘ ” atau jamak dari kata “Cg_l_> yang

artinya: "kebiasaan, perangai, tabi’at dan agama”**°

Secara terminologi akhlak berarti: “Tingkah laku yang lahir dari

manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan”.2%

Ibnu Miskawaih mengatakan, akhlak itu adalah:

- “ % - - # -
| L e | T R . JL>
10309 S8 e O Ledlrsl
Artinya: "Suatu keadaan dalam diri vang mengajaknva kepada
201

berbagai tindakan tanpa perlu berfikir dan pertimbangan”.

Ahmad Amin mengatakan, akhlak adalah:

97 Addam, Hukum..., h. 153

1% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus..., h. 27

19 Munawwir, Kamus..., h. 364

20 Dahlan, Ensikiopedi..., h. 73

1 Miskawaih, 7ahzib al-Akhlak (Baghdad: Mansyurat al-Jamal, 2011), h. 13
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Artinya: "Akhlak itu adalah kehendak vang dibiasakan, artinva bahwa
kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu
dinamakan akhlak”.?%

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buti pada beberapa kitabnya telah menjelaskan tentang konsep
al-Mamlikiyyah dengan merujuk kepada status manusia sebagai hamba yang
dimiliki oleh Allah SWT. Jika disebutkan suatu hak ketuhanan Allah SWT atas
ciptaan, maka harus disebutkan pula sifat Ubddiyyah atau penghambaan
manusia terhadap-Nya. Dalam pembahasan ini, la mengkaitkannya dengan
sifat ketundukan (kAudi), sifat menerima (rida), sifat adil “adl’ dan
insaniyyah (sifat kemanusiaan). Sifat-sifat ini tentunya bagian dari cerminan
suatu akhlak yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan orang yang beriman.

Diantara sifat-sifat itu, Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti
menjelaskan:”Penguasa Muslim ketika memberikan perintah dan
larangan harus sesuai dengan hak-hak seorang muslim, yaitu dengan
sifat ketaatan dan tujuan kebahagiaan. Pada saat yang sama penguasa
muslim harus mengusahakan orang-orang lain untuk menarik mereka.
Walaupun itu sekedar memberikan pemikiran yang baik, karena tidak
ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan cara yang bijak dan
penuh kerelaan. Inilah rahasia kemuliaan al-Qur’an dimana manusia
membahas panjang lebar tentang apa itu Islam, apa sumber rujukan
Islam berikut tujuannya, sebelum ia melaksanakan segala kewajiban
yang ia akan laksanakan. Sesungguhnya sudah jelas, bahwa

292 Ahmad Amin, Kitab al-Akhlak (Mesir: Mu’assasah Handawi, 2012), h. 11
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ketundukan seorang muslim (khudi’hu) terhadap kewajiban tidak
akan sempurna kecuali dengan sifat keta’atan (fawa’iyvyah) dan sifat
kerida’an (rida). Selain itu seorang muslim juga harus mengetahui

bahwa kewajiban itu dilaksanakan berikut sifat-sifat atau sunnah-

sunnah yang mengiringi terlaksananya kewajiban itu”.2%

Seiring dengan itu, sesungguhnya akhlak yang dianjurkan al-Qur’an
terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah.
Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dan sesamanya
serta antara manusia dan alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman,
pemeliharaan dan bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan
4

penciptaannya. Makhluk-makhluk itu adalah umat seperti manusia juga.?°

Al-Qur’an menggambarkan:

O =]l ol = sl g I da g .U.Lb‘;)J‘j
4515 e Noeb Uods gled¥! o Tao
! dg>4 O Jo3 ¢ adlog 0 ) Jduaog
ddoxy o 4l olbaal gl g o ploall
ol xol o G S Ol e Lo

Oobaal oI by el ro a1 alBaf
Hurriyvah..., h. 64
204 Dahlan, Ensiklopedi..., h. 76
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Artinya: "Dan tiadalah binatang-binatang vang ada di bumi dan
burung-burung vang terbang dengan kedua akupnya, melainkan
umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu
pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka
dihimpunkan” (QS. Al-an’am: 38).2%

Oleh sebab itu, menurut al-Qurtibi:” makhluk-makhluk itu tidak boleh

diperlakukan secara aniaya. Allah SWT menciptakan alam ini dengan tujuan

yang benar’®, sesuai dengan firman-Nya:
Loy oY1y ol gloawdl L3 Lo

Spad Jely GBIl Y Lagias
babyich 155151 Lis 15,58 6oidis
(3 :olaxY1)

Artinya: "Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa vang ada
antara keduanyva melainkan dengan (tujuan) yang benar dan
dalam waktu vang ditentukan. Dan orang-orang vang kafir

berpaling dari apa vang diperingatkan kepada mereka” (QQS. Al-
Ahqaf: 3)%'.

205 Kementerian Agama RI, A-Qur’an...h. 177
206 Dahlan, Ensiklopedi..., h. 76
207 Kementerian Agama RI, A-Qur’an...h. 724
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Allah SWT menundukkannya untuk kemaslahatan manusia sesuai

dengan firmannya:
b Lo pS SGw @ G 1355 pdl
el g oY 3 Laeg ol g Ladudl

Gy blog dualb  4axs  pSods

ERS
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(20

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnyva Allah telah
menundukkan untuk (kepentingan) mu apa vang di langit dan
apa vang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya
lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yvang membantah
tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
dan tanpa Kitab vang memberi penerangan” (QS. Lugman:

20).208

Berdasarkan kandungan surat al-Ahgaf ayat: 3 dan surat Lugman
ayat: 20 di atas, M. Quraisy Syihab mengatakan: Bahwa dalam
memanfaatkan alam manusia tidak hanya dituntut untuk tidak bersikap
angkuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, tetapi juga dituntut untuk
memperhatikan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah SWT pemilik
alam ini. Manusia dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri

sendiri atau kelompoknya saja, tetapi juga kemaslahatan semua pihak.

2% [bid, h. 582
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Dengan demikian, manusia diperintahkan bukan untuk mencari

kemenangan, tetapi keselarasan dengan alam.?%®

4. Nilai-Nilai Universal Dalam Konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
Diantara nilai-nilai universal?'? terkait dengan hak-hak dan kewajiban
yang terkandung dalam pemikiran konsep al-Mamlikivyah adalah nilai
kemanusiaan, nilai keadilan, tujuan keseimbangan sosial masyarakat dan
pilihan prioritas. Hal ini sebagaimana dijelaskan tentang kerangka pemikiran
konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati yang disari dari
beberapa kitabnya, seperti: “Allah am al-Insan: Avyuhuma Aqdaru ‘ala
Ri‘ayati Huqiqi al-Insan?”, “al-Mar’ah Baina Tughvan an-Nizam al-Gharbi
wa Lata’if at-Tasyri’ ar-Rabbani”, dan “Hurriyyah al-Insan fi Zilli
‘Ubuadiyyatihi lillahi”. Konsep al-Mamiikiyyah itu merupakan sistem aturan
yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban dalam bingkai ‘Ubudiyyah
(penghambaan) yang terikat dengan faktor-faktor ketaatan, faktor-faktor
kemanusiaan dan keadilan, prinsip w/iihiyyah (ketuhanan), prinsip hukum
svari ah dan prinsip akhlak, serta dengan mengenali status manusia sebagai
hamba milik Allah (‘Abdun mamlikun lillah)”.
Pada sisi yang lain, perkembangan kompleksitas kepentingan dan

maslahat setiap warga negara saat ini terus bertambah. Hal ini muncul sebagai

29 Dahlan, Ensiklopedi..., h. 76

210 “Nilai-nilai universal adalah nilai-nilai umum yang berlaku untuk semua orang
atau untuk seluruh dunia, atau bersifat melingkupi seluruh dunia”. Departemen Pendidikan
Nasional, Aamus..., h. 1530
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akibat dari proses berlangsungnya era globalisasi, modernisasi, industrialisasi
dan digitalisasi. Kita sadari bahwa kepentingan-kepentingan itu membawa
dampak adanya benturan-benturan dan pergeseran nilai yang sulit dihindari,
karena era tersebut menghendaki adanya interaksi sosial yang lebih luas, baik
bersifat nasional maupun internasional .**

Dalam hal ini, konsep tentang hak yang dituangkan dalam Undang-
Undang, khususnya pada Undang-Undang yang mengatur hak-hak umat
Islam, harus mengacu pada paradigma legislasi hukum. Abdullah Ahmad an-
Na'im mengatakan: Pembangunan Hukum Islam dalam sistem hukum
nasional harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan bersifat universal,
bukan nilai-nilai hukum yang diskriminatif. !> Aspek kemanusiaan ini,
khususnya vyang ada pada masyarakat juga harus menjadi dasar
ketentuannya, apalagi kalau itu dalam suatu regulasi hukum nasional. Masdar
F. Mas'udi menjelaskan: “Pembangunan regulasi hukum nasional harus
mencerminkan aspek substansi hukum yang hidup dan berkembang di
Masyarakat. Setiap regulasi hukum harus mencerminkan spirit dan falsafah
hidup masyarakat”.?'? Spirit dan falsafah hidup masyarakat tersebut berarti
mencakup pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.

Dewasa ini masih ada anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan.
Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat

pembangunan. Pandangan ini berasal dari para pemikir Barat. Meskipun

21 at-Talib, Modernisasi..., h.13

212 Abdullah Ahmed an-Na'im, Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A
Quest for Consensus (University of Pensylania Press: Project MUSE, 1995), h. 20

213 Masdar F. Mas'udi, /siam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Cet 2 (Bandung:
Mizan, 1997), h. 50
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demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakininya.Kesimpulan
yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena
kesalahpahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang
hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang
komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah
pembangunan ekonomi?* serta ketenagakerjaan sebagai salah satu motor
penggerak roda ekonomi.

Oleh karena itu, syari’at Islam sebagai suatu aturan yang dibawa oleh
Rasulullah SAW mempunyai keunikan tersendiri. Syari’at ini bukan saja
menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini
diperlukan sebab tidak akanada syari’at lain yang datang untuk
menyempurnakannya.Komprehensif berarti, bahwasyari’at Islam merangkum
seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (mu’amalah).
Ibadah diperlukan untuk menjaga keta’atan dan keharmonisan hubungan
manusia dengan Khalik-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk
mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka
bumi ini. Adapun mu’amalah diturunkan untuk menjadi rules of the game
atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan sistem
mu’amalah yang disampaikan Rasulullah SAW terangkum dalam skema-
skema yang tepat dan sesuai. Universal bermakna bahwa syari’at Islam dapat
diterapkan dalam setiap waktu dan tempat, sampai hari nanti. Universalitas

ini tampak jelas terutama pada bidang mu’amalah. Selain mempunyai

214 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 3
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cakupan luas dan fleksibel, mu’amalah tidak membeda-bedakan antara

muslim dan non muslim.?*®

Tabel:

Bidang nilai-nilai universal dalam Islam

I[SLAM
r——=—-—-—- ————"—71 —————= 1
|  AQIDAH | | SYARIAH | |  AKHLAQ |
I _______ /\r o
| MUAMALAH ! | IBADAH |
_________ T T T T T T
I N ] ’ |
| Hak-hak Khusus : L Hak-Hak Publik |
_____ Aﬁ_____ ,____m________l
I Hukum Pidana | | Hukum Perdata I I Urusan Dalam Negeri | I Urusan L. Negeri |

M. Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Quran”

mengatakan, universalisme Islam atau berlakunya ajaran Islam untuk semua

B bid, h. 4
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orang dan untuk seluruh dunia, merupakan suatu ajaran yang diterima oleh
seluruh umat Islam sebagai akidah. Argumentasi-argumentasi keagamaan
yang berkaitan dengan hal tersebut cukup banyak saling berkait, dan boleh
jadi juga berbeda-beda, namun pada akhirnya semua bertemu pada natijah
(kesimpulan) yang disebutkan diatas. Suatu pertanyaan yang sangat penting
menyangkut pokok bahasannya, bahkan merupakan inti bahasan
universalisme Islam, vyaitu aspek-aspek apa saja dari ajaran Islam yang
memang benar-benar universal?. Perincian menyangkut hal ini menurutnya
dibutuhkan karena adanya paradoks(anggapan) antara kesesuaian ajaran
Islam dengan kebutuhan manusia, dengan perkembangan dan perubahan
kebutuhan manusia. Dan suatu kenyataan, bahwa al-Qur’an berbicara secara
terperinci tentang soal-soal tertentu seperti perkawinan dan perwarisan yang
pada hakikatnya bersifat partikularistik, bukan universalistik.?*®

Nilai-nilai universal yang terkandung dalam konsep al-Mamlikiyyah
tersebut memberikan petunjuk bahwa untuk mendapatkan hak-hak sipil (hak-
hak warga negara) dalam bekerja, juga harus mempertimbangkan nilai-nilai

itu, baik nilai kemanusiaan,?*" nilai keadilan,® tujuan keseimbangan sosial

216 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013),
h. 330-331

27 “Kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian
berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan
umat manusia”. Siti Nafsiah, Prof Hembing Pemegang The Star Of Asian Award, Prestasi
Insan Indonesia (Jakarta: tp, 2000), h. 165-166.

218 “Keadilan adalah suatu ketentuan dan kondisi yang memiliki ukuran tersendiri
dalam mengukurnya yang merujuk kepada keadilan menurut perundang-undangan (/egal/
justice) dan keadilan dalam praktek (practical justice)”, Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam
Persfektif Filsafat Hukum Islam (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011), h.
529. “Untuk menegakkan keadilan diperlukan alat kekuasaan negara. Negara diumpamakan
sebagai simbol dari kekuasaan yang kuat. Gangguan terhadap Negara tidak saja dating dari
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masvarakat®® dan pilihan prioritas ?°. Dengan dasar pemikiran ini pula,
maka konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati tidak
bertentangan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan secara umum. Bahkan,
nilai-nilai di dalamnya tercakup dalam hukum positif (positivisme), selain juga
menjadi asas hukum vyang mendatangkan manfaat. Menurut Auguste

221 ' sebagaimana pendapatnya dikutip oleh Ahmad Syahrus Sikti

Comte
dalam bukunya “Dinamika Hukum Islam”, positivisme??? memiliki arti sesuatu
yang nyata, bermanfaat dan pasti, yang berorientasi kepada penertiban

masyarakat. Penganut positivisme dalam hal ini sangat mengagungkan

kepastian hukum.??®

dalam, melainkan juga dapat muncul karena adanya serangan dari luar”, Fokky Fuad,
Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka Dalam Hukum (Jurnal Lex
Jurnalica Volume 13 Nomor 1 April 2016), h. 6.

219 “Keseimbangan sosial masyarakat adalah kondisi akibat pengendalian sosial yang
mengacu pada proses terencana dimana individu dianjurkan, dibujuk, ataupun dipaksa
untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok”.
www.brainly.co.id.

220 “Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain”.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus..., h. 1102.

221 Auguste Comte lahir di Mountpelier, Perancis 19 Januari 1798. Orang tuanya
berstatus kelas menengah dan ayahnya kemudian menjadi pejabat lokal kantor pajak. Meski
tergolong cepat menjadi mahasiswa, ia tak pernah mendapat ijazah perguruan tinggi. Dalam
setiap kelasnya di Ecole Poly-Technique, Comte bersama seluruh kelasnya dikeluarkan
karena gagasan politik dan pembrontakan yang mereka lakukan. Pemecatan ini berpengaruh
buruk terhadap karier akademis Comte. Pada tahun 1817 ia menjadi sekretaris Saint Simon,
seorang filosof yang berumur 40 tahun lebih tua darinya. George Ritzer, Teori Sosiologi
Modern (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 18

222 Menurut Jonathan Turner, positivisme Comte menekankan bahwa “semesta
sosial menerima perkembangan hukum-hukum abstrak yang dapat diuji melalui
pengumpulan data yang hati-hati, dan hukum abstrak itu dapat menunjukkan kandungan
mendasar dan umum dari semesta sosial, dan akan menspesifikasikan relasi naturalnya”.
Ibid, h. 21

22 Ahmad Syahrus Sikti, Dinamika Hukum Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2019),
h.16.
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Dalam sejarah hukum, walaupun terjadi ketegangan antara positivisme
dan mazhab sejarah, akan tetapi itu dapat dicairkan oleh sosiologi hukum
(Sociological ~ Jurisprudence) sebagai  poros tengahnya. Dengan
mensintesiskan kedua mazhab tersebut, Sociological Jurisprudence
menawarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan
hukum yang hidup di tengah masyarakat. 2 Dengan hukum itu mereka
menyelesaikan berbagai persoalan atau krisis yang mereka hadapi.
Azyumardi Azra dalam bukunya “Historiografi Islam Kontemporer’
mengatakan, pemecahan Kkrisis terkait permasalahan lingkungan hidup adalah
dengan cara mengendalikan hawa nafsu, berfikir humanis rasional dan

bertimbangrasa terhadap manusia.??®

226 menurut Fazlur Rahman

Nilai perikemanusiaan (humanisme),
dalam pembahasannya tentang “Modernisme Dan Masyarakaf’, sudah
menjadi kebutuhan yang serius (mendesak), yang konstruktif dan harus
didorong (berani) untuk menyatakan kembali cita-cita sosial Islam untuk
mendukung legislasi yang baru.??’ Zulfan Syahansyah mengatakan, diantara
hakikat dan nilai Islam itu adalah kemanusiaan secara universal. Semua
manusia itu mulia dan dimuliakan, tidak ada satu pun yang berhak

merendahkan apalagi menghina antar sesama. Kemanusiaan dan

perdamaian merupakan dua topik pembahasan yang selalu menarik untuk

2% Ibid, h. 20

25 Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer (Jakarta: PT. Gramedika
Pustaka Utama, 2002), h. 195

226 “Nilai humanisme adalah nilai dari suatu aliran yang bertujuan menghidupkan
rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik”. Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus..., h. 512

227 Fazlur Rahman, /s/am terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2010), h. 344
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diperbincangkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Alasannya adalah,
karena masalah tersebut merupakan masalah yang real terjadi.??® Munawir
Sjadzali dalam bukunya “/sidm Dan Tata Negara’ mengatakan,??® di dalam
al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman
bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantara ayat-ayat
tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi?® dan tentang
prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan,
seperti prinsip-prinsip musyawarah 2! atau konsultasi, ketaatan kepada

pemimpin,?* keadilan,?? kesetaraan?** dan kebebasan beragama.?®

228 Zulfan Syahansyah, Tela’ah Nilai Kemanusiaan Dan Perdamaian Dalam
Perspektif Rahmatan lil’alamin, Vol 1 No. 1 Juli 2018 (Journal Of Peace Education And
Islamic Studies, pISSN 2622-089X eISSN 2622-0903).

29 Munawir Sjadzali, /slam Dan Tata Negara, Edisi Kelima (Jakarta: UI-PRESS,
1993), h. 4-7
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Artinya:”Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada
Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas
segala sesuatu” (QS. Al-Hadid: 1). Kementerian Agama RI, A-Quran..., h.
785

S R ) peo ot e lxiwl Ol g

pr lioyy Loog peio sHew pay0l g 33l
O Q9 M “’”

Artinya:”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syura: 38). /bid, h. 699.
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Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya” (QS. An-Nisa’: 59). /bid, h. 114
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Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan Kkeji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90). /bid, h. 377
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Artinya:”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal” (QS. Al-Hujurat: 13). /bid, h. 745
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Artinya:”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.
Al-Bagarah: 256). /bid, h. 53
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Sebagai ringkasan pada poin ini, bahwa konsep al-Mamlikiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati merupakan sistem aturan tentang hak
dan kewajiban secara umum bagi setiap orang dengan statusnya sebagai
insan (manusia) dan sebagai abdun (hamba), yang merujuk kepada makna
dasar konsep al-Mamlikiyyah bahwa setiap manusia itu adalah hamba milik
Allah (Tuhan). Kaidah yang berlaku pada konsep al-Mamlikivyah dalam
menetapkan hak-hak manusia adalah dengan memilih maslahat
(kepentingan) yang lebih utama atau lebih prioritas (awlawivat) sesuai
dengan prinsip-prinsip syari’ah, melalui aturan dan pengawasan lembaga
pemerintah yang tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan sosial

masyarakat.

C. Konsep al-Mamliikiyvah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
Dan Hubungannya Dengan Hak-Hak Kemanusiaan
1. Hak-Hak Kemanusiaan
Pemikiran tentang pengaruh kebebasan dan wubuadiyyah dalam hak-
hak kemanusiaan pada konsep al-Mamlikiyyah penulis gambarkan dalam

skema jalur pemikiran sebagaimana berikut:

Kebebasan ‘Ubudiyyah

HAK-HAK
KEMANUSIAAN
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Kemaslahatan/
Kebaikan-Kebaikan

Persoalan “kemanusian” menjadi sangat penting karena berkaitan
dengan hak-hak manusia dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi hak-hak
itu tidaklah serta merta menjadi kebolehan bagi manusia dalam konsep a/-
Mamlakiyyah. Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengkaitkan hal itu
dengan persoalan ‘ubidiyyah sebagaimana tercakup dalam a/-Mamlikiyyah.

la mengatakan: Barangkali menjadi suatu hal yang aneh, atau
jauh dari pikiran kebanyakan orang, bahwa sikap ‘wbiddivyah
(penghambaan) harus menjadi benteng, pelindung dan alat untuk
menjaga makna pengertian “hak kebebasan” sekaligus untuk
membantu pengamalannya dalam segala kebaikan. Ternyata itu
benar-benar menjadi aneh bahkan (dijauhkan), tatkala rasa
penghambaan (ubiddiyyvah) itu ditujukan kepada selain Allah SWT.
‘Ubudiyyah itu seharusnya menyatu dalam kebebasan sehingga dapat
mengendalikannya, atau kebebasan itu juga harus menyatu dalam
rasa ubudiyyah (penghambaan) agar dapat terkendalikan. Keduanya
harus saling menyatu satu sama lainnya agar dapat memberikan
semangat yang terus berkobar, menghilangkan pengaruh yang lebih
kuat (dominan), dan mencairkan pengaruh-pengaruh yang lebih
dominan itu agar “nilai-nilai kemanusiaan” itu dapat berfungsi sesuai
dengan pertahanannya dengan mengokohkan dua hal (semangat

‘ubiidiyvah dan kebebasan) yang saling mempengaruhi.?®
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Berkaitan dengan itu, suatu sikap /sti’bad (memperbudak orang) akan
menjadikan manusia otoriter atau sebagai kekuatan/sumber rujukan satu-
satunya. Harus ada sesuatu yang menyamai realitas kebebasan itu dalam
derajatnya, sebagai dasar tuntutan bagi manusia. Tujuannya adalah agar
keduanya dapat saling bersaing dan mungkin terkadang akan terjadi
berbenturan. Akibat dari hasil persaingan itu maka keduanya akan terus
berlangsung dalam realitasnya, atau akan ada yang kalah salah satu dari
keduanya. Yang menjadi kekhawatiran terhadap kedua hal itu adalah pahit
getirnya keburukan pada satu sisi yang lain. Aku tidak berfikir bahwa orang-
orang akan merasa ragu terhadap kebenaran ini.

Barangkali sebagai gambaran vyang jelas, berikut pengaruh-
pengaruhnya yang kita semua tahu, bahwa seluruh bentuk/mazhab pemikiran
tentang “nilai-nilai kemanusiaan” yang ada, vaitu: pemikiran filsafat, sosial

masyarakat dan norma-norma/akhlak. Telah gagal sejak dahulu dan sekarang
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dalam hal mendidik akhlak masyarakat dan dalam hal mengarahkannya
kepada apa yang disebut sebagai sesuatu yang lebih tepat dan lebih
maslahat.

Mazhab-mazhab pemikiran itu sesungguhnya telah mengarahkan
kepada sesuatu yang tepat dan terjadi sesuai dengan realitanya. Terlebih
dalam hal semangat seorang manusia secara pribadi, dalam hal maslahat
(kebaikan-kebaikan) yang bersifat nilai-nilai persaingan atau hal-hal yang
melalaikan. Semua itu sama sekali tidak memberikan kebahagiaan dan
penerimaan (keridaan), sehingga akibat yang terjadi adalah hal-hal seperti:
Pertama, menguatkan dominasi pemikiran tentang kekuatan dan pemaksaan.
Kedua, menyebabkan ambisi kebebasan yang mutlak dan tidak terikat.
Ketiga, akan terus berkecamuk perselisihan antara dua sudut pandang yang
berbeda.?’

2. Macam-Macam Hak Kemanusiaan

Taatnya seorang manusia kepada Allah SWT merupakan hakikat yang
paling utama dalam agama Islam, bahkan itu merupakan hakikat yang paling
utama dalam penciptaan alam, yang mewajibkan kita untuk meyakini adanya
Allah SWT, maka sesungguhnya sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara
laki-laki dan perempuan dalam hakikat penghambaan ini,**® dan secara otomatis
hak-hak itu sama pula dalam hal kemanusiaannya. Muhammad Sa’id Ramadan
al-Bati menjelaskan, hak-hak yang telah Allah anugerahkan kepada manusia
melalui jalan agama dan syari’at-Nya adalah sesuai dengan nilai-nilai

kemanusiaannya. Tatkala hak laki-laki dan perempuan itu sama dalam ketaatan

237 Ibid, h. 59-60
238 al-Biti, al-Mar’ah..., h. 20
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kepada Allah SWT, maka kewajiban-kewajiban keduanya juga sama. Tatkala

laki-laki dengan perempuan itu setara pada sisi kemanusiaan, maka menuntut

kesetaraannya pula dalam hak-hak mereka.?

la kembali mengatakan: Sesungguhnya Islam telah menegaskan
nilai-nilai karamah (kemuliaan) berdasarkan asas nilai-nilai kemanusiaan
yang mencakup kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Hak-hak itu
diberikan untuk membentengi ketakwaan dan amal saleh. Lalu Allah
menjadikan untuk keduanya suatu aturan untuk menjaga keseimbangan
manusia dalam menegakkan suatu kemuliaan.?*°

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati membagi hak laki-laki dan
perempuan (hak kemanusiaannya) kepada beberapa bagian, yaitu:

1) Hak hidup
2) Hak-hak sipil
3) Hak kebebasan, yang terbagi kepada dua bagian:
a) Kebebasan bekerja
b) Kebebasan berpolitik, yang mencakup kepada beberapa hal:
(1) Dalam kepemimpinan negara
(2) Dalam memilih seorang pemimpin
(3) Sebagai anggota majlis permusyawaratan
(4) Tugas-tugas politik
4) Hak-hak dalam sosial masyarakat
a) Melaksanakan salat bersama kaum laki-laki di masjid
b) Berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan dan budaya

29 Ibid, h. 25
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¢) Ikutserta dalam pertemuan-pertemuan, acara dan walimah
d) Ikutserta dalam berbagai profesi, keterampilan dan skill. 24
3. Kemanusiaan Dan Keadilan Sebagai Dasar Keseimbangan

Sosial Masyarakat Dalam Konsep a/-Mamlukiyyah

Antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain
pihak terdapat kaitan yang erat. Hal ini telah dibuktikan berkat penyelidikan
beberapa ahli antropologi hukum. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-
nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain
adalah hukum vyang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat.?*? Membicarakan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat berarti
membicarakan keterkaitannya dengan hukum yang berlaku. Membicarakan
hukum berarti membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan
hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian
setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa
merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat

membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu
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Ibid, h. (5-6), dan h. 41

22 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsatat Dan Teori Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2016), h. 80
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bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekpresi dari cita-

cita keadilan masyarakatnya.?*®

Kemanusiaan <

S~ MASALAH
Pled KEMASYARAKATAN

Keadilan -

———————
- ~~

/ Mencari s

\ Solusi ’

~ -
~——— -

1
1

\

Keseimbangan Sosial

Masyarakat

Berkaitan dengan masalah “kemanusiaan” dan “keadilan”,
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menjelaskan bahwa masalah
kemasyarakatan memiliki hikmah dan tujuan untuk merealisasikan

keseimbangan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan

28 Rahardjo, fimu..., h. 169
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kesetaraan yang manusiawi, yaitu pada setiap kelompok manusia dan setrata
mereka. Yang dimaksud dengan keseimbangan (fawazun) dan kesetaraan
(tasawi) adalah, dengan adanya suatu perbedaan maka keseimbangan itu harus
menaungi perbedaan yang ada. Yang dituntut itu adalah merealisasikan
keseimbangan sosial masyarakat dalam bingkai nilai-nilai keadilan dan
kesetaraan manusiawi yang sama.?**

Pemahaman ini kemudian diserap oleh orang-orang yang
mengatasnamakan agama Tuhan, dan orang-orang yang arogan (pendusta)
dari kalangan mereka (yang merasa lebih tinggi derajatnya) untuk
menyesuaikan dengan bentuk kemanusiaan yang umum dengan dasar
bahwa mereka itu bagian dari manusia. Hal itu kemudian diikuti oleh
sejumlah besar kalangan, yaitu orang-orang yang lemah pemahaman mereka
serta orang-orang pada masa berikutnya, untuk menerima cara pandang
(suatu iklim kebiasaan) yang kurang baik, rendah dan hina (tidak berakhlak)
untuk mereka terapkan. Demikianlah pandangan pola pikir yang menimpa
mereka, berada dalam satu pemikiran dan iklim kebiasaan yang sama,
menghiasi sikap ketaatan ( ‘ubadiyyah) terhadap Allah SWT.?*® Sementara
nampak jelas dalam pemahaman mereka tentang makna sabda Rastlullah

SAW:

24 al-Bati, al-Mar’ah..., h. 68
22 Ibid, h. 68
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Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahyva bin Yahva dia
berkata: Aku membaca kitab Malik dari Abu az-Ziyad dari al-
Alraj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallAllahu alaihi
wasallam bersabda: 'Jauhilah berprasangka buruk, karena
prasangka buruk adalah ucapan vang paling dusta. Janganiah
mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah
saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling
memarahi, dan janganlah saling membelakangi (memusuhi)!
Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah vang bersaudara”
(HR. Muslim).?#¢

Sudah jelas, bahwa sangat jauh sekali realisasi keseimbangan yang
dimaksud dalam model keseimbangan seperti diatas, kecuali dengan menjaga
kuat keseimbangan itu pada keyakinan kedua kelompok (bahwa mereka
sesungguhnya adalah “’Abidun mamlikana lillahi’) yaitu hamba-hamba
milik Allah SWT. Mereka itu adalah hamba-hamba yang berharap
perlindungan seperti yang telah kami jelaskan. Segala fasilitas yang telah
Allah berikan kepada mereka dari kekuasaan-Nya, hendaknya manusia

meminta pertolongan kepada-Nya dalam memakmurkan bumi dan

24 Abit Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, Sahzh..., h. 1192
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memanfaatkan alam. Sesungguhnya mereka akan dihimpun setelah kematian
nanti pada hari yang dijanjikan (agung), dan mereka akan dipanggil ketika itu
oleh Zat yang Maha Mulia.?*’

Sebagai rangkuman pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa Istilah
“al-Mamliikivyah” vyang dipakai oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati
adalah untuk menjelaskan tentang hak-hak kemanusiaan dan kewajiban
seorang manusia, baik itu hak-hak dan kewajiban dalam melakukan
transaksi, hak-hak kepemilikan, hak-hak kesetaraan, seperti hak untuk
bekerja, hak menerima upah dan jaminan keamanan serta hak dalam
melakukan tindakan hukum. “A/-Mamitkivyah” yang dimaksud dalam hal ini
mencakup suatu sistem aturan yang menjelaskan tentang hak-hak dan

kewajiban yang terikat dengan faktor-faktor kemanusiaan dan keadilan.

D. Konsep al-Mamliikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti
Dan Hubungannya Dengan Hak-Hak Sipil Pekerja
1. Hak-Hak Sipil Pekerja
c. Pengertian Hak-Hak Sipil Pekerja

Secara etimologi (bahasa) kata “hak” berarti milik, kepunyaan,

wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh

247 al-Bati, Hurriyyah..., h. 68
Allah SWT berfirman:
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(17
Artinya: "Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa vang diusahakannya.

Tidak ada vang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat
hisabnya” (QS. Al-Mukmin: 17). Kementerian Agama RI, A~Qur'an...h. 673
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undang-undang, aturan dan sebagainya) dan wewenang menurut hukum.?*
Sedangkan kata “sipil” berarti yang berkenaan dengan penduduk (warga
Negara) atau rakyat.?*® Dengan demikian, Hak-hak sipil berarti hak-hak
warga negara, vaitu hak-hak yang berasal dari konstitusi atau hukum dari
masing-masing negara, dan berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
bersifat universal bagi semua manusia dan bersifat universal untuk semua
negara. Selain itu, hak-hak sipil juga sangat bervariasi dari satu negara
dengan negara vang lain.?®® Adapun yang dimaksud pekerja/buruh adalah
“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
» 251

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menyebutkan istilah hak-
hak sipil dengan kata “ahlivyvah”, ia mengatakan: yang kita maksud
dengan “ahlivyvah” adalah “al-Huqiq al-Madaniyyah’ atau hak-hak
sipil, yaitu hak untuk memiliki dan menggunakan segala sesuatu yang
dimiliki, hak untuk mengadakan akad serta hak untuk menjalin
kerjasama atau semisalnya.??

d. Sejarah Tentang Hak-Hak Sipil Pekerja

238 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus..., h. 474
29 Ibid, h. 1316

20 https://brainly.co.id
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Sangat dimaklumi bahwa umat (bangsa) terdahulu belum mengenal
apa itu hak sipil (khususnya) bagi seorang perempuan. Ketika itu seorang
perempuan juga belum melaksanakan hak-hak sipilnya. Pada masa itu
masyarakat mengenal bahwa seorang laki-laki itulah pemilik diri perempuan.
Seorang laki-laki berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Sesuatu
yang normal (biasa) jika engkau lihat adanya seorang budak atau seorang
tuan, berikut apa yang ia miliki sebagai tuannya.

Dahulu pada masyarakat Hindia Barahmah, Cina, Jerman, Barbar
dan Eropa, mereka tidak dapat menjual seorang perempuan dan tidak
memberikan warisan kepadanya. Lalu masyarakat Yunani kemudian saling
menukar mereka dan tidak memberikan warisan kepada anak-anak
perempuan, kecuali ketika tidak ada anak laki-laki. Syari’at (aturan Romawi)
berbeda-beda ketika memperlakukan seorang perempuan, seperti yang telah
kita jelaskan pasang surutnya. Bahkan yang tersisa saat ini adalah suatu
pandangan eksploitasi terhadap perempuan pada kebanyakan kota-kota
modern sampai masa yang cukup lama.?*3

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengutip pendapat Muhammad
Jamil yvang mengatakan dalam bukunya ‘a/-Mar’ah Fi al-lslam wa Fi al-
Hadarah al-Gharbiyyah* (Perempuan menurut pandangan Islam dan
peradaban Barat): Sesungguhnya peradaban pada kota-kota modern telah
lama mempertahankan suatu kebiasaan bahwa seorang laki-laki akan
mendominasi harta seorang isteri yang ia dapatkan melalui bekerja. Seorang

isteri tidak dapat mempergunakannya kecuali dengan seizin suaminya.

%3 Ibid, h. 49
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Bahkan ia dapat memperlakukan isterinya dalam hubungan perkawinan yang
tidak lama, sebagaimana terjadi pada kebanyakan anak-anak perempuan.
Lembaga yang menetapkan peraturan di Prancis merupakan induk suatu
peradaban kota. Peraturan telah menetapkan bahwa seorang laki-laki tidak
hanya memiliki hak untuk menguasai harta bersama suami isteri saja. Tetapi
laki-laki juga memiliki hak perwalian atas harta perabot seorang perempuan
secara khusus. Hak itu tidak diberikan kepada seorang isteri kecuali suaminya
telah tiada, baru ia dapat menjual harta bersamanya. Seorang perempuan
juga tidak dapat menggunakan harta benda yang khusus kecuali dengan
keridhoaan (kerelaan) suami. Lebih dari itu, seorang isteri tidak dibenarkan
menerima pemberian hadiah jika tidak mendapatkan izin suaminya.
Terkadang seorang laki-laki memiliki hak untuk memberikan dengan
kerelaannya sejumlah perabot yang merupakan harta bersama dari pada
harta miliknya yang dapat berpindah secara khusus. Secara umum, dengan
adanya undang-undang di Prancis yang dipakai saat ini, maka seorang isteri
wajib taat kepada suaminya. la harus tinggal dengan suaminya sebagaimana
yang ia inginkan, dan meminta izin kepada suaminya apabila akan
melakukan pekerjaan apa saja, walaupun pada perkara kehadirannya di
Mahkamah, suami wajib mendampinginya. Kecuali kalau ia dituduh sebagai
pelaku kejahatan (kriminal), seorang perempuan harus memenuhi panggilan
tanpa harus dengan izin suaminya. Perempuan dalam kondisi ketika itu tidak

memiliki hak untuk memberi, menjual, menggadaikan barang atau membeli.
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Tidak pula mengambil atau menerima hadiah pemberian kecuali dengan
keridhaan atau izin suami secara tertulis.”*

Islam, sepanjang sejarah dalam penyampaian risalah samawivyah
telah menegaskan kemerdekaan seorang perempuan atas seorang laki-laki
dengan diberikannya hak-hak sipilnya yang bermacam-macam (juga dalam
bekerja). Kebebasan seorang perempuan telah diumumkan secara sempurna
dalam hal menggunakan harta bendanya, tanpa harus melalui wasiat
seseorang selama ia sebagai perempuan yang cerdas (berakal sehat) dan
terbebas dari faktor-faktor penghalang. Bahkan telah ditegaskan, seorang
perempuan berhak untuk menggunakan apa saja sebagaimana hak yang
diberikan kepada seorang laki-laki.?*® Seorang perempuan juga berhak untuk
bekerja demi mencukupi segala kebutuhannya sebagaimana hak yang
diberikan kepada laki-laki. Oleh sebab itu, diantara hak-hak yang bersifat
musawah (kesetaraan) adalah hak bekerja, hak menerima upah dan hak
mendapatkan perlindungan hukum.

e. Hak Bekerja Sebagai Hak Kesetaraan

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biati membagi hak-hak sipil kepada

tiga  kelompok, wvaitu: Hak-hak  Maknawivah  ( L§ 3_5_2_] |

%4 Ibid, h. 50 dan pada buku Muhammad Jamil, Perempuan menurut pandangan
Islam dan peradaban Barat, (Beirat: Dar at-Tali’ah, tth), h. 71-72. Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biiti mengatakan: Penulis telah menerbitkan bukunya pada tahun 1921. Lalu
Prancis menetapkannya sebagai undang-undang, sehingga ketika itu perempuan Prancis
mendapatkan haknya, dan menggunakan hak-hak sipilnya untuk pertama kalinya pada
tahun 1938.

25 Ibid, h. 50
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;\‘_“3 ‘9_}_7_,0_) I'), Hak-hak Aepemilikan (iM I') dan Hak-hak

Kesetaraan (% g Lo ).
1) Hak-hak Maknawiyah (42 ¢ iz o J! (54 dx JI)

Hak-hak maknawiyah mencakup beberapa hak yang lain,

diantaranya:

a) Hak melakukan transaksi, seperti: sewa menyewa dan
menerima garansi serta semisalnya.

b) Hak mendapatkan warisan.

c) Hak menerima mahar.

d) Hak menggunakan harta.

e) Hak memilih pasangan.
2) Hak-hak Kepemilikan ( 4 SJ_oJ 1)

Hak-hak kepemilikan diantaranya adalah:

a) Melakukan hal-hal yang dibolehkan (a/-Mubahai).
b) Hak melakukan akad terhadap harta.

c) Hak menerima pemberian milik orang lain.

d) Hak menerima warisan.

e) Hak menerima hibah atau sadagah.

3) Hak-hak Kesetaraan ( 3 ¢ LuaJ 1)

Hak-hak kesetaraan mencakup beberapa hal, diantaranya:
a) Hak untuk bekerja.

b) Hak menerima upah dan jaminan keamanan.
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c) Hak dalam melakukan tindakan hukum. 2%

Hak-hak sipil tersebut kemudian dijelaskan oleh Muhammad Sa’id

Ramadan al-Bati pada pembahasan tentang hak-hak sipil ( ‘3 3_’6.?;‘ f
daY | ) dalam kitabnya yang berjudul “a/-Mar'ah Baina Tughyan an-

Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-Tasyri’ ar-Rabbani”. la menjelaskan, bahwa

hak-hak sipil itu:

a. Hak-hak Maknawiyah (A‘_‘" 3_;_&0_, f ‘3 A_E.L’ [ ),

meliputi:
1) Hak melakukan transaksi, seperti: sewa menyewa dan
menerima garansi serta semisalnya.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengatakan, Islam yang
merupakan perpanjangan dari pesan-pesan ketuhanan sebelumnya,
menegaskan kemerdekaan perempuan dari laki-laki dalam berbagai
hak sipil mereka, mengumumkan kebebasan penuh mereka untuk
menggunakan harta mereka tanpa perwalian oleh siapa pun untuk
dirinya selama ia adalah orang yang cerdas, bebas dari faktor
kebuntuan dan perwalian. Bahkan ia dapat menyatakan bahwa
dirinya menikmati semua yang dinikmati laki-laki dalam hak-hak
maknawi/moral, seperti hak untuk menyewa, menjamin dan
semisalnya.?’ Allah SWT berfirman:

256 a|-Bafi, al-Mar ah..., h. 50-55
257 Ibid, h. 50
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Artinya:”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian
yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada
apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa: 32).2%8

2) Hak mendapatkan warisan.
Allah SWT juga menjelaskan ketegasanNya tentang hak
perempuan atas warisan seperti halnya laki-laki. >° Allah SWT
berfirman:
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slwsdl) Loy iin Liduas j5S 5
. (7

Artinya:”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS.
An-Nisa’; 7).260

3) Hak menerima mahar.

Tuhan menetapkan mas kawin (mahar) sebagai hadiah kepada
wanita ketika dia menikah, untuk memenuhi keinginan bawaannya
(fitrahnya) untuk memiliki harta benda (properti). Begitu juga untuk
mengganti (mengkompensasi) apa yang mungkin telah dia lewatkan
dari kesempatan kerja yang biasanya lebih mudah bagi laki-laki dari
pada mereka, yang merupakan sumber utama kepemilikan harta.?!
Allah SWT berfirman:

S e LBio 2 Luddl 1350
(4 : slwiJdl) ..

Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-
Nisa’: 4).262
Seorang laki-laki, baik itu seorang ayah terhalangi untuk
mendapatkan sesuatu, termasuk juga kakek, saudara laki-laki atau
orang lain untuk mendapatkan sejumlah harta (dari mahar untuk

260 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an..., h. 101
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262 Kementerian Agama Rl, A/-Qur’an..., h. 100

188



dirinya), kecuali dengan kebaikan jiwanya.?®® Allah SWT berfirman
setelah kalimat pertama:

2oa o, -

| 388 Ll 4 °*u;95_su_ki?ut_e
. (4 : )

w0

Lx_u_,ol_)_)_u

E

s

Artinya:”Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian
dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi
baik akibatnya” (QS. An-Nisa’: 4).2%

Selain itu, sesungguhnya Syari’ (Allah SWT) telah menjelaskan
bagaimana menegaskan dan memelihara hak kebenaran ini. Allah
SWT memperingatkan agar berhati-hati dengan apa yang biasa
dilakukan oleh banyak laki-laki pada masa Jahiliyyah, karena mereka
mengeksploitasi dan tidak memperhatikan perempuan yang ayah
atau suaminya mati sehingga mereka menceritakan sejarah hidupnya
tanpa berkonsultasi/bertanya dengannya. Mungkin saja mereka
mencegahnya menikah sampai mati untuk memenangkan sesuatu
yang berupa Semoga Tuhan memberikan hak finansialnya.?®® Allah
SWT berfirman:
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G s Jxn ¥ 18T Goddl Leold L
slwd ) oo LadS slaidl g5y
(19:

Artinya:”’Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu
menyusahkan” (QS. an-Nisa’: 19).2%

Kemudian dia memperingatkan setelah itu tentang kasus
serupa, vaitu seorang laki-laki yang memiliki istri tetapi ia membenci
untuk menggaulinya (berteman dengannya). Seorang istri berhak
menuntut/memiliki mas kawin (mahar) untuk dirinya, tujuannya agar
terhindar dari sikap suami yang melecehkan (istri) untuk memintanya
menyerahkan mahar agar lepas dari bahaya dan pelecehan
terhadapnya.?®’ Allah SWT berfirman:

Lo (ario |9xm4x] Oa adiaxs Y
‘LuJ_>l_Q_) U_x_al_a U' Yl cu_aj_oqq_:l
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s Lwd ) 1355 |55 fi_):_/edm Jxx53g

( 19:
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Artinya:”Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.
(QS. an-Nisa’: 19).%68

Kemudian pernyataan Allah SWT menegaskan kembali hak ini
untuk perempuan/wanita, dan memperingatkan adanya suatu
penipuan atau agresi terhadapnya.?®® Allah SWT berfirman:

O LS CﬁJ JI oS P—’JJ Ol g
Wl HlUaid ol A5 p_x_x_s 9 ctj)
v PO

(20 s lws )

Artinya:”Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara
mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil
kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan

dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. an-Nisa’: 20).27

4) Hak menggunakan harta

g |

268 Kementerian Agama RI, A-Qur’an..., h. 104-105
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al-Biti, al-Mar’ah..., h. 52
270 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an..., h. 105
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Sesuatu yang dimaklumi, bahwa siapa pun yang paling berhak
untuk memiliki harta benda/kepemilikan, maka ia memiliki hak pula
untuk mengunakan harta miliknya itu, kecuali jika ada salah satu
alasan vyang kuat vyang terpenuhi, dimana laki-laki dan
perempuan/wanita haknya tidak setara. Bab-bab tentang transaksi
dalam Kkitab-kitab figh sangat banyak penjelasannya, yang mencakup
berbagai hak disposisi dalam harta benda/properti, baik itu untuk laki-
laki maupun perempuan secara bersama-sama.?’*

5) Hak memilih pasangan

Salah satu wujud kemandirian perempuan dari laki-laki adalah
bahwa perempuan menikmati hak-hak sipilnya. Allah SWT tidak
memberikan hak untuk memilih dalam perkawinan bagi laki-laki,
sehingga walinya tidak punya pilihan selain merujuk pada
pendapatnya tentang perkawinan dengan siapa dia bertunangan. Hak
pilihan itu diberikan bagi perempuan yang sudah dewasa, dengan
syarat dia dapat memilih dengan benar. Ini adalah pendapat/doktrin
dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hadawi, dan mayoritas Fugaha’ (ahli
hukum) dari sahabat dan tabi’in. Dalilnya adalah dari Al-Qur'an
dimana Allah SWT berirman:2"?
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Artinya:”Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di
antara mereka dengan cara yang makruf” (QS. al-Bagarah:

232) .23

Yang dimaksud dengan a/- ‘Ada/ secara bahasa berarti otot yang
maksudnya adalah mencegahnya. Adapun menurut sunnah,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibn
Majah dari riwayat hadis Abdullah bin Abbas, bahwa seorang budak
perempuan (gadis/perawan) mendatangi Rastlullah SAW, dan dia
menyebutkan bahwa ayahnya adalah suaminya sedangkan dia
membenci (tidak menyukainya), lalu beliau memilihkan untuk
perempuan itu. Hadis seperti itu juga diriwayatkan oleh Imam an-
Nisa'i dari riwayat hadi$ Aisyah, bahwa seorang gadis menjumpainya.
Dia berkata: Ayahku menikahkan aku dengan keponakannya, dan itu
menjadikan keponakannya lebih merasa malu padaku sementara aku
membenci hal itu. Dia berkata: Duduklah sampai datang Rastlullah
SAW. Lalu Rasulullah SAW datang dan aku menyampaikan
kepadanya, beliau kemudian menyampaikan kepada ayah perempuan
itu dan memanggilnya untuk membicarakan masalah itu padanya. Dia
berkata: Ya Rasulullah, aku menyetujui perkara pilihan ayahku, tetapi
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aku ingin memberitahu kaum perempuan bahwa masalah itu tidak ada
artinya bagi ayah.?’

b. Hak-hak Kepemilikan (2_&5_1_.0._, )

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan, hak-hak
kepemilikan diantaranya adalah, hak untuk melakukan hal-hal yang
dibolehkan (a/-Mubahaf), hak melakukan akad terhadap harta, hak
menerima pemberian milik orang lain, hak menerima warisan dan hak
menerima hibah atau sadagah.

la mengatakan, telah menjadi suatu ketetapan bahwa hak atas
kepemilikan itu juga merupakan hak seorang perempuan sebagaimana
hak laki-laki, tanpa ada pembedaan apapun. Hal ini mengandung arti
bahwa sumber kepemilikan bagi mereka adalah sama. Sebagaimana
kita ketahui, bahwa sumber atas kepemilikan itu adalah: adanya ijin,
kontrak/perjanjian keuangan, adanya hak kepemilikan atas harta
benda/properti, adanya hak warisan, hak untuk menghibahkan dan
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hukum filantropi lainnya. Sumber-sumber ini merupakan sumber hak

atas kepemilikan bagi laki-laki dan perempuan.?’

c. Hak Kesetaraan ( [ 9 Lo | ).

1) Hak untuk bekerja dan menerima upah

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengatakan, salah satu
akibat adanya hak untuk bekerja adalah hak untuk menerima upah
yang setara bagi pria dan wanita untuk bekerja. Karena hak atas upah
adalah hasil kontrak pekerjaan yang bergantung pada upah. Salah
satu ketentuan yang umum dalam hukum Islam adalah bahwa upah
atau royalty, diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan dan
kualitasnya, bukan sebagai ganti pekerja dan tipenya, apakah dia laki-
laki atau perempuan. Jika pemberi kerja berkomitmen untuk
menjadikan orang yang ditugaskan bekerja sesuai royalty yang
diminta, maka prestasi kerja yang dilaksanakan tersebut harus
mendapatkan upah yang penuh, setelah pekerjaan selesai sepenuhnya
dilaksanakan, terlepas dari jenis apa saja pekerjanya. Tidak ada
pengecualian yang dibuat kecuali kontrak khusus yang disepakati

bersama antara dua pihak.?’®

275 « 51)_0_1_\ G e ]! UT Q_}_"s 49 515
Ais e@odS gl 090 e de 3> s
Lowsd Lo I Sa O Lo O o S
Joblan ol pedeedl oy .. d3dslg Lagall
Seirlly col>laaldl 51>l o daSdall
¢ gl oall Ot gl g ¢ LI Lol
o Loy olaglly &l yuall sl A sl
2 o Llae ]l bdg 8 OS]l G LgaS>
51 4]l g Joadl g JSO 0 ddlasdl o Las
s | guw Il e alBafi, atMarah..., h. 53

o sl s lus dIS H LT G gLS w8y
Ol 3 Ldesdl de N1 8 5T el



2) Hak melakukan sewa menyewa dan mendapatkan jaminan
keamanan
Perlu diketahui, bahwa dalam hukum Islam ada sesuatu yang
disebut hak untuk menyewa atau hak untuk menjamin orang. Ini
adalah kebenaran yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ia yang
mengatakan?’’
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengatakan, perlindungan
Allah itu adalah satu, la melindungi siapa saja yang lebih rendah selain
mereka. Orang-orang yang beriman sebagian dari mereka akan
melindungi sebagian yang lain, maksudnya adalah, tugas Tuhan itu
adalah satu. Tugas yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambaNya
adalah seperti memberikan hak untuk sewa menyewa, menjamin dan
perwalian kepada orang lain, yaitu satu untuk mereka semua. Tidak
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari
mereka memiliki tanggungjawab yang terhormat, bahwa ia dapat
mempekerjakan siapa pun yang ia inginkan dari masyarakat, dan
menempatkannya dalam tanggungjawabnya serta melindunginya. Tak
seorang pun pada saat itu, siapa pun dia, dapat mengabaikan tugas
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dan perlindungan, yang mungkin dapat ia berikan kepada siapa pun
yang dia inginkan. Semoga Tuhan,.. kecuali orang yang belum pernah
dipidana atau mendapatkan putusan pengadilan, tentu harus
menjalani ketentuan hukum yang berlaku, atau ia sebagai pahlawan
perang. Dalam hal ini, hak untuk melakukan sewa menyewa tidak
berlaku dan tidak ada nilainya, terlepas dari apa sumbernya.?’®
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan, perempuan
memiliki tanggungjawab penuh seperti tanggungjawab laki-laki, sama
halnya dengan orang yang diinginkannya. Oleh karena itu, tidak boleh
bagi seorang penguasa (hakim) atau siapa saja untuk melanggar
aturan di sekitar lingkungannya. Hak sekitar lingkungan ini tidak dapat
dibatalkan selama hanya satu hal yang terus berjalan, yaitu putusan
pengadilan yang memberatkan hukuman atas seseorang karena terkait
dengan kejahatannya. Dalam pelaksanaan putusan ini, Rasulullah
SAW berkata kepada Ummi Hani, saudara perempuan Ali bin Abi
Talib ra, ia datang untuk mengeluh kepadanya bahwa ia

mempekerjakan seorang laki-laki musyrik, yang mengaku sebagai
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anak angkat ibunya (ibu Ali ra), bahwa ia telah membunuhnya: Kami
telah mempekerjakan orang yang telah engkau pekerjakan wahai
ummi Hani. Penting bagi kita untuk mengikuti bagian-bagian dari hak
yang berasal dari hak kelayakan yang ditetapkan oleh Islam untuk
perempuan. Kita hendaknya berpegang teguh pada ayat al-Quran
yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.?”® Allah SWT berfirman:
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F Y R N SNSRI G U P ¢ 4dsl)y
(71 rdinesdl) aaSs Soge

Artinya:”’Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian
yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf,
mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan
zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu
akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 71).2%

Ayat ini menegaskan apa yang disebut perwalian timbal balik
antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Ini
hanya dapat dicapai melalui integrasi kelayakan di masing-masing

keduanya.?®!

3) Hak melakukan tindakan hukum

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan, tidak peduli
seberapa banyak kamu merenungkan hukum yang lalu (kuno),
merenungkan hukum modern, serta hukum buatan manusia. Kamu
tidak akan menemukan apa pun seperti apa yang ditetapkan al-Qur'an
dalam hal prinsip. Saling menjaga antara laki-laki dan perempuan,
yang semua bagian itu terkait dengan hak dan syarat bagi laki-laki dan
perempuan. Kamu dapat menyadari apa yang telah kami sebutkan,
bahwa Islam hanya menetapkan hak ini untuk perempuan, dengan
segala konsekuensi dan persyaratannya sejak awal keberadaannya. Al-
Qur'an adalah sumber dari hak ini, seperti yang telah kamu lihat
bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Itu semua adalah
sumber dari semua prinsip dan aturan Islam. Jadi, apa yang telah kami
sebutkan di sini bahkan apa yang telah kami sebutkan tentang hal itu,
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seperti penerapan hak agar memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan

oleh hukum Islam.?%

Secara spesifik, hak-hak sipil tersebut berikut “hak-hak sipil pekerja”
atau (hak-hak warga negara yang bekerja) diatur dalam undang-undang
ketenagakerjaan masing-masing negara. Setiap hak-hak sipil itu sangat

bervariasi dari satu negara dengan negara yang lain. Di Indonesia, hak-hak
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sipil pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup:

Hak atas kesempatan dan pelatihan kerja

Hak atas hubungan kerja yang adil dan layak

Hak atas upah

Hak atas kebebasan berserikat

Hak mogok kerja

Hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak
Hak pekerja wanita dan pekerja anak

Hak atas keselamatan kerja, kesehatan Kkerja dan jaminan

kesejahteraan sosial. 283

2. Konsep al-Mamlitkiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

Dan Hubungannya Dengan Hak-Hak Prioritas.

a.

Prioritas bekerja

Naluri hidup manusia yang pertama-tama ialah mempertahankan

hidup. Untuk bisa mempertahankan dan melanjutkan hidup, manusia butuh

makan, pakaian dan tempat tinggal. Disamping itu juga memerlukan

pemeliharaan dan pengembangan jiwa, pergaulan serta hiburan, belajar dan

sebagainya. Makanan pakaian dan tempat tinggal disebut kebutuhan materil

dan merupakan kebutuhan primer/pokok bagi hidup manusia. Sedangkan

28 Sahat Lumban Raja, Hak-Hak Buruh (Medan: KPS, 2005), h. ix-xii
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pemeliharaan dan pengembangan jiwa serta pikiran disebut kebutuhan
sepirituil dan merupakan kebutuhan sekunder bagi hidup manusia.

Kebutuhan materil sebagai kebutuhan primer bersifat mutlak bagi
kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan hidup spirituil sebagai
kebutuhan sekunder bersifat relatif, tetapi perlu dan penting bagi
kelangsungan hidup manusia untuk maju dan mengembangkan diri dengan
baik. Dengan demikian kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik
apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi. Supaya
kebutuhan tersebut terpenuhi maka manusia harus bekerja. Oleh karena itu
tujuan bekerja adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
baik primer maupun sekunder.?3

Dalam konsep al-Mamlikivah, tujuan bekerja untuk memenuhi

kebutuhan hidup dalam hak-hak sipil merupakan bagian dari tujuan syari’at

(magésid — asy-Svari'ah) vaitu: ( Jad> ’ Uu_s!_x_) | JENR DN
o )_2_) I ko> , J LaJ ), atau vaitu dalam rangka memelihara

eksistesi kehidupan jiwa, memenuhi tuntutan untuk mendapatkan harta dan
bahkan untuk menjaga kehormatan. Oleh sebab itu, hubungan keduanya
(hak-hak sipil dan konsep al-Mamliikivah) merupakan satu kesatuan atau
sistem yang memberikan arahan dalam mengambil keputusan agar tidak

bertentangan dengan aturan Syari’.

24 Raja, Hak...,h. 1
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b. Prioritas makanan, pakaian dan tempat tinggal

Makanan, pakaian dan tempat tinggal adalah kebutuhan materil dan
merupakan kebutuhan primer/pokok bagi hidup manusia. Dan supaya
kebutuhan tersebut terpenuhi maka manusia harus bekerja. Ini menunjukkan
suatu tuntutan yang bersifat prioritas dan wajib dilakukan dengan tujuan
untuk menjaga kehidupan, yang dalam konsep al-Mamlukiyyvah berfungsi
menjaga Kkeseimbangan sosial masyarakat. Caranya adalah dengan
mengutamakan “bekerja” sebagai hak-hak kemanusiaan/hak-hak sipil (hak-
hak setiap warga negara) yang disesuaikan dengan kaidah al-Awlawiyyvat
(memilih yang lebih prioritas).

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menjelaskan: Bahwa tatkala suatu
tuntutan atas pekerjaan dan tugas profesi bersinggungan dengan hukum
keluarga dan masyarakat, maka tidak dapat terelakkan lagi ketika itu harus
memilih satu diantara hal-hal yang utama/prioritas. Yaitu mengutamakan
yang paling utama lalu berikutnya yang lebih rendah dan yang lebih rendah.
Tentu dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat pokok (primer), kemudian
yang bersifat kebutuhan (skunder) dan yang bersifat kebaikan (fersier), yaitu
pada berbagai maslahat atau kepentingan yang ada pada masyarakat.?®°

Dari tingkat kebutuhan di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa
syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan dan
kemaslahatan dalam kehidupan mereka. Asy-Syatibi menggunakan istilah
maslahat dan mafsadat untuk menggambarkan tujuan syariah ini (maqasid

asy-Svarrah). la mengatakan: “Maslahat yang dibolehkan menurut syara’

285 al-Biti, al-Mar’ah..., h. 64
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begitu juga mafsadat yang ditolak adalah yang berkaitan dengan
keberlangsungan hidup di dunia menuju kehidupan yang lain. Tidak
mengikuti hawa nafsu dalam mendapatkan suatu maslahat yang biasa, tidak
pula menolak kerusakan yang biasa”. ?®° Yaitu segala maslahat yang
mencakup aktivitas ibadah, ketenteraman, kecukupan sandang pangan,
ekonomi produksi, konsumsi, dan jaminan keamanan yang melindungi hak-
hak setiap individu, sebagaimana tercakup dalam tujuan syariah yang harus
diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan
akhirat.?’

Dengan demikian, tuntutan bekerja untuk memenuhi kebutuhan
makan, pakaian dan tempat tinggal, serta seluruh aktivitas yang dilakukan
oleh seorang hamba/manusia mengandung makna maslahat (disebut sebagai
kebutuhan). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut merupakan
tujuan dari maqasid asy-Syar’ah, dan memelihara setiap maslahat ini adalah
wajib dalam agama. Setiap manusia berkewajiban untuk menyelesaikan
berbagai macam permasalahannya. Segala penyelesaian permasalahan

tersebut terkait dengan (kemaslahatannya) dalam Islam merupakan suatu

28 Abi Ishak Ibrahim bin Masa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatbi, al-Muwafagat
(Al-‘Agrabiyyah: Dar Ibni ‘Affan, 1997), h. 63
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pemenuhan kebutuhan. Sejalan dengan itu, Abraham Harold Maslow 2%

dalam konsep pemikirannya “hierarchy of needs” menjelaskan, bahwa garis

hirarki kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya yang terdiri dari:?3°

1)

Kebutuhan Fisiologi (Physiological Needs), mencakup kebutuhan
dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi,
kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan
mengenyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.

Kebutuhan Keamanan (Safefy Needs)) mencakup kebutuhan
perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta Kkrisis
ekonomi.

Kebutuhan Sosial (Social Needs), mencakup kebutuhan akan cinta,
kasih akung dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini
akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang.

Kebutuhan Akan Penghargaan (Esteem Needs), mencakup kebutuhan
terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan
ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Needs), mencakup
kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.
Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Dari kelima teori kebutuhan “hierarchy of needs” ini, ada kebutuhan

Fisiologi (Physiological Needs), yang mencakup kebutuhan dasar manusia,

seperti makan dan minum. Tingkat kebutuhan ini menempati prioritas

pertama, dan salah satu cara untuk menutupi kebutuhan ini adalah dengan

bekerja. Dengan demikian persoalan bekerja, yang mencakup perlindungan

hak-hak dasar pekerja seperti keamanan, hak upah, hak istirahat atau cuti

juga merupakan bagian dari kebutuhan utama/prioritas yang sejalan dengan

288 Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, lahir

dari kalangan imigran Yahudi Rusia.

35-47

289 Abraham H. Maslow, Motivation And Personality (tt: Row Publishers, 1954), h.
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tujuan dari maqasid asy-Syar’ah, vaitu hiffu an-Nafs (menjaga jiwa) dan
hifzu al-Mal (menjaga harta).

Sebagai ringkasan, Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menjelaskan
hak-hak sipil pekerja sebagai bagian dari hak-hak kemanusiaan yang memiliki
hikmah dan tujuan untuk merealisasikan keseimbangan sosial masyarakat,
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan yang manusiawi. Nilai-nilai
inilah yang menjadi dasar ketentuan penetapan hak-hak warga negara (hak-
hak sipil) sesuai dengan skala prioritasnya (tingkatan al-Awlawiyaf), dan ini
pula-lah nilai-nilai humanisme yang dikemukakan oleh Muhammad Sa’id

Ramadan al-Biti dalam menjelaskan hak-hak sipil pekerja.

E. ljtihad Muhammad Sa’id Ramadan al-Biati Dalam
Menetapkan Hukum Tentang Hak-hak Pekerja

4. Metode Ijtihad Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
Muhammad Sa’'id Ramadan al-Bati dalam menjelaskan hukum

290

tentang hak-hak sipil pekerja menggunakan metode istislahi, *° sebagai

20“Metode Istislahi adalah metode dengan menuangkan segala kemampuan berfikir
untuk sampai kepada hukum syara’ dengan menggunakan pendekatan terhadap kaidah-
kaidah umum (ku/f), mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-
kaidah umum tersebut, dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap
masalah itu. Selain itu tidak mungkin pula diterapkan metode givas atau metode istihsan
terhadap masalah itu”. Ade Dedi Rohayana, limu Ushul Figih (Pekalongan: STAIN Press,
2005), h. 201

Menurut al Yasa’ Abubakar, metode Istisiahiyyah adalah “Kegiatan penalaran
terhadap nas (al-Quran dan sunnah Rastlullah SAW) yang bertumpu pada penggunaan
pertimbangan maslahat dalam upaya untuk: perfama, menemukan (merumuskan atau
membuat) hukum syara’ dari sesuatu masalah (aturan figih dan siyasah syar’iyyah). Aedua,
merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum).
Adapun maslahat secara sederhana adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan,
perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorang dan masyarakat,
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indikatornya adalah: la menjelaskan tentang persoalan maslahat manusia
dalam bekerja dengan mempertimbangkan prioritas keutamaannya. Dalam
kitab “al-Mar'ah Baina Tughyan an-INizam al-Gharbi wa Lata'if at-Tasyri’ ar-
Rabbani” Muhammad Said Ramadan al-Biti menegaskan:

Suatu tuntutan atas pekerjaan dan tugas profesi, yang jika
bersinggungan dengan hukum keluarga dan masyarakat maka harus
dipilih satu diantara yang prioritas. la mengutamakan yang paling
utama, lalu berikutnya yang lebih rendah dan yang lebih rendah.
Tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat pokok,
kemudian yang bersifat kebutuhan dan kemudian yang bersifat
kebaikan, vaitu pada berbagai maslahat atau kepentingan yang ada
pada masyarakat. Dengan demikian, memilih yang lebih utama
tersebut berarti suatu prioritas atas beberapa hal yang baik-baik.?*!

la menegaskan: Ukuran/standar (dawabit) suatu maslahat dalam syari’at
Islam menurutnya adalah: Perfama, maslahat yang dimaksud itu harus tercakup
dalam tujuan (maqasid Svari) atau tujuan sang pembuat hukum (Allah SWT).
Kedua, maslahat yang dimaksud itu tidak bertentangan dengan kitab (al-Qur’an).

Ketiga, maslahat vyang dimaksud itu tidak bertentangan dengan sunnah.

Keempat, maslahat yang dimaksud itu tidak bertentangan dengan qivas. Aelima,

serta menghindari kemudaratan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan
dan masyarakat, bahkan (untuk kepentingan umum). Abubakar, Metode..., h. 35
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maslahat yang dimaksud itu tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih
besar, atau juga tidak bertentangan dengan maslahat yang setara dengannya.”*?

Al Yasa’ Abubakar dalam kitabnya “ Metode Istislahivyah” mengatakan:
Sekiranya diringkaskan, maka penalaran Istislahiyyah harus memenuhi empat
syarat: pertama, penalaran tersebut harus bertumpu pada pertimbangan
maslahat (tempatnya maslahat yang hakiki). Aedua, maslahat yang ada dalam
perbuatan itu harus sejalan dengan maslahat yang ada dalam nas (prinsip-
prinsip syari’ah). Ketiga, kesejalanan antara maslahat seperti tersebut dalam
syarat yang kedua diperoleh melalui langkah-langkah tertentu. Keempat,
kesimpulan yang diambil adalah untuk menemukan atau memberikan hukum
syara’ atas sesuatu perbuatan (hukum), atau membuat definisi (konsepsi) atas
sesuatu perbuatan (hukum).?*®

Menurutnya, empat syarat penalaran /Istisiahivyah diatas sekiranya
dijabarkan menjadi langkah-langkah yang lebih praktis, konkret, komprehensif
dan sistematis maka akan menjadi tujuh langkah penalaran Istislahivyah

sebagai berikut:**

1) Mengetahui kategori-kategori kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah
dalam menurunkan syariat yang diperlukan manusia untuk
mempertahankan, menyelamatkan dan bahkan meningkatkan kualitas
kehidupan mereka, yang sudah dirumuskan oleh para ulama
berdasarkan penelitian induktif (/stigra’ Manawi) atas nas yang ada.
Dengan kata lain, mengetahui kategori-kategori perbuatan
berdasarkan keperluan manusia atas perbuatan tersebut serta
perlindungan yang diberikan nas kepadanya, vyaitu maqasid ad-
Dartriyvat, al-Hajiyyat dan at-Tahsiniyyat.

22 5| Bafi, Dawabit..., h. 114
2% Abubakar, Metode..., h. 72
24 bid, h. 73-75
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2)

Mengidentifikasi (mencari hakikat dari) perbuatan yang ingin
ditentukan hukum syara’nya secara sungguh-sungguh dan seoptimal
mungkin. Maksudnya mempertimbangkan semua aspek yang perlu
bahkan mungkin untuk dipertimbangkan, sehingga diketahui secara
meyakinkan  (hakiki) apakah perbuatan itu mengandung
(mendatangkan) kemaslahatan atau tidak. Atau untuk mengetahui apa
yang harus dilakukan agar perbuatan tersebut dapat mendatangkan
manfaat atau dapat menghilangkan mudarat.

Menghimpun nas yang berkaitan dengan masalah yang sedang
dibicarakan, baik nas khusus maupun nas umum. Menghimpun dan
menguraikan nas umum diperlukan untuk mengetahui prinsip-prinsip
yang terkandung di dalamnya, yang pada giliran berikutnya
diperlukan untuk mengetahui kejelasan (relevansi, munasabah) antara
maslahat yang ditemukan dalam perbuatan baru (yang akan
ditetapkan hukumnya) dengan hokum yang akan dipilih (ditentukan)
untuk perbuatan tersebut. Prinsip-prinsip ini perlu diketahui karena
akan digunakan sebagai ukuran untuk menilai kesejalanan antara
kemaslahatan pada langkah pertama dengan identifikasi pada langkah
kedua. Adapun menghimpun nas khusus yang berkaitan atau lebih
tepatnya nas-nas yang dianggap dekat (berhubungan) dengan
perbuatan (masalah) yang akan diselesaikan hukumnya itu perlu
dilakukan untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut memang tidak
mempunyai nas khusus yang dapat dinalar secara langsung.

Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu tentang
masalah yang akan dicari ketentuan hukumnya itu, sekiranya masalah
ini sudah pernah mereka bahas, meliputi dalil dan metode yang
mereka gunakan, serta kesimpulan (hukum dan konsep) yang telah
mereka capai. Adapun untuk masalah baru yang (kuat dugaan) belum
pernah dibahas, langkah ini tetap diperlukan untuk mengetahui bahwa
masalah tersebut belum pernah dipecahkan. Secara sederhana
kegiatan ini dilakukan dengan mempelajari dan meneliti sejarah
perkembangan pemikiran dan pengamalan figih, serta mazhab-
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mazhab figih yang ada, baik yang masih hidup dan berkembang pada
masa sekarang maupun yang sudah mati dan tidak mempunyai
pengikut lagi.

5) Mempelajari adat istiadat (budaya) dari kaum atau masyarakat
muslimin yang kepada mereka hasil istinbat (ijtihad) itu akan
diberlakukan. Mempelajari adat ini perlu, karena adat yang baik yang
sejalan dengan figih tidak harus diubah dan dapat terus
dipertahankan. Sebaliknya, hasil ijtihad para ulama dari masyarakat
muslim dengan adat yang berbeda boleh saja tidak diberlakukan dan
diganti dengan ijtihad baru. Al Yasa’ Abubakar menambahkan, sistem
(hukum, ekonomi dan sebagainya) yang ada dan berlaku dalam suatu
masyarakat adalah bagian dari adat (budaya) mereka.

6) Menggunakan hasil dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi
modern dalam kegiatan penalaran ini, pada semua tingkatannya.
Hasil capaian ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dipertimbangkan
dan digunakan, karena biasanya apa yang dihasilkan dan dijelaskan
oleh ilmu pengetahuan relative telah terukur dan tersistematisasi
bahkan terbukti kemanfaatannya atau kemudaratannya.

7) Mendalami dan menela’ah secara luas enam poin diatas, dan setelah
itu menentukan suatu aturan hukum, atau merumuskan pengertian
dari suatu perbuatan hukum, sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian
kegiatan ini.

Berkaitan dengan langkah penalaran /stisiahiyyah untuk suatu prioritas,

Yusuf al-Qardawi mengatakan: “Figih prioritas (hukum memilih yang lebih
utama) berhubungan dengan macam-macam figih yang lain, diantaranya

dengan figih perbandingan. Dan menurutnya, ini telah dibahas dalam buku

Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah (Prioritas Gerakan Islam), yang di
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dalamnya dikutip beberapa pandangan Sveikh al-Islam lbnu Taimiyah”.
Beberapa pokok dalam kajian figih perbandingan itu adalah:?*®

a. Perbandingan antara hal-hal yang baik (masalih) atau hal-hal yang
bermanfaat (manafi) atau kebaikan-kebaikan yang disyari’atkan
antara satu dengan yang lain.

b. Perbandingan antara hal-hal yang merusak (mafasid) atau yang
berbahaya (mudar) atau kejahatan-kejahatan yang dilarang antara
satu dengan yang lain.

c. Perbandingan antara masalih dan mafasid atau maslahat-maslahat
dan kerusakan-kerusakan jika keduanya muncul dalam waktu yang

Sama.

Figih perbandingan begitu pula figih prioritas mengharuskan kita

untuk:?*

a. Mendahulukan yang pokok atau primer ( 5\_3 )39 ‘)_;.o_i l') dari
pada kebutuhan atau skunder (;\‘_‘{_? L>_J1), apalagi yang
bersifat kebaikan atau tersier ( 2\_{_)_%1_5 [,

b. Mendahulukan kebutuhan skunder (;l’_g’_?- L>x_J 1) dari pada
tersier ( ;\'_:\’_x_:\’_m)_’l_] [).

Yusuf al-Qardawi mengatakan: ad-Dartriyyat itu juga berjenjang dan
menurut para ulama ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, akal
dan harta. Bahkan sebagian ulama menambahkan menjadi enam yakni
kehormatan. Agama merupakan urutan yang pertama dan yang paling

penting. la diprioritaskan dari pada seluruh kepentingan yang lain bahkan

2% Yusuf al-Qardawi, F7 Fighi al-Awlawiyyat: “Dirdsah Jadidah Fi Dau’l al-Qur'an
wa as-Sunnah, terj. Moh. Nurhakim, Figih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang
Penting (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 35

26 bid, h. 35-36
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sampai terhadap jiwa sekali pun. Sedangkan berikutnya adalah jiwa, yang
dalam hal ini diprioritaskan dari pada yang lainnya.?’

Terkait dengan “Mefode Istislahiyyah” dalam penetapan hukum
mazhab figh kontemporer di Indonesia, Kasuwi Saiban dalam bukunya
“Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Mazhab Figh Kontemporer di
Indonesia’, ia menjelaskan: bahwa dalam hal perkembangan Hukum Islam di
Indonesia terdapat tiga organisasi besar yang selama ini punya pengaruh
dalam memutuskan permasalahan hukum, yaitu: Muhammadiyah, Nahdhatul
Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penetapan hukum
Muhammadiyah mempunyai lembaga otonom yang diberi nama Lajnah
Tarjih, Nahdhatul Ulama mempunyai lembaga Bahsul Masa’il, sedangkan
MUI mempunyai Komisi Fatwa. Ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas
dan fungsi yang sama, yaitu menetapkan suatu permasalahan Hukum Islam
dengan metode yang telah ditetapkan masing-masing.?%

Kasuwi Saiban menjelaskan, bahwa ketiga lembaga tersebut dalam
metode ijthad vang digunakan, semuanya menggunakan Mefode
Istislahiyyah, walaupun redaksi istilah yang digunakan dalam menjelaskan
metode tersebut berbeda-beda. Muhammadiyah, dalam metode ijtihad yang
digunakan oleh Lajnah Tariih dalam menetapkan suatu masalah hukum
dengan menggunakan metode Bavani, Qivasi dan Istisiahr.?®® Nahdhatul

Ulama juga mempunyai lembaga otonom yang diberi nama Lajnah Bahsul

27 Ibid, h. 36

28 Kasuwi Saiban, Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Mazhab Figh
Kontemporer di Indonesia (Malang: Setara Press, 2019), h. 116

2 Ibid h. 117-118
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Masa’il Nahdhatul Ulama (LBMNU). Lembaga ini bertugas untuk
menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang
maudii’iyyah (tematik) dan waqiiyvah (aktual). Walaupun secara langsung
tidak menyebutkan Mefode Istislahiyyah sebagai metode yang digunakan
dalam memecahkan masalah, Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama
(LBMNU) menggunakan metode /barah al-Kitab, yaitu: dengan mengambil
pendapat para ulama yang telah dibukukan dalam kitab-kitab Kklasik. Jika tidak
terdapat perselisihan maka pendapat yang ada langsung dijadikan dasar
hukum. *® Demikian pula Majelis Ulama Indonesia (MUI), metode vang
digunakan oleh lembaga ini dalam menetapkan hukum adalah: perfama,
mendasarkan pada al-Qur’an dan sunnah Rasul yang mu’tabarah. Aedua,
Jika tidak ditemukan dasar hukum dalam al-Qur’an dan sunnah, maka dalam
menetapkan hukum, Komisi Fatwa mendasarkan pada dalil hukum yang lain

seperti: jma’, Qivas, Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Sad az-Zari’ah.®*

5. Asas-Asas Hukum lIjtihad Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
Dalam Menetapkan Hukum Tentang Hak-Hak Sipil Pekerja

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah

kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga

berarti asas atau pondasi. Asas kata berarti bukti untuk menguatkan suatu

keterangan. Oleh karena itu, bila kata asas dihubungkan dengan kata hukum

sehingga menjadi asas hukum, berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai

tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi,

30 bid, h. 123
% Ibid, h. 135

213



terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal ini berfungsi
sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah berkenaan dengan
hukum.3%

Dalam konsep al-Mamlikiyyah, Muhammad Sa’id Ramadan al-Buati
mengemukakan beberapa poin terkait dengan hak-hak sipil pekerja yang

dibangun berdasarkan asas-asas Hukum Islam, yaitu:

e. Asas Kebebasan

Kemerdekaan dan kebebasan menurut Izomiddin merupakan
kesempurnaan dalam pengabdian, yang diperoleh pada kebebasan
(kemerdekaan), dan kesempurnaan kebebasan itu tercapai dalam
pengabdian. Kebebasan (kemerdekaan) bukanlah belenggu penjajahan, atau
bebas dengan melakukan apa saja yang keji seperti yang digambarkan oleh
segelintir manusia, yaitu bebas dari pada sempurna yang kadang-kadang
tercapai dengan menahan sesuatu. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam
menghendaki agar agama/hukum Islam disampaikan tidak berdasarkan
paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi dan argumentasi.
Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti
luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun
kebebasan kelompok.3%

Kebebasan individu bukannya mutlak dan tanpa alasan, melainkan
dibatasi oleh dua hal yaitu pertama, individu bebas bergerak di bidang

ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain

302 Adam, Hukum..., h. 171-172
308 [zomiddin, Pemikiran..., h. 65-66

214



atau membahayakan kepentingan (masyarakat). Kedua, dia harus mengambil
cara halal dan tidak mengamalkan cara haram untuk mengamalkan cara
haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang
diharamkan. Demikian pula, tidak seorang pun berhak memenjarakan
kebebasan manusia. Kebebasan ini mempunyai batasan yang jelas dalam
syari’ah, vaitu kebebasan vyang diikat dengan tanggungjawab sosial
berlandaskan nilai utama Tauhid.3%

Hal dasar yang sangat penting untuk diketahui oleh manusia adalah
sejauhmana makna kebebasan yang ditetapkan oleh Svari® (Allah SWT)
untuk manusia. Muhammad Sa’id Ramadéan al-Biti mengatakan: Asy-Syari’
(Allah SWT), atau dalam hal ‘wuruf (adat istiadat) dan aturan-aturan hukum
positif memiliki beberapa pertimbangan/pandangan serta ketentuan hukum
yang berbeda-beda. Supaya kita dapat mengetahui hal itu, maka kita harus
memahami beberapa hal berikut ini:

Pertama, Apa yang dimaksud dengan kebebasan?. Yang dimaksud
dengan kebebasan bukanlah kebebasan yang ada di dalam (a/-Hurriyyah ad-
Dakhilivyah), atau bukanlah suatu kemampuan yang manusia dapat
menggunakannya dan bebas dari ketentuan undang-undang manusia.
Persoalan ini tidaklah termasuk dalam pembahasan, baik itu karena dasarnya
manusia memiliki kemampuan untuk mengatur hukum, atau ketika manusia
tidak memiliki kemampuan untuk itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan
kebebasan itu adalah kebebasan yang diluar (a/-Hurrivyah al-Kharijiyyah),

yaitu sifat fleksibilitas yang didapatkan oleh manusia dalam hal hubungan

3% Ibid, h. 66
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kerjasama dengan dunia luas, yaitu dengan lembaga-lembaga dan dalam
berbagai kegiatan/aktifitas yang ada.

Kedua, Bagaimana pandangan Islam terhadap kebebasan yang
diinginkan manusia untuk dilaksanakan?. Jika kita perhatikan hubungan
manusia dengan Allah, maka kita tahu bahwa manusia tidak memiliki hak
kebebasan terhadap Allah, atau manusia tidak diperkenankan melakukan
kebebasannya diluar batas apa yang diizinkan-Nya. Sebabnya adalah karena
manusia itu hamba yang dimiliki Allah SWT ( ‘Abdun Mamlikun lillah ‘azza
wajalla). Orang yang vakin kepada adanya Allah SWT, maka ia akan
menyadari hal itu. Dan seorang hamba yang dimiliki, tidak memiliki
kebebasan untuk berbuat dihadapan tuannya.®

13

Inilah makna “ ‘Abdun” sebagai “Insan Mukallaf” atau yaitu: “manusia
yang menerima beban tanggungjawab atau taklif/perintah”. Maksudnya
adalah manusia bertanggungjawab terhadap sejumlah tugas dan tujuan
penting yang Allah bebankan kepadanya. Setelah itu manusia tidaklah
berhak melakukan sesuatu kecuali apa yang diizinkan oleh Allah SWT. Taklif
yang dibebankan kepada manusia ini selalu menyertai kebebasannya dalam
bersikap/bertindak. Nilai dan pengaruhnya tidak nampak jelas kecuali di
kehidupan akhirat yang Allah SWT sebutkan sebagai hari perhitungan (yvaum
al-Hisab) >

Islam sepanjang sejarah dalam penyampaian risalah samawiyyah,

telah menegaskan kemerdekaan seorang perempuan atas seorang laki-laki

(atau sebaliknya) dengan diberikannya hak-hak sipilnya yang bermacam-

%% al-Bati, al-Mar’ah..., h. 60-61
3% 1bid, h. 61
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macam. Kebebasan seorang perempuan telah diumumkan secara sempurna
dalam hal menggunakan harta bendanya, tanpa harus melalui wasiat
seseorang selama ia sebagai perempuan yang cerdas/berakal sehat dan
terbebas dari faktor-faktor penghalang. Bahkan telah ditegaskan, seorang
perempuan berhak untuk menggunakan apa saja, sebagaimana hak yang
diberikan kepada seorang laki-laki. Diantaranya adalah hak-hak yang bersifat
maknawi, seperti hak melakukan sewa menyewa, menerima jaminan/garansi
serta lainnya.>”’

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menegaskan, sebagian besar para
penulis dan pembicara menyampaikan tentang hak-hak manusia dengan
membagi hak kebebasan kepada beberapa bagian, yaitu: hak kebebasan
berpolitik, hak kebebasan ekonomi dan hak kebebasan bersosial masyarakat,
dan ada juga yang menambahkan dengan hak kebebasan beragama atau
hak kebebasan berkeyakinan. Semua pembagian ini dikelompokkan dalam
satu pembahasan, itulah yang kami sebutkan dengan pembahasan hak-hak.
Karena kebebasan itu jika engkau pahami hakikatnya, maka engkau akan
memahami hubungan manusia dengan (kebebasan) tersebut. Dan akan
menjadi jelas seketika bahwa itulah karunia/kelebihan yang Allah berikan
kepada manusia. Termasuk dalam hal ini batasan-batasan ketentuan dan
ikatan-ikatan yang dimiliki bersama antara laki-laki dan perempuan. Menjadi
jelas pula bahwa karunia ini tidak terbagi dengan adanya berbagai macam

aktifitas dan maslahat-maslahat kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dalam

%7 Ibid, h. 50
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kebebasan yang Allah anugerahkan kepada manusia, baik dalam perkara
politik, ekonomi, agama dan sosial masyarakat.>*

Al Yasa’ Abubakar mengatakan: Kebebasan dan kemerdekaan manusia,
secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap manusia karena hak asasinya
memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman dan standar hidup yang layak.
Hak Asasi ini harus dilindungi dan dihormati oleh semua orang, semua pihak,
termasuk negara. Dan kepada yang melanggarnya akan dikenakan hukuman
yang berat, lebih berat dari perbuatan pidana biasa.>”

Khusus dengan persoalan rasa aman dan standar hidup yang layak, maka
ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Naluri hidup manusia yang
pertama-tama ialah mempertahankan hidup. Untuk bisa mempertahankan hidup
dan melanjutkan hidup, manusia butuh makan, pakaian dan tempat tinggal.
Disamping itu juga memerlukan pemeliharaan dan pengembangan jiwa,
pergaulan serta hiburan, belajar dan sebagainya. Makanan, pakaian dan tempat
tinggal merupakan kebutuhan yang pokok bagi manusia. Oleh karena itu, tujuan

bekerja adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik primer

maupun skunder.*!°

f. Asas Kemaslahatan
Asas kemaslahatan atau asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai
asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan

kepastian hukum seyogiyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik

3% /bid, h. 60
3 Abubakar, Mefode..., h. 105
310 Raja, Hak...,h. 1
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kepada vyang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan

masyarakat.>!!

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menjelaskan, maslahat itu (secara
bahasa) adalah:

“Maslahat itu seperti halnya manfaat, baik dari sisi wazan
(timbangan sorof) maupun makna. Dan la dalam bentuk masdar
mufrad yang jamaknya adalah masalih, yaitu seperti yang dituliskan
olehnya dalam kitab “Dawabit al-Maslahah Fi asy-Svariah al-
Islamiyyah”:3*? la mengatakan, maslahat menurut para ulama Ilmu
Syari’ah adalah “Manfaat yang ditunjukkan oleh Syari’ kepada para
hamba-Nya seperti dalam hal memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta yaitu sesuai dengan urutan yang ditentukan” .33

Muhammad Said Ramadan al-Biiti menegaskan:

Suatu tuntutan atas pekerjaan dan tugas profesi, yang jika
bersinggungan dengan hukum keluarga dan masyarakat maka harus
dipilih satu diantara yang prioritas. la mengutamakan yang paling
utama, lalu berikutnya yang lebih rendah dan yang lebih rendah.
Tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat pokok,
kemudian yang bersifat kebutuhan dan kemudian yang bersifat

M Adam, Hukum..., h. 173

wow, Sxby L)y dxse LS dsxdlaal
) D0 B R ST S0 U Ry OV R S B S
7. al-Buti, Dawabit..., h. 23
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kebaikan, yaitu pada berbagai maslahat atau kepentingan yang ada
pada masyarakat. Dengan demikian, memilih yang lebih utama
tersebut berarti suatu prioritas atas beberapa hal yang baik-baik.*!*

Menguatkan pendapat tersebut, Yusuf al-Qardawi mengatakan: “Figih
prioritas (hukum memilih yang lebih utama) berhubungan dengan macam-
macam figih yang lain, diantaranya dengan figih perbandingan. Ini telah
dibahas dalam buku Awlawivyvat al-Harakah al-Islamiyyah (Prioritas Gerakan
Islam), vang di dalamnya dikutipkan beberapa pandangan Sveikh al-Islam
Ibnu Taimiyah”. Beberapa pokok dalam kajian figih perbandingan itu
adalah:*"®

a) Perbandingan antara hal-hal yang baik (masalih) atau hal-hal yang

bermanfaat (manafi) atau kebaikan-kebaikan yang disyari’atkan
antara satu dengan yang lain.

b) Perbandingan antara hal-hal yang merusak (mafasid) atau yang

berbahaya (mudar) atau kejahatan-kejahatan yang dilarang antara

satu dengan yang lain.

e Lyigally dudabel Jlae¥1 ol e
oYl obdhiall  aSxy  axl 305 Ledie
sl G DSwie pplie W cdue LadisYlg
Joais 3 colasde¥l pde apaiiy L
isley du> G0 cddgolad cadgolasd ¢ paYl
O Lcwoe i | P_": O L L 9_? Loy g gwa]l
@izl xJlias (0" al-Bafi, a-Marah..., h. 64

815 Yusuf al-Qardawi, Fi Fighi al-Awlawiyyat: “Dirasah Jadidah Fi Dau’l al-Qur'an

wa as-Sunnah, terj. Moh. Nurhakim, Figih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang
Penting (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 35
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c) Perbandingan antara masalih dan mafasid atau maslahat-maslahat
dan kerusakan-kerusakan jika keduanya muncul dalam waktu yang

Sama.

1) Prioritas Pada Mas/ahat

Persoalan tentang hak-hak manusia, Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti
memberikan penjelasan bahwa:’Dasar-dasar Islam itu dan nilai-nilai agama
secara umum melihat kepada faktor materi yang merupakan bagian dari sekian
banyak faktor-faktor yang ada. Diantara faktor-faktor itu ada yang merujuk
kepada kaidah urutan (memilih yang lebih utama/prioritas) atau disebut kaidah
awlawiyyat®'®

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biati dalam kitabnya (Dawabit al-
Maslahah Fi asy-Svari'ah al-Islamiyyah), menjelaskan persoalan maslahat
berkaitan dengan tiga tingkat kebutuhan, vaitu: ad-Darurivvat al-Hajivyat
dan at-Tahsiniyyat Ad-Daruriyyat. atau tingkat kebutuhan pokok mencakup
lima bagian yang dalam istilah Usd/ Figh disebut dengan ad-Darariyyat al-
Khamsah (lima tujuan utama). la mengatakan:

“Magqasid asy-Syari’ (tujuan Tuhan) dalam memberikan aturan
syari’at mencakup pemeliharaan terhadap lima perkara, vaitu:
pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Segala sesuatu yang terkandung dalam pemeliharaan lima perkara
tersebut dinamakan maslahat, sedangkan segala sesuatu yang
ditinggalkan dinamakan mafsadat. Cara dalam pemeliharaan lima
perkara itu tercakup dalam tiga tingkatan sesuai dengan prioritas
kepentingannya. Para ulama telah memberikan acuan pokok-pokok
tersebut dengan memberikan istilah, yaitu: kebutuhan primer/pokok

316 al-Biti, al-Mar’ah..., h. 27
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(ad-Dardriyvat), kebutuhan yang merupakan hajat/sekunder (al-
Hajiyyat) dan kemudahan yang didapatkan/tersier (at-Tahsiniyyat).

Bagian-bagian yang termasuk kebutuhan primer/pokok (ad-
Darariyvat), adalah segala hal yang termasuk dalam pemeliharaan
terhadap lima perkara. Cara menegakkannya adalah dengan
melaksanakan Kketentuan rukun-rukunnya, menetapkan kaidah-
kaidahnya, yaitu dengan menjauhi kerusakan yang terjadi atau
kerusakan yang mungkin akan terjadi.

Ketentuan syari'at dalam memelihara agama ( Jaida>

O— J_J |') dari sisi penegakan rukun-rukunnya adalah menanamkan

keimanan, mengucapkan syahadatain berikut pula rukun-rukun Islam
lainnya. Ketentuan syari’at dalam memelihara agama dari sisi
menjauhi kerusakan yang terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi
adalah dengan berusaha keras dan memberikan sanksi terhadap
penyebab yang membawa perkara bid’ah.

Ketentuan syari’at dalam memelihara jiwa (pai | o a>)

dari sisi wujud/keberadaannya seperti pembolehan untuk makan,
minum, bertempat tinggal yang merupakan bagian dari usaha
menjaga/memelihara kehidupan. Ketentuan syari’at dalam memelihara
jiwa dari sisi larangan adalah seperti memberikan ketentuan hukuman
denda/diyat dan hukuman Qisas.

Ketentuan syari'at dalam memelihara keturunan ( Jha>

Jw i 1) dari sisi wujud/keberadaannya adalah seperti nikah,

mengangkat anak dan memberikan nafagah. Demikian pula seperti
ketentuan syari’at dalam memelihara keturunan dari sisi larangan,
yaitu mengharamkan zina dan memberikan hukuman hudad terhadap
pelakunya.

Ketentuan syari’at dalam memelihara akal (4= J1 Jyd>)

dari sisi wujud/keberadaannya seperti halnya ketentuan terhadap
pemeliharaan jiwa, yaitu dengan makan yang dapat melangsungkan
kehidupan dan mengekalkan akal. Demikian pula seperti ketentuan
syariat dalam memelihara akal dari sisi larangan, vyaitu
mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan dan memberikan

hukumannya.
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Ketentuan syari’at dalam memelihara harta benda ( Jha>
JLlaeJl) dari sisi wujud/keberadaannya seperti dibolehkannya

untuk melakukan transaksi mu’amalat dengan orang lain. Demikian
pula seperti ketentuan syari’at dalam memelihara harta dari sisi
larangan, yaitu mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman
bagi pelakunya.

Adapun kebutuhan yang merupakan hajat/sekunder (al-
Hajiyyat), vaitu segala sesuatu yang tidak mesti ada agar
terlaksananya lima perkara pokok dalam ad-Daririyyat al-Khamsah,
akan tetapi seandainya tetap tegak lima perkara pokok tersebut, maka
akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, disyari’atkan ketentuan
(al-Hajiyyat) ini adalah untuk memenuhi hajat manusia dengan
menghilangkan kesulitan sehingga beban yang menyusahkan itu dapat
diselesaikan.

Tingkatan kebutuhan yang ketiga adalah kemudahan yang
didapatkan/kebutuhan tersier (at-Tahsiniyyat). Tingkat kebutuhan ini
jika ditinggalkan maka tidak akan mendatangkan kesulitan/kepayahan.
Namun kebutuhan ini dibolehkan karena sejalan dengan dasar/prinsip
kewajaran, menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
akhlak mulia dan adat kebiasaan yang baik. Tingkat kebutuhan
tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama, dan berkaitan dengan

hukum-hukum najasah, taharah maupun hukum menutup aurat”.?"’
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la menjelaskan: Bahwa tatkala suatu tuntutan atas pekerjaan dan tugas
profesi bersinggungan dengan hukum keluarga dan masyarakat, maka tidak
dapat terelakkan lagi ketika itu harus memilih satu diantara hal-hal yang
utama/prioritas. Yaitu mengutamakan yang bersifat pokok (primer), kemudian
yang bersifat kebutuhan (skunder) dan yang bersifat kebaikan (fersier), yaitu
pada berbagai maslahat atau kepentingan yang ada pada masyarakat.>!8

Muhammad Said Ramadan al-Bati dalam kitabnya “Dawabit al-
Maslahah Fi asy-Syari ah al-Islamiyyah” mengatakan: Sesungguhnya sangat
penting untuk memaparkan beberapa dalil yang menegaskan bahwa syari’at
Islam sangat menjaga (memelihara) kemaslahatan bagi manusia dengan
tujuan memberikan kebahagiaan/kesenangan bagi mereka.*** Demikian pula,
aturan tentang hak-hak sosial masyarakat dan hak-hak sipil warga negara
yang harus dilaksanakan demi tegaknya keadilan diantara masyarakat. Selain
itu juga untuk menguatkan hubungan dalam bentuk kerjasama yang
bermanfaat (maslahat).3?°
Kemaslahatan merupakan gambaran (petunjuk) yang sangat luas,

yang menuntut seorang mujtahid agar dapat mengungkap hukum-hukum

Allah yang tidak di jelaskan dalam nas. Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

&0 IS/ N Y S W | Lo wlxJy ;o
Le Ui ,alolzdl Jwlxaoy @Y oy LS
O Llw Lo i alSol g 0 dlLy =i Lo
LAY Al Loy byex=dl jdwg Ol yLlehdlg
7. al-Buthi, Dawabit..., h. 119-120

818 Ibid, h. 64

319 Al-Buti, Dawabit..., h. 73

30 Al-Buti, al-Mar’ah..., h. 63
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menegaskan, sesungguhnya syari’at Islam memiliki hubungan yang sangat
kuat dengan maslahat manusia dan kehidupan mereka. la membantah jika
ada pendapat yang menolak kebenaran ini sebagai sesuatu yang tak jelas
(svabah). Sesungguhnya hubungan yang terbangun antara maslahat dengan
syari’at merupakan hubungan yang harus sesuai dengan ukuran-ukuran
(dawabif) ‘ubudiyyah kepada Allah SWT. Tujuannya adalah agar manusia
dapat berusaha untuk mendapatkan rizki mereka atau makanan pokok
mereka, serta balasan pahala karena nilai ibadah ketika mereka bermaksud
mencari kemaslahatan dunia, dengan syarat kemaslahatan itu berdasarkan
niat ‘ubidiyyah dalam segala perkara dan pekerjaan.*?!

Muhammad Hasbi as-Siddiqi dalam bukunya “Falsafah Hukum Islam”
menjelaskan, bahwa kemaslahatan manusia merupakan salah satu dari asas-
asas hukum Islam.*”> Memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam urusan
mu’amalah merupakan dasar yang utama dalam pembinaan Hukum Islam.
Asy-Svari’ (Allah SWT) telah menerangkan tentang illat hukum yang
disyari’atkan-Nya. Tujuannya adalah agar hukum-hukum itu ditetapkan

dalam kisaran illat tersebut, begitu juga agar kita selalu memperhatikan dan

%21 al-Bati, Dawabit..., h. 74

%2 Muhammad Hasbi as-Siddiqi, Falsafah Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka
Rizki Putra, 2001), h. 58-80. Ia menjelaskan, asas-asas Hukum Islam itu adalah: Pertama,
meniadakan kesulitan (Nafyu al-Haraj). Kedua, menyedikitkan beban (Qillah at-Taklif).
Ketiga, sifatnya bertahap (7adarru)). Keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia.
Kelima, mewujudkan keadilan. Keenam, menutup kejahatan. Aefujuh, mendahulukan akal
atas zahir nas jika terdapat fa’‘arud. Kedelapan, menggunakan segala yang baik. Kesembilan,
mengikuti syari’at Nabi SAW. Kesepuluh, prinsip menanggung perbuatan dosa masing-
masing. Kesebelas, hukum syara’ sebagai hukum yang luas.
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memelihara kemaslahatan, tidak berpandangan sempit atau hanya
mementingkan golongan tertentu.??®
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menegaskan, bahwa maslahat

yang dijelaskan dalam syari’at itu merujuk kepada beberapa dalil,***

yaitu:
a) Dalil Al-Qur’an

Allah SWT berfirman:

w

ooz ) da>y Y I Lidw) !l Lag
(107 s Lo SY 1)

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya’: 107).3%
Oleh karena itu, misi yang dibawa Rasulullah SAW dalam

kerasulannya itu adalah membawa rahmat bagi mereka, yaitu aturan syari’ah

yang mencakup dan sesuai dengan kemaslahatan mereka, dan sebagai

tanggungjawab yang memberikan kebahagiaan bagi mereka, jika tidak

demikian maka misi kerasulan itu tidak dikatakan membawa rahmat bagi

mereka 3%

Allah SWT berfirman:

3 bid, h. 65

324 al-Bati, Dawabit..., h. 75

325 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an...h. 461
326 al-Biti, Dawabit..., h. 75
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Artinya: "Sesungguhnya Allah menvuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat

327

mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl: 90).

Pada dasarnya adil itu berada diantara dua hal, yaitu keadilan (a/-

Mu'adalah) dan keseimbangan (al-Muwazanah), dan itu berlaku dalam hal

apa saja. Jadi maksudnya adalah memelihara kondisi pertengahan (at-

tawasuf) antara dua keadaan yang melampaui batas pada perkara apa

saja.’®

Allah SWT berfirman:

1) |3_{_)“_7;_Lw| |ﬁ_§_,oT u_gyk_ﬂ Lg_gi Lo
alos Led aSled 131 Jelwid ]y
(26 :JLaN 1)

Artinya: "Hai orang-orang vang beriman, penuhilah seruan Allah dan
seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang

memberi kehidupan kepada kamu” (QS. Al-Anfal: 24) 3%

Ayat ini menjelaskan, bahwa apa saja yang diseru oleh Allah dan

Rasul-Nya menjadi sebab bagi kehidupan ini. Dan yang dimaksud dengan

327 Rementerian Agama Rl, A/-Qur’an...h. 377
8 5. Bafi, Dawabit.., h. 75
329 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an...h. 243
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kehidupan (a/-Havad disini adalah kehidupan yang paripurna. Oleh karena
itu dalam ayat diatas digunakan Sighah (bentuk kata) “yuhvikum” yang
berarti memiliki makna yang pokok/utama. Kalau kehidupan itu biasa saja,
maka tentu tidak berkaitan dengan apa yang Allah seru sebagaimana yang
telah dijelaskan.®*

Allah SWT berfirman:

. A . -y 8 o 2 . - “ <

s adges axxoy (oo o wlodl ooy
Lo e & dedoy Lusadl 5Ll
3] golax I JJ1 say 4l s 3

Lead  dwid oYl 3 = a5
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(205-204 ¢ 5y a5 1) 3 L]l

Artinya: "Dan di antara manusia ada orang vang ucapannva tentang
kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya
kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah
penantang vang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari
kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan
padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak,
dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al-Bagarah: 204-
205).%!

Dalam ayat ini, Allah SWT telah menegaskan kepada para kaum,

bahwa mereka telah mendustakan apa yang telah diserukan kepada mereka
agar berpegang teguh kepada petunjuk Islam dan ajaran-ajarannya. Dan

Allah SWT menjelaskan bahwa kedustaan mereka dengan melakukan segala

0 ol-Bafi, Dawabit.., h. 76
31 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an...h. 40
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perbuatan yang merusak di muka bumi menyebabkan kehancuran dan
rusaknya tanaman dan keturunan. Kehancuran dan kerusakan itu tidak lain
merupakan Kkesia-siaan terhadap kehidupan manusia dan kemaslahatan

mereka.>*

Allah SWT berfirman:
RC p0 Yh sl RS & 0
(18 5 i dl)  we
Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Bagarah: 185).%%

2> Ow pSods Jexad 4 00 L
Slakl piddy aSighi) dD,0 (Ss
pEASledl) G aSded  pSoe

(6

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak

membersihkan kamu dan menvempurnakan nikmat-Nya
334

bagimu, supava kamu bersyukur” (QS. Al-M&’idah: 6)

el L s> plaidl 3 a8,
ph ) Geiis aSdad olodY

(179

32 al-Buti, Dawabit..., h. 76-77
333 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an...h. 35
34/bid h. 144
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Artinya: "Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup

2

bagimu, hai orang-orang vang berakal, supava kamu bertakwa’
(QS. Al-Bagarah: 179).3%

Maksud dari ayat-ayat ini adalah, perfama. sesungguhnya mengangkat
atau menghilangkan kesukaran pada manusia, lalu menerapkannya dalam
ketentuan hukum-hukum, menuntut kepada ketentuan hukum-hukum yang
memperhatikan segala kemaslahatan dan kebahagiaan mereka, jika tidak
demikian maka ketentuan hukum itu akan membawa kepada kondisi yang
lain. Aedua: Kehidupan yang Allah SWT berikan dengan mensyari’atkan
hukum qisas adalah untuk menjaga/menjamin keberlangsungan kehidupan

manusia dengan aman.>*

b) Dalil Hadis

Rastalullah SAW bersabda:

- 2

JLG Gl GO das| L5 o
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35bid, h. 34
36 al-Biti, Dawabit..., h. 77
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Artinya: ” Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman,
dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Daud dari
Sufvan, dia berkala; telah menceritakan kepada kami Abu
Nuaim, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan
dari Suhail dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shaleh dari Abu
Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallAllahu alaihi wasallam
bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang vang paling
utama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan vang berhak
disembah kecuali Allah dan vang paling rendah adalah
menyingkirkan benda tajam (duri) dari jalan. Dan rasa malu

adalah salah satu cabang dari keimanan” (HR. Nasa’i).®’

Dalam hal ini Rasulullah SAW menghimpun hakikat kebenaran agama
itu antara dua sudut pandang. Yang pertama adalah agidah tauhid yang
tercakup dalam agama, yang dimulai dari keyakinan ini dan diakhiri dengan
bagian yang kedua. Apa yang ada dalam hadis ini merupakan contoh yang
sederhana dalam memberikan kemaslahatan secara umum, vaitu seperti
menyingkirkan suatu benda tajam dari jalan. Maka demikian pula jika
berkaitan dengan segala kemaslahatan (kebaikan-kebaikan), berikut faidah-
338

faidahnya yang ada pada dua sudut pandang agama itu.

Rastlullah SAW bersabda:

%7 Abii Abdi ar-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali an-Nasa'i, Sunan an-Nasa’i
(Rivad: Maktabah al-Ma’arif, tt), h. 760
338 al-Biti, Dawabit..., h. 78
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Artinya: "Dari Anas bin Malik radiAllahu ‘anhu bahwa Nabi SAW
bersabda:”"Semua makhluk itu adalah ciptaan Allah SWT, dan
makhluk vang paling dicintai oleh-Nya adalah vang paling
bermanfaat diantara mereka” (HR. Bazzar dan Tabrani).**
Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa letak dekatnya seorang manusia

kepada Allah SWT tergantung pengabdiannya dalam memberikan manfaat

dan pelayanan kepada hamba-hamba Allah SWT. Dan itu dengan
memelihara/menjaga kemaslahatan mereka sehingga mendatangkan
kebahagiaan bagi mereka. Jika ukuran suatu kedekatan manusia kepada

Allah SWT terletak pada amal perbuatannya, yaitu memberikan

kemaslahatan bagi orang-orang, maka akan lebih baik jika ukurannya adalah

ketentuan hukum sebagaimana dalam aturan syariat Islam.*

Rastlullah SAW bersabda:

2o ]’.’:“', - e - 2o 2 G _ s W e
¢0 (s“ . LQ

39 Abti Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Tabrani, a-Mujam al-Kabir, Jilid 10 (Beirit:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), h. 86
340 al-Biti, Dawabit..., h. 78-79
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Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya,
telah  menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah

memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari

lkrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallAllahu
alaihi wasallam bersabda: '"Tidak boleh berbuat madarat

kepada diri sendiri dan hal yang menimbulkan madarat kepada
341

orang lain” (HR. Ibnu Majah)
Yang dimaksud dengan ad-Darar disini adalah membahayakan diri

sendiri dengan suatu kerusakan dan membahayakan orang lain. Bahaya itu
(ad-Darar) kemudian mengancam/menghempas keduanya dengan suatu
kerusakan. Hadi$ ini merupakan kaidah pokok/utama yang diajarkan
Rasulullah SAW untuk menolak bahaya dan kerusakan bagi umat Islam.
Maka berkaitan dengan itu, tidak akan kekal dalam syari’at Islam bahwa
makan itu pasti akan selamanya medatangkan maslahat bagi mereka baik di

dunia maupun di akhirat.>*?

c) Dalil Kaidah Svar’ivvah
Kaidah-kaidah  Svariyyah vyang digunakan terkait dengan

kemaslahatan oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati adalah:

%1 Abii Abdullth Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Riyad:
Maktabah al-Ma’arif, tt), h. 400
342 al-Biti, Dawabit..., h. 79
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Kaidah pertama, Perbuatan buruk yang dilarang oleh Syari’ (Allah
SWT) terbagi kepada perbuatan buruk yang ringan dan perbuatan buruk
yang berat. Perbedaan dosa (karena sebab itu) ditentukan sesuai tingkatan
perbuatan buruknya.*® Penjelasan tentang hal ini telah ditegaskan dalam al-
Qur'an dan hadit, bahwa dosa-dosa itu ada yang besar dan dilakukan
dengan pelanggaran yang kuat, seperti tujuh macam perbuatan maksiat yang

telah dilarang oleh Rastlullah SAW:
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Artinya: "Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah
berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur
bin Zaid Al Madaniy dari Abu ‘Al Ghoits dari Abu Hurairah
radliAllahu anhu dari Nabi shallAllahu alaihi wasallam
bersabda: 'Jauhilah tujuh perkara vang membinasakan". Para
sahabat bertanva: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau
bersabda: 'Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa vang
diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba,
makan harta anak vatim, lari dari medan peperangan dan

menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina" (HR.
Bukhari).>*

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti mengatakan: adapun dosa-dosa
yang lebih rendah dari itu al-Quran menyebutnya sebagai sayviat

(kejahatan/keburukan) dan a/-Lamamu (dosa kecil) 3%

Allah SWT berfirman:
)L>:\_jo PS_D :L_Bﬁ PS—’,“ Low A\ ;;S_u ¢ )_525.“’ )
(31 s lwsJl) l_,o_“sjj

Artinya: "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa
vang dilarang kamu mengerjakannva, niscava Kami hapus

kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu vang kecil) dan Kami

%4 Abt ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih ..., h. 684, 1459
3 al-Biti, Dawabit..., h. 80
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masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)” (QS. An-Nisa’:

31)_346

Allah SWT berfirman:
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Artinya: "(Yaitu) orang vang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan
keji vang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya
Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya” (QS. An-Najm: 32).3%

la mengatakan, sebagaimana mengutip pendapat al-‘lzz bin ‘Abdi as-

7

Salam:” Bahwa tuntutan yang tegas tidak akan berbeda dalam hakikat
bentuknya. Yang dituntut oleh Syari’ (Allah) secara tegas dalam hal ini adalah
pada ‘ketaatan” vyang paling tinggi, seperti Dia (Allah) menuntut kepada
yang paling minimal/terendah dalam batas dan hakikat kebenaran. Misalnya
juga ketika Dia (Allah) menuntut agar dapat menghilangkan perbuatan jahat
vang paling besar (azam al-Ma'as) sama halnya dengan Dia (Allah)
menuntut untuk menghilangkan kejahatan yang terkecil, jadi tidak ada
perbedaan tuntutan dalam hal ini.?*

Oleh sebab itu, adanya sebab perbedaan suatu dosa/kesalahan dari

perbuatan jahat, karena perbuatan jahat dan kerusakan itu memberikan

346 Kementerian Agama RI, A-Qur’an...h. 108
3 Ibid, h. 765
38 al-Bati, Dawabit..., h. 80
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pengaruh terhadap manusia. Demikian pula, adanya sebab perbedaan
pahala atas suatu ketaatan, karena ketaatan itu memberikan pengaruh
maslahat yang dirasakan oleh manusia (hamba).?* Dengan dasar ini, para
ulama mengkiaskan tujuh perbuatan dosa besar itu dengan perbuatan-
perbuatan yang mirip dengannya. Mereka membandingkan, suatu kerusakan
yang disebabkan oleh dosa-dosa besar (seperti yang dijelaskan dalam nas).
Jika kerusakan yang ditimbulkan itu lebih sedikit, maka itu memberikan
penjelasan bahwa kerusakan itu termasuk dalam bagian dosa-dosa kecil.
Namun jika kerusakan itu sama atau setingkat dengan kerusakan dosa-dosa
besar, maka itu menjelaskan bahwa itu termasuk dalam kategori dosa-dosa
besar. Para ulama kemudian mengkiaskan tentang perbuatan menghina
Rasulullah SAW dengan perbuatan kafir. Mengkiaskan pula perbuatan dusta
(bahwa seseorang harus dihukum bunuh karena telah membunuh orang
yang tak bersalah) dengan perbuatan bunuh diri. Dan mengkiaskan (bahwa
perempuan telah merelakan dirinya bagi orang yang melakukan perbuatan
keji terhadapnya) dengan perbuatan zina. Demikian pula mereka
berpendapat bahwa, seseorang berdusta telah melakukan pencurian harta
yang banyak sama dengan pencurian sesuatu yang tidak berharga.**°

Kaidah kedua, Mengharuskan aturan positif yang tercakup dalam
hukum-hukum (svariah) disebut dengan (al-Jawabir) atau sikap yang

memaksakan.*!

¥ Ibid, h. 80
0bid, h. 81
*11bid, h. 81
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Sebagai penjelasannya, bahwa ukuran suatu taklif itu adalah karena
“akal” dan “baligh” sebagaimana yang dipahami secara umum, bukan pada
setiap prilaku yang muncul dari individu, atau apa saja yang dianggap
sebagai maslahat manusia. Bukan juga setelah itu menjadi ketentuan hukum
positif vyang berkaitan dengan taklif (dilaksanakan karena sebagai
tanggungjawab atau tidak). Tidak pula setelah itu menjadi jalan untuk
mendatangkan maslahat atau sengaja memaksakannya. Dalam hal ini, tidak
sama ketentuan hukum disengaja, karena lalai, dengan ilmu, tidak tahu, akal
yang cukup dan hukum atas anak kecil.

Sebagai contohnya adalah membayar denda karena pembunuhan,
denda atas barang yang rusak, mahar misil dalam pernikahan yang rusak
(fasidah), hubungan suami isteri yang musyabbahah dan denda karena sebab
melakukan perbuatan yang terlarang ketika berihram. Ketentuan hukum-
hukum ini dan semisalnya adalah dengan melihat tuntutan perintah (khitab)
yang kemudian menjadi aturan positifnya, baik itu karena tercukupi syarat-
syarat taklif seorang hamba atau tidak. Sudah menjadi jelas, bahwa hikmah
ditetapkan hukum-hukum ini karena maslahat yang ada atau maslahat
semisalnya. dJika tidak ada suatu tuntutan yang mendesak dengan
tercukupinya suatu syarat-syarat taklif, maka berbagai macam maslahat
seorang hamba ketika itu juga akan hilang. Apabila mereka berhadapan

dengan banyaknya kerusakan, maka mereka tidak dapat mengganti itu
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dengan maslahat yang lain. Inilah dalil yang paling kuat seputar hukum-
hukum svariyyah dalam bentuk penjelasan, vaitu “menetapkan
kemaslahatan bagi manusia (hamba) dan menjauhkan kerusakan dari
mereka”. Tentu dengan tidak menutup mata bahwa ada suatu cara yang
dapat membawa kepada maslahat itu, baik secara langsung atau tidak
langsung.®*?

Kaidah ketiga, Menjaga/memelihara aturan syari’at dalam adat
kebiasaan manusia dapat dilakukan dengan syarat menghilangkan hal-hal
yang merusak dan mendatangkan sesuatu yang maslahat, baik karena tujuan
pada adat istiadat tersebut banyak atau karena cara-cara dan sebab-
sebabnya beragam.®*

Sebagai dalil dalam hal ini diantaranya adalah: Bahwa Svari’ (Allah
SWT) telah menetapkan suatu ketentuan hukum sebagaimana yang dikenal
oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyvah seperti kebiasaan bersumpah,
denda bagi orang yang berakal, persyaratan kafa’ah (setara) dalam
pernikahan, hutang piutang, memasang kiswah (kain penutup) Ka’bah, atau
hal-hal lainnya yang dianggap baik pada masa jahiliyvah yang sejalan

dengan nilai-nilai kemuliaan akhlak. Sedangkan sebagai dalil dalam masalah

*2bid, h. 81
*31bid, h. 81
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cara atau sebab, vaitu cara-cara (al-Wasa’i) yang dianggap benar secara
umum, seperti: tata bahasa dalam pengungkapan, istilah-istilah (definisi),
metode memahamkan, cara-cara menyerahkan hak milik dan
penerimaannya dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang diketahui oleh
manusia dalam kaitan ini, telah menjadi bagian dari “kepribadian” dan
“pondasi/dasar kehidupan mereka”. Syari’at yang tegak dengan pemahaman
terhadap kedua pondasi ini, berikut segala sesuatu yang tercakup di
dalamnya merupakan cara dalam menerapkan hukum-hukum syari’at agar
sampai kepada tujuannya (magasid).**

Kaidah keempat, Perbedaan syarat-syarat sah, berikut sifat-sifat dan
pengaruhnya pada muamalah, terjadi karena metode yang berbeda dalam
menetapkan kemaslahatan manusia (‘/bad).>*® Penjelasan tentang kaidah ini,
bahwa keharusan dan kebolehan, terkait dengan masa atau mutlak, ada atau
tidak, sifatnya manfaat atau benda, merupakan sifat-sifat yang berlawanan.
Oleh karena itu, semuanya harus terangkum dalam hukum-hukum
mu’amalat. Diantaranya ada syarat-syarat keharusan, ada juga syarat
ketiadaannya, syarat waktu tertentu, dan ada pula syarat ketiadaannya serta
lainnya.

Kalaulah bukan karena perbedaan metode (dalam hukum-hukum ini)

dengan “adanya sifat-sifat” tersebut agar sampai kepada maslahat manusia

%4 bid, h. 82
%5 Ibid, h. 82

LeSliwyg Ololzaldl dxw bgyan SIS
doix 5 I Legdyb AW cwe Lwl_“,?j
o lbxdl adlas

241



(hamba), maka pembagian terhadap hukum-hukum itu menjadi saling
bertentangan, tidak jelas atau jelas tanpa dalil. Oleh karena itu, Allah SWT
telah menetapkan “waktu” sebagai syarat yang harus dipenuhi, seperti dalam
ljarah (sewa menyewa) dan Musagah/Muzara'ah (kerjasama pemilik kebun
dan penggarap). Walaupun kedua orang terlibat dalam akad namun tidak
disebutkan waktunya maka akadnya tidak sah. Pada sisi yang lain
penyebutan “waktu/untuk masa tertentu” dalam akad nikah, maka itu tidak
dibolehkan. Sebabnya karena tujuan dari Jarah, Musagah, Muzara ah tidak
menjadi sempurna kecuali terkait dengan batas waktu tertentu. Dan tujuan
dari nikah itu tidak menjadi sempurna kecuali untuk terus menerus dan tidak

terikat dengan waktu.**

g. Asas Persamaan/Egaliter

Asas persamaan mengandung arti, bahwa tidak ada perbedaan antara
sesama manusia, tetapi bukan berarti hukum Islam menghendaki masyarakat
tanpa kelas ala komunisme. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan
warna kulit, kemuliaan manusia yakni karena zat manusia itu sendiri. Islam
memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki
penyamarataan. Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam
persaudaraan yang besar tidak tergantung pada kebangsaannya, tetapi dalam
hal menjalankan kewajiban dan kemuliaan haknya. Asas persamaan yang
paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (as-Sahifah), yakni asas Islam

yang menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.

%6 bid, h. 83

242



Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaa dan
pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial,
tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.*’
Terkait dengan hal itu, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati memberikan
penjelasan bahwa persoalan hak-hak manusia merupakan karunia yang tidak
dibedakan antara laki-laki dan perempuan, baik itu hak-hak yang terkait dengan
ketaatan atau hak-hak yang murni karena sifat kemanusiaannya. Muhammad
Sa’id Ramadan al-Bati mengatakan: “Allah SWT telah mengatur kaum laki-laki
dan kaum perempuan secara bersamaan dalam satu jalan untuk melaksanakan
kewajiban yang mencakup faklif secara global, sebagaimana yang telah Allah
syari’atkan kepada para hamba-Nya, tanpa harus membedakan antara ciri/sifat
laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum ini. Dasar kewajiban yang Allah
SWT bebankan kepada seorang laki-laki dan perempuan (sebagai hak-hakNya)
adalah sesuatu yang realita/nyata dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan
berkaitan dengan hak-hak yang Allah anugerahkan kepada manusia melalui jalan
agama dan syari’at-Nya adalah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaannya.
Tatkala hak laki-laki dan perempuan itu sama dalam ketaatan kepada Allah
SWT, maka kewajiban-kewajiban keduanya juga sama. Dan tatkala laki-laki
dengan perempuan itu setara pada sisi kemanusiaan, maka menuntut

kesetaraannya pula dalam hak-hak mereka (termasuk hak untuk bekerja)” 3>

h. Asas Kepastian Hukum

37 Izomiddin, Pemikiran..., h. 67
%8 al-Biti, al-Mar’ah..., h. 25
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Terkait dengan asas kepastian hukum tersebut, Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biti menjelaskan tentang ketentuan peraturan syari'at Islam
yang berupa rumusan dari wahyu al-Quran dan Sunnah, yang wajib
dilaksanakan oleh setiap muslim khususnya pemerintah (penguasa). Ia
menjelaskan:

“Allah SWT menjadikan seorang pemimpin untuk mengemban

misi penegakkan hukum All&dh diantara manusia dengan adil.” >

Pada poin pertama ini, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati
menyebutkan fungsi pemimpin yang berperan dalam penegakan hukum
sebagai pusat lembaga yang mengontrol pelaksanaannya (hukum), sehingga
masyarakat mendapatkan jaminan hak-hak mereka, baik itu jaminan hak
bekerja, hak mendapatkan upah dan hak-hak dasar lainnya. Inilah bagian
dari kepastian hukum yang disampaikan oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-
Bati. Selain itu, ia juga menyebutkan peran lembaga-lembaga lain yang
berfungsi memberikan kepastian hukum. [a mengatakan:

“Di antara tugas lembaga pemerintahan yang mungkin berada
pada jalur fungsi politik, adalah peradilan (penegakan hukum). Meski
memiliki banyak wewenang dengan pelaksanaan putusan hukum
terhadap para penggugat (penuntut keadilan), namun dari sudut
pandang hukum kewenangan itu merupakan bagian dari sistem
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pemerintahan dalam Islam, itu adalah bagian dari struktur politik
negara”>®

Lebih lanjut, secara luas Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati juga
menyinggung tentang peraturan yang diberlakukan itu harus memperhatikan
nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan perlindungan kepada setiap
masyarakat, tak terkecuali apa agamanya. la menjelaskan:

Syariat Islam menerapkan prinsip manusiawi yang mencakup
peran laki-laki dan perempuan, seperti yang kita ketahui bahwa prinsip
tersebut sesuai dengan pendekatan yang dirangkum sebagai berikut:

“Aturan-aturan Islam pertama kali ditujukan kepada individu
terlebih dahulu, yaitu dengan menjalankan tugas dan kewajiban,
memeliharanya dengan memberikan hak perlindungan dan
kebahagiaan, kemudian setelah itu kepada Kkeluarga, dengan
menjaganya dalam  kerangka memelihara  kesucian, dan
memeliharanya dengan tanggung jawab yang kuat. Menanamkan rasa
cinta dan penghormatan yang menjaga masyarakat, membangun
pilar-pilar keluarga, lalu membangunnya dalam suatu sistem
pemerintahan  yang  bijaksana. = Mengedepankan  nilai-nilai
permusyawaratan, sehingga terjalin suatu hubungan antara penguasa
dan rakyatnya, yaitu melalui adanya putusan-putusan (aturan) yang
menunjukkan kepedulian terhadap individu. Hak-hak keluarga sebagai
bagian dari masyarakat mendapatkan perhatian, begitu juga hak dan
kewajiban laki-laki dan perempuan yang diwujudkan dalam hukum
dan aturan Islam, seperti hak-hak yang diberikan untuk memelihara

persatuan keluarga, lebih umumnya masyarakat luas” 3.

30 Al-Buti, al-Mar’ah..., h. 79
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Terkait dengan pemerintahan, Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
menjelaskan: “Dalam sebuah Darul Islam (Negara Islam), masyarakat yang
hidup di dalamnya tidak harus semuanya beragama Islam. Tetapi para
penganut berbagai agama yang merupakan umat-umat yang berlainan
bisa berhimpun dalam sebuah a/-Mujtama’ al-Islamy (masyarakat Islam)” 362

la mengatakan, masyarakat Islam adalah:
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“Kelompok masyarakat yang tunduk kepada aturan
kekuasaan yang digariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk
mengatur hubungan antara mereka dan untuk menghimpun mereka
dalam aturan yang adil”.>®3
Dari penjelasan ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa

kepastian hukum menurut Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati mencakup

beberapa unsur, yaitu:

1) Pemerintahan yang sah ( 95_2_] [ e L)),

2) Lembaga peradilan (penegak hukum) (¢ Lua_g J!).

3) Aturan yang berlaku bagi semua orang ( g T e L |
OeoLadl)

4) Masyarakat yang tunduk pada aturan ( é,o;w\_i 1.

5) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ( J_H Lw oY ).

6) Perlindungan dan pengawasan (§ ¢—d>x 1 | 3_3 Le ).

7) Putusan hukum (a S J 1),

Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jan Michiel

Otto tentang kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum yang

33 Ibid, h. 85 .
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sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan
kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu:

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
(accessible), diterbitkan oleh dan diakui Negara.

2) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap
aturan-aturan tersebut.

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara Kkonsisten
sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.**

6. Langkah-Langkah Ijtihad Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
Dalam Menetapkan Hukum Tentang Hak-Hak Sipil Pekerja
Mengutip pendapat Al Yasa’ Abubakar tentang langkah-langkah ijtihad

dalam penalaran Istisiahiyyah, **° maka beberapa langkah vang dapat
dikemukakan dari usaha ijtthad Muhammad Said Ramadan al-Biti dalam
menetapkan hukum tentang kemaslahatan hak-hak sipil pekerja adalah
sebagai berikut:

a. Memberikan kategori-kategori perbuatan berdasarkan
keperluan manusia.
Langkah yang pertama ini berdasarkan kaidah urutan prioritas yang

dijelaskan oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam kitab “a/-Mar’ah Baina
Tughvan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-Tasyri’ ar-Rabbanl’ pada

pembahasan tentang ‘kebebasan bekerja”. la mengatakan: “Bahwa tatkala

364 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir (Bandung:
PT. Revika Aditama, 2006), hal. 82-83.
365 Abubakar, Metode..., h. 73-75
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suatu tuntutan atas pekerjaan dan tugas profesi bersinggungan dengan
hukum keluarga dan masyarakat, maka tidak dapat terelakkan lagi ketika itu
harus memilih satu diantara hal-hal yang utama/prioritas. Yaitu
mengutamakan yang paling utama lalu berikutnya yang lebih rendah dan
yang lebih rendah, atau yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat
pokok/primer (ad-Darariyvat), kemudian yang bersifat kebutuhan/skunder (a/-
Hajiyyat) dan vyang bersifat kebaikan/tersier (at-Tahsiniyyat), vaitu pada
berbagai maslahat atau kepentingan yang ada pada masyarakat®*”.

Sebagai misal tentang urutan dan tingkatan suatu keutamaan/prioritas
dalam segi hak-hak sipil pekerja, ia memberikan permisalannya yaitu: Pertama,
kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak bekerja sama-sama menempati
prioritas yang sama (sama-sama dibolehkan). Aedua, keharusan kaum laki-laki
dalam mematuhi adab dan akhlak serta aturan masyarakat juga sama
prioritasnya bagi perempuan. Ketiga, perempuanyang bekerja terikat dengan
ketentuan aturan dan kesopanan juga menempati prioritas yang sama bagi laki-
laki. Aeempat, perempuan vyang melahirkan sangat diprioritaskan untuk
mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana ia juga dituntut untuk
memprioritaskan mengajar disekolah-sekolah jika ia seorang pendidik. Semua itu
dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas (sullam al-Awlawiyyat).>®
Keharusan agar memperhatikan urutan prioritas ini bukan berarti dilarang bagi
perempuan melakukan tugas pekerjaan lain di luar rumah, akan tetapi sebaliknya

segala macam tugas dan pekerjaan terbuka lebar baginya (sebagaimana juga

%6 al-Bati, al-Mar’ah..., h. 64
%7 Ibid, h. 63-64
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berlaku bagi laki-laki). *® Adapun yang dimaksud dengan mengutamakan
maslahat itu adalah sesuai dengan keutamaannya dan urutannya, yaitu: perfama,
prioritas pokok (ad-Darariyvat). Kedua, prioritas kebutuhan (al-Hajiyvat). Dan

ketiga, prioritas kebaikan/tersier (at-Tahsiniyyat).

b. Memberikan pertimbangan terhadap semua aspek yang perlu
termasuk (manfaat dan mudarat).
Sesungguhnya segala pekerjaan yang dibolehkan syari’at Islam bagi

kaum laki-laki juga dibolehkan bagi perempuan. Dan segala pekerjaan yang
diharamkan Allah SWT bagi kaum laki-laki juga diharamkan bagi kaum
perempuan. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan adab, akhlak dan
bersosial masyarakat bagi kaum laki-laki, maka demikian juga Allah SWT
tetapkan bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, mereka semua tidak
dibenarkan keluar dari aturan-aturan itu, sebagaimana yang telah diatur
dalam hukum-hukum dan adab. Sebagai misalnya, pertama: tidak dibenarkan
bagi laki-laki berkhulwah ketika bekerja dengan perempuan, tujuannya adalah
agar mereka terjauhkan dari mudarat (fitnah). Kedua, tidak memberikan
pekerjaan yang banyak/berat bagi pekerja perempuan yang melahirkan,
tujuan manfaatnya adalah agar ia juga dapat memperhatikan perkembangan,
dan atau pendidikan anak-anaknya. Ketiga, mereka yang memiliki spesialisasi
pendidikan dan ilmu pengetahuan maka dituntut agar dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat, tujuan manfaatnya adalah agar mereka dapat

%8 Ibid, h. 66
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ikut serta dalam tugas mendidik di sekolah-sekolah. **° Keempat. bagi
perempuan pekerja kesempatan dan peluang (hak-hak) sangat terbuka lebar,
manfaatnya adalah ia dapat mengikuti berbagai macam kegiatan sosial
masyarakat. *"° Kelima, ketika hak-hak itu menjadi jelas dan seorang
perempuan/isteri sibuk dengan tugas dan pekerjaannya (di tempat kerja)
dengan maksud karena gengsi atau untuk mendapatkan kepuasan serta
tambahan penghasilan, maka ia harus mempertimbangkan (suasana
kebahagiaan suami). Tujuannya adalah agar suami juga mendapatkan
perhatian (kebahagiaan), begitu pula perhatian terhadap pendidikan anak-
anaknya.*”!

Menguatkan hal itu (aspek-aspek diatas), pertimbangan terhadap
realitas seorang perempuan pekerja atau (seorang pengusaha) tidak lepas dari
kesan suka dan duka dalam bekerja. Sukanya, apabila mendapatkan
penghasilan/keuntungan yang sebesar-besarnya (berlipatganda). Pengalaman
seperti ini pernah dialami dan dirasakan oleh Khadijah al-Kubra, yaitu
seorang perempuan pengusaha yang kaya dan dihormati didalam kabilahnya
ketika itu. la banyak mengupah orang-orang yang akan memperdagangkan
barang dagangannya, termasuk Nabi Muhammad sendiri sebagai salah
seorang upahannya yang pada akhirnya menjadi suaminya. la semakin

bertambah kaya dari keuntungan bisnisnya.>”*

39 bid, h. 64-65

30bid, h. 68

S bid, h. 65

32 Muhammad Husain Haekel, Sejarah Hidup Muhammad(Jakarta: Penerbit
Pustaka Jaya,tth),h. 71.
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Sedangkan dukanya, apabila mengakibatkan gersang dan rapuhnya
kasih akung terhadap anak-anaknya, suami dan keluarganya. Harmonisasi,
kasih dan akung yang berkembang subur dalam intern rumah tangga diduga
kuat tidak akan terwujud dengan baik jika perempuan lebih banyak
beraktifitas diluar rumah tangga. Sebab seorang isteri yang bekerja sebagai
pengusaha, dengan lebih banyak beraktifitas di luar rumah tangga akan
menjadi berkurang pencurahan perhatiannya kepada urusan di dalam rumah
tangga.>”

Pertimbangan-pertimbangan lain juga dikemukakan oleh Ibnu Ahmad
Dahri yang mengemukakan pandangannya dengan berkesimpulan bahwa:

1) Perempuan karier akan mendapatkan kesulitan jika sekaligus menjadi
ibu rumah tangga.

2) Perempuan Kkarier akan sulit menjalankan tugasnya sebagai isteri
secara maksimal, dan tidak dapat meluangkan perhatiannya secara
penuh terhadap anak-anaknya dan suaminya.

3) Perempuan karier tidak bisa berfungsi sebagai ibu dari anak-anaknya,
vaitu yang mengasuh,merawat,mendidik dan menyayangi mereka
setiap waktu.

Ibnu Ahmad Dahri mengatakan: karena karier, perempuan tidak bisa
menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai ibu rumah tangga, isteri dan
ibu bagi anak-anaknya, maka konflik rumah tangga pasti akan terjadi, seperti:

1) Suami kehilangan tempat kasih akung. Biasanya jalan penyelewengan

lebih banyak dilakukan para suami ketimbang menahan diri dari jalan

$BBurlianSomad, Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam (Bandung: PT. Al-
Ma’arif, 1981),h. 82
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itu. Akhir dari perjalanan rumah tangga biasanya diakhiri dengan

perceraian.

2) Karena suami dinilai isteri melakukan tindak penyelewengan, maka ia
turut melakukan juga sebagai kompensasinya.

3) Urusan rumah tangga biasanya ditangani pembantu yang sekaligus
menguasai anak-anak. Ternyata pembantu tidak bisa menggantikan
peran ibu dalam mengasuh anak-anak. Karena ia tidak bisa
memberikan seluruh kasih akungnya, sebagaimana hanya dimiliki oleh
ibu dari anak-anak. Akibat yang lebih jauh adalah adanya
keterlambatan perkembangan kepribadian anak-anak.*”*

Dengan alasan ini, maka pertimbangan terhadap segala aspek
(manfaat dan mudarat) harus benar-benar disesuaikan dengan konsep
prioritas/keutamaan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad
Sa’id Ramadan al-Bdti.

c. Menghimpun nas yang berkaitan dengan masalah hak-hak.

Beberapa nas yang telah dihimpun oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-
Biti sebagai dall umum yang menjelaskan tentang hak-hak manusia adalah
sebagai berikut:

1) Nas al-Quran:

Allah SWT berfirman:
aSary 4o W Jasd Lo lgiaS S Y

$"lonu Ahmad Dahri, Peran Ganda Wanita Modern. cet. Ked (Jakarta:Pustaka Al
Kautsar,1993), h. 102
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@G adias G Al 1y dlwly  ooiwiS|

(32 s lwsdl) Ldde s IS LS

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa vang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banvak dari sebahagian
vang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada
apa vang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa vang mereka usahakan, dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa’: 32).37

Berdasarkan ayat ini, Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menjelaskan
bahwa Islam, sepanjang sejarah dalam penyampaian risalah samawiyyah
telah menegaskan kemerdekaan seorang perempuan atas seorang laki-laki
dengan diberikannya hak-hak sipilnya yang bermacam-macam. Kebebasan
seorang perempuan telah diumumkan secara sempurna dalam hal
menggunakan harta bendanya, tanpa harus melalui wasiat seseorang selama
ia sebagai perempuan yang cerdas (berakal sehat) dan terbebas dari faktor-
faktor penghalang. Bahkan telah ditegaskan, seorang perempuan berhak

untuk menggunakan apa saja sebagaimana hak yang diberikan kepada

375 Kementerian Agama Rl, A/-Qur’an...h. 108
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seorang laki-laki. Diantaranya adalah hak-hak yang bersifat maknawi seperti

hak melakukan sewa menyewa, menerima jaminan (garansi) serta lainnya.*”®

Allah SWT berfirman:
N S il aa G950 godl

9 g )=l 09— Lo (AR s LaJg !
ool Haa iy SHadl Ge (e
Alowyg A gexradaoy 8 LSHIN (eS80
eSS e @G A pgas 0w Syl
(11 ¢ dogesdl)

Artinya: "Dan orang-orang vang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian

vang lain. Mereka menyuruh (mengeriakan) vang makruf,
mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat menunaikan

zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nva. Mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 71).3"

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menjelaskan bahwa ayat ini
mencakup berbagai hal tentang hak-hak sipil menurut Islam. Menetapkan tentang

hal-hal yang bersifat al-Wilavah al-Mutabadilah (ketentuan saling membantu)

876 al-Buti, al-Mar’ah..., h. 50
377 Kementerian Agama Rl, A/-Qur’an...h. 266
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antara laki-laki dan perempuan dalam segala perkara kehidupan. Semua itu tidak
akan berjalan dengan baik kecuali dengan keahlian yang saling melengkapi
antara keduanya. Islam telah mengatur hak-hak bagi seorang perempuan dengan
segala ketentuannya sejak Islam datang. Al-Quran sebagai rujukan/pedoman
tentang hak-hak, telah memberikan porsi yang sama bagi laki-laki maupun
perempuan.®’®

Allah SWT berfirman:

o phUdady 3T gy Lijs ial;
S s s )
Gaos IS e R LSy okl

- ° _

(70 2! 3w 1) )l"’ua’ o Lls s

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk vang felah

Kami ciptakan” (QS. Al-Isra’: 70)*”.

Menurut Muhammad Sa’id Ramadan al-Bifi dalam kitab “Aliah Am al-
Insan: Avyuhuma Aqdaru ‘Ala Ri‘davati Huqaqi al-Insan’, ayat ini menunjukkan

tentang karunia/kemuliaan (hak-hak) yang Allah SWT berikan kepada manusia

378 al-Buti, al-Mar’ah..., h. 55
37 Kementerian Agama Rl, A/-Qur’an...h. 394
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sesuai dengan kemanusiaannya, yaitu dengan tetap memperhatikan sifat-sifat
dan ketentuan-ketentuannya.**

Allah SWT berfirman:

Sl 3T 48y g Ladls Jas (o

658 Lo guoly phial pgiljails
(7 tdedidl)  (3daxs

Artinya: "Barang siapa vang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanva kehidupan yvang
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala vang lebih baik dari apa vang telah mereka
kerjakan” (QS. An-Nahl: 97).%

Ayat ini menjelaskan: Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada
perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesetaraan untuk
taqgarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Adapun perbedaan yang ada
pada mereka terletak pada macam/jenis amal saleh yang dilakukan.**? Dan
tatkala hak laki-laki dan perempuan itu sama dalam ketaatan kepada Allah SWT,
maka kewajiban-kewajiban keduanya juga sama. Tatkala laki-laki dengan
perempuan itu setara pada sisi kemanusiaan, maka menuntut kesetaraannya pula

dalam hak-hak mereka.®

%0 al-Bati, Allah..., h. 11

381 Kementerian Agama RI, A-Qur’an...h. 378
%2 al-Buti, al-Marah..., h. 100

383 bid, h. 25
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Allah SWT berfirman:
& Lo | 9 oo V| O I
oLy oliesadly  (Gadogeldly
SlLiolally (Gudolally olislidly
Goxd Lxdly ol Jolally  Goyolally
O ddad et o Lz L d | g
Sleslall g Guaslaldly o Lbdajiall
SISy 1 ads dl oS il
L_,o_i_lo_c | 3>l 4 8 iz 9_@_\ (NS
(35 ol J_;Y [)
Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan vang muslim, laki-laki
dan perempuan vang mukmin, laki-laki dan perempuan yvang
tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yvang benar,
laki-laki dan perempuan vang sabar, laki-laki dan perempuan
vang khusyuk, laki-laki dan perempuan yvang bersedekah, laki-
laki dan perempuan vang berpuasa, laki-laki dan perempuan

vang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan

vang banvak menyebut (nama) Allah, Allah telah menvediakan
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untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS. Al-Ahzab:
35).%%

Ayat ini menunjukkan betapa Allah SWT telah mengatur kaum
perempuan dan laki-laki pada satu jalan, vaitu dengan memberikan
kewajiban-kewajiban yang mencakup sejumlah fak/if sebagaimana Allah telah
mensyari atkannya kepada para hambalNya. Tidak membedakan antara laki-

laki dan perempuan dalam ketentuan hukum-hukum tersebut.***
2) Nas Hadis:
Rasulullah SAW bersabda:

O PJ_L_M wo 0o pdw geaxY I g LA

OGS Qs G0 g G Gaw]

Sl e pdy ade @ o 4
Sl Lo JLGas JLG odad 40 JLas
Loy s>l Je @l 5> L sy
B0 &S JL o4 Je osLisdl >
PEER TR I B RN EY P
FESVEER FE TR SR e

Geo4l Je sLadl G3y Ul 4

384 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an...h. 597
35 al-Biti, al-Mar’ah..., h. 24-25
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Artinya.:” Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah
telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash Sallam bin
Sulaim dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun dari Muadz bin
Jabal dia berkata, "Aku berada di boncengan Rasulullah di atas
keledai yang dinamakan Ulair." Beliau lalu bersabda: "Wahai
Muadz apakah kamu mengetahui apa hak Allah atas hamba dan
hak hamba atas Allah. Muadz berkata, Aku lalu menjawab, Allah
dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya
hak Allah atas hamba adalah kalian menyembah Allah dan tidak
mensyirikkan-Nva dengan sesuatu apa pun, dan hak hamba atas
Allah adalah agar tidak disiksa orang vang tidak mensyirikkan-Nya
dengan sesuatu apa pun. Muadz berkata, Aku lalu berkata, Wahai
Rasulullah, tidakkah boleh aku memberitakannva kepada
manusia?, Beliau menjawab: Jangan kamu memberitahukannya
kepada mereka sehingga mereka bersandar kepadanva” (HR.
Muslim).>%

Makna kata ‘ubidiyvah (penghambaan) dalam hadi$ ini melekat pada

makna hak seseorang, dan hak seorang hamba itu berkaitan dengan kewajiban

yang harus ia tunaikan. Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti menegaskan: Hadis

ini menghimpun antara hak-hak dan kewajiban. Pada bagian pertama dijelaskan

hak-hak Allah SWT, dan pada bagian kedua dijelaskan tentang hak-hak para

hamba. Lalu keduanya bercabang kepada berbagai macam hukum. Dan setiap

36 an-Nisabiri, Sahih..., h. 36
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yang kita dapatkan dalam syari’at Islam itu adalah pokok-pokok hukum tentang

kewajiban (hak-hak Allah SWT), atau pokok-pokok hukum pada bagian hak-hak

hamba. Jika kita cermati sabda Nabi SAW pada hadis ini: * < | :§_>

> Lozl Tj_i:”maka kata “O LixJ!~” (hamba) tidak hanya

= . -

khusus bagi laki-laki, akan tetapi mencakup antara perempuan dan laki-laki. *’

d. Mengutip pendapat para ulama tentang ketentuan hak-hak
sipil bekerja.
Dalam menjelaskan tentang hak-hak setiap manusia, Muhammad Sa’id

Ramadan al-Bati mengutip pendapat para ulama yang kemudian peneliti bagi
kepada beberapa bagian:

1) Makna istilah

Diantara istilah-istilah tersebut adalah: pertama, makna at-Tamaddun
(peradaban), ia menjelaskan kata tersebut dengan mengkaitkan kata a-Huqiq
al-Ahlivyal/al-Huqiq al-Madaniyyvah (hak-hak sipil), dan memberikan
perbandingannya dengan hak-hak perempuan di Prancis dengan mengutip
tulisan Muhammad Jamil Behem dalam bukunya:” al-Mar'ah Fi al-Islam wa Fi
al-Hadarah al-Gharbiyyah” **®

Kedua, kata “al-Maslahah’” yang berarti “al-Manfa'ah’ (manfaat), atau
juga “al-Lazzah” atau kesenangan dan “al-Wasilah” atau cara. la mengutip

dari kitab “al-Mahsiil’ oleh ar-Rézi atau Muhammad Fakhruddin hal 194 .3

%7 al-Buti, al-Mar’ah..., h. 21
38 bid, h. 49
39 al-Biti, Dawabit..., h. 23
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Ketiga, “al-Musawah” atau kesetaraan, ia menjelaskan kemerdekaan
hak seorang perempuan atas laki-laki sehingga mereka semua dapat
merasakan hak-hak sipil mereka dalam segala hal sebagaimana hak laki-laki.
la menjelaskan hal ini dengan mengutip dalil pada kitab “a/-Hidayah” oleh al-
Marghani, jilid 1 halaman 145, “asy-Syahu as-Saghir’ oleh ad-Dardir jilid 3
halaman 353 dan kitab “Subul as-Salam” oleh as-San’ani jilid 3 halaman
187.3%

2) Ukuran dan prioritas maslahat

Dalam konsep al-Mamiikiyyah Muhammad Sa’'id Ramadan al-Buti,
prioritas dan ukuran maslahat merupakan bagian yang sangat penting dalam
menentukan hak-hak sipil setiap manusia. la merujuk kepada pendapat asy-
Syatibi dalam kitabnya “al-Muwafagat’ jilid 2 halaman 17-23, vyang
menjelaskan bahwa untuk prioritas maslahat dalam magasid asy-Svari’ah
meliputi lima hal, yaitu memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta. Semua itu kembali kepada tingkat prioritasnya, vaitu ad-Darariyyat
(maslahat ~ pokok/primer), al-Hajivyat  (maslahat yang  bersifat
kebutuhan/skunder) dan at-Tahsiniyvat (kebutuhan pelengkap/tersier). **!
Untuk mengungkap suatu maslahat dalam syari’at, Muhammad Sa’id

2

Ramadan al-Biti memberikan ukuran standar ** suatu maslahat dengan

membatasi makna kulli (secara umum) dalam satu sisi, lalu dikaitkan dengan

30 al-Buti, al-Mar’ah..., h. 52

%1 al-Bati, Dawabit..., h. 119-120

%2 “ Dawabit“ atau ukuran suatu maslahat itu adalah: pertama, maslahat itu harus
tercakup dalam magqésid asy-Syari’ (Allah). Kedua, maslahat itu tidak bertentangan dengan
nas al-Quran. Aetiga, maslahat itu tidak bertentangan dengan sunnah. Keempat, maslahat itu
tidak bertentangan dengan qiyas. Aelima, maslahat itu tidak bertentangan dengan maslahat
yang lebih besar atau yang setara dengannya”. Al-Biti, Dawabit..., h. 164-165

262



dalil-dalilnya yang terperinci dalam hukum di sisi yang lain, sehingga akan

nampak kesesuaian antara hukum Au/f (umum) dengan juz7 (bagiannya).*

Yasuf Al-Qardawi menegaskan, dalam menetapkan maslahat perlu
juga adanya perbandingan antara maslahat yang satu dengan lainnya, yang

terdiri atas:

a) Kaidah perbandingan antara maslahat, yaitu:***

(1) Mendahulukan maslahat yang diyakini kebenarannya dari pada
maslahat yang diragukan atau masih di kira-kira kebenarannya.

(2) Mendahulukan maslahat yang besar dari pada maslahat yang
kecil.

(3) Mendahulukan maslahat sosial dari pada maslahat individual.

(4) Mendahulukan maslahat yang banyak dari pada maslahat yang
sedikit.

(5) Mendahulukan maslahat yang kekal dari pada maslahat yang
bersifat sementara atau terputus-putus.

(6) Mendahulukan maslahat esensial dan substansial dari pada
maslahat struktural dan pinggiran.

(7) Mendahulukan maslahat mustagbalivvah (futuristis) yang kokoh
dari pada maslahat temporal yang lemah.

Selain itu mafasid juga berjenjang sebagaimana dalam maslahat-
maslahat. Mafsadat yang ditinggalkan dalam tingkatan dardry tidaklah sama
dengan tingkatan kebutuhan maupun fahsiny. Mafsadat yang sampai
membahayakan harta benda tingkatannya di bawah mafsadat yang
membahayakan jiwa. Demikian pula mafsadat yang membahayakan jiwa di
bawah mafsadat yang membahayakan agama serta akidah. Mafasid atau

mudar berjenjang dalam bentuk, dampak serta bahaya yang

33 al-Qardawi, F7 Fighi...h. 116
3% bid, h. 36

263



diakibatkannya.***Oleh sebab itu, untuk menentukan tingkatan pada maslahat
dan mafsadat, diperlukan kaidah-kaidah yang tepat. Yusuf al-Qardawi
menjelaskan bahwa para fugaha’ menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai

dengan hukum-hukumnya yang prioritas (paling penting), antara lain:**

b) Kaidah perbandingan antar mafasid yaitu.

Ol Y3 530 V)
Pertama “tidak boleh membahavakan diri sendiri dan tidak boleh

membahayakan orang lain” >’

Qlj_joﬁﬂ _).l_ﬁ_: J|_}_}: _})).:b_ﬂ)
Kedua “ kerusakan itu dihilangkan sedapat mungkin” **®

e J)—*a—ﬁ I35 Y 5 Zadl

o

e oS

Ketiga “kerusakan itu z‘ldak dihilangkan dengan menimbulkan
» 399

i

(3

_p\

kerusakan sejenisnya atau lebih besar darinya’ .

( Ooa 50_33).@_\/ S
U_U.u.x_ll

Keempat “djjalankan diantara dua kerusakan vang paling ringan dan
diantara dua kejahatan vang paling kecil’ *®

5 bid, h. 37

3% Ibid, h. 37-38

%7 Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti banyak mengutip kaidah-kaidah Figh dari
para ulama sebelumnya, diantaranya Jalal ad-Din ‘Abdu ar-Rahman Ibni Abi as-Suyuti, a
Asybah wa an-Nazair (Jeddah: al-Haramain, 1960), h. 59

38 Mustafa Ahmad az-Zarqa, Syarh al-Qawa’id al-Fighiyvah (Damasqus: Dar al-
Qalam, 1989), h. 207

39 Ibid, h. 195

40 /bid, h. 203
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(el g8 ] S Hall Jasxi
<31
Kelima “kerusakan (gangguan) vang lebih rendah dipertahankan

untuk mencegah kerusakan vang lebih tinggi” ***

( )’ﬁa’ o gba] ol aldl Jasxis
alx )
Keenam “gangguan vang khusus dipertahankan untuk mencegah

gangguan vang umum’ *%

c) Kaidah-kaidah perbandingan antara masalih dan mafasid,
yaitu:%

o

(ol e pilh jilaliedl £53
../’]a,]|)

Pertama “mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendapatkan
maslahat’.

Kaidah ini disempurnakan oleh kaidah lain yang lebih
memprioritaskan, yaitu:
[

° A A 2. o .3 PR . -
O=0 U025 b xaldl b lwda ]l

530SI dxdlaa )

Kedua “mafsadat vang kecil dimaklumi demi kemaslahatan yang
besar’.

(J>

Ketiga “mafsadat vang muncul sesaat dibiarkan demi maslahat vang
kekal .

1 al-Qardawi, F7 Fighi...h. 37
292 1bid, h. 37
493 1pid, h. 38
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(T G fadae indan U355 Y

Keempat “maslahat vang pasti tidak ditinggalkan demi mafsadat vang
disangsikan” .

3) Kemudahan dan kesukaran
Persoalan ini dijelaskan oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti
dengan merujuk kepada salah satu dari lima pokok kaidah fighiyyah. Para

ulama mengatakan bahwa seluruh permasalahan figih akan kembali kepada
. W Al
kaidah tersebut, yaitu: ” W | ti’_l_M 4 900! ” yang

berarti “kesukaran itu menimbulkan adanyva kemudahan”. la mengutip lima
kaidah fighiyyah pokok dari kitab al-Asybah wa an-INaza’ir yang ditulis oleh
as-Suyiti dan kitab al-Aysbah wa an-Naza'ir yang ditulis oleh Ibnu Najim.
Lima kaidah pokok itu adalah: perfama, “ La S WY u_,o_ﬁ 35_110;31 [
(Segala sesuatu “perbuatan” tergantung pada tujuannya). Kedua,
“«Eh Lo :] I 5 N :)_ﬁ_ﬁ_&_) | » (Keyakinan itu tidak dapat
dihapuskan oleh keraguan). Aetiga, * M Q_‘LDJ_] ‘

)_)“_u.x_)“_")_\ | 7 (Kesukaran itu menimbulkan adanya kemudahan).

w

Keempat, “Ji )_i: j))_.a_l | ”  (Kemudaratan itu”bahaya” harus
dihilangkan). Kelima, “ iaS5 5 3LxJI” (Adat kebiasaan itu

dapat menjadi ketetapan hukum).*%*

0% Al-Biti, Dawabit..., h. 276-277
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e. Memberikan gambaran tentang adat istiadat (budaya).

Adanya hak-hak sipil bagi seorang muslim untuk bekerja telah
memberikan kesempatan luas bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan
dalam segala bidang. Bahkan kesetaraan itu mencakup dalam hal ‘Ubuddiyyah
(ketaatan dalam ibadah) dan /nsaniyyah (nilai kemanusiaan). Muhammad
Sa’id Ramadan al-Biti telah menjelaskannya secara luas dalam kitabnya “al-
Mar’ah Baina Tughyan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-Tasyri” ar-Rabbani’
dengan memberikan perbandingan tentang hak-hak sipil pada masyarakat
Barat. Diantara penjelasannya ia mengatakan: “Masyarakat Barat tidak terikat
dengan aturan yang tertulis atau (dengan aturan yang diumumkan) dalam hal
nilai-nilai tentang hak dan kewajiban. Akan tetapi masyarakat Barat tunduk
terhadap tuntutan naluri dan materi yang mengaturnya. Pada sisi yang lain
masyarakat Islam masih tunduk terhadap nilai-nilai, seperti halnya juga dalam
masalah-masalah yang lain (yang terikat dengan pokok-pokok syari’at Islam)
dan nilai-nilainya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa ada
pengaruh kebiasaan/adat dan pola kehidupan Barat yang telah menyusup
dalam kehidupan Islami, tetapi kabar seperti itu nisbi dan tidak ada buktinya.
Akan tetapi pengaruh pola kehidupan Barat terhadap Islam dapat diukur
masih dalam skala kecil jika dilihat pada kebiasaan masyarakat, daripada

pengaruh yang masuk pada kekuasaan Islam dan pondasi-pondasinya”.*®

f. Menggunakan ilmu pengetahuan dalam kegiatan penalaran.

5 o.Batl, al-Marah..., h. 19-20
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Kajian tentang hak-hak sipil pekerja sangat berkaitan dengan persoalan

kepentingan/maslahat setiap orang yang bekerja. Kepentingan terhadap

kebutuhan primer (O L“s )09 J.‘o_i 1), kebutuhan skunder
(S l_“>_> L>x_J!) dan kebutuhan tersier (C WLLU l') sarat

dengan pemahaman terhadap prioritas yang lebih utama. Ini telah dijelaskan oleh
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bifi pada pembahasan sebelumnya. Ia
menjelaskan hal itu dengan metode Istislahiyyah (metode dalam mencari
maslahat) karena berkaitan dengan tuntutan maslahat orang yang bekerja. Dan
tentunya pembahasan itu sangat erat dengan pertimbangan nilai ‘Ubiidiyyah dan
nilai /nsaniyyah yang menjadi dasar kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan
merupakan asas hukum Islam dalam menyimpulkan ijtihad suatu hukum. Kajian
istimbat hukum ini merupakan bagian dari kajian llmu Ustl Figih, yang kemudian
diterapkan dalam pengambilan istimbat hukum tentang hak-hak sipil, khususnya

hak-hak sipil pekerja yang terkait dengan %

1) Hak atas kesempatan dan pelatihan kerja

2) Hak atas hubungan kerja yang adil dan layak

3) Hak atas upah

4) Hak atas kebebasan berserikat

5) Hak mogok kerja

6) Hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak
7) Hak pekerja wanita dan pekerja anak

8) Hak atas keselamatan kerja, kesehatan Kkerja dan jaminan

kesejahteraan sosial.

g. Memberikan gambaran tela’ah secara luas dan menentukan
aturan hukumnya.

406 Raja, Hak..., h. ix-xii
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Penjelasan tentang ketentuan hukum hak-hak pekerja dalam penelitian
ini, peneliti menjelaskannya dengan memaparkan pendapat Muhammad Said
Ramadan al-Buti yang tertuang dalam beberapa kitabnya, vaitu: “A/ah am al-
Insan: Ayyuhuma Aqdaru ‘ala Ri'ayati Huqiq al-Insan, Hurriyyah al-Insan Fi
Zilli ‘Ubuadiyvatihi Lillahi, Qadava Fighiyyah Mu asirah, Istifta’at an-INas, al-
Mar’ah Bain Tughvan an-Nizam al-Gharbi wa Lata’if at-Tasyri’ ar-Rabbani
dan Dawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al-lslamivah”. Dari penelitian
terhadap buku-buku tersebut, maka dapat digambarkan bahwa Muhammad
Sa’id Ramadan al-Bati telah menjelaskan secara luas tentang suatu sistem
aturan hak-hak dan kewajiban manusia dalam bingkai ‘Ubddiyyah
(penghambaan) yang terikat dengan faktor-faktor ketaatan, faktor-faktor
kemanusiaan dan keadilan, prinsip-prinsip wltzhiyyah (ketuhanan), hukum
syari’ah dan akhlak, serta dengan mengenali status manusia sebagai hamba
milik Allah (‘Abdun mamlikun lillah), yang kemudian peneliti sebut sebagai
“konsep al-Mamlikiyyah”. Hak-hak yang dimaksud diatas juga mencakup hak-
hak sipil pekerja yang dilindungi oleh negara dengan mempertimbangkan segala
kemaslahatan dan mafsadatnya. Maksudnya setiap orang berhak untuk bekerja
sesuai kepentingan dan maslahatnya, akan tetapi dalam Hukum Islam
pertimbangan terhadap mafsadat (hal yang buruk) juga menentukan boleh
tidaknya bekerja karena adanya sesuatu yang membahayakan.

Sebagai ringkasan, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati dalam
menjelaskan hukum tentang hak-hak sipil pekerja menggunakan metode
istislahi, yaitu “metode yang berbasis kemaslahatan dengan menuangkan

segala kemampuan berfikir untuk sampai kepada hukum syara’ dengan
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menggunakan pendekatan terhadap kaidah-kaidah umum (ku/l) mengenai
masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum
tersebut. Sebagai indikator penggunaan metode Istislahi adalah, bahwa
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menjelaskan tentang persoalan maslahat
manusia dalam bekerja dengan mempertimbangkan prioritas keutamaannya.
Metode Istislahi tersebut digunakan dengan penalaran yang harus memenuhi

empat syarat: Perfama, penalaran tersebut harus bertumpu pada

pertimbangan maslahat (tempatnya maslahat yang hakiki). Aedua, maslahat
yang ada dalam perbuatan itu harus sejalan dengan maslahat yang ada dalam
nas (prinsip-prinsip syari’ah). Ketiga, kesejalanan antara maslahat seperti
tersebut dalam syarat yang kedua diperoleh melalui langkah-langkah tertentu.
Keempat, kesimpulan yang diambil adalah untuk menemukan atau
memberikan hukum syara’ atas sesuatu perbuatan (hukum), atau membuat
definisi (konsepsi) atas sesuatu perbuatan (hukum). Penalaran Istisiahi yang
memenuhi empat syarat tersebut kemudian dijabarkan menjadi langkah-
langkah yang lebih praktis, konkret, komprehensif, sistematis, sesuai dengan

prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Islam.

BAB III
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
MENURUT KONSEP AL-MAMLUKIYYAH MUHAMMAD SA’ID
RAMADAN AL-BUTI
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C. Konsepsi, Manfaat, Kelemahan Omnibus Law Dan Perubahan
Undang-Undang Ketenagakerjaan Pada Undang-Undang Cipta
Kerja
5. Cipta Kerja Sebagai Konsepsi Omnibus Law
Penyebutan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang

Omnibus Law adalah karena mencakup beberapa materi yang dihimpun
dalam satu Undang-Undang, diantaranya adalah: tentang peningkatan
ekosistem investasi dan Kkegiatan, badan percepatan penyelenggaraan
perumahan, ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kemudahan berusaha, kebijakan
fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, dukungan riset dan
inovasi, kewajiban pelayanan umum riset dan inovasi, pengadaan tanah,
kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek
strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintah untuk mendukung
cipta kerja, pengawasan dan pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan
peralihan dan ketentuan penutup serta penjelasan atas Undang-Undang Cipta
Kerja .40

Tidak ada definisi tunggal mengenai pengertian omnibus law atau
omnibus bill, baik kamus hukum maupun akademisi hukum memiliki definisi
sendiri. Meskipun demikian, secara garis besar definisi tersebut memiliki
kesamaan. Kamus Hukum Duhaime (7The Duhaime Legal Dictionary)

mendefinisikan omnibus law sebagai, ‘A draft law before a legislature which

7 Dikti Kemdikbud, Daftar Isi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. i-iii
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contains more than one substantive matter or several minor matters which
have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience”. **®

Barbara Sinclair mendefinsikan ommibus law sebagai, “Legisiation that
addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and
programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as
omnibus legisiation”. ** Apa vyang disampaikan Barbara Sinclair lebih
menekankan pengertian omnibus law sebagai satu Undang-Undang yang
memuat banyak hal, tetapi belum tentu apa yang dimuat adalah subjek, isu
atau program vyang saling terkait. Audrey OBrien dan Marc Bosc
mendefinisikan omnibus law sebagai Rancangan Undang-Undang yang
berupaya untuk mengubah, mencabut atau memberlakukan beberapa
ketentuan dalam berbagai Undang-Undang. Lebih lanjut, menurut Audrey
O'Brien, dengan omnibus law beberapa amandemen Undang-Undang
dilakukan melalui satu Undang-Undang dalam rangka menfasilitasi satu
kebijakan tertentu yang diambil oleh negara.**°

Herb Gray mengartikan omnibus law sebagai satu Undang-Undang
yang mengubah banyak Undang-Undang yang berbeda. Menurut Herb Gray,
omnibus law didasarkan prinsip adanya satu tujuan yang mengikat semua
ketentuan Undang-Undang yang diusulkan untuk diubah dalam omnibus.

Bayu Dwi Anggono dengan mengutip Muladi dalam “RKUHP Sebagai

4% Duhaime.org, Omnibus Bill Definition,
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx.Diakses 13 Maret 2021.

4% Barbara Sinclair dalam Glen S. Krutz, Hitching a Ride: Omnibus Legislating in
The U.5. Congress (USA: Ohio State University press, 2001), h. 3

410 Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 177
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Omnibus Law” menyebutkan, omnibus berasal dari bahasa Latin yang
mengandung arti untuk segalanya, yang dalam hukum dimaknai sebagai
perlunya satu dokumen tunggal yang mencakup bersama-sama satu
kombinasi subjek yang beraneka ragam atas dasar beberapa kriteria”. Lebih
lanjut, menurut Muladi, omnibus law dapat juga diartikan sebagai hukum
yang mencakup topik yang bermacam-macam dan sering tidak berkaitan satu
sama lain (diverse or unrelated) yang harus dikonsolidasikan dan
disinkronisasikan.*!!

Bayu Dwi Anggono dalam “Pokok-Pokok Pemikiran Penataan
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” memaknai omnibus law
sebagai satu Undang-Undang (baru) yang mengandung atau mengatur
berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah
penyederhanaan dari berbagai Undang-Undang yang masih berlaku. Undang-
Undang omnibus law tidak tepat jika disamakan dengan Undang-Undang
payung (raamwer, basiswet, moederuet) vyaitu Undang-Undang vyang
merupakan induk dari Undang-Undang lain sehingga kedudukannya lebih
tinggi dari Undang-Undang ‘anaknva”, karena Undang-Undang payung inilah
yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada
Undang-Undang lain”.**2

Omnibus law sebagai teknik pembentukan Undang-Undang secara
terpadu (omnibus law-making technique). Teknik ini memungkinkan satu
Rancangan Undang-Undang terpadu (omnibus bill), yang berisi perubahan

atau bahkan penggantian beberapa Undang-Undang, sekaligus diajukan ke

Y1 Ibid, h. 178
42 Jbid, h. 178
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parlemen untuk mendapatkan persetujuan dalam satu kesempatan
pengambilan keputusan. Tujuan itu adalah untuk membatasi pengertian
omnibus law hanya sekadar sebagai teknik pembentukan Undang-Undang
yang menyangkut pilihan metode belaka. Berdasarkan pengertian kamus
hukum maupun akademisi, maka dapat diketahui ada perbedaan antara
teknik Undang-Undang biasa yang dipakai Indonesia dengan teknik omnibus
law. Beberapa perbedaan tersebut, yaitu:*

Pertama, dari segi substansi yang diatur/ dimuat, selama ini kebiasaan
Undang-Undang di Indonesia mengandung satu materi/subjek/substansi
tertentu, sementara omnibus law memuat banyak materi/subject/substansi
yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait. Pengertian Undang-
Undang di Indonesia ialah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi
tertentu, dan karena itu diperlukan prosedur pembentukan yang tertentu pula
(het materiele wetsbegrib). Setiap jenis atau bentuk Peraturan Perundang-
undangan itu pasti mengatur suatu materi atau hal keadaan/konkret. Materi
apa dan mana yang diatur oleh suatu peraturan itu telah ada ketentuannya”.

Mengenai pengertian materi muatan Peraturan Perundang-undangan
adalah isi kandungan atau subtansi yang dimuat dalam Undang-Undang pada
khususnya, dan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya”. Khusus
mengenai materi muatan Undang-Undang dapat ditentukan berdasarkan tolok
ukur umumnya sebagai berikut: (i) ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar,
(ii) ditetapkan dalam Undang-Undang terdahulu, (iii) ditetapkan dalam rangka

mencabut, menambah, atau mengganti Undang-Undang yang lama, (iv)

43 Ibid, h. 179-180
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materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi, (v) materi muatan
menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.

Kedua, dari segi teknik pembentukan Undang-Undang, perubahan
atau pencabutan suatu Undang-Undang yang selama ini lazim dilakukan di
Indonesia adalah dengan menggunakan metode satu usulan perubahan
Undang-Undang, mengubah atau mencabut satu Undang-Undang saja serta
tidak mengubah substansi Undang-Undang lain. Sedangkan omnibus law
menggunakan teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa
ketentuan dalam berbagai Undang-Undang hanya melalui satu usulan
pembentukan Undang-Undang kepada parlemen. Butir 6 Lampiran 11 Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Undang-Undang perubahan ditambahkan frasa “perubahan atas” di depan
judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah. Selain itu, butir 7 lebih
dari 1 kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan menyebutkan,
jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah keterangan yang
menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci
perubahan sebelumnya. Untuk pencabutan Peraturan Perundang-undangan
diatur pada butir 9, yang menyebutkan pada nama Peraturan Perundang-
undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul
Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Ketiga, di Indonesia dikenal konsep Undang-Undang kodifikasi. Antara

omnibus law dengan kodifikasi juga memiliki pengertian yang berbeda.
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Omnibus law memang menggabungkan atau mengumpulkan ketentuan dari
banyak Undang-Undang, tetapi ketentuan yang dikumpulkan tersebut topik
hukumnya bermacam-macam dan sering tidak berkaitan satu sama lain.
Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-
Undang dalam materi yang sama. “Kodifikasi” menurut Black's Law
Dictionary adalah “the process of collecting and arranging the laws of a
country or state into a code, 1. e, into a complete system of positive law,
scientifically ordered, and promulgated by legislative authority”** Kata kunci
pengertian kodifikasi menurut Black's Law Dictionary ini adalah adanya
tindakan untuk mengumpulkan dan mengatur hukum suatu negara dalam
kitab Undang-Undang, yang kemudian diumumkan secara resmi oleh
pemegang kuasa pembentukan Undang-Undang.

Tujuan kodifikasi, menurut Satjipto Rahardjo, ‘adalah untuk membuat
kumpulan Peraturan Perundang-undangan itu menjadi sederhana dan mudah
dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti”.**® Dalam kasus Indonesia,
contoh kodifikasi adalah hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta

hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

6. Manfaat Omnibus Law

44 The Law Dictionary, Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal
Dictionary 2 Ed, What is Codification?, https://thelawdictionary.org/codification/. Diakses 13
Maret 2021.

415 Satjipto Rahardjo, /mu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 92
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Pemilihan penggunaan teknik legislasi dengan model amnibus law oleh
para pembentuk Undang-Undang di berbagai negara memiliki sejumlah
alasan. Salah satu alasannya adalah dengan teknik ini maka pembentuk
Undang-Undang akan mudah mencapai kesepakatan atau persetujuan
rancangan legislasi baru dan terhindar dari kebuntuan politik, karena isi dari
Undang-Undang omnibus sangat kompleks dan banyak substansi, sehingga
perbedaan kepentingan bisa diakomodasi karena masing-masing anggota
parlemen dapat memasukkan substansi yang diinginkannya. Sebagaimana
dikatakan oleh Louis Massicotte, “Omnibus bill, when presented in legislatures
where members are free to vote as they wish, may include the outcome of
complex negotiations between self-interested legislators "4

Lebih lanjut Louis Massicotte menjelaskan dua keuntungan atau
manfaat yang didapatkan dari diadopsinya teknis omnibus law dalam
pembentukan Undang-Undang, vaitu: Perfama, teknik omnibus law
menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi, karena tidak perlu
melakukan perubahan terhadap banyak Undang-Undang yang akan diubah,
tetapi cukup melalui satu rancangan Undang-Undang yang berisikan banyak
materi perubahan dari berbagai Undang-Undang. Dengan hanya melalui satu
Undang-Undang yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai
Undang-Undang, maka dapat terhindar dari lamanya perdebatan anggota
legislatif pada masing-masing Undang-Undang jika perubahan dilakukan

dengan cara biasa.*!’

416 [ ouis Massicotte, Omnibus Bill In Theory and Practice (Canada: Canadian
Parliamentary Review/Spring, 2013), h. 15
47 Jbid, h. 15
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Kedua, membuat hubungan partai oposisi (minoritas) dan mayoritas di
parlemen yang biasanya berdasarkan prinsip menang dan kalah dalam
pembahasan rancangan Undang-Undang, karena dengan omnibus law sama-
sama menjadi memiliki kesempatan. Mengingat materi/substansi omnibus law
sangat banyak, maka membuat penolakan terhadap keseluruhan isi suatu
Undang-Undang oleh partai opisisi dapat terhindarkan karena partai oposisi
menjadi memiliki opsi menolak suatu substansi, tetapi di sisi lain menyetujui
substansi lainnya.*'®

43

Bayu Dwi Anggono dalam okok-Pokok Pemikiran Penataan
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” mengutip dari Adam M.
Dodek yang menyebut, keuntungan digunakannya teknik omnibus law adalah
pembentukan Undang-Undang menjadi lebih efisien. Hal ini karena
amandemen banyak Undang-Undang bisa dilakukan hanya melalui satu
Undang-Undang atau Undang-Undang tunggal. Selengkapnya Adam M.
Dodek menyatakan, “Omnibus bills are eficient because they permit the
bundling of enactments or amendments to multiple statutes in a single bill.
When these relate to the same subject matter, they may facilitate parliamentary
consideration of that particular arca”**°

Omnibus law membawa manfaat dapat mencegah ketidakpastian
hukum yang muncul setelah pembentukan satu Undang-Undang yang hanya

memuat satu materi tertentu akibat potensi pertentangan dengan Undang-

Undang lainnya. Manfaat lainnya dari penggunaan omnibus law adalah

418 Jbid h. 16
419 Anggono, Pokok..., h. 182
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meningkatkan  produktivitas dalam  pembentukan  Undang-Undang.
Argumentasinya, ketika tidak ada mayoritas dominan dalam pemerintahan
sehingga pengambilan keputusan seringkali mengalami kemacetan akibat
perbedaan kepentingan, maka teknik omnibus law memungkinkan menjadi
solusi karena bisa mengakomodasi banyak kepentingan sehingga Undang-
Undang bisa disetujui semua pihak.*?

Bayu Dwi Anggono dalam mengutip A. Gluck, A. J O'Connell dan R.
Po menyebut, meskipun omnibus law memiliki kerumitan, tetapi harus diakui
dapat mengakomodasi banyak pemangku kepentingan di parlemen (... What
unites omnibus vehicles in both branches is their length, complexity, and the
way in which they often bring fogether multiple congressional and
administrative stakeholders). Selanjutnya, manfaat omnibus law untuk
menyatukan berbagai kepentingan di parlemen juga dipertegas, “Omnibus
legislation often comprises bill separate pieces of legislation, or at least separate
topics within a single subject drafied by different committees and linked
together”**!

Manfaat dari ommibus law juga terkait implementasinya yang
membuat banyak lembaga akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya
(..Several agencies are offen jointly responsible for implementing a single piece
of very long legisiation). Implementasi bersama ini bisa berupa penerbitan
peraturan bersama untuk melaksanakan omnibus law (This joint

implementation could be the authority for any one of a number of agencies to

20 Ibid, h. 182
1 Ibid, h. 182
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issue a rule, the joint issuance of reqgulations, or the issuance of a rule that has
to then be followed by others).*?

Berdasarkan pandangan dari para akademisi ini, maka terdapat
sekurang-kurangnya empat manfaat dari digunakannya teknik legislasi dengan
model omnibus laws yaitu: (i) mempersingkat proses legislasi dalam hal
kebutuhan ingin mengubah banyak ketentuan di berbagai Undang-Undang,
karena tidak perlu melakukan usulan perubahan satu per satu terhadap
Undang-Undang yang ingin diubah, (ii) mencegah kebuntuan dalam
pembahasan Rancangan Undang-Undang di parlemen sebagai akibat banyak
substansi yang dimuat dalam omnibus law maka anggota parlemen punya
kesempatan untuk melakukan kompromi karena bisa saling bertukar
kepentingan; (iii) efisiensi biaya proses legislasi, mengingat jika dengan teknik
perubahan Undang-Undang biasa harus menyiapkan biaya untuk perubahan
masing-masing Undang-Undang, sementara jika dengan omnibus law hal
demikian tidak diperlukan lagi, dan (iv) harmonisasi pengaturan akan terjaga
mengingat perubahan atas banyak ketentuan yang tersebar di berbagai

Undang-Undang dilakukan dalam satu waktu oleh omnibus law.*23

7. Kelemahan Omnibus Law
Praktik omnibus law tidak selamanya bebas dari kritik karena dianggap

mengandung sejumlah kelemahan. Aaron Wherry menyatakan, omnibus law
adalah praktik hukum yang pragmatis dan kurang demokratis. Alasannya

karena omnibus law mengganti dan mengubah norma beberapa Undang-

22 Ibid, h. 183
2 bid, h. 183
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Undang yang memiliki inisiatif politik yang berbeda. Dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Omnibus, parlemen atau lembaga legislatif dianggap tidak
peka terhadap kompleksitas kepentingan dan aspirasi fraksi-fraksi yang telah
menyusun dan mengkompromikan kepentingan-kepentingan dalam Undang-
Undang yang telah dihapus oleh Undang-Undang Omnibus.*?*

Dikaitkan dengan teori demokrasi, teknik omnibus law mengubah
proses deliberatif. Jumlah rapat dengar pendapatdi parlemen saat
pembahasan omnibus law secara kuantitas berbeda dengan penyusunan
Undang-Undang dengan cara biasa. Hal ini dikarenakan omnibus law
biasanya dibutuhkan untuk segera diselesaikan karena adanya target tertentu
yang harus diselesaikan. Sinclair dan Smith mengungkap kelemahan omnibus
law, yaitu: “7his technique changes the deliberative process. Omnibus bills are
often fast-tracked through committees with fewer hearings and less markup
consideration than would be expected from several important standard bills”.

Kelemahan yang menyatakan bahwa muatan omnibus law yang sangat
banyak dan topik yang beragam akan mengurangi kehati-hatian dan ketelitian
dalam penyusunannya, juga diungkapkan Louis Massicotte vaitu, “"When a bill
deals with topics as varied as sheries, unemployment insurance and
environment, it is unlikely to be examined properly if the whole bill goes fo the
Standing Committee on Finance”. The Commonwealth Court of

Pennsylvania, dalam salah satu putusannya pada 1901, bahkan pernah

424 Aaron Wherry dalam Mirza Satria Buana, Menakar Konsep Omnibus Law dan
Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:
Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara” Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata
Negara Ke 4-Penataan Regulasi di Indonesia, Jember, 2017, h. 312
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menyatakan bahaya penggunaan teknik omnibus law. Akibat percampuran
antara subjek yang berbeda dan cukup banyak dalam satu Undang-Undang
omnibus, membawa kebingungan dan gangguan pikiran bagi anggota
legislatif, karena tak jarang antarsubjek tersebut tidak bersesuaian.*?
Kelemahan teknik omnibus law yang membuat parlemen kesulitan
memeriksa isi Undang-Undang dengan benar, disampaikan Bayu Dwi

[1

Anggono, yang mengutip dari Adam M. Dodek, “..omnibus bills make it
dificult for parliamentarians to properly scrutinize a bill's content and exercise
their function in holding the government fo account”. Keberadaan omnibus
law juga sangat rentan menggerus fungsi parlemen sesungguhnya dalam
pembentukan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan warga memilih anggota
parlemen agar anggota parlemen mempertimbangkan segala sudut pandang
dalam pembahasan Undang-Undang, berdebat dan mencermati isi Undang-
Undang dengan hati-hati. Namun keinginan konstituen ini sulit terwujud jika
parlemen harus membahas dan memeriksa Undang-Undang omnibus, yang
isinya mengandung banyak subjek yang tidak terkait.

Omnibus law juga mengandung tantangan hukum dan konstitusi,
terutama bagi negara yang menganut sistem parlemen, yang sepenuhnya
menyerahkan kekuasaan membentuk Undang-Undang di tangan parlemen.
Dengan omnibus law yang mengandung banyak subjek, parlemen menikmati
hak istimewa untuk menentukan sendiri isi Undang-Undang tanpa campur

tangan cabang kekuasaan lainnya (7he regulation of omnibus bills presents a

constitutional and legal challenge, however, because Parliament enjoys the

42 Anggono, Pokok..., h. 184
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privilege of determining its own processes without interference from the other
branches of government).**®

Bagi negara yang mengenal sistem veto seperti Amerika Serikat,
keberadaan omnibus law juga membawa kesulitan bagi Presiden dalam
melaksanakan hak veto, yaitu menolak satu Undang-Undang yang disetujui
kongres. Mengingat hak veto Presiden berarti menolak keseluruhan Undang-
Undang, maka parlemen menggunakan omnibus law dengan muatan yang
sangat banyak, sebagai tameng agar tidak dibatalkan dengan veto Presiden.
Beberapa materi muatan yang disukai Presiden dimasukkan dalam omnibus
law ini, sehingga Presiden akan berpikir ulang untuk membatalkan
keseluruhan Undang-Undang.

Di balik manfaatnya, ternyata teknik omnibus law juga mengandung
sejumlah kelemahan. Beberapa kelemahan vyang bisa diidentifikasi
berdasarkan uraian di atas adalah: (i) pragmatis dan kurang demokratis, (ii)
membatasi ruang partisipasi sehingga bertolak belakang dengan demokrasi
deliberatif, (iii) mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya
dan (iv) potensi melampaui ketentuan dalam konstitusi akibat keterbatasan

partisipasi dan kurangnya kehati-hatian dalam membahas.*?’

8. Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan
Pada Undang-Undang Cipta Kerja
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin 5 Oktober 2020, dan ditandatangani

oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 November 2020 sebagai Undang-

26 Ibid, h. 185
*7 Ibid, h. 185-186
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Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 15 Bab
dan 186 pasal. Di dalamnya mengatur tentang ketenagakerjaan hingga
lingkungan hidup dengan ketebalan 1.187 halaman. Salah satu klaster yang
menjadi sorotan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Klaster
Ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan mengalami perubahan.*?

Beberapa ’pasal vang dihapus” dari Undang-Undang Ketenagakerjaan,
yaitu: pasal 43, pasal 44, pasal 46, pasal 64, pasal 65,pasal 66, pasal 79, pasal
89, pasal 90, pasal 96, pasal 97, pasal 152, pasal 155, pasal 158, pasal 161,
pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165, dan pasal 166.

Adapun beberapa ‘pasal vang diubah” dan ditetapkan dalam Undang-
Undang Cipta Kerja, yaitu: pasal 42, pasal 45 digabung dengan pasal 48,
pasal 47, pasal 49, pasal 56, pasal 59, pasal 61 ditambah dengan 61a, pasal
66, pasal 88 yaitu ditambah lima pasal (pasal 88a, 88b, 88c, 88d, 88e), pasal
92 yang ditambah dengan 92a, pasal 94, pasal 95, dan pasal 98, pasal 151,
dan pasal 153, pasal 154 menjadi 154a, dan pasal 157 menjadi 157a, **° dapat

dirujuk pada lampiran.

428 https://www.merdeka.com/peristiwa/poin-poin-perubahan-Undang-Undang-
ketenagakerjaan-di-omnibus-law-cipta-kerja.html

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 533-572.
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D. Pasal-Pasal Kontroversial Undang-Undang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Keadilan Menurut
Konsep Al-Mamliikkiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti
Beberapa pasal pada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

klaster ketenagakerjaan atau (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja) telah menimbulkan pemahaman kontroversial bagi para
pekerja. Beberapa pasal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, tentang waktu istirahat dan cuti yang terkait dengan pasal 79
ayat 2 huruf b yang mengatur bahwa istirahat mingguan dihitung 1 hari
dalam waktu 6 hari kerja, artinya aturan 5 hari kerja dihapus dalam Undang-
Undang ini. Hak cuti kerja juga berpotensi hilang seperti cuti haid dan juga
cuti melahirkan bagi perempuan, karena hak upah pekerja atas cuti hilang.

Kedua, tentang upah yang diatur dalam pasal 88b. Pasal ini mengatur
tentang standar pengupahan berdasarkan waktu, yaitu dihitung perjam.
Berdasarkan pasal ini pula diterapkan satuan waktu juga satuan hasil, karena
itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema ini akan menjadi dasar bagi
perusahaan untuk memberlakukan penghitungan upah perjam. Selain itu
dalam pasal 88c disebutkan "menetapkan upah minimum sebagai jaringan
pengaman”. Dalam hal ini, kaitan upah minimum yang dimaksud adalah
upah minimum Provinsi. Pada poin ini banyak juga kekhawatiran terkait
pemerintah akan menghilangkan upah minimum Kabupaten/Kota atau UMK
melalui peraturan ini.

Ketiga, tentang jam Kkerja yang dinilai eksploitatif. Pada pasal 77

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
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disebutkan di dalamnya mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yaitu 7
jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sementara
pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling
lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu.

Keempat, tentang penghapusan pasal 59 Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang mengatur syarat pekerja waktu tertentu atau biasa
dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapusnya pasal ini dalam
Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada batasan aturan sampai kapan
seorang pekerja bisa dikontrak, dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak
tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup.

Kelima, adalah terkait dengan tenaga kerja asing. Ini merupakan salah
satu poin yang sangat ditentang oleh setiap serikat pekerja, yaitu pasal 42
yang mengatur tentang kemudahan bagi pekerja asing, dalam pasal tersebut
disebutkan "Setiap pemberi kerja hanya diwajibkan membeli atau memiliki
pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari pemerintah
pusat”. Ini berbeda dengan sebelumnya, dan jika ini disahkan maka TKA
sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau
pejabat yang ditunjuk, yang kemudian pertanyaannya adalah siapa yang
dapat dimintai pertanggungjawaban atas kualitas dari para TKA ini.

Keenam, tentang uang penghargaan masa kerja. Selama ini uang
penghargaan masa kerja diatur dengan ketentuan masa kerja 24 tahun, yang
kemudian dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja poin h pada pasal 15b

ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa
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kerja 24 tahun atau lebih, dimana setiap pekerja seharusnya menerima uang
penghargaan 10 bulan gaji.

Ketujuh, tentang jaminan pensiun. Jaminan pensiun juga terkena
imbasnya, sebab pada Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus sanksi
pidana bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh
dalam program jaminan pensiun. Hal ini juga erat kaitannya dengan
kemungkinan adanya kontrak seumur hidup.

Kedelapan, tentang pesangon. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,
nilai pesangon dikurangi dari nilai 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah
dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayarkan
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dari manakah BPJS Ketenagakerjaan

mendapatkan dana untuk membayar pesangon?.4%

1. Pasal tentang waktu istirahat dan cuti.
a. Regulasi pasal-pasal tentang waktu istirahat dan cuti
1)Pasal 79 ayat 2 huruf b Undang-Undang
Ketenagakerjaan:
Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi:

“b.istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu”. *3*

2)Pasal 79%? ayat 2 huruf b Undang-Undang Cipta
Kerja:

430 https://www.TimLitbang CNNIndonesia.com

1 Erik dkk, HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG  KETENAGAKERJAAN  (UNDANG-UNDANG  REPUBLIK
INDONESIA NOMOR. 13 TAHUN 2003 DAN PENJELASANNYA DISERTAI PERATURAN
YANG TERKAIT) (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2018), h. 33

287



Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

“b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu”.

3)Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021:

Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada waktu Kkerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) wajib memberi waktu istirahat
mingguan kepada Pekerja/ Buruh meliputi:

“a. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1

(satu) minggu; atau b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima)

hari kerja dalam 1 (satu) minggu”**

%2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 543-544

Ketentuan Pasal 79 ayat 2 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengusaha wajib memberi:

a. waktu istirahat; dan

b. cuti.

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada
pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

a. Istirahat antara jam Kkerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
dan

b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada
pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

483 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang

Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Wakfu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 14-15
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b. Teori dan analisis pasal 79 ayat 2 huruf b tentang
waktu istirahat dan cuti
Pasal 79 ayat 2 huruf b yang mengatur bahwa istirahat mingguan

dihitung 1 hari dalam waktu 6 hari kerja, artinya aturan 5 hari kerja dihapus
dalam Undang-Undang ini. Hak cuti kerja juga berpotensi hilang seperti cuti
haid dan juga cuti melahirkan bagi perempuan, karena hak upah pekerja atas
cuti hilang. 434

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan
Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (sebagai turunan dari
Undang-Undang Cipta Kerja), maka dijelaskan pada Bab IV Tentang Waktu
Kerja Dan Waktu Istirahat pada pasal 22.

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dapat dipahami,
bahwa ketentuan istirahat mingguan yang dihitung 1 hari dalam waktu 6 hari
kerja atau aturan 5 hari kerja dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Akan tetapi aturan itu dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35, dan
pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan kemudian diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Dengan demikian, maka aturan 5 hari kerja tetap masih berlaku, akan tetapi
jam Kkerja perhari menjadi 8 jam kerja, sehingga tidak menyebabkan
kekhawatiran akan berpengaruh kepada hilangnya hak cuti kerja dan hak

upah pekerja, seperti hak cuti haid dan juga cuti melahirkan bagi perempuan.

434 https://www.TimLitbang CNNIndonesia.com
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Jika hal ini diperhatikan dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan
pekerja, maka hak-hak kemanusiaan pekerja masih mendapatkan
perlindungan yang berdasarkan hak-hak kemanusiaan.

Akan tetapi persoalan muncul pada poin tentang istirahat panjang
yang sebelumnya di atur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 79
huruf d:

“Istirahat  panjang sekurang-kurangnva 2 (dua) bulan dan
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu)
bulan bagi pekerja/buruh vang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara
terus-menerus pada perusahaan vang sama dengan ketentuan pekerja/buruh
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannyva dalam 2 (dua) tahun

berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam)

tahun”*®

Ketua KSPI Said Igbal mengatakan: “Soal ketentuan istirahat panjang
dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor. 35
Tahun 2021 tidak mengatur lagi jangka waktu istirahat panjang. Ini tentu
berpotensi menghilangkan istirahat panjang yang selama ini dinikmati
buruh.*%®

Terkait hak istirahat dan cuti kerja tersebut, secara umum masih
diperhatikan secara manusiawi dan berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dan Perjanjian Kerja. Itu
semua merupakan gambaran suatu aturan atau seperangkat aturan, atau
aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar yang diterapkan pada
semua orang secara sama, dan membiarkan kebebasan eksfensif (menjangkau

luas) sesuai dengan kebebasan bagi semua. Undang-Undang dan Peraturan

5 Erik dkk, HIMPUNAN.., h. 33
43 https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan-kspi
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Pemerintah hendaknya dapat menjamin hak-hak kebebasan untuk
mendapatkan hak istirahat dan cuti yang berlaku bagi semua pekerja sebagai
bentuk keadilan. Dua prinsip keadilan John Rawls tentang hak setiap orang
dan keuntungan bersama menggambarkan bahwa: “prinsip vang membagi
aspek-aspek sistem sosial, aspek menjamin kebebasan warga negara, aspek
vang menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi, dan prinsip distribusi
pendapatan dan kekayaan”, kiranya dapat diterapkan pada berbagai lembaga
yang mempunyai konsekuensi tertentu. Berbagai hal yang menggambarkan
ini, Pertama, hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik
dari struktur dasar. Kedua, kebebasan orang ditentukan oleh hak dan
kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat, termasuk

tentang masalah hak istirahat dan cuti yang memenubhi rasa keadilan.**’

c. Pasal 79 ayat 2 huruf b tentang waktu istirahat dan cuti
dalam perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

Jika merujuk kepada konsep al-Mamlitkivvah Muhammad Sa’id
Ramadan al-Bati yang mengutamakan penyelesaian hak-hak pekerja dengan
melihat dasar tingkatan maslahat setiap pekerja, maka persoalan istirahat dan
cuti bagi pekerja merupakan sesuatu yang pokok dan penting. Bekerja
dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar nilai-nilai
keadilan harus tertuang dalam peraturan yang mengikat setiap pekerja. Lebih
jauh terkait dengan hak-hak cuti dan istirahat sebagai manusia yang bekerja,

konsep al-Mamlikivyah mendorong suatu penyadaran tentang hak-hak ke-

7 Rawls, Teori..., h. 73
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Tuhanan yang juga tidak terlepas dari persoalan manusia. Tujuannya tidak
hanya untuk mendapatkan suatu keseimbangan sosial masyarakat saja dalam
bekerja, tetapi keseimbangan mental dan ruhaniah merupakan bagian
penting yang mendukung terlaksananya kegiatan ketenagakerjaan yang baik.
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menjelaskan mengatakan:

Sesungguhnya penyelesaian tentang hak dan kebebasan itu
adalah dengan mengenali status diri manusia sebagai hamba milik Allah
atau Abdun Mamiitkun lillahi. Manusia itu harus kembali kepada ajaran-

ajaran Allah dan Minhaj-Nya yang ditunjukkan agar dapat berinteraksi

dengan alam, manusia dan kehidupan.*®

Pasal 79 ayat 2 huruf b yang berubah pada Undang-Undang Cipta
Kerja, kemudian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu
bahwa ketentuan istirahat mingguan yang dihitung 1 hari dalam waktu 6 hari
kerja atau aturan 5 hari kerja dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Tetap memberikan kemudahan dan maslahat bagi setiap pekerja untuk
mendapatkan hak istirahat dan cuti kerja. Hak-hak dasar pekerja sebagai

kebutuhan pokok (dariri) masih menjadi prioritas demi terlaksananya tugas

o Laiaay (A5 USaedl J» Gl
pd Uil e 45T Uigoly s Loy
G U T B U 57 W R W G | B N S 3
oo L] aal) il dmgiaey IR
OLwsY 1y o880 za dwlel e S lxS
"3l g

al-Buti, Hurriyvah..., h. 29
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bekerja. Hanya saja, walaupun hak-hak itu tidak dijelaskan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 35, akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan aturan
dalam Perjanjian Kerja (Peraturan Perusahaan), maka pemerintah sebagai
lembaga yang berwenang mengawasi harus dapat memberikan perlindungan
kepada setiap warga negara.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menegaskan:

“Para penguasa Islam harus selalu mendampingi umat Islam
dengan berusaha keras melindungi dan menjaga jiwa mereka. Inilah
sebabnya mengapa tidak terdengar sesuatu pada masa ini bahwa
Islam tidak melalaikan hak-hak kaum perempuan/laki-laki.**

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang tumpang tindi dalam
mengatur hak-hak pekerja diharapkan tidak mempersulit para pekerja dalam
memahaminya. Adapun ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja
Omnibus Law diharapkan akan lebih mempermudah terlaksananya usaha-
usaha ketenagakerjaan. Oleh karena itu, jika hak-hak istirahat dan cuti itu
dapat dijelaskan secara jelas dalam satu Undang-Undang atau satu aturan
saja tanpa peraturan perusahaan sebagai turunannya, maka itu akan lebih

mempermudah memahaminya. Menurut peneliti akan lebih baik jika turunan
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aturan itu hanya sampai kepada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2021.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 79 ayat 2 tentang
waktu istirahat dan cuti dalam perspektif keadilan pada
konsep al-Mamliikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-
Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamlukiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Temuan peneliti

[stirahat Panjang selama dua
bulan tidak dicantumkan
secara jelas pada ketentuan
UU Cipta Kerja.

Ketentuan UU No. 13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan:

Pada pasal 79 ayat 2
Undang-Undang
Ketenagakerjaan disebutkan:
Huruf b:

“Istirahat mingguan 1 (satu)
hari untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1
(satu) minggu”.

Hurufd:

Undang-Undang Cipta Kerja dan
Pemerintah Nomor 35
“hak

istirahat dan cuti” pada poin pasal

Peraturan
Tahun 2021 telah menjamin

tertentu tetapi menghilangkan poin
yang lain, vaitu poin d tentang istirahat
panjang selama dua bulan yang
sebelumnya disebutkan pada Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Itu artinya
ada hak-hak tidak

diberikan lagi kepada pekerja, sehingga

tertentu yang

mengurangi rasa keadilan. Prinsip
keadilan John Rawls telah menjelaskan
tentang hak setiap
yang

‘prinsip itu membagi

orang dan
keuntungan setara. la
menjelaskan,
aspek-aspek sistem sosial, dan aspek
vang menjamin kebebasan warga
negara”, artinya secara teknis aturan

tentang istirahat panjang dua bulan itu

dalam menganalisa
pasal yang
menjelaskan aturan
hak istirahat dan cuti
cendrung berturunan
panjang.

Ada juga hak istirahat
panjang selama dua
bulan yang
dihilangkan pada
penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021.

Oleh karena itu,
menurut peneliti perlu
adanya
penyederhanaan
ketetapan tentang
pasal yang
menjelaskan teknis
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“Istirahat panjang sekurang-
kurangnya 2 (dua) bulan dan
dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan
masing-masing 1 (satu) bulan
bagi pekerja/buruh yang
telah bekerja selama 6
(enam) tahun secara terus-
menerus pada perusahaan
vang sama dengan ketentuan
pekerja/buruh fersebut tidak
berhak lagi atas istirahat
tahunannva dalam 2 (dua)
tahun berjalan dan
selanjutnya berlaku untuk
setiap keljpatan masa kerja 6
(enam) tahun”

Ketentuan UU Cipta
Kerja:

Pada pasal 79 ayat 2 huruf b
Undang-Undang Cipta Kerja
disebutkan:

“b. Istirahat mingguan 1
(satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu)
minggu”.

Avat 5;

Selain waktu istirahat dan
cuti sebagaimana dimaksud
pada avat (1), avat (2), dan
avat (3), perusahaan tertentu
dapat memberikan istirahat
panjang yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

Ketentuan PP No. 35
Tahun 2021:

Pada pasal 22 PP No. 35
tahun 2021 disebutkan:
“Pengusaha yang
mempekerjakan

seharusnya tetap diberikan sebagai
wujud perlindungan terhadap hak-hak
dan aspek sosial yang sebelumnya
diberikan.

Perspektif al-Mamlakiyyah:
perspektif  konsep “al-
Mamlitkiyyah”, Muhammad Sa’id
al-Bati  mengutamakan
hak-hak
(termasuk hak istirahat dan cuti) dapat

Dalam

Ramadan

penyelesaian pekerja
diselesaikan dengan melihat dasar
tingkatan maslahatnya yang tujuannya
untuk  mewujudkan  keseimbangan
sosial masyarakat. Sejalan dengan itu,
ketetapan mengenai  perubahan
redaksi pada pasal 79 ayat 2 huruf b,
dan penghapusan poin huruf d kiranya
telah mengurangi makna maslahat
yang sebenarnya sebagai tujuan dari
magqasid asy-Svari ah, vaitu
menghilangkan ruang istirahat panjang
2 bulan setelah masa kerja 7-8 tahun

yang sebelumnya diberikan.

aturan hak istirahat
panjang selama dua
bulan dan cuti
pekerja. Selain itu,
akan lebih baik juga
jika hak-hak istirahat
panjang tetap
diberikan melalui
turunan aturan, yaitu
pada Peraturan
Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021.
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Pekerja/Buruh pada waktu
kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2] ayat (2) wajib
memberi waktu istirahat
mingguan kepada Pekerja/
Buruh meliputi: a. istirahat
mingguan 1 (satu) hari untuk
6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu; atau b.
istirahat mingguan 2 (dua)
hari untuk 5 (lima) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu”.

2. Pasal tentang upah.
a. Regulasi pasal-pasal tentang satuan waktu dan upah
minimum/jaringan pengaman.

1) Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan

(1) Setiap  pekerja/buruh  berhak memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2)Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.

(3)Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah.**

2) Pasal 88b dan 88c Undang-Undang Cipta Kerja

40 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 36
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Pasal 88b:

(1)Upah ditetapkan berdasarkan:
a satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu
dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.*4

Pasal 88c:

(1)Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

(2)Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan
syarat tertentu.

(3)Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

(4)Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan.

(5)Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

(6)Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah dijelaskan pada pasal

88, yang kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja antara pasal 88 dan

pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni pasal 88a, pasal 88b, pasal 88c,

pasal 88d dan pasal 88e.

442

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 546

“Z Ibid, h. 545-547
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3) Beberapa Pasal Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang
Pengupahan
Permasalahan upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan

pengaman dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan, yaitu pada pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17,
pasal 18 dan pasal 19 (tentang upah satuan waktu dan upah satuan hasil),

dan pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 (tentang upah minimum).*

3 Galinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan, h. 10-16

BAB III

Upah berdasarkan satuan waktu Dan/atau satuan hasil

Pasal 14:

Upah ditetapkan berdasarkan:

a. satuan waktu; dan/atau

b. satuan hasil.

Pasal 15:

Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
ditetapkan secara:

a. per jam,;

b. harian; atau

c. bulanan

Pasal 16:

(1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/Buruh yang
bekerja secara paruh waktu.

(2) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan
Pekerja/Buruh

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari
hasil perhitungan formula Upah per jam.

(4) Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut:
Upah per jam = Upah sebulan

126

(5) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per jam dapat dilakukan
peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh
waktu secara signifikan.
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(6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dan ditetapkan
hasilnya oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan
oleh dewan pengupahan nasional.

Pasal 17:

Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau

b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 18:

(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan
Pengusaha.

Pasal 19:

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan, ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir yang

diterima oleh Pekerja/Buruh.

BAB V
Upah Minimum
Pasal 23:
(1) Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu:
a. Upah tanpa tunjangan; atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.
(2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan
tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.
(3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.

Pasal 24:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi
Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang
bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman
pada struktur dan skala Upah.

Pasal 25:
(1) Upah rninimum terdiri atas:
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b. Teori dan analisis terhadap pasal 88b dan pasal 88c
tentang upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan
pengaman

Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu,
yaitu dihitung perjam. Berdasarkan pasal ini pula diterapkan satuan waktu
juga satuan hasil, karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema ini
akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberlakukan penghitungan
upah perjam. Selain itu dalam pasal 88c disebutkan “menetapkan upah
minimum sebagai jaringan pengaman”. Dalam hal ini, kaitan upah minimum
yang dimaksud adalah upah minimum Provinsi. Pada poin ini banyak juga
kekhawatiran terkait pemerintah akan menghilangkan upah minimum
Kabupaten/Kota atau UMK melalui peraturan ini. 44

Ada juga kekhawatiran terkait Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Presiden KSPI Said Igbal mencatat beleid ini
sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus upah minimum
sektoral. Hal ini akan memunculkan ketidakadilan upah minimum antar

industri karena besaran upah minimum dipatok sama untuk seluruh sektor

a. Upah minimum provinsi;
b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan.

(3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan
ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Kondisi ekonomni dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi variabel:
a. paritas daya beli;
b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
c. median Upabh.

(5) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
4“4 https://www.TimLitbang CNNIndonesia.com
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industri. Padahal, harus dibedakan upah minimum bagi industri besar yang
padat modal dan industri kecil. Selain itu, formula perhitungan upah
minimum sangat rumit dan tidak riil. Said Igbal mengatakan, “seharusnya
yang menjadi acuan perhitungan upah minimum menggunakan komponen
kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari beragam barang kebutuhan
buruh setiap hari”.*®

Oleh karena itu menurut peneliti perlu adanya batasan-batasan atas
konsep hak yang mendasari penetapan upah bagi pekerja untuk mewujudkan
rasa keadilan.

John Rawls dalam bukunya “7eori Keadilan” menjelaskan, bahwa
batasan-batasan atas konsep hak diperlukan alternatif-alternatif tertentu.
Alternatif-alternatif itu terbuka dan terbatas dalam beberapa cara. Batasan-
batasan itu disebut sebagai batas-batas atas konsep hak, sebab mereka
menekankan pilihan akan semua prinsip etis dan tidak hanya bagi prinsip
keadilan. Selain itu ada juga sejumlah syarat formal yang tampaknya bisa
diterapkan pada konsepsi keadilan yang bisa masuk dalam daftar yang
disajikan berbagai pihak. Kelayakan syarat-syarat formal bisa diturunkan dari
fungsi prinsip hak untuk menyesuaikan klaim-klaim yang dibuat orang-orang
pada institusi-institusi mereka. Prinsip-prinsip keadilan dapat memainkan
peranan, yakni peranan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban dasar

serta menentukan pembagian keuntungan secara alamiah.*4®

5 https://jurnal. hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan-kspi-at
46 Rawls, Teori..., h. 158-159
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c. Pasal 88b dan pasal 88c tentang upah satuan waktu
dan upah minimum/jaringan pengaman dalam
perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah

Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menjelaskan:

“Salah satu akibat adanya hak untuk bekerja adalah hak untuk
menerima upah yang setara antara pria dan wanita dalam bekerja.
Karena hak atas upah adalah hasil kontrak pekerjaan yang bergantung
pada upah. Salah satu ketentuan yang umum dalam hukum Islam
adalah bahwa upah atau royalty, diberikan sebagai imbalan atas
pekerjaan dan kualitasnya, bukan sebagai ganti pekerja dan tipenya,
apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika pemberi kerja berkomitmen
untuk menjadikan orang yang ditugaskan bekerja sesuai royalty yang
diminta, maka prestasi kerja yang dilaksanakan tersebut harus
mendapatkan upah yang penuh, setelah pekerjaan selesai sepenuhnya
dilaksanakan, terlepas dari jenis apa saja pekerjanya. Tidak ada
pengecualian yang dibuat kecuali kontrak khusus yang disepakati
bersama antara dua pihak”.*
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Dalam persoalan keadilan terkait upah yang diberikan kepada pekerja,
Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati cendrung melihat kepada kualitas dari
seorang pekerja, bukan pada jenis kelaminnya. Dan itu diberikan
berdasarkan komitmen/perjanjian yang dilakukan antara pemberi Kkerja
dengan pekerja.

Dengan menela’ah Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 88b dan pasal
88c tentang upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan pengaman,
berikut penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang
Pengupahan, maka kekhawatiran terkait pemerintah akan menghilangkan
upah minimum Kabupaten/Kota atau UMK melalui peraturan ini, sudah
terbantahkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini. Sebagai saran dan
kritikan yang membangun terkait pasal-pasal yang dipersoalkan, hendaknya
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut secara bersamaan disahkan, berikut
penjelasannya di beberapa Peraturan Pemerintah, sehingga tidak

menyebabkan pemahaman yang kontroversial.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 88b dan pasal 88c
tentang upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan
pengaman dalam perspektif keadilan pada konsep al-
Mamliikivyyvah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamlukiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Terkait pasal 88b
Ketentuan upah minimum tidak Ketentuan pasal 88b dan pasal 88c | dan pasal 88c
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berdasarkan standar Kebutuhan
Hidup Layak (KHL).

Ketentuan UU No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan:
Pasal 88 Undang-Undang
Ketenagakerjaan tentang satuan upah
waktu dan upah minimum
disebutkan:

“Ketentuan pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan hanva menjelaskan
tentang upah sebagaimana pada
pasal 88 saja. Avat (4):"Pemerintah
menetapkan upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) huruh a berdasarkan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) dengan
memperhatikan produktifitas dan
pertumbuhan ekonomi”,

Ketentuan UU Cipta Kerja:
Ketentuan pasal 88b dan pasal 88c
Undang-Undang Cipta Kerja tentang
satuan upah waktu dan upah
minimum dijelaskan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai
upah berdasarkan satuan waktu
dany/atau satuan hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Dan
ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan syarat tertentu sebagaimana
dimaksud pada avat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah’.

Ketentuan PP No. 36 Tahun
2021:

Satuan upah waktu dan upah
minimum dijelaskan pada pasal 14,
pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal

18, pasal 19, pasal 23, pasal 24 dan

Undang-Undang Cipta Kerja tentang

satuan upah waktu dan upah
minimum/jaringan pengaman telah
dijelaskan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan. Jika Peraturan
Pemerintah itu dianalisa, maka telah
sikap

menggambarkan  adanya

pemerintah dalam mencermati
batasan-batasan atas konsep hak
(upah) yang memerlukan alternatif-
tertentu,

upah harian dan upah

alternatif seperti upah
perjam,
bulanan, yang angkanya akan dinilai
oleh dewan pengupahan nasional.
Jika  dikaitkan
keadilan John Rawls, maka batasan-
yang terkait
ketentuan upah pada pasal-pasal
telah

batasan-batasan atas konsep hak

dengan  prinsip

batasan dengan

tersebut menggambarkan

pekerja, dan mengedepankan semua

vang
mencakup prinsip keadilan,

prinsip  etis tidak hanya
tetapi
juga harus memperhatikan standar

Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Dalam  perspektif konsep  “al-
Muhammad Sa’id

Ramadan al-Biiti menjelaskan bahwa

Mamlikiyyah”,
dalam persoalan keadilan terkait
upah yang diberikan kepada pekerja,
maka dengan melihat kepada
kualitas dari seorang pekerja, bukan
pada jenis kelaminnya. Ketentuan itu
diberikan hak keadilan

berdasarkan komitmen/perjanjian

sebagai

yang dilakukan antara pemberi kerja
dengan pekerja.

Selain itu maqasid asy-Syariah
sebagai cara dalam menetapkan

maslahat upah juga melihat faktor

Undang-Undang
Cipta Kerja,
ketentuan upah itu
harus jelas sesuai
dengan standar
Kebutuhan Hidup
Layak (KHL).
Aturan yang
menghapus upah
minimum sektoral
sesungguhnya
akan
memunculkan
ketidakadilan upah
minimum antar
industri, karena
besaran upah
minimum dipatok
sama untuk
seluruh sektor
industri.
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pasal  25. (Telah  disebutkan | prioritas Standar Kehidupan Layak
sebelumnya). yang manusiawi, sehingga hak-hak

pekerja tidak dirugikan.

3. Pasal Tentang Waktu Kerja
a. Regulasi pasal-pasal tentang waktu kerja.
1) Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan
(1)Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2)Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3)Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4)Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.**8

2) Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah. 4

48 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 32
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 542
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3) Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Adapun dalam turunan Undang-Undang tersebut, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja (sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta
Kerja), dijelaskan pada Bab IV Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat pasal

21.

(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.**°

b. Teori dan analisis terhadap perubahan pasal 77
Undang-Undang Cipta Kerja
Adanya alasan bahwa berdasarkan ketentuan regulasi Undang-

Undang dan peraturan Pemerintah tersebut, maka perubahan pasal 77
Undang-Undang Cipta Kerja tentang jam kerja dinilai eksploitatif
sesungguhnya tidaklah benar. Perbedaan yang ada bukanlah terletak pada
ketentuan waktu kerja dan istirahat, melainkan pada kewenangan yang

mengatur ketentuan itu telah berubah dari Keputusan menteri menjadi

%0 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang
Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Wakfu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 14-15
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keputusan melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama. Oleh karena itu, pemahaman bahwa pada pasal 77 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang disebutkan
di dalamnya mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yaitu 7 jam sehari
untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sementara pada
Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77 disebutkan waktu kerja paling lama
adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu tidaklah
benar. Menurut peneliti, setiap ketentuan pasal Undang-Undang yang
mengatur hajat hidup orang banyak haruslah menyentuh rasa keadilan bagi
semua pihak, dan tidak dibenarkan mengatur dengan semena-mena, baik itu
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.

Rasa keadilan terkait ketentuan waktu Kkerja haruslah ditetapkan
berdasarkan nilai keadilan sebagai fairness (keadilan yang setara) yang
merupakan contoh dari suatu teori kontrak yang dapat diterapkan pada
berbagai perjanjian kerjasama, seperti dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Istilah  “kontrak”
mengimplikasikan level abstraksi tertentu. Kandungan kesepakatan bukanlah
untuk memasuki masyarakat yang ada atau menggunakan bentuk
pemerintahan yang ada, namun untuk menerima prinsip-prinsip moral
tertentu. Hal positif dari terminologi kontrak adalah, prinsip-prinsip keadilan
bisa dianggap sebagai prinsip yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi yang

rasional. Dengan cara ini konsep keadilan bisa dijelaskan dan dijustifikasi.
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Oleh karena itu, teori keadilan merupakan bagian dari teori pilihan
rasional.**

c. Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja tentang waktu
kerja dalam perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti.

Dari uraian analisa di atas, tentang pemahaman bahwa pada pasal 77
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
sebagaimana yang disebutkan di dalamnya mengenai pelaksanaan ketentuan
waktu kerja yaitu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5
hari kerja. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77 disebutkan
waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam
waktu 1 minggu. Jika yang dipermasalahkan adalah waktu kerja yang
dianggap cendrung eksploitatif, maka itu tidaklah benar karena masih sesuai
dengan aturan sebelumnya. Artinya pasal-pasal pada Undang-Undang Cipta
Kerja yang mengatur waktu kerja, telah memenuhi hak-hak kemanusiaan
pekerja.

Terkait dengan hak-hak tersebut, konsep al-Mamlikiyyah sangat
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja, dan nilai-nilai
kemanusiaan itu erat kaitannya dengan rasa keadilan bagi pekerja. Oleh
karena itu, maqgasid asy-Syari ah merupakan cara dan upaya dalam menggali
nilai keadilan itu. Salah satu hal yang mendasari pemikiran magqgasid asy-
Svari’ah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan
ditetapkannya hukum Islam. Kaitannya dengan aturan kerja yang sudah

ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (sebagaimana dimaksud pada

41 Pujileksono, Perundang-Undangan..., h. 105
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pasal 77), ketentuan di dalamnya telah memberikan jangka waktu kerja dan
istirahat sesuai tujuannya, yaitu rasa keadilan yang diterima oleh pekerja dan
pemberi kerja, sehingga antara pekerja dan pemberi kerja tidak ada yang
merasa dirugikan. Dengan kata lain, kedua belah pihak terlindungi hak-hak
mereka dalam mendapatkan kemaslahatan.

Setelah menela’ah pasal-pasal yang menjelaskan tentang waktu kerja,
baik itu pada pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal 77 Undang-
Undang Cipta Kerja dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Tahun 2021, maka
tidak ditemukan unsur eksploitasi terhadap pekerja sebagaimana yang
dikhawatirkan oleh para pekerja sebelumnya. Oleh karena itu, menurut
peneliti saat ini Undang-Undang yang berlaku tersebut sudah sesuai dengan

rasa keadilan pekerja dan pengusaha.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 77 Undang-Undang
Cipta Kerja tentang waktu kerja dalam perspektif
keadilan pada konsep al-Mamlikivyvah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamluakiyyah
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Permasalahan:
Waktu kerja yang dinilai
eksploitatif.

Ketentuan UU No. 13
Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan:

Pasal 77 Undang-Undang
Ketenagakerjaan tentang
waktu Kerja:

“Ketentuan mengenai waktu
kerja pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri”.

Ketentuan UU Cipta
Kerja:

Pasal 77 UU Cipta Kerja
tentang waktu Kerja berubah
menjadi:

“Ketentuan lebih lanjut
mengenai waktu kerja pada
sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan
Pemerintah”.

Ketentuan PP No. 35
2021:

Pasal 21 PP No. 35 tentang
waktu Kerja disebutkan:
“Pelaksanaan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh di
Perusahaan diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama”.

Analisa Teori:

Menurut peneliti, setiap ketentuan
pasal Undang-Undang yang mengatur
hajat hidup orang banyak haruslah
menyentuh rasa keadilan bagi semua
pihak, dan tidak dibenarkan mengatur
dengan semena-mena, baik itu dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama. Rasa keadilan itu
dimunculkan dari keadilan sebagai
fairness (keadilan yang setara) yang
merupakan contoh tentang teori
kontrak yang dapat diterapkan pada
berbagai perjanjian kerjasama, seperti
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Terkait dengan hak-hak dan waktu
kerja, konsep ‘al-Mamlikiyyah” sangat
mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan dalam bekerja, nilai-nilai
kemanusiaan itu erat kaitannya
dengan rasa keadilan bagi pekerja.
Oleh karena itu, “maqasid asy-
Svari’ah” merupakan cara dan upaya
dalam menggali nilai keadilan itu.
Dalam prinsip keadilan konsep al-
Mamlukiyyah disebutkan:”Setiap
orang mempunyai hak-hak yang sama
dalam segala hak-hak kemanusiaan”,
termasuk dalam hal ini waktu yang
ditentukan untuk bekerja.

Berdasarkan ketentuan
regulasi Undang-
Undang dan peraturan
Pemerintah tersebut,
maka perubahan pasal
77 Undang-Undang
Cipta Kerja tentang jam
kerja yang dinilai
eksploitatif
sesungguhnya tidak
benar, perbedaan yang
ada bukanlah terletak
pada ketentuan waktu
kerja dan istirahat,
melainkan kewenangan
yang mengatur waktu
kerja. Peneliti tidak
menemukan unsur-
unsur eksploitasi
terhadap pekerja
sebagaimana yang
dikhawatirkan oleh
para pekerja
sebelumnya.

4. Pasal tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
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a. Regulasi pasal tentang syarat pekerja waktu tertentu.

1) Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan
“Avat (1)Perjanjian kerja untuk waktu tertenfu hanva dapat dibuat
untuk pekerjaan fertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu fertentu, vaitu: a.
pekerjaan vang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b.
pekerjaan vang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu vang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c.  pekerjaan vang
bersifat musiman; atau d.  pekerjaan vang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan vang masih dalam
percobaan atau penjajakan. Avat (Z2)Perjanjian kerjia untuk waktu
tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yvang bersifat tetap.
Avat (3)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau

diperbaharui”*%?

42 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 23

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir
telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
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2) Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor: Kep.100/Men/V1/2004.
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) untuk pekerjaan yang sekali

selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga)
tahun dijelaskan pada pasal 3 sebagai berikut:

“(1) PKWT untuk pekerjaan vang sekali selesai atau sementara sifatnya

adalah PKWT vang didasarkan atas selesainva pekerjaan tertentu. (2)
PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling
lama 3 (tiga) tahun. (3) Dalam hal pekerjaan ftertentu vang
diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diselesaikan lebih cepat dari vang diperjanjikan maka PKWT
tersebut putus demi hukum pada saat selesainva pekerjaan”*®

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

%3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:
Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, h. 2

Pasal 3:

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT
yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga)
tahun.

(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan
maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan
batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena
kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan
pembaharuan PKWT.

(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
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3) Perubahan Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 59 dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Avat (1) Perjanjian kerja untuk waktu terfentu hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan tertentu vang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu”

“Avat (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan

untuk pekerjaan vang bersifat tetap”.**

4)Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021:

“Avat (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 avat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima)

tahun’”*®

(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang
dituangkan dalam perjanjian.

%4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 539

Ketentuan pada pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama;

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu
tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka
waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
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b. Teori dan analisis terhadap pasal tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu.
Perubahan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur

syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja
kontrak, ketentuan masa kontraknya menjadi 5 tahun sebagaimana dijelaskan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dengan dihapusnya
ketentuan masa kontrak selama 3 tahun dan dibolehkan maksimal selama 5
tahun, kemudian setelah itu dapat diperpanjang tanpa adanya jenjang karir
menuju status tetap, maka itu artinya tidak ada batasan aturan sampai kapan
seorang pekerja bisa dikontrak karena dapat diperbaharui masa kontraknya.
Akibatnya bisa saja pekerja kontrak tersebut menjadi pekerja kontrak seumur
hidup. ¢

Presiden KSPI Said Igbal mengatakan, “PKWT pada Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memang dibatasi selama 5 tahun. Akan

tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut tidak mengatur

%% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Wakfu Istirahat Dan Pemufusan
Hubungan Kerja, h. 7-8

Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021:

(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir

dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan
PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh, dengan Kketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

(3) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan
Kerja berdasarkan PKWT.
46 https://www.TimLitbang CNNIndonesia.com
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periode kontrak. Sementara pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun 2003 sebelumnya, selain mengatur batas kontrak juga mengatur
priode kontrak selama 3 priode. Priode pertama kontrak selama 2 tahun,
priode kedua perpanjangan kontrak selama 1 tahun dan priode ketiga
pembaharuan kontrak selama 2 tahun, sehingga total menjadi 5 tahun. Oleh
sebab pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak mengatur
adanya priode, maka setelah adanya terminologi “pekerja kontrak seumur
hidup”, sekarang dengan adanya peraturan itu berubah menjadi istilah
“kontrak yang berulang-ulang”. Boleh jadi setelah kontrak satu minggu akan
ada pemecatan, atau setelah setahun berikutnya, dan akhirnya kondisi itu
menjadi rentan dengan pemecatan.*®’

Selain itu menurut peneliti, jika aturan tentang masa kontrak itu tidak
diiringi dengan adanya alternatif jenjang karir menjadi karyawan tetap,
sementara pekerjaan tersebut memungkinkan untuk berlangsung terus
menerus, maka hal itu akan memunculkan suatu kecemburuan sosial,
khususnya terhadap karyawan yang telah resmi sebagai karyawan tetap di
perusahaan itu. Terkait dengan itu menurut John Rawls, prinsip-prinsip
keadilan tampaknya memang tidak serta merta memunculkan suatu
kecemburuan umum yang bisa dimengerti. Adanya persoalan seperti ini juga
masih dalam taraf sesuatu yang masih relatif stabil. Namun perlu juga untuk
diteliti tentang suatu kondisi hubungan yang mungkin memunculkan
kecemburuan dengaan alasan suatu kesetaraan. Nilai-nilai kesetaraan harus

dipahami sebagaimana teori keadilan yang menjelaskan tentang hak-hak bagi

47 https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan -kspi
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semua orang untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan bersama. Ketika
ada banyak bentuk kesetaraan, dan egalitarianisme yang membenarkan
adanya tingkatan-tingkatan, atau adanya konsepsi-konsepsi keadilan yang
dapat diakui sebagai sifat egaliter, maka seiring adanya suatu ketimpangan
tertentu terkait dengan tingkatan-tingkatan itu, secara umum kondisi tersebut
masih diijinkan/dibolehkan. Menurut John Rawls, dua prinsip keadilan masih
bisa diterima/masuk dalam persoalan ini.

Menurut peneliti, jika ada alasan yang kuat terkait aturan sistem
kontrak yang masih bisa diperpanjang setelah masa lima tahun, berikut
adanya penerimaan yang tidak memunculkan suatu kecemburuan karena
alasan yang kuat, maka kondisi seperti itu tidak bertentangan dengan dua
prinsip keadilan. Akan tetapi jika sebaliknya kecemburuan itu muncul karena
suatu alasan yang kuat, misal perusahaan mendapatkan untung yang besar
dan mampu mengangkat pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, maka aturan

tentang PKWT harus ditinjau kembali kemanfaatannya.

c. Perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Buti terhadap pasal tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Jika persoalan tentang perubahan aturan PKWT (Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu) dianalisa dengan konsep al-Mamlikiyvah vyang
mengedepankan teori maqasid asy-Svariah, maka tujuan dari
maslahat/prioritas perubahan masa kerja kontrak harus dapat diukur tingkat
kemaslahatannya. Apabila aturan perubahan itu justru mengurangi hak-hak
pekerja kontrak, sehingga pekerja tidak akan pernah menjadi pekerja tetap,

dengan alasan bahwa regulasi tentang PKWT membolehkan untuk
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memperpanjang masa kontrak, maka itu akan mengurangi rasa keadilan

terhadap pekerja kontrak. Menurut peneliti, perlu adanya jenjang karir yang

aturannya harus disiapkan agar dapat mendorong perusahaan untuk lebih

memperhatikan kesejahteraan buruh dengan mengangkat kategori tertentu

untuk menjadi karyawan tetap. Inilah fungsi maqdsid asy-Syari'ah sebagai

alat untuk menggali kemaslahatan sehingga mendapatkan rasa keadilan.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 59 tentang Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu dalam perspektif keadilan pada

konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-

Buti
No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamluakiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: PKWT pada Peraturan
Perubahan aturan masa Menurut peneliti, dengan dihapusnya Pemerintah Nomor 35
kontrak dari 3 tahun menjadi | ketentuan masa kontrak selama 3 Tahun 2021 memang
5 tahun tanpa adanya masa | tahun dan dibolehkan maksimal dibatasi selama 5
periode. selama 5 tahun, kemudian setelah itu tahun. Akan tetapi
dapat diperpanjang tanpa adanya Peraturan Pemerintah
2. | Ketentuan UU No. 13 jenjang karir menuju status tetap, maka | Nomor 35 Tahun 2021

Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan:

Pasal 59 Undang-Undang
Ketenagakerjaan tentang
PKWT:

“Avat (1) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan
terfentu yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, vaitu:
a.pekerjaan yang sekali
selesai atau yang sementara
sifatnya;

itu artinya tidak ada batasan aturan
sampai kapan seorang pekerja bisa
dikontrak karena dapat diperbaharui
masa kontraknya.

Secara teori aturan seperti ini tidak
membuka ruang karir untuk meningkat
menjadi pekerja tetap. Seharusnya jika
itu sejalan dengan teori keadilan yang
memberikan ‘“kesempatan atau hak
kepada siapa saja” maka harus ada
jenjang karir, dan sistem secara
periodik”.

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Terkait dengan PKWT, konsep ‘al-

tersebut tidak mengatur
periode kontrak.
Sementara pada
Undang-Undang
Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003
sebelumnya, selain
mengatur batas kontrak
juga mengatur periode
kontrak selama 3
periode.
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b.pekerjaan vang
diperkirakan
penvelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama
dan paling lama 3 (tiga)
tahun.

“Avat (4) Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu yang
didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun”. Setelah
itu dapat dijperbaharui
berdasarkan ayat 3 (tiga)
sebelumnya.

Ketentuan UU Cipta
Kerja:

Pasal 59 UU Cipta Kerja
tentang PKWT  berubah
menjadi:

Avat (1) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu hanva
dapat dibuat untuk
pekerjaan terfentu yang
menurut jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu
tertentu”

“Avat (2) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu tidak
dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat
tetap”.

Ketentuan PP No. 35
2021:

Pasal 8 ayat 1 PP No. 35
tentang PKWT disebutkan:
“Avat (1) PKWT berdasarkan

Mamlikiyvah” sangat mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja.
Nilai-nilai kemanusiaan itu juga erat
kaitannya dengan rasa keadilan bagi
Waktu
ditentukan

Perjanjian  Kerja
(PKWT)

secara periode

pekerja.
Tertentu jika
masa kontraknya,
secara teori, “maqdsid asy-Syarrah”
akan membuka ruang bagi pekerja
dalam meningkatkan karirnya, karena
sistem kontrak itu juga tidak terlepas
dalam
yang
lebih baik sehingga mereka dapat

dari kemaslahatan pekerja

mendapatkan  imbalan/upah
meningkatkan sandang, pangan dan
papan bagi kehidupan mereka. Prinsip
keadilan  konsep  al-Mamlukiyyah
menjelaskan bahwa setiap perbuatan
harus mendatangkan manfaat timbal-
balik, baik pada pekerja seperti adanya
kesempatan jenjang Kkarir, atau pada
pemberi kerja berupa keuntungan.
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Jjangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dapat dibuat untuk paling
lama 5 (lima) tahun’,

5. Pasal tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)

a. Regulasi pasal 42 ayat tentang kemudahan bagi pekerja
asing

1) Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Avat (1)Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan fenaga kerja asing
wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat vang ditunjuk. Pemberi
kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing”**®

2) Pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 42 ayat 1, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6:

“Avat (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja
asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing vang disahkan
oleh Pemerintah Pusat Avat (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di
Indonesia hanyva dalam hubungan kerja untuk jabatan ftertentu dan waktu
tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan vang akan
diduduki. Avat (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan vang
mengurusi personalia. Avat (6) Kefentuan mengenai jabatan fertenfu dan

48 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 18

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja orang perseorangan
dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai
diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis
dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
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waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam Peraturan
Pemerintah”**

3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

Tentang Tenaga Kerja Asing

Avat (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan
penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
Avat (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) belum
dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki
oleh TKA. Avat (3) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri” **°

b. Teori dan analisis terhadap pasal 42 tentang
kemudahan bagi pekerja asing
Konsep mengenai hak seseorang secara intuitif (pemahaman yang

bukan melalui penalaran) adalah sama dengan konsep tentang

keberadaannya bersama dengan prinsip-prinsip yang pada posisi asal dapat

%9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 535

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau

c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan
produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-
up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu
tertentu.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan
jabatan yang akan diduduki.

(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.

(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

%0 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 T7entang
Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Wakfu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 14-15
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dipahami bisa diterapkan pada hal-hal yang sejenisnya. John Rawls tidak
menafsirkan konsep hak seperti itu akan memberikan analisis tentang makna
istilah “hak” sebagaimana biasanya digunakan dalam konteks moral. Tidak
berarti pula analisis konsep hak tersebut dipahami sebagai pemahaman yang
kolot/tradisional. Namun, pandangan yang lebih luas mengenai hak sebagai
fairness/kesetaraan mesti dipahami sebagai suatu konsep yang ada.*®! Secara
umum, peneliti dapat memahami bahwa konsep yang dimaksud John Rawls
dalam hal ini adalah konsep tentang hak yang berdasarkan moral dan
kesetaraan yang manusiawi. Artinya tidak ada perbedaan bagi setiap manusia
untuk mendapatkan haknya, termasuk hak untuk bekerja.

Akan tetapi terkait dengan peraturan pemerintah tentang hak Tenaga
Kerja Asing (TKA), ternyata telah menjadi poin yang sangat ditentang oleh
masyarakat serikat pekerja, vaitu pasal 42 yang mengatur tentang
kemudahan bagi pekerja asing. Dalam pasal tersebut disebutkan ”Setiap
pemberi kerja hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan rencana
penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari pemerintah pusat”. Ini berbeda
dengan sebelumnya, dan jika ini disahkan maka TKA sudah tidak diharuskan
lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk,
yang kemudian pertanyaannya adalah siapa yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kualitas dari para TKA ini. 462

Presiden KSPI, Said Igbal mengatakan kalangan serikat buruh pada
prinsipnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya

terutama Klaster ketenagakerjaan. Igbal menilai Undang-Undang Cipta Kerja

%1 Rawls, Teori..., h. 133
462 https://www.TimLitbang CNNIndonesia.com
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dan peraturan turunannya merugikan buruh. Igbal menyoroti sejumlah
ketentuan dalam beberapa hal pada Peraturan Pemerintah dan Undang-
Undang Cipta Kerja Kklaster ketenagakerjaan. Diantaranya Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang TKA. la mengkritik mekanisme
pengawasan terhadap TKA yang sebelumnya menggunakan izin untuk bisa
bekerja di Indonesia sekarang diganti dengan pengesahan dalam bentuk
rencana penggunaan TKA (RPTKA). Ketentuan ini dinilai semakin
memudahkan TKA terutama yang kompetensi dan keterampilannya rendah
masuk ke Indonesia. la memprediksi akan semakin banyak buruh kasar dari
luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga mengancam lapangan kerja
bagi pekerja lokal.*3

Kemudahan-kemudahan terkait izin dan peluang TKA sesuai Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintah ini memang secara jelas memberikan
kemudahan. Apabila ini tidak diiringi dengan pengawasan dan seleksi ketat

terhadap TKA, maka akan berimbas kepada peluang bagi pekerja Indonesia

khususnya untuk menempati posisi-posisi strategis.

c. Perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Biti terhadap pasal 42 Undang-
Undang Cipta Kerja

Jika poin tentang kemudahan bagi TKA terkait izin dan posisi jabatan

diberikan secara terbuka untuk siapa saja, sebagaimana yang diatur pada
pasal 42 tentang kemudahan bagi pekerja asing. Konsep al-Mamlikiyyah

memberikan perspektif terkait itu dalam dua hal. Pertama, berkaitan dengan

463 https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan -kspi
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hak setiap orang dalam mendapatkan maslahatnya. Aedua, berkaitan dengan

maslahat bangsa Indonesia dalam mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi

keluarganya. Dua hal ini tentu harus disikapi dengan pandangan teori

magqasid asy-Syari'ah tentang manakah yang lebih dianggap prioritas sebagai

maslahat bangsa Indonesia saat ini. Kalau itu juga berkaitan dengan syarat

yang diminta investor dalam mengembangkan sahamnya di Indonesia, maka

pemerintah juga harus lebih bijak dalam mempertimbangkan maslahat

bangsa dan negara, minimal tidak terlalu memberikan kemudahan bagi TKA

untuk bekerja di Indonesia.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 42 Undang-Undang

Cipta Kerja tentang kemudahan bagi
perspektif keadilan pada konsep

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

TKA dalam
al-Mamlukiyyah

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamlukiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Mekanisme
Perubahan izin kerja, dari Menurut peneliti, setiap ketentuan pengawasan terhadap
izin menteri menjadi pasal Undang-Undang yang mengatur | TKA yang sebelumnya
pengesahan RPTKA bagi hajat hidup orang banyak haruslah menggunakan izin
TKA. menyentuh rasa keadilan bagi semua Menteri untuk bisa
pihak, dan tidak dibenarkan mengatur | bekerja di Indonesia,
9 Ketentuan UU No. 13 dengan semena-mena, baik itu dalam | sekarang diganti

Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan:

Pasal 42 ayat 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan
tentang TKA:

“Avat (1)Setiap pemberi
kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib
memiliki izin tertulis dari

Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama. Secara umum, peneliti dapat
memahami bahwa konsep yang
dimaksud John Rawils terkait hak setiap
orang dalam hal ini, adalah konsep
tentang hak yang berdasarkan moral
dan kesetaraan yang manusiawi.

Artinya tidak ada perbedaan bagi

dengan pengesahan
dalam bentuk rencana
penggunaan TKA
(RPTKA). Ketentuan ini
dinilai semakin
memudahkan TKA
terutama yang
kompetensi dan
keterampilannya
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Menteri atau pejabat yang
ditunjuk. Pemberi kerja
orang perseorangan dilarang
mempekerjakan tenaga kerja
asing”.

Ketentuan UU Cipta
Kerja:
Pasal 42 UU Cipta Kerja

tentang TKA berubah
menjadi:
Ketentuan Pasal 42 ayat 1,

avat 4, ayat 5 dan ayat 6:
“Avat (1) Setiap pemberi
kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib
memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja
asing yvang disahkan oleh
Pemerintah Pusat. Avat (4)
Tenaga kerja asing dapat
dipekerjakan di Indonesia
hanya dalam hubungan
kerja untuk jabatan ftertentu
dan waktu tertentu serta
memiliki kompetensi sesuai
dengan jabatan yang akan
diduduki. Avat (5) Tenaga
kerja asing dilarang
menduduki jabatan vang
mengurusi personalia. Ayat
(6) Ketentuan mengenai
Jjabatan tertentu dan waktu
tertentu sebagaimana
dimaksud pada avat (41
diatur dalam Peraturan
Pemerintah”.

Ketentuan PP No. 34
2021:

Pasal 2 PP No. 34 tentang
TKA disebutkan:

“Avat (1) Setiap Pemberi

setiap manusia untuk mendapatkan
haknya, termasuk hak untuk bekerja.

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Terkait dengan hak-hak kemudahan
“al-

Mamilikiyyah” sangat mengedepankan

bagi TKA di Indonesia, konsep

nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja,
dan nilai-nilai kemanusiaan itu erat
kaitannya dengan rasa keadilan bagi
Terkait hak
kemudahan TKA, masalah ini dapat

pekerja. dengan

disikapi dengan pandangan teori

maqasid asy-Syari’ah, tentang
manakah yang lebih dianggap prioritas
sebagai maslahat bangsa Indonesia
saat ini. Kalau itu juga berkaitan
dengan syarat yang diminta investor
dalam mengembangkan sahamnya di
Indonesia, maka pemerintah
lebih bijak

mempertimbangkan maslahat bangsa
tidak terlalu

memberikan kemudahan bagi TKA

juga
harus dalam

dan negara, minimal
untuk bekerja di Indonesia. Prinsip

keadilan dalam konsep al-

Mamlukiyyah  menjelaskan  bahwa
keadilan itu harus dapat mewujudkan

keseimbangan sosial masyarakat.

rendah masuk ke
Indonesia.
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Kerja TKA wajib
mengutamakan penggunaan
tenaga kerja Indonesia pada
semua jenis jabatan yang
tersedia. Avat (2) Dalam hal
jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
belum dapat diduduki oleh
tenaga kerja Indonesia,
jabatan tersebut dapat
diduduki oleh TKA. Avat (3)
Penggunaan TKA
sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dilakukan dengan
memperhatikan kondisi
pasar kerja dalam negeri’.

6. Pasal tentang uang penghargaan masa kerja

a. Regulasi pasal 156 ayat 3 tentang uang penghargaan

masa kerja

1) Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pada pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang uang

penghargaan masa kerja dijelaskan sebagai beriku

4464

44 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 63
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)ditetapkan sebagai berikut:

a.

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3

(tiga) bulan upah;

masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun,
4 (empat) bulan upah;

masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
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2) Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal 165 ayat 3 tentang uang penghargaan masa kerja dijelaskan
sebagai berikut:4%°
3) Pasal 21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 Tentang Uang
Penghargaan Masa Kerja.

“Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusal memberikan ijin
pemutusan hubungan kerja maka dapat ditetapkan pula kewajiban
pengusaha untuk memberikan kepada pekerja vang bersangkutan uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau ganti kerugian”.

Dan besarannya diatur pada pasal 23.46¢

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 556-557

Pasal 156 ayat 3 UU Ciptaker:
(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun,
4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)
tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua
puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upabh;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

46 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000
Tentang Penvelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, h. 19

Pasal 23:

Besarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ditetapkan sebagai berikut :

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah;
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4) Pasal 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021.

“Pada Pasal 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,
ketentuan jumlah bulan uang penghargaan masa kerja sebanding dengan

ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja”**’

b. Teori dan analisis terhadap pasal 156 ayat 3 tentang
uang penghargaan masa kerja.

b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah;

c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah;
d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun adalah 5 bulan upah;
e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun adalah 6 bulan upah;
f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun adalah 7 bulan upah;
g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun adalah 8 bulan upah;
h. masa kerja 24 tahun atau lebih adalah 10 bulan upah.

%7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Dava, Waktu Kera Dan Waktu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 26-27

Pasal 40 ayat 3:
(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan Upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)
bulan Upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan Upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun,
5 (lima) bulan Upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan Upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun,

7 (tujuh) bulan Upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun,

8 (delapan) bulan Upah; dan

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
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Kesimpulan yang menyatakan bahwa ketentuan uang penghargaan
masa kerja 24 tahun pada pasal 156 ayat 3 poin h Undang-Undang
Ketenagakerjaan dinyatakan dihapus adalah tidak benar. Pada Undang-
Undang Cipta Kerja pasal 156 ayat 3 huruf h terkait uang penghargaan bagi
pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih masih
ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Setiap pekerja masih ditetapkan
berhak menerima uang penghargaan 10 bulan gaji berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021. Menurut peneliti, ketentuan ini merupakan bentuk
keadilan yang layak bagi setiap pekerja setelah masa kerja selama 24 tahun.
Ketentuan ini tetap berlaku sebagai penghargaan kepada pekerja yang turut
mengembangkan usaha bersama-sama dengan pengusaha.

Secara teori, bentuk keadilan seperti ini merupakan kecenderungan
akal sehat untuk menganggap bahwa penghasilan dan kekayaan, serta hal-
hal yang bermanfaat bagi kehidupan secara umum harus didistribusikan
menurut kelayakan moral. Keadilan adalah kebahagiaan sesuai kebajikan dan
perbuatan yang telah dilakukan. Walaupun diakui bahwa idealnya ini tidak
akan pernah bisa diwujudkan sepenuhnya, inilah konsepsi yang layak tentang
keadilan distributif. Setidaknya sebagai prinsip prima facie, dan semua orang
harus berusaha mewujudkan seperti ini sejauh keadaan yang memungkinkan.
468 Menurut peneliti, dengan masih berlakunya ketentuan uang penghargaan

masa kerja, artinya distribusi keuntungan terhadap para pekerja merupakan

468 Rawls, Teori..., h. 396
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cara untuk memberikan rasa keadilan. Sebagai kompensasi dari kelayakan

yang mestinya harus diberikan.

c. Perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Biti terhadap pasal 156 ayat 3
tentang uang penghargaan masa kerja

Pemberian uang penghargaan masa kerja karena turut berpartisipasi

dalam memajukan perusahaan merupakan bentuk usaha dalam membantu
pekerja agar setelah ia keluar dari perusahaan, maka ia telah memiliki
sejumlah modal yang dapat ia gunakan untuk usaha mandiri atau keperluan
lainnya. Dalam hal ini konsep al-Mamlikiyyah sejalan dengan ketetapan
pemberian uang penghargaan masa kerja. Artinya persoalan prioritas yang
berupa pemberian uang penghargaan itu sesungguhnya tidak hanya
berpengaruh kepada persoalan biasa, melainkan sangat berkaitan dengan
masa depan selanjutnya yang akan dijalani oleh pekerja. Selain dapat
berfungsi untuk menekan jumlah pengangguran, pemberian uang
penghargaan masa kerja juga berfungsi menjaga keseimbangan sosial
masyarakat, karena akan muncul usaha-usaha baru yang juga membutuhkan
tenaga kerja lainnya. Dalam Islam, metode magqasid asy-Syari’ah menjadi
cara dalam menetapkan maslahat-maslahat seperti itu. Terkhusus dengan
konsep al-Mamlikiyyah, konsep tersebut sejalan dengan aturan-aturan
manusia secara umum, vaitu dalam menentukan aturan yang ditetapkan
secara bersama, walaupun faktor ruhaniyah juga sangat berkaitan dengan hal
itu. Hanya saja dalam persoalan muamalah maka konsep al-Mamlikiyyah

juga berfungsi secara universal.
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d. Tabel regulasi dan analisis pasal 156 ayat 3 tentang

uang penghargaan masa

kerja dalam

perspektif

keadilan pada konsep al-Mamlikivyvah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamlukiyyah

1. | Permasalahan: Analisa Teori: Sebagai temuan:
Pemahaman bahwa uang Menurut peneliti, ketentuan pasal 156 “Pemahaman tentang
penghargaan masa kerja ayat 3 huruf h Undang-Undang Cipta hak uang penghargaan
selama 24 tahun dihapus Kerja tentang pemberian uang masa kerja yang tidak
pada UU Cipta Kerja. penghargaan masa kerja telah ditentukan dalam UU

menyentuh rasa keadilan bagi semua Cipta Kerja adalah tidak

2. | Ketentuan UU No. 13 pihak. benar. Yang benar
Tahun 2003 Tentang Secara teori, bentuk keadilan seperti ini | adalah, ketentuan uang
Ketenagakerjaan: merupakan kecenderungan akal sehat | penghargaan masa
Pasal 156 ayat 3 huruf h untuk menganggap bahwa penghasilan | kerja disebutkan pada
Undang-Undang dan kekayaan, serta hal-hal yang UU Ketenagakerjaan,
Ketenagakerjaan tentang bermanfaat bagi kehidupan secara UU Cipta Kerja dan
uang penghargaan masa umum harus didistribusikan menurut Peraturan Pemerintah”.
Kerja: kelayakan moral.
“Perhitungan uang
penghargaan masa kerja Perspektif al-Mamlakiyyah:
sebagaimana dimaksud Terkait dengan hak uang penghargaan
ditetapkan dari masa kerja 3 | masa kerja, konsep ‘al-Mamlikiyyah”
tahun sampai masa kerja 24 | sangat mengedepankan nilai-nilai
tahun lebih, dengan kemanusiaan dalam bekerja.
ketentuan sebagaimana Dalam Islam, metode maqasid asy-
vang tercantum”. Syariah  menjadi cara  dalam

menetapkan maslahat-maslahat seperti

Ketentuan UU Cipta itu. Terkhusus dengan konsep al-

3. | Kerja: Mamlikiyyah, konsep tersebut sejalan

Pasal 156 ayat 3 huruf h UU
Cipta Kerja tentang uang
penghargaan masa Kerja:
“Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
ditetapkan dari masa kerja 3

dengan aturan-aturan manusia secara

umum, vaitu dalam menentukan
aturan yang ditetapkan secara
bersama. Prinsip keadilan dalam

konsep tersebut menjelaskan:”Setiap

perbuatan  harus = mendatangkan

manfaat timbal balik”.
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tahun sampai masa kerja 24
tahun lebih, dengan
ketentuan sebagaimana
vang tercantum”,

4. | Ketentuan PP No. 35
2021:

Pasal 21 PP No. 35 tentang
uang penghargaan masa
Kerja disebutkan:
“Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
ditetapkan dari masa kerja 3
tahun sampai masa kerja 24
tahun lebih, dengan
ketentuan sebagaimana
vang tercantum”.

7. Pasal tentang jaminan pensiun
a. Regulasi pasal 167 ayat 1 tentang jaminan pensiun

1) Pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Avat (1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila
pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun vang
iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 aval (2), uang
penghargaan masa kerja sesuai ketenfuan Pasal 156 avat (3), tetapi fetap

berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 avat (4)”*%°

9 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 71
Pasal 167

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan
pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha,
maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
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Seiring ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan, Pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang

jaminan pensiun tidak mengalami perubahan dan masih berlaku.

b. Teori dan analisis terhadap pasal 167 ayat 1 tentang
jaminan pensiun
Menurut Litbang CNN, seiring ditetapkannya Undang-Undang Cipta

Kerja jaminan pensiun pekerja juga terkena imbasnya, sebab pada Undang-
Undang Cipta Kerja telah menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang

tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun.

(3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4).

(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam
program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil
daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh
pengusaha.

(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun
yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang
diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya
dibayar oleh pengusaha.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua
yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Ini juga berkaitan erat dengan kemungkinan adanya kontrak seumur hidup.

470

Menurut peneliti, terkait asumsi menolak atau meniadakan jaminan
pensiun oleh perusahaan yang bersangkutan, tidak mengikutsertakan
pekerjanya atau tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan
pensiun. Pada dasarnya, dalam hal ini pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia
pensiun. Apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program
pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh
tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa Kkerja,
tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak. Demikian yang disebut dalam
Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Mengacu pada hal di atas, secara implisit pasal itu mengatakan bahwa
diikutsertakannya pekerja/buruh pada program pensiun bukanlah suatu
kewajiban perusahaan. Jadi perusahaan tidak wajib mengikutsertakan
pekerjanya untuk program jaminan pensiun sehingga tidak ada sanksi bagi
perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya atau dengan kata lain
meniadakan program jaminan pensiun.

Pengaturan lain yang secara implisit juga mengatakan bahwa program
jaminan pensiun sifatnya tidak wajib bagi perusahaan adalah pengaturan
dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam hal

pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun

470 https://www.TimLitbang CNNIndonesia.com
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yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka
yang diperhitungkan dengan uang pesangon vyaitu uang pensiun yang
premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Kemudian, apa hak bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja karena wusia pensiun namun pengusaha tidak
mengikutsertakannya dalam program jaminan pensiun?. Tri Jata Ayu dalam
“Jurnal Hukum Online” menjelaskan, kita mengacu pada Pasal 167 ayat (5)
Undang-Undang Ketenagakerjaan: “Dalam hal pengusaha tidak
mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja
karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib
memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).

Perlu diketahui, saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program
jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian (Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU BPJS). Jika perusahaan yang
dimaksud telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan

pensiun, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS,
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pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan
ketentuan tersebut bisa mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal
17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BPJS serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu: “a. teguran tertulis, b. Denda,
dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu” .4

Secara teori, bentuk keadilan seperti ini (pemberian pensiun/jaminan
pensiun) masih berkaitan dengan pemberian uang penghargaan masa kerja.
Secara akal sehat uang pensiun dianggap bagian dari penghasilan dan
kekayaan, serta hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan secara umum yang
harus didistribusikan menurut kelayakan moral. Keadilan seperti ini adalah
kebahagiaan yang sesuai dengan kebajikan dan perbuatan yang telah
dilakukan.*’?> Menurut peneliti, dengan masih berlakunya ketentuan jaminan
pensiun, artinya distribusi keuntungan terhadap para pekerja merupakan cara
untuk memberikan rasa keadilan. Sebagai kompensasi dari kelayakan yang

mestinya harus diberikan.

471 Jurnal Hukumonline.com
472 Rawls, Teori..., h. 396
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c. Perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Biti terhadap pasal 167 ayat 1
tentang jaminan pensiun

Teori keadilan John Rawls yang berkaitan dengan distribusi kelayakan
moral, seperti (pemberian pensiun/jaminan pensiun) memberikan rasa
keadilan bagi si penerima. Maka demikian pula maqgasid asy-Svari’'ah sebagai
cara untuk mendapatkan legalitas kemaslahatan sebagai bentuk keadilan
vang diberikan kepada setiap orang. Pemikiran tentang jaminan
pensiun/uang pensiun yang dianggap sebagai bagian dari penghasilan dan
kekayaan, merupakan bagian dari nilai-nilai universal yang berlaku untuk
siapa saja.

Hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan secara umum yang harus
didistribusikan menurut kelayakan moral, merupakan amal kebajikan yang
dianjurkan dalam agama. Keadilan seperti ini adalah kebahagiaan yang
sesuai dengan kebajikan/perbuatan mulia dalam mencapai kemaslahatan dan
kepentingan umum. Menurut peneliti, dengan masih berlakunya ketentuan
jaminan pensiun, artinga maslahat umum pekerja (terkait distribusi
keuntungan) bagi para pekerja merupakan cara untuk memberikan rasa

keadilan, sebagai bagian dari kompensasi kelayakan yang mestinya harus

diberikan.
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d. Tabel regulasi dan analisis pasal 167 ayat 1 Undang-

Undang Ketenagakerjaan tentang jaminan pensiun

dalam perspektif keadilan pada konsep al/-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamluakiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Berdasarkan ketentuan
Pemahaman tentang tidak Menurut peneliti, sebagaimana | regulasi Undang-
ada sanksi bagi ketentuan pasal Undang-Undang yang | Undang tentang
pengusaha/perusahaan yang | mengatur tentang jaminan pensiun, | jaminan pensiun dan
tidak mengikutsertakan dalam hal ini perusahaan tidak wajib | jaminan sosial, pasal
jaminan pensiun pekerja. mengikutsertakan pekerjanya untuk | 167 ayat 1 tentang
program jaminan pensiun sehingga | jaminan pensiun dan
9 Ketentuan UU No. 13 tidak ada sanksi bagi perusahaan yang | pasal 15 ayat 1 UU

Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan:

Pasal 167 ayat 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan
tentang jaminan pensiun:
“Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
memasuki usia pensiun dan
apabila pengusaha telah
mengikutkan pekerja/buruh
pada program pensiun yang
iurannya dibayar penuh oleh
pengusaha, maka
pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang
pesangon sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (3), tetapi tetap berhak
atas uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4)”.

tidak mengikutsertakan pekerjanya
atau dengan kata lain meniadakan
program jaminan pensiun.

Secara teori, bentuk keadilan seperti ini
(pemberian pensiun/jaminan pensiun)
masih berkaitan dengan pemberian
uang penghargaan masa kerja. Secara
akal sehat uang pensiun dianggap
bagian dari penghasilan dan kekayaan,
serta hal-hal yang bermanfaat bagi
kehidupan secara umum yang harus
didistribusikan
moral.

menurut  kelayakan

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Terkait dengan jaminan pensiun,
konsep ‘al-Mamlikiyyah” sangat
mengedepankan nilai-nilai
kemaslahatan yang manusiawi dalam
bekerja, oleh karena itu maqasid asy-
Svari’ah sebagai cara untuk
mendapatkan legalitas kemaslahatan
yang berkeadilan sangat
memperhatikan hak prioritas yang
harus diberikan kepada setiap

BPJS masih
memberikan hak-hak
pekerja.
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3. | Ketentuan Pasal 167 ayat | pekerja/orang. Pemikiran tentang

1 tentang jaminan jaminan pensiun/uang pensiun yang
Pensiun tidak berubah dianggap sebagai bagian dari

pada Undang-Undang penghasilan dan kekayaan,

Cipta Kerja. merupakan bagian dari nilai-nilai

universal yang berlaku untuk siapa
4. | Pasall5 ayat 1 dan Pasal | saja. Prinsip keadilan dalam konsep al-

17 ayat 1-2 UU BPJS: Mamlukiyyah menjelaskan:”Setiap
Pasal 15 ayat: 1“Pemberi perbuatan harus mendatangkan
kerja wajib mendaftarkan manfaat timbal balik”.

pekerjanya kepada BPJS

Ketenagakerjaan sesuai
dengan program jaminan
sosial yang diikuti”.
Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara yang
tidak melaksanakan
ketentuan tersebut bisa
mendapatkan sanksi:

a. teguran tertulis, b. denda,
dan/atau c. tidak mendapat
pelayanan publik tertentu
sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 ayat (1) dan (2).

8. Pasal tentang pesangon
a. Regulasi pasal 156 ayat 1 tentang pesangon
1) Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Avat (1) dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha

diwajibkan membavar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa

kerja dan uang penggantian hak vang seharusnva diterima”*"

47 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 63

Pasal 156:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit
sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
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2) Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja

“Avat (1) dalam hal ferjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha

wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan

uang penggantian hak vang seharusnya diterima”.

» A74

3) Pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2021

“Avat (1) dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha

wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja,

dan uang penggantian hak vang seharusnya diterima”.

“Avat (2) uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)
bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8

i

(delapan) bulan upah;
masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

4% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 556
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e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;

I. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan
upah”*™

b. Teori dan analisis terhadap pasal 156 ayat 1 tentang
pesangon
Menurut Lembaga Penelitan Dan Pengembangan CNN tentang

pesangon, dalam Undang-Undang Cipta Kerja nilai pesangon dikurangi dari
nilai 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan
dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayarkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Lalu dari manakah BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan
dana untuk membayar pesangon?.4’®

Pengusaha juga tidak boleh lupa akan uang penghargaan masa kerja
(sebagaimana dijelaskan sebelumnya). Pemberiannya dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 2 (dua) bulan Upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upabh;

475 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Dava, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 25-26

476 https://www.TimLitbang CNNIndonesia.com
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c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua

belas) tahun, 4 (empat) bulan Upabh;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15
(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upabh;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upabh;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari
24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh)

bulan Upah.

Penurunan nilai besaran pesangon terjadi ketika pengusaha
melakukan PHK saat pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan Kkerja. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5
(nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Sementara pada pasal 163
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
pengusaha harus membayarnya dua kali lipat untuk alasan sama. Selain
pesangon, pada pasal 40 ayat (1), pengusaha wajib membayar uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima. Sementara pada pasal 43, Pengusaha dapat melakukan PHK
terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang
disebabkan mengalami kerugian maka pekerja berhak atas uang pesangon
sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).

Kemudian jika PHK karena perusahaan melakukan efisiensi untuk

mencegah terjadinya kerugian maka pekerja berhak atas uang pesangon
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sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Jika perusahaan tutup karena
mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau mengalami
kerugian tidak secara terus menerus selama dua tahun berturut-turut maka
buruh berhak mendapat uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40
ayat (2). Sementara jika tutup bukan karena perusahaan mengalami kerugian
maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal
40 ayat (21). Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan
keadaan memaksa (force majeure) maka pekerja berhak atas: a. uang
pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).#’" Penjelasan tentang
besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja digambarkan pada

tabel, di lampiran.

c. Perspektif keadilan konsep al-Mamlukiyyah Muhammad
Sa’id Ramadan al-Buti terhadap pasal 156 ayat 1

tentang pesangon
Menurut peneliti pembahasan tentang pesangon dan pembahasan
tentang pemberian uang penghargaan masa kerja karena turut berpartisipasi
dalam memajukan perusahaan, dan atau karena pension, secara magqasid
asy-Syari’ah maslahatnya tidak jauh berbeda. Hak-hak yang diterima oleh
pekerja terkait pesangon itu berkaitan dengan kepentingan pekerja.
Diantaranya adalah menjadikan uang pesangon untuk modal usaha yang
akan dilakukan setelah keluar dari perusahaan (untuk usaha mandiri atau

keperluan lainnya). Dalam hal ini konsep al-Mamlikiyyah sejalan dengan

477 www.cnbcindonesia.com
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ketetapan pemberian pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Artinya

persoalan prioritas

yang berupa pemberian uang penghargaan

itu

sesungguhnya tidak hanya berpengaruh kepada persoalan biasa, melainkan

sangat berkaitan dengan masa depan selanjutnya yang akan dijalani oleh

pekerja.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 156 ayat 1 tentang

pesangon dalam perspektif keadilan pada konsep al-

Mamliikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Keadilan Konsep al- Rekomendasi
Mamlukiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Sebagai temuan:
Pemahaman bahwa tidak Menurut peneliti, ketentuan pasal 156 “Pembahasan tentang
ada pesangon bagi karyawan | ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja pesangon dalam UU
yang di PHK. dan Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja dan PP
pesangon telah menyentuh rasa nomor 35 tahun 2021
2. | Ketentuan UU No. 13 keadilan bagi semua pihak. telah menjelaskan
Tahun 2003 Tentang Secara teori, bentuk keadilan seperti ini | secara luas tentang hak-
Ketenagakerjaan: (pemberian pesangon) merupakan hak pesangon yang
Pasal 156 ayat 1 Undang- | pemikiran akal sehat yang bertujuan harus dibayarkan oleh
Undang Ketenagakerjaan | untuk mendistribusikan penghasilan perusahaan kepada
tentang pesangon: dan kekayaan, serta hal-hal yang pekerja.
“Avat (1) dalam hal terjadi bermanfaat bagi kehidupan secara
pemutusan hubungan kerja, | umum sesuai kelayakan moral.
pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon Perspektif al-Mamlakiyyah:
dan atau uang penghargaan | Terkait dengan hak pesangon dan
masa kerja dan uang uang penghargaan masa kerja bagi
penggantian hak vang pekerja, konsep ‘al-Mamiikiyyah”
seharusnya diterima”. sangat mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan dalam bekerja.
3 Ketentuan UU Cipta Dalam Islam, metode maqgasid asy-

Kerja:
Pasal 156 ayat 1 UU Cipta
Kerja tentang pesangon:

Svari'ah  menjadi cara  dalam
menetapkan segala maslahat,
termasuk  maslahat bagi pekerja
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“Avat (1) dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja,
pengusaha wajib membayar
uang pesangon dan/atau
uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian
hak vang seharusnya
diterima”.

Ketentuan PP No. 35
2021:

Pasal 40 ayat 1 PP No. 35
tentang pesangon
disebutkan:

“Avat (1) dalam hal terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja,
Pengusaha wajib membayar
uang pesangon dan/atau
uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian
hak vang seharusnya
diterima’.

dengan ditetapkannya regulasi tentang
pesangon dan uang penghargaan

masa kerja.
Konsep al-Mamiikiyyah yang
menjelaskan  tentang hak dan

kewajiban, adalah merupakan konsep
yang sejalan dengan aturan-aturan
manusia secara umum, vaitu dalam
menentukan aturan yang ditetapkan
secara bersama. Prinsip keadilan

dalam konsep al-Mamlukiyyah
menjelaskan:”Setiap perbuatan harus
mendatangkan manfaat timbal balik”
dan “Keadilan itu untuk mewujudkan

keseimbangan sosial masyarakat”.
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BAB IV
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM MENURUT KONSEP AL-MAMLUKIYYAH
MUHAMMAD SA’ID RAMADAN AL-BUTI

C. Analisa Kepastian Hukum Dalam Konsep al-Mamlukiyyah

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada
suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan
peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. oleh karena itu, tidak
ada sesuatu pelanggaran sebelum ada ketentuan hukum yang
mengaturnya.*’® Terkait dengan asas kepastian hukum tersebut, Muhammad
Sa’id Ramadan al-Bati menjelaskan tentang ketentuan syari’at Islam
sebagaimana yang dirumuskan dari wahyu al-Quran dan Sunnah, yang wajib
dilaksanakan oleh setiap muslim khususnya pemerintah (penguasa). la
menjelaskan:

“Allah SWT menjadikan seorang khalifah untuk mengemban
misi penegakkan hukum Allah diantara manusia dengan adil. Yang
dimaksud seorang khalifah itu adalah anak keturunan Adam, yang
apabila ia menempati posisi sebagai khalifah (pemimpin), maka ia
harus taat kepada Allah SWT dan menegakkan hukum/aturan dengan

adil di antara manusia”.*”

478 Adam, Hgkum..., h. 173
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Pada poin ini, Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati menyebutkan
fungsi pemimpin yang berperan dalam penegakan hukum sebagai pusat
lembaga yang mengontrol pelaksanaan (hukum), sehingga masyarakat
mendapatkan jaminan hak-hak mereka, baik itu jaminan hak bekerja, hak
mendapatkan upah dan hak-hak dasar lainnya. Inilah bagian dari kepastian
hukum yang disampaikan oleh Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati. Selain
itu, ia juga menyebutkan peran lembaga-lembaga lain yang berfungsi
memberikan kepastian hukum. la mengatakan:

“Di antara tugas lembaga pemerintahan yang mungkin berada
pada jalur fungsi politik, adalah peradilan (penegakan hukum). Meski
memiliki banyak wewenang dengan pelaksanaan putusan hukum
terhadap para penggugat (penuntut keadilan), namun dari sudut
pandang hukum kewenangan itu merupakan bagian dari sistem
pemerintahan dalam Islam, itu adalah bagian dari struktur politik

negara”4®

Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jan Michiel
Otto tentang kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum yang
sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan

kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu: Perfama,

0 AL-Buti, al-Mar’ah..., h. 79



tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible),
diterbitkan oleh dan diakui Negara. Aedua, instansi-instansi pemerintahan
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk
dan taat kepadanya. Aefiga, warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim (peradilan)
yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut
secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Aelima,
keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*"

Analisis dan evaluasi dalam penelitian ini dilakukan untuk
mengidentifikasikan beberapa hal penting, vaitu: Perfama, ketepatan jenis
peraturan  perundang-undangan vyang terkait dengan  masalah
ketenagakerjaan. Kedua, potensi disharmoni pengaturan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ketiga, kejelasan
rumusan peraturan perundang-undangan vyang terkait ketenagakerjaan.
Keempat. kesesuaian norma “®? dengan asas materi muatan ketentuan

83

peraturan perundang-undangan vang terkait ketenagakerjaan “®. Kelima,

8l Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir (Bandung:
PT. Revika Aditama, 2006), hal. 82-83.

82 Ciri-ciri norma hukum adalah aturannya pasti (tertulis), mengikat semua orang,
memiliki alat penegak aturan, dibuat oleh penguasa, bersifat memaksa dan ada sanksi. R.
Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 32

43 Adapun asas penempatan tenaga kerja meliputi hal berikut: Pertama, asas
terbuka, yaitu: pemberian informasi kepada tenaga kerja secara jelas meliputi jenis kerja, jam
kerja, dan upa. Kedua, asas bebas, yaitu: pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaannya dan
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja yang diinginkan agar tidak ada unsur pemaksaan.
Ketiga, asas objektif, yaitu: pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok dengan pencari
kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan dengan harus
memerhatikan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Aeempat, asas adil dan
setara, yaitu: penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan, tidak berdasarkan ras, jenis
kelamin, warna kulit, agama, dan politik. /bid, h. 71
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efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait

ketenagakerjaan.*®*

D. Pasal-Pasal Kontroversial Undang-Undang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum
Menurut Konsep A/-Mamlitkiyyah Muhammad Sa’id Ramadan
al-Buti

1. Waktu istirahat dan cuti.
a. Regulasi pasal-pasal tentang waktu istirahat dan cuti
1) Pasal 79 ayat 2 huruf b Undang-Undang
Ketenagakerjaan:
Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi:

“b.istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu”. *¢®°

2)Pasal 79%° ayat 2 huruf b Undang-Undang Cipta
Kerja:

484 pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, Laporan
Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan
Ketenagakerjaan (Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM, 2018), h. 4
45 Erik dkk, HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK
INDONESIA  TENTANG  KETENAGAKERJAAN  (UNDANG-UNDANG  REPUBLIK
INDONESIA NOMOR. 13 TAHUN 2003 DAN PENJELASANNYA DISERTAI PERATURAN
YANG TERKAIT) (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2018), h. 33
46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 543-544
Ketentuan Pasal 79 ayat 2 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada
pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
a. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
dan

348



Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

“b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu”.

3)Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021:

Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada waktu Kkerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) wajib memberi waktu istirahat
mingguan kepada Pekerja/ Buruh meliputi:

“a. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1

(satu) minggu; atau b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima)

hari kerja dalam 1 (satu) minggu”*®’

b. Teori dan analisis pasal 79 ayat 2 huruf b tentang
waktu istirahat dan cuti
Dari penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dapat dipahami,
bahwa ketentuan istirahat mingguan yang dihitung 1 hari dalam waktu 6 hari

kerja atau aturan 5 hari kerja dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada
pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 14-15
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Akan tetapi aturan itu dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35, dan
pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan kemudian diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Dengan demikian, maka aturan 5 hari kerja tetap masih berlaku, akan tetapi
jam kerja perhari menjadi 8 jam kerja. Oleh karena itu, aturan tersebut masih
tepat pada jenis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang
hak istirahat dan cuti, tidak ada potensi disharmonisasi pengaturan, cukup
jelas dalam rumusan peraturan perundang-undangan, sesuai antara norma
dengan asas, dan efektif dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi persoalan muncul pada poin tentang istirahat panjang
yang sebelumnya di atur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 79
huruf d:

“Istirahat  panjang sekurang-kurangnva 2 (dua) bulan dan
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu)
bulan bagi pekerja/buruh yvang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara
terus-menerus pada perusahaan vang sama dengan ketentuan pekerja/buruh
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannyva dalam 2 (dua) tahun
berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam)
tahun” 8

Ketua KSPI Said Igbal mengatakan: “Soal ketentuan istirahat panjang
dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor. 35
Tahun 2021 tidak mengatur lagi jangka waktu istirahat panjang. Ini tentu
berpotensi menghilangkan istirahat panjang yang selama ini dinikmati

buruh. “® Artinya ada potensi disharmonisasi pengaturan dalam hal itu,

88 Erik dkk, HIMPUNAN.., h. 33
49 https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan -kspi
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sehingga ada norma yang tidak sesuai dengan asas, yaitu norma yang

mengikat semua orang dengan asas keadilan yang setara.

c. Pasal 79 ayat 2 huruf b tentang waktu istirahat dan cuti
dalam perspektif kepastian hukum konsep al-
Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

Bekerja dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar

nilai-nilai keadilan harus tertuang dalam peraturan yang mengikat setiap
pekerja. Lebih jauh terkait dengan hak-hak cuti dan istirahat sebagai manusia
yang bekerja, konsep al-Mamlikiyyvah mendorong suatu penyadaran tentang
hak-hak ke-Tuhanan yang juga tidak terlepas dari persoalan manusia.
Tujuannya tidak hanya untuk mendapatkan suatu keseimbangan sosial
masyarakat saja dalam bekerja, tetapi keseimbangan mental dan ruhaniah
merupakan bagian penting yang mendukung terlaksananya kegiatan
ketenagakerjaan yang baik.

Pasal 79 ayat 2 huruf b yang berubah pada Undang-Undang Cipta
Kerja, kemudian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu
bahwa ketentuan istirahat mingguan yang dihitung 1 hari dalam waktu 6 hari
kerja atau aturan 5 hari kerja dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Tetap memberikan kemudahan dan maslahat bagi setiap pekerja untuk

mendapatkan hak istirahat dan cuti kerja. Hak-hak dasar pekerja sebagai

351



kebutuhan pokok (dariiri) masih menjadi prioritas demi terlaksananya tugas

bekerja. Hanya saja, walaupun hak-hak itu tidak dijelaskan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 35, akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan aturan

dalam Perjanjian Kerja (Peraturan Perusahaan), maka pemerintah sebagai

lembaga yang berwenang mengawasi harus dapat memberikan perlindungan

kepada setiap warga negara. Dalam hal ini, norma alat penegak hukum

peraturan harus sejalan dengan asas terbuka yang memberikan informasi

kepada tenaga kerja secara jelas.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 79 ayat 2 tentang waktu

istirahat dan cuti dalam perspektif kepastian hukum pada

konsep al-Mamlikiyyvah Muhammad Sa’id Ramadan al-

Buti
No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Kepastian Hukum Konsep al- Rekomendasi
Mamliukiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Temuan peneliti
Istirahat Panjang selama dua | Undang-Undang Cipta Kerja dan | dalam menganalisa
bulan tidak dicantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 | pasal yang
secara jelas pada ketentuan Tahun 2021 telah menjamin “hak | menjelaskan aturan
UU Cipta Kerja. istirahat dan cuti” pada poin pasal | “hak istirahat
tertentu tetapi menghilangkan poin | panjang*
2. | Ketentuan UU No. 13 yang lain, yaitu poin d tentang istirahat | mengindikasikan

Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan:

Pada pasal 79 ayat 2
Undang-Undang
Ketenagakerjaan disebutkan:
Huruf b:

“Istirahat mingguan 1 (satu)
hari untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1

panjang selama dua bulan yang
sebelumnya disebutkan pada Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Itu artinya
ada hak-hak tidak

diberikan lagi kepada pekerja, sehingga

tertentu yang

mengurangi rasa keadilan dan
kepastian hukum.

Perspektif al-Mamlakiyyah:

Dalam  perspektif ~ konsep “al-
Mamlakiyyah”, Muhammad Sa’id

adanya potensi
“disharmonisasi
pengaturan” dalam
hal itu, karena ada
norma yang tidak
sesuai dengan asas,
yaitu norma yang
mengikat semua
orang dengan asas
keadilan yang setara.
Akibatnya akan
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(satu) minggu”.

Huruf d:

“Istirahat panjang sekurang-
kurangnya 2 (dua) bulan dan
dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan
masing-masing 1 (satu) bulan
bagi pekerja/buruh yang
telah bekerja selama 6
(enam) tahun secara terus-
menerus pada perusahaan
vang sama dengan ketentuan
pekerja/buruh fersebut tidak
berhak lagi atas istirahat
tahunannva dalam 2 (dua)
tahun berjalan dan
selanjutnya berlaku untuk
setiap keljpatan masa kerja 6
(enam) tahun”.

Ketentuan UU Cipta
Kerja:

Pada pasal 79 ayat 2 huruf b
Undang-Undang Cipta Kerja
disebutkan:

“b. Istirahat mingguan 1
(satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu)
minggu”.

Avat 5:

Selain waktu istirahat dan
cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), avat (2), dan
avat (3), perusahaan tertentu
dapat memberikan istirahat
panjang vang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

Ketentuan PP No. 35

al-Bati  mengutamakan
hak-hak
(termasuk hak istirahat dan cuti) dapat

Ramadan
penyelesaian pekerja
diselesaikan dengan melihat dasar

tingkatan maslahatnya. Sejalan

dengan itu, Kketetapan

perubahan redaksi pada pasal 79 ayat

mengenai

2 huruf b, dan penghapusan poin
huruf d kiranya telah mengurangi
makna maslahat yang sebenarnya
sebagai tujuan dari magasid asy-
Svari’ah, yaitu menghilangkan ruang
istirahat panjang 2 bulan setelah masa
kerja 7-8 tahun yang sebelumnya
diberikan,

ketidakpastian

sehingga memunculkan

hukum. Prinsip
kepastian hukum dalam konsep al-
Mamlukiyyah menjelaskan:”Kepastian

hukum itu harus menjunjung tinggi

nilai-nilai  kemanusiaan”.  Dengan
demikian menurut peneliti akan
menghilangkan potensi disharmoni

peraturan.

memunculkan
ketidakpastian
hukum.

353




Tahun 2021:

Pada pasal 22 PP No. 35
tahun 2021 disebutkan:
“Pengusaha yang
mempekerjakan
Pekerja/Buruh pada waktu
kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) wajib
memberi waktu istirahat
mingguan kepada Pekerja/
Buruh meliputi: a. istirahat
mingguan 1 (satu) hari untuk
6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu; atau b.
istirahat mingguan 2 (dua)
hari untuk 5 (lima) hari kerja

dalam 1 (satu) minggu”.

2. Pasal tentang upah.
a. Regulasi pasal-pasal tentang satuan waktu dan upah
minimum/jaringan pengaman.
1) Pasal 88 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan

(1) Setiap pekerja/buruh  berhak memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2)Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.

(3)Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;
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g. denda dan potongan upah.*®

2) Pasal 88b dan 88c Undang-Undang Cipta Kerja.
Pasal 88b:
(1)Upah ditetapkan berdasarkan:
a satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu
dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.*%!

Pasal 88c:

(1)Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

(2)Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan
syarat tertentu.

(3)Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

(4)Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan.

(5)Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

(6)Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah dijelaskan pada pasal

88, yang kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja antara pasal 88 dan

0 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 36
¥ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 546
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pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni pasal 88a, pasal 88b, pasal 88c,

pasal 88d dan pasal 83e.4%?

3) Beberapa Pasal Peraturan Pemerintah No. 36 Tentang
Pengupahan
Permasalahan upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan

pengaman dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan, yaitu pada pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17,
pasal 18 dan pasal 19 (tentang upah satuan waktu dan upah satuan hasil),

dan pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 (tentang upah minimum).*®®

42 Ibid, h. 545-547

4% Salinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan, h. 10-16

BAB III

Upah berdasarkan satuan waktu Dan/atau satuan hasil

Pasal 14:

Upah ditetapkan berdasarkan:

a. satuan waktu; dan/atau

b. satuan hasil.

Pasal 15:

Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
ditetapkan secara:

a. per jam,;

b. harian; atau

c. bulanan

Pasal 16:

(1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/Buruh yang
bekerja secara paruh waktu.

(2) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan
Pekerja/Buruh

356



(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari
hasil perhitungan formula Upah per jam.

(4) Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut:
Upah per jam = Upah sebulan

126

(5) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per jam dapat dilakukan
peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh
waktu secara signifikan.

(6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dan ditetapkan
hasilnya oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan
oleh dewan pengupahan nasional.

Pasal 17:

Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau

b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 18:

(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.

(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan
Pengusaha.

Pasal 19:

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir yang
diterima oleh Pekerja/Buruh.

BAB V
Upah Minimum
Pasal 23:
(1) Upah minimum merupakan upah bulanan terendah vaitu:
a. Upah tanpa tunjangan; atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.
(2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan
tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.
(3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.
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b. Teori dan analisis terhadap pasal 88b dan pasal 88c
tentang upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan
pengaman

Ada kekhawatiran terkait ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor

36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Presiden KSPI Said Igbal mencatat
beleid ini sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus upah
minimum sektoral. Hal ini akan memunculkan ketidakadilan upah minimum
antar industri karena besaran upah minimum dipatok sama untuk seluruh
sektor industri. Padahal, harus dibedakan upah minimum bagi industri besar
yang padat modal dan industri kecil. Selain itu, formula perhitungan upah
minimum sangat rumit dan tidak riil. Said Igbal mengatakan, “seharusnya

yang menjadi acuan perhitungan upah minimum menggunakan komponen

Pasal 24:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi
Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang
bersangkutan.

(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman
pada struktur dan skala Upah.

Pasal 25:

(1) Upah rninimum terdiri atas:
a. Upah minimum provinsi;
b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan.

(3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan
ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Kondisi ekonomni dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi variabel:
a. paritas daya beli;
b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
c. median Upah.

(5) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
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kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari beragam barang kebutuhan
buruh setiap hari”.*% Oleh karena itu, menurut peneliti aturan ini dapat
memunculkan persoalan disharmonisasi pengaturan, karena tidak cukup jelas
dalam rumusan peraturan perundang-undangan tentang patokan upah

minimum, dan tidak sesuai dengan asas objektif.

c. Pasal 88b dan pasal 88c tentang upah satuan waktu
dan upah minimum/jaringan pengaman dalam
perspektif kepastian hukum konsep al-Mamlukiyyah

Berkaitan dengan poin upah satuan waktu dan upah minimum,

Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti menjelaskan:

“Salah satu akibat adanya hak untuk bekerja adalah hak untuk
menerima upah yang setara antara pria dan wanita dalam bekerja.
Karena hak atas upah adalah hasil kontrak pekerjaan yang bergantung
pada upah. Salah satu ketentuan yang umum dalam hukum Islam
adalah bahwa upah atau royalty, diberikan sebagai imbalan atas
pekerjaan dan kualitasnya, bukan sebagai ganti pekerja dan tipenya,
apakah dia laki-laki atau perempuan.*®®

49 https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan-kspi-at
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Dengan menela’ah Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 88b dan pasal
88c tentang upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan pengaman,
berikut penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang
Pengupahan, maka kekhawatiran terkait pemerintah akan menghilangkan
upah minimum Kabupaten/Kota atau UMK melalui peraturan ini, sudah
terbantahkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini. Sebagai saran dan
kritikan yang membangun terkait pasal-pasal yang dipersoalkan, hendaknya
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut secara bersamaan disahkan, berikut
sehingga tidak

penjelasannya di beberapa Peraturan Pemerintah,

menyebabkan pemahaman yang kontroversial.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 88b dan pasal 88c
tentang upah satuan waktu dan upah minimum/jaringan
pengaman dalam perspektif kepastian hukum pada
konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-

Buti
No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif | Temuan Dan
Regulasi Kepastian Hukum Konsep a/- | Rekomendasi

Mamlukiyyah

1. | Permasalahan:

Ketentuan upah minimum tidak
berdasarkan standar Kebutuhan
Hidup Layak (KHL).

2. | Ketentuan UU No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Analisa Teori:

Ketentuan pasal 88b dan pasal 88c
Undang-Undang Cipta Kerja tentang
satuan upah waktu dan upah
minimum/jaringan pengaman telah
dijelaskan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

Terkait pasal 88b
dan pasal 88c
Undang-Undang
Cipta Kerja,
ketentuan upah itu
harus jelas sesuai
dengan standar

Sedxdl N1 b

al-Bati, al-Mar’ah..., h. 53

o S ) Y-s
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Pasal 88 Undang-Undang
Ketenagakerjaan tentang satuan upah
waktu dan upah minimum
disebutkan:

“Ketentuan pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan hanya menjelaskan
tentang upah sebagaimana pada
pasal 88 saja. Avat (4): "Pemerintah
menetapkan upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) huruh a berdasarkan Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) dengan
memperhatikan produktifitas dan
pertumbuhan ekonomi”.

Ketentuan UU Cipta Kerja:
Ketentuan pasal 88b dan pasal 88c
Undang-Undang Cipta Kerja tentang
satuan upah waktu dan upah
minimum dijelaskan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai
upah berdasarkan satuan waktu
danyatau satuan hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Dan
ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan syarat tertentu sebagaimana
dimaksud pada avat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah’,

Ketentuan PP No. 36 Tahun
2021:

Satuan upah waktu dan upah
minimum dijelaskan pada pasal 14,
pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal
18, pasal 19, pasal 23, pasal 24 dan
25. (Telah  disebutkan

sebelumnya).

pasal

Tentang Pengupahan. Secara teori
telah oleh
undang/peraturan yang ditentukan

diatur undang-

dan telah memberikan kejelasan
rumusan peraturannya.

Perspektif al-Mamlukiyyvah:

perspektif  konsep  “al-
Muhammad Sa’id
Ramadan al-Biti menjelaskan bahwa

Dalam
Mamliakiyyvah”,

dalam persoalan keadilan terkait
upah yang diberikan kepada pekerija,
sesungguhnya  melihat  kepada
kualitas dari seorang pekerja, bukan
pada jenis kelaminnya. Ketentuan itu
diberikan hak keadilan

berdasarkan komitmen/perjanjian

sebagai

yang dilakukan antara pemberi kerja
dengan pekerja yang sesuai dengan

asas keadilan dan kesetaraan. Prinsip
kepastian ~ hukum  konsep  al-
Mamlukiyyah

menjelaskan:”Kepastian hukum itu
harus menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan”, dengan demikian
standar

(KHL),

harus ditentukan sesuai
Kebutuhan Hidup Layak
kecuali dalam kondisi tertentu.

Kebutuhan Hidup
Layak (KHL).
Aturan upah
minimum yang tak
sesuai dengan
KHL ini dapat
memunculkan
persoalan
disharmonisasi
pengaturan,
karena tidak cukup
jelas dalam
rumusan peraturan
perundang-
undangan tentang
patokan upah
minimum, dan
tidak sesuai
dengan asas
objektif.
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3. Waktu Kerja
a. Regulasi pasal-pasal tentang waktu kerja.
1) Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan

(1)Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2)Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3)Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4)Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.*%

2) Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah. 4%’

3) Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Adapun dalam turunan Undang-Undang tersebut, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian

46 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 32
Y7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 542
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Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja (sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta
Kerja), dijelaskan pada Bab IV Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat pasal

21.

(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja

Bersama.*®

b. Teori dan analisis terhadap perubahan pasal 77
Undang-Undang Cipta Kerja
Pemahaman bahwa pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang disebutkan di dalamnya mengenai
pelaksanaan ketentuan waktu kerja yaitu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau
8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja
pasal 77 disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1
hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu tidaklah benar.

Menurut peneliti, setiap ketentuan pasal Undang-Undang yang
mengatur hajat hidup orang banyak haruslah menyentuh rasa keadilan bagi

semua pihak, dan tidak dibenarkan mengatur dengan semena-mena, baik itu

48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang
Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Wakfu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 14-15

363



dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama. Dalam hal ini pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur
waktu Kkerja sesuai porsi jumlah hari kerja dan hari istirahat pekerja. Oleh
karena itu, aturan tersebut masih tepat pada jenis peraturan perundang-
undangan yang menjelaskan tentang waktu kerja dan hak istirahat, tidak ada
potensi disharmonisasi pengaturan di dalamnya, cukup jelas dalam rumusan
peraturan perundang-undangan, dan sesuai antara norma dengan asas
keadilan/kesetaraan, serta efektif dalam pelaksanaan peraturan perundang-
undangan.

c. Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja tentang waktu
kerja dalam perspektif kepastian hukum konsep al-
Mamliikiyvah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti.

Dari uraian analisa di atas, tentang pemahaman bahwa pada pasal 77

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
sebagaimana yang disebutkan di dalamnya mengenai pelaksanaan ketentuan
waktu kerja yaitu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5
hari kerja. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77 disebutkan
waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam
waktu 1 minggu. Jika yang dipermasalahkan adalah waktu kerja yang
dianggap cendrung eksploitatif, maka itu tidaklah benar karena masih sesuai
dengan aturan sebelumnya. Artinya pasal-pasal pada Undang-Undang Cipta
Kerja yang mengatur waktu kerja, telah memenuhi hak-hak kemanusiaan
pekerja.

Terkait dengan hak-hak tersebut, konsep al-Mamlikiyyah sangat

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja, dan nilai-nilai
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kemanusiaan itu erat kaitannya dengan rasa keadilan bagi pekerja. Oleh
karena itu, maqgasid asy-Syari ah merupakan cara dan upaya dalam menggali
nilai keadilan itu. Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid asy-
Svari ah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan
ditetapkannya hukum Islam. Kaitannya dengan aturan kerja yang sudah
ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (sebagaimana dimaksud pada
pasal 77), ketentuan di dalamnya telah memberikan jangka waktu kerja dan
istirahat sesuai tujuannya, sehingga antara pekerja dan pemberi kerja tidak
ada yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, kedua belah pihak terlindungi
hak-hak mereka dengan Undang-Undang yang jelas rumusan peraturan
perundang-undangannya, dan norma yang mengikat semua pekerja sesuai
dengan asas keadilan dan asas kesetaraan, vaitu dalam mendapatkan

kemaslahatan.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 77 Undang-Undang
Cipta Kerja tentang waktu kerja dalam perspektif
kepastian hukum pada konsep al-Mamlikiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait
Regulasi

Analisa Teori Dan Perspektif
Kepastian Hukum Konsep a/-
Mamluakiyyah

Temuan Dan
Rekomendasi

1. | Permasalahan:
Waktu kerja yang dinilai
eksploitatif.

2. | Ketentuan UU No. 13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan:

Pasal 77 Undang-Undang

Analisa Teori:

Menurut peneliti, setiap ketentuan
pasal Undang-Undang yang mengatur
hajat hidup orang banyak haruslah
menyentuh rasa keadilan dan
kepastian hukum bagi semua pihak,
dan tidak dibenarkan mengatur dengan
semena-mena.

Berdasarkan ketentuan
regulasi Undang-
Undang dan peraturan
Pemerintah tersebut,
maka perubahan pasal
77 Undang-Undang
Cipta Kerja tentang jam
kerja yang dinilai
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Ketenagakerjaan tentang
waktu Kerja:

“Ketentuan mengenai waktu
kerja pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur dengan

Keputusan Menteri”.

Ketentuan UU Cipta
Kerja:

Pasal 77 UU Cipta Kerja
tentang waktu Kerja berubah
menjadi:

“Ketentuan lebih lanjut
mengenai waktu kerja pada
sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan
Pemerintah”.

Ketentuan PP No. 35
2021:

Pasal 21 PP No. 35 tentang
waktu Kerja disebutkan:
“Pelaksanaan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh di
Perusahaan diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama”.

Dalam hal ini pasal 77 Undang-
Undang Cipta Kerja telah mengatur
waktu kerja sesuai porsi jumlah hari
kerja dan hari istirahat pekerja. Oleh
karena itu, aturan tersebut masih tepat
pada jenis peraturan perundang-
undangan yang menjelaskan tentang
waktu kerja dan hak istirahat, tidak ada
potensi disharmoni pengaturan di
dalamnya.

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Terkait dengan hak-hak dan waktu
kerja, konsep ‘al-Mamlikiyyah” sangat
mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan dalam bekerja, nilai-nilai
kemanusiaan itu erat kaitannya
dengan rasa keadilan bagi pekerja.
Dalam hal ini para pekerja, hak-hak
mereka terlindungi dengan Undang-
Undang yang jelas rumusan peraturan
perundang-undangannya tentang
waktu kerja, dan norma yang mengikat
semua pekerja sesuai dengan asas
keadilan dan asas kesetaraan, yaitu
dalam mendapatkan kemaslahatan.
Prinsip kepastian hukum dalam
konsep al-Mamlukiyyah
menjelaskan:”Kepastian hukum itu
harus memberikan perlindungan dan
pengawasan demi menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan”.

eksploitatif
sesungguhnya tidak
benar. Pasal 77
Undang-Undang Cipta
Kerja yang mengatur
waktu kerja masih
sesuai porsi jumlah hari
kerja dan hari istirahat
pekerja, sehingga tetap
menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan,
perlindungan dan
pengawasan.

4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
a. Regulasi pasal tentang syarat pekerja waktu tertentu.

1) Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Avat (1)Perjanjian kerja untuk waktu ftertentu hanya dapat dibuat

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, vaitu: a.
vang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b.
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untuk pekerjaan tertentu vang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaan

vang




diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu vang tidak terlalu lama dan paling
lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan vang bersifat musiman; atau d.
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan vang masih dalam percobaan atau penjajakan. Avat
(2)Perjanjian kerja untuk waktu ftertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan vang bersifat tetap. Avat (3)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
dapat diperpanjang atau diperbaharui”**®
2)Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:

Kep.100/Men/V1/2004.

49 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 23

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir
telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
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PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) untuk pekerjaan yang sekali
selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga)
tahun dijelaskan pada pasal 3 sebagai berikut:

“(1) PKWT untuk pekerjaan vang sekali selesai atau sementara sifatnya
adalah PKWT vang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. (2) PKWT
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga)
tahun. (3) Dalam hal pekerjaan tertentu vang diperjanjikan dalam PKWT
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari
vang diperjanjikan maka PKWT ftersebut putus demi hukum pada saat

selesainva pekerjaan”>®

3) Perubahan Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja
Ketentuan Pasal 59 dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

500 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:
Kep.100/Men/V1/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, h. 2

Pasal 3:

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT
yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga)
tahun.

(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan
maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan
batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena
kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan
pembaharuan PKWT.

(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang
dituangkan dalam perjanjian.
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Avat (1) Perjanjian kerja untuk wakfu tertentu hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan ftertentu vang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu”

“Avat (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan vang bersifat tetap”.*”!

4) Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2021:
“Avat (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 avat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun”.>%

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 539

Ketentuan pada pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama;

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu
tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka
waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

%92 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan
Hubungan Kerja, h. 7-8

Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021:

(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir
dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan
PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan
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b. Teori dan analisis terhadap pasal tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu.
Presiden KSPI Said Igbal mengatakan, “PKWT pada Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memang dibatasi selama 5 tahun. Akan
tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut tidak mengatur
periode kontrak. Sementara pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun 2003 sebelumnya, selain mengatur batas kontrak juga mengatur
priode kontrak selama 3 priode. Priode pertama kontrak selama 2 tahun,
priode kedua perpanjangan kontrak selama 1 tahun dan priode ketiga
pembaharuan kontrak selama 2 tahun, sehingga total menjadi 5 tahun. Oleh
sebab pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak mengatur
adanya priode, maka setelah adanya terminologi “pekerja kontrak seumur
hidup”, sekarang dengan adanya peraturan itu berubah menjadi istilah
“kontrak yang berulang-ulang”. Boleh jadi setelah kontrak satu minggu akan
ada pemecatan, atau setelah setahun berikutnya, dan akhirnya kondisi itu
menjadi rentan dengan pemecatan.>®

Selain itu menurut peneliti, jika aturan tentang masa kontrak itu tidak
diiringi dengan adanya alternatif jenjang karir menjadi karyawan tetap,
sementara pekerjaan tersebut memungkinkan untuk berlangsung terus

menerus, maka hal itu akan memunculkan suatu kecemburuan sosial,

Pekerja/Buruh, dengan Kketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

(3) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan
Kerja berdasarkan PKWT.

503 https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan-kspi
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khususnya terhadap karyawan yang telah resmi sebagai karyawan tetap di
perusahaan itu. Menurut peneliti, jika ada alasan yang kuat terkait aturan
sistem kontrak yang masih bisa diperpanjang setelah masa lima tahun, berikut
ada penerimaan yang tidak memunculkan suatu kecemburuan karena alasan
yang kuat, maka kondisi seperti itu tidak bertentangan dengan dua prinsip
keadilan. Akan tetapi jika sebaliknya kecemburuan itu muncul karena suatu
alasan yang kuat, misal perusahaan mendapatkan untung yang besar dan
mampu mengangkat pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, maka aturan
tentang PKWT harus ditinjau kembali kemanfaatannya.

Oleh karena itu, satu sisi aturan tersebut masih tepat pada jenis
peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang PKWT, tetapi juga
berpotensi memunculkan disharmonisasi pengaturan karena aturan tersebut
tidak mencakup periode kontrak dan sistem jenjang karir untuk menjadi
pekerja tetap.

c. Perspektif kepastian hukum konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti terhadap pasal
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Jika persoalan tentang perubahan aturan PKWT (Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu) dianalisa dengan konsep alMamlikiyyah vyang
mengedepankan teori maqasid asy-Svariah, maka tujuan dari
maslahat/prioritas perubahan masa kerja kontrak harus dapat diukur tingkat
kemaslahatannya. Apabila aturan perubahan itu justru mengurangi hak-hak
pekerja kontrak, sehingga pekerja tidak akan pernah menjadi pekerja tetap,
dengan alasan bahwa regulasi tentang PKWT membolehkan untuk

memperpanjang masa kontrak, maka itu akan mengurangi rasa keadilan
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terhadap pekerja kontrak. Norma hukum yang mengikat semua orang dan

asas rasa keadilan dan kesetaraan harus tercakup dalam peraturan kerja,

khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 59 tentang Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu dalam perspektif kepastian

hukum pada konsep al-Mamliikiyvah Muhammad Sa’id

Ramadan al-Biti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Kepastian Hukum Konsep al- Rekomendasi
Mamlukiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: PKWT pada Peraturan
Perubahan aturan masa Menurut peneliti, dengan dihapusnya Pemerintah Nomor 35
kontrak dari 3 tahun menjadi | ketentuan masa kontrak selama 3 Tahun 2021 memang
5 tahun tanpa adanya masa | tahun dan dibolehkan maksimal dibatasi selama 5
periode. selama 5 tahun, kemudian setelah itu tahun. Akan tetapi
2. | Ketentuan UU No. 13 dapat diperpanjang tanpa adanya Peraturan Pemerintah
Tahun 2003 Tentang jenjang karir menuju status tetap, maka | Nomor 35 Tahun 2021
Ketenagakerjaan: itu artinya tidak ada batasan aturan tersebut tidak mengatur
Pasal 59 Undang-Undang | sampai kapan seorang pekerja bisa periode kontrak.
Ketenagakerjaan tentang | dikontrak karena dapat diperbaharui Sementara pada
PKWT: masa kontraknya. Secara teori aturan Undang-Undang

“Avat (1) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan
terfenfu yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu:
a.pekerjaan vang sekali
selesai atau yang sementara
sifatnya;
b.pekerjaan vang
diperkirakan
penvelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama
dan paling lama 3 (tiga)

seperti ini tidak membuka ruang karir
untuk meningkat menjadi pekerja
tetap.

Perspektif al-Mamlukiyyah:

Terkait dengan PKWT, konsep ‘al-
Mamlikiyvah” sangat mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja.
Suatu norma hukum yang mengikat
semua orang berikut asas rasa keadilan

dan  kesetaraan dalam  hukum
ketenagakerjaan, haruslah tercakup
dalam poin-poin peraturan Kkerja

secara komprehensif, khususnya yang
berkaitan dengan Perjanjian Kerja

Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003
sebelumnya telah
menjamin kepastian
hukumnya secara jelas,
yaitu selain mengatur
batas kontrak juga
mengatur priode
kontrak selama 3 priode
sebagai bentuk
perlindungan dan
pengawasan.
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ftahun”.

“Avat (4) Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu vang
didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun”. Setelah
itu dapat diperbaharui
berdasarkan ayat 3 (tiga)
sebelumnya.

Ketentuan UU Cipta
Kerja:

Pasal 59 UU Cipta Kerja
tentang PKWT  berubah
menjadi:

Avat (1) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu hanva
dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu
tertentu”

“Avat (2) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu tidak
dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat
tetap”

Ketentuan PP No. 35
2021:
Pasal 8 ayat 1 PP No. 35
tentang PKWT disebutkan:
“Avat (1) PKWT berdasarkan
Jjangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dapat dibuat untuk paling
lama 5 (lima) tahun”’.

Waktu  Tertentu (PKWT) vyang
sebaiknya tetap menerapkan sistem
periodik. Prinsip kepastian hukum
konsep al-Mamlukiyyah menjelaskan,
bahwa “kepastian hukum itu harus
memberikan perlindungan dan
pengawasan”’, termasuk juga dalam

memberikan ruang jenjang karir.
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5. Pasal tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)
a. Regulasi pasal 42 ayat tentang kemudahan bagi
pekerja asing
1) Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Avat (1)Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing
wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat vang ditunjuk. Pemberi
kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing” >

2) Pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 42 ayat 1, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6:

“Avat (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja
asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing vang disahkan
oleh Pemerintah Pusat Avat (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di
Indonesia hanyva dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu
tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan vang akan
diduduki. Avat (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan vang
mengurusi personalia. Avat (6) Ketenfuan mengenai jabatan ftertenfu dan
waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diatur dalam Peraturan

Pemerintah”>%

% Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 18

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja orang perseorangan
dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai
diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis
dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 535

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
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3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

Tentang Tenaga Kerja Asing
Avat (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan
penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabalan vang tersedia.
Avat (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) belum
dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki
oleh TKA. Avat (3) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri”>%®

b. Teori dan analisis terhadap pasal 42 tentang
kemudahan bagi pekerja asing
Kalangan serikat buruh pada prinsipnya menolak Undang-Undang

Cipta Kerja dan peraturan turunannya terutama klaster ketenagakerjaan. Said
Igbal menilai Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya
merugikan buruh. la menyoroti sejumlah ketentuan dalam beberapa hal pada
Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster

ketenagakerjaan. Diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau

c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan
produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-
up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu
tertentu.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan
jabatan yang akan diduduki.

(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.

(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 T7entang
Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Dava, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 14-15
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tentang TKA. la mengkritik mekanisme pengawasan terhadap TKA yang
sebelumnya menggunakan izin untuk bisa bekerja di Indonesia sekarang
diganti dengan pengesahan dalam bentuk rencana penggunaan TKA
(RPTKA). Ketentuan ini dinilai semakin memudahkan TKA terutama yang
kompetensi dan keterampilannya rendah masuk ke Indonesia. Ia
memprediksi akan semakin banyak buruh kasar dari luar negeri yang masuk
ke Indonesia, sehingga mengancam lapangan kerja bagi pekerja lokal.>%

Oleh karena itu, menurut peneliti aturan tersebut walaupun masih
tepat pada jenis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang
TKA, akan tetapi dapat memunculkan potensi disharmonisasi pengaturan,
karena akan terjadi persaingan peluang kerja yang pastinya berpengaruh
kepada kesempatan kerja bagi pekerja dalam negeri. Oleh sebab itu, perlu
diiringi dengan pengawasan dan seleksi ketat terhadap TKA, khususnya untuk

posisi-posisi strategis.

c. Perspektif kepastian hukum konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti terhadap pasal 42
Undang-Undang Cipta Kerja

Terkait dengan kemudahan bagi TKA untuk mendapatkan izin kerja

dan adanya peluang jabatan diberikan secara terbuka untuk siapa saja,
sebagaimana yang diatur pada pasal 42 tentang kemudahan bagi pekerja
asing. Konsep al-Mamlukiyyah memberikan perspektif terkait itu dalam dua
hal. Pertama, berkaitan dengan hak setiap orang dalam mendapatkan

maslahatnya. Aedua, berkaitan dengan maslahat bangsa Indonesia dalam

57 https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60393612ef155/catatan-kspi
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mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Dua hal ini tentu

harus disikapi dengan pandangan teori maqasid asy-Syariah tentang

manakah yang lebih dianggap prioritas sebagai maslahat bangsa Indonesia

saat ini. Pemerintah hendaknya lebih bijak dalam menetapkan Undang-

Undang Cipta Kerja terkait hak TKA, karena ini sangat berpengaruh terhadap

peluang tenaga kerja Indonesia. Pertimbangkan tentang maslahat bangsa dan

negara harus menjadi prioritas, minimal tidak terlalu memberikan kemudahan

bagi TKA untuk bekerja di Indonesia.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 42 Undang-Undang

Cipta Kerja tentang kemudahan bagi TKA dalam

perspektif

kepastian

Hukum pada

konsep al-

Mamliikivyvah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Kepastian Hukum Konsep al- Rekomendasi
Mamlukiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Agar tidak
Perubahan izin kerja, dari Menurut peneliti, setiap ketentuan memunculkan potensi
izin menteri menjadi pasal Undang-Undang yang mengatur | disharmoni, maka
pengesahan RPTKA bagi hajat hidup orang banyak haruslah mekanisme
TKA. menyentuh rasa keadilan bagi semua pengawasan terhadap
pihak. TKA yang sebelumnya
2. | Ketentuan UU No. 13 Menurut peneliti aturan tersebut menggunakan izin
Tahun 2003 Tentang walaupun masih tepat pada jenis Menteri untuk bisa

Ketenagakerjaan:
Pasal 42 ayat 1 Undang-

Undang Ketenagakerjaan

peraturan perundang-undangan yang
menjelaskan tentang TKA, akan tetapi
dapat memunculkan potensi

bekerja di Indonesia,
sekarang diganti

dengan pengesahan
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tentang TKA:

“Avat (1)Setiap pemberi
kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib
memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang
ditunjuk. Pemberi kerja
orang perseorangan dilarang
mempekerjakan tenaga kerja
asing”.

Ketentuan UU Cipta
Kerja:
Pasal 42 UU Cipta Kerja

tentang TKA berubah
menjadi:
Ketentuan Pasal 42 ayat 1,

avat 4, ayat 5 dan ayat 6:
“Avat (1) Setiap pemberi
kerja yvang mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib
memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja
asing yvang disahkan oleh
Pemerintah Pusat. Avat (4)
Tenaga kerja asing dapat
dipekerjakan di Indonesia
hanva dalam hubungan
kerja untuk jabatan fertentu
dan waktu tertentu serta
memiliki kompetensi sesuai
dengan jabatan yang akan
diduduki. Avat (5) Tenaga
kerja asing dilarang
menduduki jabatan yang
mengurusi personalia. Ayat
(6) Ketentuan mengenai
Jjabatan terfentu dan waktu
tertentu sebagaimana
dimaksud pada avat (41
diatur dalam Peraturan
Pemerintah”.

disharmoni pengaturan, karena akan
terjadi persaingan peluang kerja yang
pastinya berpengaruh kepada
kesempatan kerja bagi pekerja dalam
negeri.

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Terkait dengan hak-hak kemudahan
“al-

Mamlikiyvah” sangat mengedepankan

bagi TKA di Indonesia, konsep

nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan
dalam bekerja. Pemerintah hendaknya

lebih  bijak dalam  menetapkan
Undang-Undang Cipta Kerja terkait
izin TKA, karena ini sangat

berpengaruh terhadap maslahat dan

peluang tenaga kerja Indonesia.

Prinsip kepastian hukum konsep al-
Mamlukiyyah  menjelaskan  bahwa

:"Kepastian hukum itu menjunjung

tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan
menjamin perlindungan serta
pengawasannya”.

dalam bentuk rencana
penggunaan TKA
(RPTKA). Ketentuan ini
harus diiringi dengan
pengawasan dan seleksi
ketat yang diatur dalam
pasal UU Cipta Kerja.
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Ketentuan PP No. 34
2021:

Pasal 2 PP No. 34 tentang
TKA disebutkan:

“Avat (1) Setiap Pemberi
KRerja TKA wajib
mengutamakan penggunaan
tenaga kerja Indonesia pada
semua jenis jabatan yang
tersedia. Avat (2) Dalam hal
Jjabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
belum dapat diduduki oleh
tenaga kerja Indonesia,
Jjabatan tersebut dapat
diduduki oleh TKA. Avat (3)
Penggunaan TKA
sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dilakukan dengan
memperhatikan kondisi

pasar kerja dalam negeri”.

6. Uang Penghargaan Masa Kerja

a. Regulasi pasal 156 ayat 3 tentang uang penghargaan

masa kerja

1) Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Pada pasal 156 avat 3 Undang-Undang Kefenagakerjaan tentang

uang penghargaan masa kerja dijelaskan sebagai beriku

%% Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 63

[.508

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)

bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3

(tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun,

4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)

tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)

tahun, 6 (enam) bulan upah;




2) Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja
“Pasal 165 ayat 3 tentang uang penghargaan masa kerja dijelaskan

sebagai berikut”5%

3) Pasal 21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000 Tentang Uang
Penghargaan Masa Kerja.

“Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan ijin
pemutusan hubungan kerja maka dapat ditetapkan pula kewajiban
pengusaha untuk memberikan kepada pekerja vang bersangkutan uang

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 556-557
Pasal 156 ayat 3 UU Ciptaker:
(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun,
4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)
tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua
puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upabh;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
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pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau ganti kerugian”.
Dan besarannya diatur pada pasal 23.°1°

4) Pasal 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021.

“Pada Pasal 40 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,

ketentuan jumlah bulan uang penghargaan masa kerja sebanding dengan

ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja” '

S0 Koputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/Men/2000
Tentang Penvelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, h. 19

Pasal 23:

Besarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ditetapkan sebagai berikut :

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah;

b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan upah;

c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan upah;
d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun adalah 5 bulan upah;
e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun adalah 6 bulan upah;
f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun adalah 7 bulan upah;
g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun adalah 8 bulan upah;
h. masa kerja 24 tahun atau lebih adalah 10 bulan upah.

S Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang
Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 26-27

Pasal 40 ayat 3:
(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan Upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)
bulan Upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan Upah;
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b. Teori dan analisis terhadap pasal 156 ayat 3 tentang uang
penghargaan masa kerja.
Pemahaman yang menyatakan bahwa ketentuan uang penghargaan

masa kerja 24 tahun pada pasal 156 ayat 3 poin h Undang-Undang
Ketenagakerjaan dinyatakan dihapus adalah tidak benar. Pada Undang-
Undang Cipta Kerja pasal 156 ayat 3 huruf h terkait uang penghargaan bagi
pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih masih
ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Setiap pekerja masih ditetapkan
berhak menerima uang penghargaan 10 bulan gaji berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021. Menurut peneliti, ketentuan ini merupakan bentuk
keadilan yang layak bagi setiap pekerja setelah masa kerja selama 24 tahun.
Ketentuan ini tetap berlaku sebagai penghargaan kepada pekerja yang turut
mengembangkan usaha bersama-sama dengan pengusaha.

Oleh karena itu, aturan tersebut masih tepat pada jenis peraturan
perundang-undangan yang menetapkan uang penghargaan masa kerja bagi
buruh, tidak ada potensi disharmonisasi pengaturan, cukup jelas dalam

rumusan peraturan perundang-undangan, sesuai antara norma dengan asas

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun,
5 (lima) bulan Upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan Upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun,

7 (tujuh) bulan Upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun,

8 (delapan) bulan Upah; dan

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
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dalam ketenagakerjaan, dan efektif dalam pelaksanaan peraturan perundang-

undangannya.

c. Perspektif kepastian hukum konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti terhadap pasal 156
ayat 3 tentang uang penghargaan masa kerja

Konsep al-Mamlikiyyah sejalan dengan ketetapan pemberian uang

penghargaan masa kerja. Artinya persoalan prioritas yang berupa pemberian
uang penghargaan itu sesungguhnya tidak hanya berpengaruh kepada
persoalan biasa, melainkan sangat berkaitan dengan masa depan selanjutnya
yang akan dijalani oleh pekerja. Selain dapat berfungsi untuk menekan
jumlah pengangguran, pemberian uang penghargaan masa kerja juga
berfungsi menjaga keseimbangan sosial masyarakat, karena akan muncul
usaha-usaha baru yang juga membutuhkan tenaga kerja lainnya.

Oleh karena itu, secara magqasid asy-Svari'ah aturan tentang uang
penghargaan masa kerja masih tepat pada jenis peraturan perundang-
undangan yang menetapkan uang penghargaan masa kerja bagi buruh, tidak
ada potensi disharmonisasi pengaturan, dan cukup jelas dalam rumusan

peraturan perundang-undangan.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 156 ayat 3 tentang
uang penghargaan masa kerja dalam perspektif
kepastian hukum pada konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait
Regulasi

Analisa Teori Dan Perspektif
Kepastian Hukum Konsep al-

Temuan Dan
Rekomendasi
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Mamlukiyyah

Permasalahan:
Pemahaman bahwa uang
penghargaan masa kerja
selama 24 tahun dihapus
pada UU Cipta Kerja.

Ketentuan UU No. 13
Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan:

Pasal 156 ayat 3 huruf h
Undang-Undang
Ketenagakerjaan tentang

uang penghargaan masa
Kerja:

“Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
ditetapkan dari masa kerja 3
tahun sampai masa kerja 24
tahun lebih, dengan
ketentuan sebagaimana

vang tercantum”,

Ketentuan UU Cipta
Kerja:

Pasal 156 ayat 3 huruf h UU
Cipta Kerja tentang uang
penghargaan masa Kerja:
“Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
ditetapkan dari masa kerja 3
tahun sampai masa kerja 24
tahun lebih, dengan
ketentuan sebagaimana
vang tercantum”.

Ketentuan PP No. 35
2021:

Pasal 21 PP No. 35 tentang
uang penghargaan masa

Kerja disebutkan:

Analisa Teori:

Menurut peneliti, ketentuan pasal 156
ayat 3 huruf h Undang-Undang Cipta
Kerja tentang pemberian uang
penghargaan masa kerja telah
menyentuh rasa keadilan bagi semua
pihak, sebagai penghargaan atas masa
kerjanya.

Oleh karena itu, aturan tersebut masih
tepat pada jenis peraturan perundang-
undangan yang menetapkan uang
penghargaan masa kerja bagi buruh
sesuai dengan maslahatnya, tidak ada
potensi disharmoni pengaturan, cukup
jelas dalam rumusan peraturan
perundang-undangan, sesuai antara
norma dengan asas dalam
ketenagakerjaan, serta efektif dalam
pelaksanaan peraturan perundang-
undangannya.

Perspektif al-Mamlukiyyah:

Terkait dengan hak uang penghargaan
masa kerja, konsep ‘al-Mamiikiyyah”
sangat mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan dalam bekerja.

Secara maqasid asy-Syari’ah aturan
tentang uang penghargaan masa kerja
masih tepat pada jenis peraturan
perundang-undangan

yang menetapkan uang penghargaan
masa kerja bagi buruh dan tidak ada
disharmoni

potensi pengaturan.

Prinsip kepastian hukum dalam

konsep al-Mamlukiyyah
menjelaskan:”Kepastian hukum itu
menjunjung tinggi nilai-nilai

kemanusiaan”.

Sebagai temuan:
Pemahaman tentang
ketentuan Undang-
Undang atau Peraturan
Pemerintah yang
menjamin uang
penghargaan masa
kerja sampai saat ini
adalah sangat tepat,
karena sesuai dengan
kepastian hukumnya,
asas keadilan dan
kesetaraan bagi
pekerja.
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“Perhitungan uang
penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud
ditetapkan dari masa kerja 3
tahun sampai masa kerja 24
tahun lebih, dengan
ketentuan sebagaimana
vang tercantum”.

7. Jaminan Pensiun
a. Regulasi tentang jaminan pensiun

1) Pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Avat (1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila
pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun vang
iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 aval (2), uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 avat (3), tetapi fetap

berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”°'

%12 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 71
Pasal 167

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan
pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha,
maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4).

(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam
program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih Kkecil
daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh
pengusaha.

(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun
yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang
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Seiring ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan, Pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang

jaminan pensiun tidak mengalami perubahan dan masih berlaku.

b. Teori dan analisis terhadap pasal 167 ayat 1 tentang
jaminan pensiun
Menurut peneliti, terkait asumsi menolak atau meniadakan jaminan

pensiun oleh perusahaan yang bersangkutan, tidak mengikutsertakan
pekerjanya atau tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan
pensiun. Pada dasarnya, dalam hal ini pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia
pensiun. Apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program
pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh
tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa Kkerja,

tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak. Demikian yang disebut dalam

diperhitungkan dengan uang pesangon vaitu uang pensiun yang premi/iurannya
dibayar oleh pengusaha.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua
yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Mengacu pada pasal di atas, secara implisit pasal itu mengatakan
bahwa diikutsertakannya pekerja/buruh pada program pensiun bukanlah
suatu kewajiban perusahaan. Jadi perusahaan tidak wajib mengikutsertakan
pekerjanya untuk program jaminan pensiun sehingga tidak ada sanksi bagi
perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya atau dengan kata lain
meniadakan program jaminan pensiun. Pengaturan lain yang secara implisit
juga mengatakan bahwa program jaminan pensiun sifatnya tidak wajib bagi
perusahaan adalah pengaturan dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang
Ketenagakerjaan, yakni dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan
pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh
pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang
pesangon vaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Terkait dengan itu muncul suatu pertanyaan, “apa hak bagi
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia
pensiun namun pengusaha tidak mengikutsertakannya dalam program
jaminan pensiun?”. Mengutip dari Tri Jata Ayu dalam ‘Jurnal Hukum
Online” ia menjelaskan, kita mengacu pada Pasal 167 ayat (5) Undang-
Undang Ketenagakerjaan: “Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia
pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada

pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat
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(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Kita ketahui, saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 24 tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dengan
Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan
kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian
(Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU BPJS). Jika perusahaan yang dimaksud telah
mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan pensiun, maka
berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS, pemberi kerja wajib
mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan
ketentuan tersebut bisa mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal
17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BPJS serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu: “a. teguran tertulis, b. Denda,
dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu”.%*

Oleh karena itu, aturan tentang jaminan pensiun menurut peneliti

masih tepat pada jenis peraturan perundang-undangannya, tidak ada potensi
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disharmonisasi pengaturan, cukup jelas dalam rumusan peraturan
perundang-undangan, sesuai antara norma dengan asas, dan efektif dalam

pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

c. Perspektif kepastian hukum konsep al-Mamlukiyyvah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti terhadap pasal 167
ayat 1 tentang jaminan pensiun

Pemikiran tentang jaminan pensiun/uang pensiun yang dianggap

sebagai bagian dari penghasilan dan kekayaan, merupakan bagian dari nilai-
nilai universal yang berlaku untuk siapa saja. Hal-hal yang bermanfaat bagi
kehidupan secara umum yang harus didistribusikan menurut kelayakan
moral, merupakan amal kebajikan yang dianjurkan dalam agama. Keadilan
seperti ini adalah kebahagiaan yang sesuai dengan kebajikan/perbuatan
mulia dalam mencapai kemaslahatan dan kepentingan umum. Menurut
peneliti, dengan masih berlakunya ketentuan Undang-Undang yang mengatur
jaminan pensiun, artinga maslahat umum pekerja (terkait distribusi
keuntungan) bagi para pekerja merupakan cara untuk memberikan rasa

keadilan, dan jaminan kepastian hukum bagi para pekerja.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 167 ayat 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan tentang jaminan pensiun
dalam perspektif kepastian hukum pada konsep al-
Mamliikiyyvah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Kepastian Hukum Konsep a/- Rekomendasi
Mamlukiyyah
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Permasalahan:
Pemahaman tentang tidak
ada sanksi bagi
pengusaha/perusahaan yang
tidak mengikutsertakan
jaminan pensiun pekerja.

Ketentuan UU No. 13
Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan:

Pasal 167 ayat 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan
tentang jaminan pensiun:
“Pengusaha dapat
melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena
memasuki usia pensiun dan
apabila pengusaha telah
mengikutkan pekerja/buruh
pada program pensiun yang
iurannya dibayar penuh oleh
pengusaha, maka
pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang
pesangon sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja
sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (3), tetapi tetap berhak
atas uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4)”.

Ketentuan Pasal 167 ayat
1 tentang jaminan
Pensiun tidak berubah,
sebagaimana dalam
Undang-Undang
Ketenagakerjaan.

Pasall5 ayat 1 dan Pasal
17 ayat 1-2 UU BPJS:

Analisa Teori:

Menurut peneliti, sebagaimana
ketentuan pasal Undang-Undang yang
mengatur tentang jaminan pensiun,
dalam hal ini perusahaan tidak wajib
mengikutsertakan pekerjanya untuk
program jaminan pensiun sehingga
tidak ada sanksi bagi perusahaan yang
tidak mengikutsertakan pekerjanya
atau dengan kata lain meniadakan
program jaminan pensiun. Hal ini
karena ada ketentuan lain dalam UU
yang berkaitan dengan pengganti dana
pensiun.

Aturan tentang jaminan pensiun
menurut peneliti masih tepat pada jenis
peraturan perundang-undangannya,
tidak ada potensi disharmoni
pengaturan, cukup jelas dalam
rumusan peraturan perundang-
undangan, sesuai antara norma
dengan asas, dan efektif dalam
pelaksanaan peraturan perundang-
undangan.

Perspektif al-Mamlukiyyah:
Terkait dengan jaminan pensiun,
konsep ‘al-Mamlikiyyah” sangat
mengedepankan nilai-nilai
kemaslahatan yang manusiawi dalam
bekerja, oleh karena itu maqasid asy-
Svari’ah sebagai cara untuk
mendapatkan legalitas kemaslahatan
yang berkeadilan sangat
memperhatikan hak prioritas yang
harus diberikan kepada setiap
pekerja/orang.

Menurut peneliti, dengan masih
berlakunya ketentuan Undang-Undang
yang mengatur jaminan pensiun,
artinya “maslahat” umum pekerja
(terkait distribusi keuntungan) bagi
para pekerja merupakan cara untuk

Berdasarkan ketentuan
regulasi Undang-
Undang tentang
jaminan pensiun, pasal
167 ayat 1 tentang
jaminan pensiun, masih
tepat pada jenis
peraturan perundang-
undangannya, tidak ada
potensi disharmoni
pengaturan dan cukup
jelas.
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Pasal 15 ayat: 1“Pemberi
kerja wajib mendaftarkan
pekerjanya kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai
dengan program jaminan
sosial yang diikuti”.
Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara yang
tidak melaksanakan
ketentuan tersebut bisa
mendapatkan sanksi:

a. teguran tertulis, b. denda,
dan/atau c. tidak mendapat
pelayanan publik tertentu
sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 ayat (1) dan (2).

memberikan rasa keadilan dan
jaminan kepastian hukum bagi para
pekerja. Prinsip kepastian hukum
konsep al-Mamlukiyyah
menegaskan:”Kepastian hukum itu
menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, memberikan
perlindungan dan pengawasan”.

8. Pasal tentang pesangon

a. Regulasi pasal 156 ayat 1 tentang pesangon

1) Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan
“Avat (1) dalam hal fterjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha

diwajibkan membayvar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa

kerja dan uang penggantian hak vang seharusnva diterima”>**

>4 Erik dkk, HIMPUNAN..., h. 63

Pasal 156:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.
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2) Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja

“Avat (1) dalam hal fterjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha

wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan

uang penggantian hak vang seharusnva diterima’.

» 515

3) Pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2021

“Avat (1) dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha

wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja,

dan uang penggantian hak vang seharusnya diterima”.

“Avat (2) uang pesangon sebagaimana dimaksud pada avat (1)

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit

sebagai berikut:

a.

b.

i

masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua)
bulan upah;

masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;

masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)
bulan upah.

. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8

(delapan) bulan upah;
masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Jakarta: CV. Printing Bekasi, 2020), h. 556
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d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, fetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i masa kerjia 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan
upah”>®

b. Teori dan analisis terhadap pasal 156 ayat 1 tentang
pesangon
Secara Undang-Undang pengusaha tidak dibenarkan melupakan

tanggungjawab uang penghargaan masa kerja (sebagaimana dijelaskan
sebelumnya) yang harus diberikan kepada pekerja. Pemberiannya dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 2 (dua) bulan Upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upabh;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15
(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upabh;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upabh;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

516 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 7entang
Perjanjian Kerja Waktu Terfentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Wakfu Istirahat, Dan
Pemutusan Hubungan Kerja, h. 25-26
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g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari
24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh)

bulan Upah.

Penurunan nilai besaran pesangon terjadi ketika pengusaha
melakukan PHK saat pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5
(nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Sementara pada pasal 163
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
pengusaha harus membayarnya dua kali lipat untuk alasan sama. Selain
pesangon, pada pasal 40 ayat (1), pengusaha wajib membayar uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima. Sementara pada pasal 43, Pengusaha dapat melakukan PHK
terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang
disebabkan mengalami kerugian maka pekerja berhak atas uang pesangon
sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).

Kemudian jika PHK karena perusahaan melakukan efisiensi untuk
mencegah terjadinya kerugian maka pekerja berhak atas uang pesangon
sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Jika perusahaan tutup karena
mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau mengalami
kerugian tidak secara terus menerus selama dua tahun berturut-turut maka
buruh berhak mendapat uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40

ayat (2). Sementara jika tutup bukan karena perusahaan mengalami kerugian

394



maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal
40 ayat (21). Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan
keadaan memaksa (force majeure) maka pekerja berhak atas: a. uang
pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).5!’ Penjelasan tentang
besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja digambarkan pada
tabel, di lampiran.

Oleh karena itu, aturan tersebut masih tepat pada jenis peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pesangon, tidak ada potensi
disharmonisasi pengaturan, cukup jelas dalam rumusan peraturan
perundang-undangan, sesuai antara norma dengan asas, dan efektif dalam

pelaksanaan peraturan perundang-undangannya.

c. Perspektif kepastian hukum konsep al-Mamlukiyyah
Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti terhadap pasal 156
ayat 1 tentang pesangon

Secara maqasid asy-Syvariah maslahat pesangon dan uang
penghargaan masa kerja tidak jauh berbeda. Hak-hak yang diterima oleh
pekerja terkait pesangon itu berkaitan dengan kepentingan pekerja.
Diantaranya adalah menjadikan uang pesangon untuk modal usaha yang
akan dilakukan setelah keluar dari perusahaan (untuk usaha mandiri atau

keperluan lainnya). Dalam hal ini maslahat dalam konsep a/-Mamlikiyyah

517 www.cnbcindonesia.com
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sejalan dengan ketetapan Undang-Undang tentang pemberian pesangon dan

uang penghargaan masa kerja.

d. Tabel regulasi dan analisis pasal 156 ayat 1 tentang

pesangon dalam perspektif kepastian hukum pada konsep

al-Mamlitkiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti

No Masalah Terkait Analisa Teori Dan Perspektif Temuan Dan
Regulasi Kepastian Hukum Konsep al- Rekomendasi
Mamluakiyyah
1. | Permasalahan: Analisa Teori: Sebagai temuan:
Pemahaman bahwa tidak Menurut peneliti, ketentuan pasal 156 “Pembahasan tentang
ada pesangon bagi karyawan | ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja pesangon dalam UU
yang di PHK. dan Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja dan PP
pesangon harus menjamin kepastian nomor 35 tahun 2021
2. | Ketentuan UU No. 13 hukumnya bagi semua pihak. telah menjelaskan
Tahun 2003 Tentang Aturan tersebut sampai saat ini masih secara luas tentang hak-
Ketenagakerjaan: dinilai tepat pada jenis peraturan hak pesangon yang
Pasal 156 ayat 1 Undang- | perundang-undangannya, karena tidak | harus dibayarkan oleh
Undang Ketenagakerjaan | ada potensi disharmoni pengaturan. perusahaan kepada
tentang pesangon: Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang pekerja, sebagai
“Avat (1) dalam hal terjadi Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah | jaminan kepastian
pemutusan hubungan kerja, | tentang pesangon cukup jelas dalam hukumnya.
pengusaha diwajibkan rumusan peraturan perundang-
membayar uang pesangon undangannya, sesuai antara norma
dan atau uang penghargaan | dengan asas, dan efektif dalam
masa kerja dan uang pelaksanaan peraturan perundang-
penggantian hak vang undangan.
seharusnya diterima”.
Perspektif al-Mamlukiyyah:
3. | Ketentuan UU Cipta Terkait dengan hak pesangon dan

Kerja:
Pasal 156 ayat 1 UU Cipta
Kerja tentang pesangon:
“Avat (1) dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja,
pengusaha wajib membayar
uang pesangon dan/atau
uang penghargaan masa

uang penghargaan masa kerja bagi

pekerja, konsep ‘al-Mamiikiyyah”
sangat mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan dan
kesetaraan.

Dalam hal ini “maslahat” dalam
konsep al-Mamlikiyyah sejalan

dengan ketetapan Undang-Undang
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kerja dan uang penggantian
hak vang seharusnya
diterima’.

Ketentuan PP No. 35
2021:

Pasal 40 ayat 1 PP No. 35
tentang pesangon
disebutkan:

“Avat (1) dalam hal terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja,
Pengusaha wajib membayar
uang pesangon danyatau
uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian
hak yang seharusnya
diterima’.

tentang pemberian pesangon dan
uang penghargaan masa kerja. Itu
artingya konsep tersebut memberikan
dukungan secara pemikiran terkait
jaminan dan kepastian hukumnya.
Prinsip kepastian hukum konsep al-
Mamlukiyyah menjelaskan:

"Kepastian hukum
tinggi
memberikan

itu menjunjung
nilai-nilai kemanusiaan,
perlindungan dan
pengawasan”. Terkait hal ini seperti
pemberian uang pesangon dan uang

penghargaan masa kerja.

C. Kesimpulan
Meneliti pemikiran Muhammad Sa’id Ramadan al-Biti tentang konsep

Pertama, konsep al-Mamlikiyvah adalah “konsep tentang hak-hak dan

BAB VI
PENUTUP

al-Mamlitkiyyah maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

kewajiban yang sesuai dengan Magasid asy-Svariah yang menguatkan fungsi
aturan dan lembaga penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan dan

kepastian hukum demi tercapainya suatu kemaslahatan dan keseimbangan sosial
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masyarakat”. Oleh karena itu, menurut peneliti konsep ini sangat tepat jika
menjadi referensi pemikiran dalam pembangunan Hukum Nasional, khususnya
terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menaungi kepentingan pekerja
dan pemberi kerja berdasarkan nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Hal itu
memiliki manfaat dan tujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian pekerja
yang kuat dan berakhlak.

Hubungan konsep al-Mamitkiyyah dengan penetapan Undang-Undang
Cipta Kerja sangat erat kaitannya. Hal ini karena konsep tersebut merupakan
konsep yang menjelaskan tentang hak-hak kesetaraan seperti hak bekerja, hak
mendapatkan upah dan hak melakukan tindakan hukum. Selain itu, persoalan
tentang hak-hak tersebut secara umum merupakan bagian dari hukum agama,
dan agama merupakan salah satu sumber pembangunan hukum nasional di

Indonesia, selain hukum adat dan hukum Barat.

Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam
perspektif keadilan konsep al-Mamlikiyyah Muhammad Sa’id Ramadan al-
Biti, sesungguhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di dalamnya.
Tetapi ada beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang masih
dianggap kontroversial dan kurang memberikan rasa keadilan bagi pekerja,
yaitu:

1. Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan aturan
hak istirahat dan cuti. Pasal ini dinilai kurang menyentuh rasa
keadilan, karena ada hak istirahat panjang selama dua bulan (sebagai

kemanfaatan bagi pekerja) yang dihilangkan pada penjelasan
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Prinsip keadilan konsep
al-Mamlikiyyah menegaskan “Suatu aturan harus menjadi misi
penegakan hukum dalam mendukung terlaksananyva keadilan dan
kemanfaatan”. Oleh karena itu, sebaiknya hak istirahat panjang
selama dua bulan tetap dicantumkan secara jelas sebagaimana aturan
sebelumnya.

. Pasal 88b dan Pasal 88c Undang-Undang Cipta Kerja tentang upah
satuan waktu dan upah minimum. Ketentuan upah itu harus jelas
sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Aturan yang
menghapus upah minimum sektoral sesungguhnya akan
memunculkan ketidakadilan upah minimum antar industri, karena
besaran upah minimum dipatok sama untuk seluruh sektor industri,
baik pada industri padat modal maupun industri kecil. Prinsip keadilan
konsep al-Mamlikiyyah menegaskan “Hak-hak vang diberikan itu
untuk mewujudkan keseimbangan sosial masyarakat”, yaitu Standar
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pada pasal tersebut
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu memang dibatasi selama 5 tahun,
akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut
tidak mengatur periode kontrak. Sementara pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebelumnya, selain mengatur
batas kontrak juga mengatur priode kontrak selama 3 priode. Menurut

peneliti, adanya periode kontrak tersebut cendrung memberikan

399



peluang jenjang karir pekerja menjadi pekerja tetap. Prinsip keadilan
konsep al-Mamlikiyyah menegaskan “Setiap pekerjaan/perbuatan
harus mendatangkan manfaat timbal balik”, dalam hal ini selain ada
keuntungan bagi perusahaan, maka harus ada pula peluang Karir
untuk menjadi pekerja tetap.

. Pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang
mekanisme pengawasan terhadap TKA. Pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebelumnya dijelaskan,
bahwa izin kerja bagi TKA menggunakan izin menteri untuk bisa
bekerja di Indonesia, tetapi saat ini izin tersebut diganti dengan
pengesahan dalam bentuk Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).
Ketentuan ini dinilai semakin memudahkan TKA untuk bekerja di
Indonesia. Menurut peneliti, harus ada seleksi ketat terhadap TKA
demi menjamin peluang dan hak-hak pekerja Indonesia. Prinsip
keadilan konsep al-Mamlikiyyah menegaskan “Setiap orang
mempunvai hak-hak vang sama dalam segala hak-hak kemanusiaan”,
akan tetapi prinsip lain menjelaskan “Hak-hak itu diberikan untuk
menjaga keseimbangan sosial masyarakat”.

Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dalam

perspektif kepastian hukum konsep al-Mamiitkivvah Muhammad Sa’id

Ramadan al-Biiti, sesungguhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian

hukum di dalamnya. Tetapi ada beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja

tersebut yang masih dianggap kurang memberikan rasa kepastian hukum

bagi pekerja, yaitu:
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1. Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan aturan
hak istirahat dan cuti Pada sisi kepastian hukum, pasal ini
mengindikasikan adanya potensi “disharmoni pengaturan”, karena
norma yang mengikat semua orang di dalamnya menghilangkan hak-
hak sebelumnya, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.
Prinsip kepastian hukum konsep al-Mamlikiyyah menegaskan bahwa
“Aturan itu harus diberlakukan secara adil mencakup hak semua
orang”. Oleh sebab itu, menurut peneliti sebaiknya ketegasan
berlakunya kembali hak istirahat panjang dua bulan tetap diberikan
sebagaimana aturan sebelumnya.

2. Pasal 88b dan Pasal 88c Undang-Undang Cipta Kerja tentang upah
satuan waktu dan upah minimum. Pada sisi kepastian hukum, aturan
upah minimum yang tak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak
(KHL), dapat memunculkan persoalan disharmoni pengaturan, karena
tidak cukup jelas (tidak disebutkan ketentuan standar KHL) dalam
rumusan peraturan perundang-undangan tentang patokan upah
minimum. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
menyebutkan bahwa patokan upah hanya berdasarkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi, dan ini tidak sesuai dengan asas objektif. Prinsip
kepastian hukum konsep al-Mamiiikiyyah menegaskan bahwa: “Aturan
itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan”. Oleh sebab itu,
standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus menjadi acuannya.

3. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pada sisi kepastian hukum,
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Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang
mengatur batas kontrak dan mengatur priode kontrak selama 3 priode,
telah menjamin kepastian hukumnya secara jelas. Tetapi poin ini
berubah pada undang-Undang Cipta Kerja sehingga mengurangi nilai
kepastian hukumnya. Prinsip kepastian hukum konsep al-
Mamlikiyyah menegaskan bahwa: “kepastian hukum itu harus
memberikan perlindungan dan pengawasan, serta menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan”. Oleh sebab itu, menurut peneliti hak-hak
pekerja terkait periode kontrak sebaiknya diberikan kembali dalam

menjamin kepastian jenjang karir mereka (para pekerja).

. Pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan tentang

mekanisme pengawasan terhadap TKA. Pada sisi kepastian hukum,
agar tidak memunculkan potensi “disharmoni”, maka mekanisme
pengawasan terhadap TKA harus diatur secara ketat dalam pasal
Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsip kepastian hukum konsep a/-
Mamlikiyyah menegaskan bahwa “Kepastian hukum itu menjunjung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin perlindungan serta

pengawasannya’”.

Tabel:
Kesimpulan Tentang Empat Pasal Kontroversial
Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Keadilan
Dan Kepastian Hukum Konsep a/-Mamlukiyyah

Permasalahan

Uu
Ketenagakerjaan

UU Cipta
Kerja

Prinsip
Keadilan

Prinsip
Kepastian
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Hukum

Permasalahan:
Istirahat Panjang
selama dua bulan
tidak dicantumkan
secara jelas pada
ketentuan UU Cipta
Kerja.

Ketentuan UU
Ketenagakerjaan:
Pada pasal 79 ayat 2
Undang-Undang
Ketenagakerjaan
disebutkan:

Huruf b:

“Istirahat mingguan 1
(satu) hari untuk 6
(enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari
untuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu)
minggu”.

Huruf d:

“Istirahat panjang
sekurang-kurangnya 2
(dua) bulan dan
dilaksanakan pada
tahun ketujuh dan
kedelapan masing-
masing 1 (satu) bulan
bagi pekerja/buruh
vang telah bekerja
selama 6 (enam)
tahun secara terus-
menerus pada
perusahaan vang
sama dengan
ketentfuan
pekerja/buruh tersebut
tidak berhak lagi atas
Istirahat tahunannya
dalam 2 (dua) tahun
berjalan dan
selanjutnya berlaku
untuk setiap kelipatan
masa kerja 6 (enam)
tahun”.

Ketentuan UU
Cipta Kerja:
Pada pasal 79
ayat 2 huruf b
Undang-Undang
Cipta Kerja
disebutkan:

Huruf b:

“Istirahat
mingguan 1 (satu)
hari untuk 6
(enam) hari kerja
dalam 1 (satu)
minggu”.

Ayat 5:

Selain waktu
Istirahat dan cuti
sebagaimana
dimaksud pada
avat (1), ayat (2),
dan ayat (3),
perusahaan
tertentu dapat
memberikan
Istirahat panjang
vang diatur dalam
perjanjian kerja,
peraturan
perusahaan, atau
perjanjian kerja
bersama.

Prinsip keadilan
konsep al-
Mamlukiyyah:
“Suatu aturan harus
menjadi misi
penegakan hukum
dalam mendukung
terlaksananya
keadilan dan
kemanfaatan”.

Usulan:

Sebaiknya hak
istirahat panjang
selama dua bulan
tetap dicantumkan
secara jelas
sebagaimana aturan
sebelumnya.

Prinsip
kepastian
hukum konsep
al-
Mamlukiyyah:
“Aturan itu harus
diberlakukan
secara adil
mencakup hak

semua orang”.

Usulan:
Sebaiknya
ketegasan
berlakunya
kembali hak
istirahat panjang
dua bulan tetap
diberikan
sebagaimana
aturan
sebelumnya.
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Permasalahan: Ketentuan UU Ketentuan UU Prinsip keadilan Prinsip
Ketentuan upah Ketenagakerjaan: Cipta Kerja: konsep al- kepastian
minimum pada UU | Pasal 88 Undang- Ketentuan pasal Mamlukiyyah: hukum konsep
Cipta Kerja tidak Undang 88b dan pasal 88c | “Hak-hak vang al-
berdasarkan Ketenagakerjaan Undang-Undang | diberikan itu unfuk | Mamlukiyyah:
standar Kebutuhan | tentang satuan upah Cipta Kerja mewujudkan “Aturan itu harus
Hidup Layak waktu dan upah tentang satuan keseimbangan sosial | menjunjung tinggi
(KHL). minimum disebutkan: | upah waktu dan masvarakat”. nilai-nilai
“Ketentuan pada upah minimum kemanusiaan”.
Undang-Undang dijelaskan:
Ketenagakerjaan “Ketentuan lebih | Usulan: Usulan:
hanya menjelaskan lanjut mengenai Ketentuan upah Sebaiknya aturan
tentang upah upah berdasarkan | minimum tentang standar
sebagaimana pada satuan waktu hendaknya sesuai Kebutuhan Hidup
pasal 88 saja. Avat dany/atau satuan Standar Kebutuhan | Layak (KHL)
(4): "Pemerintah hasil sebagaimana | Hidup Layak (KHL). | harus dipertegas
menetapkan upah dimaksud pada dalam aturan UU,
minimum avat (1) diatur dan bukan
sebagaimana dalam Peraturan berdasarkan
dimaksud dalam ayat | Pemerintah. Dan pertumbuhan
(3) huruh a ketentuan lebih ekonomi saja.
berdasarkan lanjut mengenai
Kebutuhan Hidup tata cara
Lavak (KHL) dengan | penetapan upah
memperhatikan minimum
produktifitas dan sebagaimana
perfumbuhan dimaksud pada
ekonomi”. avat (3) dan
syarat tertenfu
sebagaimana
dimaksud pada
avat (4) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah’.
Permasalahan: Ketentuan UU Ketentuan UU Prinsip keadilan Prinsip
Perubahan aturan Ketenagakerjaan: Cipta Kerja: konsep al- kepastian
masa kontrak dari 3 | Pasal 59 Undang- Pasal 59 UU Mamlukiyyah: hukum konsep
tahun menjadi 5 Undang Cipta Kerja “Setiap al-
tahun tanpa Ketenagakerjaan tentang PKWT pekerjaan/perbuatan | Mamlukiyyah:
adanya masa tentang PKWT: berubah menjadi: | harus “Kepastian hukum
periode pada UU Ayat (1): Ayat (1): mendatangkan itu harus
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Cipta Kerja. “Perjanjian kerja “Perjanjian kerja | manfaat timbal memberikan
untuk waktu tertentu untuk waktu balik”. perlindungan dan
hanya dapat dibuat tertentu hanya pengawasan, serta
untuk pekerjaan dapat dibuat Usulan: menjunjung tinggi
terfentu yang menurut | untuk pekerjaan Dalam hal ada nilai-nilai
Jenis dan sifat atau terfentu yang keuntungan bagi kemanusiaan”.
kegiatan pekerjaannya | menurut jenis dan | perusahaan, maka
akan selesai dalam sifat atau kegiatan | harus ada pula Usulan:
waktu fertentu, yaitu: | pekerjaannva peluang karir untuk | Hak-hak pekerja
a.pekerjaan vang akan selesai menjadi pekerja terkait periode
sekali selesai atau dalam waktu tetap bagi semua kontrak sebaiknya
vang sementara terfentu” pekerja. diberikan kembali
sifatnya; secara tegas
b.pekerjaan vang Ayat (2): melalui UU demi
diperkirakan “Perjanjian kerja menjamin
penvelesaiannya untuk waktu kepastian hukum
dalam waktu yang terfentu tidak jenjang karir
tidak terlalu lama dan | dapat diadakan mereka (para
paling lama 3 (tiga) untuk pekerjaan pekerja).
tahun”. vang bersifat
Ayat (4): tetap”

“Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu yang
didasarkan atas jangka
waktu fertentu dapat
diadakan untuk paling
lama 2 (dua) tahun
dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka
waktu paling lama 1
(satu) tahun”. Setelah
itu dapat diperbaharui
berdasarkan ayat 3
(tiga) sebelumnya.

Permasalahan: Ketentuan UU Ketentuan UU Prinsip keadilan Prinsip

Perubahan izin Ketenagakerjaan: Cipta Kerja: konsep al- kepastian

kerja, dari izin Pasal 42 ayat 1 Pasal 42 pada UU | Mamlukiyyah: hukum konsep

menteri menjadi Undang-Undang Cipta Kerja “Setiap orang al-

pengesahan RPTKA | Ketenagakerjaan tentang TKA mempunyai hak-hak | Mamlukiyyah:

bagi TKA pada UU | tentang TKA. berubah menjadi: | vang sama dalam "Kepastian hukum

Cipta Kerja. Ayat (1): Ketentuan Pasal | segala hak-hak itu menjunjung

405




“Setiap pemberi kerja
vang mempekerjakan
tenaga kerja asing
wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri
atau pejabat yang
ditunjuk. Pemberi
kerja orang
perseorangan dilarang
mempekerjakan
tenaga kerja asing”.

42 ayat 1, ayat 4,
ayat 5 dan ayat 6:
Ayat (1):

“Setiap pemberi
kerja yang
mempekerjakan
tenaga kerja asing
wajib memiliki
rencana
penggunaan
tenaga kerja asing
vang disahkan
oleh Pemerintah
Pusal’.

Ayat (4):
“Tenaga kerja
asing dapat
dipekerjakan di
Indonesia hanya
dalam hubungan
kerja untuk
Jjabatan tertentu
dan waktu
ferfentu serta
memiliki
kompetensi sesuai
dengan jabatan
vang akan
didudukr’ .
Ayat (5):
“Tenaga kerja
asing dilarang
menduduki
jabatan vang
mengurusi
personalia’.

Ayat (6):
“Ketentuan
mengenai jabatan
tertentu dan
waktu fertentu

kemanusiaan”, akan
tetapi prinsip lain
menjelaskan “Hak-
hak itu diberikan
untuk menjaga
keseimbangan sosial
masyarakat”.

Usulan:

Demi suatu
keseimbangan pada
mayoritas pekerja
Indonesia, maka
hendaknya ada
seleksi ketat bagi
TKA yang bekerja di
Indonesia.

tinggi nilai-nilai
kemanusiaan dan
menjamin
perlindungan serta
pengawasannya”.

Usulan:

Aturan yang
menjelaskan
pengawasan
terhadap TKA
yang bekerja di
Indonesia
hendaknya diatur
dengan jelas, agar
tidak
menimbulkan
disharmoni
pengaturan.
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sebagaimana
dimaksud pada
avat (41 diatur
dalam Peraturan
Pemerintah’.

D. Saran-Saran.
Sebagai saran terhadap hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan

dalam disertasi ini, setelah dirumuskan maka ada beberapa saran untuk
menyempurnakan implementasi hak-hak sipil pekerja, yaitu:

Pertama, hendaknya UU Cipta Kerja, UUK (Undang-Undang
Ketenagakerjaan), PPK (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan) dan PPNS
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dapat bersikap tegas, agar setiap pengusaha
dapat menjalankan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, baik itu
Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Keputusan
Presiden, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai wujud penghargaan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keseimbangan sosial masyarakat dan
pilihan terhadap prioritas.

Kedua, pengusaha harus melaksanakan Peraturan Pemerintah dan
Undang-Undang, dengan cara memberikan segala hak-hak dan kewajiban
pekerja sesuai aturan vyang berlaku. Menghilangkan peraturan yang
diskriminatif, tidak bertentangan dengan hukum adat kebiasaan dan aturan

agama.
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Ketiga, pengusaha harus menjamin hak-hak pekerja seperti jaminan
kesehatan, keamanan dan keselamatan pekerja dari mulai bekerja sampai
selesainya kewajiban bekerja, khususnya yang memberlakukan sistem Kkerja,
baik bagi pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Tujuannya adalah
agar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum dalam Undang-
Undang Cipta Kerja dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana uraian
dalam konsep al-Mamlikiyyah.

Keempat, setiap pekerja tidak dibenarkan menuntut hak-haknya di luar
batas ketentuan peraturan dan perundang-undangan, Kkarena nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan, keseimbangan sosial masyarakat dan pilihan

terhadap prioritas juga berlaku umum, baik bagi pengusaha maupun pekerja.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal-Pasal Perubahan Pada Undang-Undang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan:
#Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang tenaga
asing:
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib
memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga
kerja asing.
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak
berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga
kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
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(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa
kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh
tenaga kerja asing lainnya.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 42 Undang-Undang

Ketenagakerjaan diubah menjadi:

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib
memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga
kerja asing.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau
pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara
asing; atau

c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis
kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi,
perusahaan rintisan (start-up) , kunjungan bisnis, dan penelitian
untuk jangka waktu tertentu.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta
memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi
personalia.

(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
Pasal 42 ayat (6) yang mengatur tentang TKA yang habis masa
kerjanya dan bisa digantikan dengan TKA yang lain, diubah. Aturan
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mengenai masa kerja TKA yang habis akan diatur kembali dengan
Peraturan Pemerintah.

#Pasal 43 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat keterangan:

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;

b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur
organisasi perusahaan yang bersangkutan;

c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan d. penunjukan
tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga
kerja asing yang dipekerjakan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara
asing.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 43 Undang-Undang
Ketenagakerjaan dihapus.

#Pasal 44 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai
jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Pasal 44
dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal tentang ketentuan
pemberi kerja TKA wajib menaati ketentuan mengenai jabatan
sebaimana di Keputusan Menteri dihapus

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 44 Undang-Undang
Ketenagakerjaan dihapus:
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#Pasal 45 Undang-Undang Ketenagakerjaan:
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga
pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 45 Undang-Undang

Ketenagakerjaan diubah menjadi:

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga
pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan

c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah
hubungan kerjanya berakhir.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 45 ditambah huruf
¢ mengenai pengembalian TKA ke negara asal setelah
hubungan kerja berakhir.

#Pasal 46 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi
personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 46 dihapus. Pasal
vang mengatur tentang ketentuan TKA vyang dilarang
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diperkejakan untuk bagian personalia atau jabatan tertentu
sudah ada di pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja.

#Pasal 47 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja
asing yang dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing,
badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.

(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja
asing yang dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing,
badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan
tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. - Dalam Undang-Undang Cipta Kerja
menghapuskan ketentuan pembayaran kompensasi di lembaga
pendidikan terhadap jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan
yang diatur dalam keputusan menteri

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 47 ayat (3) di
Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus.

#Pasal 48 Undang-Undang Ketenagakerjaan:
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Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib
memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan
kerjanya berakhir.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 48 di Undang-Undang
Ketenagakerjaan dihapus. Ketentuan di Pasal 48 Undang-Undang No.
13/2003 digabungkan dengan pasal 45 di Undang-Undang Cipta Kerja.

#Pasal 49 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan
Keputusan Presiden.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 49 mengalami perubahan
mengenai ketentuan penggunaan TKA yang semula diatur Keputusan
Presiden menjadi Peraturan Pemerintah.

#Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tentang Pekerja
Kontrak:

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak
tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didasarkan atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak
tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan atas:
a. jangka waktu atau
b. selesainya suatu pekerjaantertentu

(3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu
berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 56 ditambah dua
ayat vakni ayat 3 dan 4 yang mengatur mengenai jangka
waktu selesainya pekerjaan ditentukan melalui perjanjian
kerja. Perjanjian kerja diatur dengan peraturan pemerintah.
#Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja
waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara
tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya
perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama
2 (dua) tahun.
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(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu. (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 59 Undang-Undang

Ketenagakerjaan diubah menjadi:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama;

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan vyang masih dalam percobaan atau
penjajakan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya
bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka demi hukum
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian
kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 59 ayat 6, 6 dan 7
dihapus. Pasal yang dihapus berisi tentang kewajiban-
kewajiban pengusaha yang harus dilakukan ketika hendak
memperpanjang perjanjian kerja untuk tenaga kerja kontrak.
#Pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
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c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian Kkerja
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau
beralihnya hak atas perusahaan vyang disebabkan penjualan,
pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh
menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak
pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli
waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah
merundingkan dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh
berhak mendapatkan hak haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. pekerja/buruh meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;

d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau

e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian Kkerja
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau
beralihnya hak atas perusahaan vyang disebabkan penjualan,
pewarisan, atau hibah.
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(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh
menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak
pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris
pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan
dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh

berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 61 ayat 1 ditambah
satu klausul yang mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir
adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama vyang dapat menyebabkan berakhirnya
hubungankerja.

#Pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan satu
pasal vakni 61A yang berbunvyi:

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf ¢, pengusaha
wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.

(2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di
perusahaan yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

#Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Pekerja
Outsourcing:

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan

atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 64 dihapus.
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#Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat
secara tertulis.

(2) Pekerjaan vyang dapat diserahkan kepada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
berbentuk badan hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-
kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara
perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian
kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat
(3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi
pekerjaan.
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(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja
pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 65 dihapus.

#Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;

b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh; dan

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
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penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh
yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja
waktu tidak tertentu.

(2) Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat
kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi
tanggung jawab perusahaan alih daya.

(3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi
pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya
tetap ada.

(4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk
badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 66 ayat 1 pada
Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus. Ayat yang dihapus
berisi tentang pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh tidak boleh digunakan untuk melaksanakan
kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung
dengan proses produksi. Kecuali untuk kegiatan jasa
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penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung

dengan proses produksi.

#Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang upah:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah
satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan

(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. upah minimum;

b. struktur dan skala upah;

c. upah kerja lembur;

d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena
alasan tertentu;

e. bentuk dan cara pembayaran upah;

f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
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g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan
kewajiban lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 88 juga
ditambahkan lima pasal.

#Pasal 88a Undang-Undang Cipta Kerja:

(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat
putusnya hubungan kerja.

(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya.

(3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai
dengan kesepakatan.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

#Pasal 88b Undang-Undang Cipta Kerja:

(1) Upah ditetapkan berdasarkan:
a.satuan waktu; dan/atau
b.satuan hasil

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu
dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

#Pasal 88c Undang-Undang Cipta Kerja:
(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
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(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan
syarat tertentu.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan.

(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#Pasal 88d Undang-Undang Cipta Kerja:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan
ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah
minimum.

(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 88e Undang-Undang Cipta Kerja:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan
ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1
(satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum.

#Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf
a dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
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b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota.

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan
kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup
layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 89 di Undang-Undang
Ketenagakerjaan dihapus. Mekanisme proses penentuan upah
dijelaskan dalam lima pasal tambahan yakni Pasal 88a hingga Pasal
88e. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, penentuan upah minimum
oleh Gubernur ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Nilainya tidak boleh
lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk rekomendasi dari
Dewan Pengupahan diatur di Pasal 89. Selain itu, Undang-Undang
Cipta Kerja juga meniadakan mekanisme pengupahan dengan
memperhatikan komponen pencapaian kebutuhan hidup layak. Dalam
Undang-Undang Cipta Kerja, yang menjadi komponen dalam
perhitungan upah adalah variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

#Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 90 dihapus, namun
diselipkan Pasal 90a dan Pasal 90b.

#Pasal 90a:
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Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.

#Pasal 90b:
(1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C
ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.
(3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi
masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#Pasal 92 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha
dalam menetapkan upah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Cipta Kerja juga menambahkan satu pasal
vakni Pasal 92a.

#Pasal 92a:

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Dalam
Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan skala upah tidak lagi
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memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan
kompetensi. Melainkan berdasarkan kemampuan perusahaan. Selain
itu struktur dan skala upah tidak lagi diatur dengan Keputusan Menteri
tapi Peraturan Pemerintah.

#Pasal 94 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan
tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 Persen (tujuh
puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan
tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75 persen (tujuh puluh lima
perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

#Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan
atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

(2) Pengusaha vyang karena kesengajaan atau kelalaiannya
mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda
sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau
pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.

4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak
lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang vyang didahulukan
pembayarannya.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang
belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya.

(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua
kreditur.
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(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur
pemegang hak jaminan kebendaan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, denda bagi pengusaha yang
terlambat membayarkan upah dihapuskan. Begitu pula denda untuk
pelanggaran vang dilakukan oleh pekerja/buruh. Dalam Undang-
Undang Cipta Kerja, jika perusahaan dinyatakan pailit, maka
kewajiban utama yang harus dibayarkan adalah upah pekerja/buruh.

#Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran
yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 96 dihapus.

#Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan,
kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 97 dihapus.

#Pasal 98 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan
pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk
pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan
Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan
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Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan,
tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas
dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem
pengupahan dibentuk dewan pengupahan.

(2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pakar dan akademisi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi
keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian
keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan, diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

#Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tentang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan
terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh
atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:
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(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan
hubungan kerja.

(2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka
maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat
buruh.

(3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan
hubungan kerja maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib
dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan Kkerja
dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan ayat 3 yang
mengatur jika pekerja/buruh menolak pemutusan hubungan Kkerja.
Penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara
pengusaha dengan buruh atau perwakilannya.

#Pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara
tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
disertai alasan yang menjadi dasarnya.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
apabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
ayat (2).

(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah
dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan
kesepakatan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 152 dihapus.
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#Pasal 153 Undang-Undang ketenagakerjaan:

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan
alasan:

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas)
bulan secara terus-menerus.

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. pekerja/buruh menikah;

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan,
atau menyusui bayinya;

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan
perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan,
kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama;

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus
serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja
atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama;

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana
kejahatan;

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan
kerja, atau sakit karena hubungan Kkerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat
dipastikan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan
pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang
bersangkutan.
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Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 153 diubah
menjadi:

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada

pekerja/buruh dengan alasan:

a.

-/ 0 a0

h.

berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus;

berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
. menikah;
. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;

mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama;

mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan,

jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit

(2)

karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan

pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang

bersangkutan.

#Pasal 154 Undang-Undang ketenagakerjaan
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Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak

diperlukan dalam hal:

a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya
tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan Kkerja
sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;

c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan Kketetapan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian Kkerja
bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

d. pekerja/buruh meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 154 dihapus namun

disisipkan satu pasal vakni Pasal 154a.

#Pasal 154a:

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
atau pemisahan perusahaan;

b. perusahaan melakukan efisiensi;

c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami
kerugian;

d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force
majeur).

e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang;

f. perusahaan pailit;

g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;

h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

i. pekerja/buruh mangkir;

j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama;

k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;
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l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan;

m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau

n. pekerja/buruh meninggal dunia.

(2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja
lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemutusan
hubungan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur kriteria bagi perusahaan
melakukan PHK terhadap pekerjanya. Mulai dari alasan merger atau
penggabungan, efisiensi, pailit, hingga masalah utang perusahaan.

#Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh
harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing
kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan
kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya
yang biasa diterima pekerja/buruh.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 155 Dihapus.
Aturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan pengusaha
dan pekerja/buruh selama proses perselisihan hubungan
industrial berjalan diatur di Pasal 157a.

#Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
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(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

paling sedikit sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun,
3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15
(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upabh;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari
24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh )
bulan upah.
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(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke
tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan
15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 156 diubah
menjadi:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
banyak sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun,
3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upabh;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upabh;
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h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling banyak sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upabh;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15
(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upabh;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari
24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih 10 (sepuluh)
bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke
tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Dalam hal perhitungan komponen besaran pesangon dan uang

penghargaan, tidak ada perbedaan antara Undang-Undang
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun ada
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perbedaan di Pasal 156 ayat 2. Pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan disebutkan pemberian uang pesangon dengan frasa
paling sedikit. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja, frasa yang
dipakai adalah paling banyak.

Selain itu, dalam hal uang penggantian hak, Undang-Undang Cipta
Kerja meniadakan penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15 persen (lima belas perseratus) dari uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang sebelumnya
terdapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan.

#Pasal 157 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak
yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

a. upah pokok;

b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan
kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian
dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma,
yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi,
maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan
harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30
kali penghasilan sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan
satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari
adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua
belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari
ketentuan upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya
didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan
dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang
pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas:
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a. upah pokok;
b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan
keluarganya.

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar
perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikali
upah sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan
satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam
12 (dua belas) bulan terakhir.

(4) Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih
rendah dari upah minimum maka upah yang menjadi dasar
perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah
domisili perusahaan.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan satu pasal
vakni Pasal 157a:

(1) Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
pengusaha dan  pekerja/buruh  harus tetap melaksanakan
kewajibannya.

(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh
yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap
membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima
pekerja/buruh.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sesuai tingkatannya.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 157 komponen
upah vang digunakan sebagai dasar perhitungan uang
pesangon dan uang penghargaan masa kerja hanya gaji pokok
dan tunjangan tetap.

#Pasal 158:

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan
berat sebagai berikut:
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a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau
uang milik perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga
merugikan perusahaan;

c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai
dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; e.
menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman
sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam
keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan
kerugian bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau
pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
didukung dengan bukti sebagai berikut:

a. pekerja/buruh tertangkap tangan;

b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang
berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang
penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas
dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung,
selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat
(4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur
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dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 158 dihapus.
Syarat PHK dimasukkan ke dalam Pasal 154a.

#Pasal 159 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang
bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 159 dihapus.

#Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat
peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-
masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan
alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 161 dihapus.

#Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri,
memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4).

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri,
yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha

secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai
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ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan

pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan

atau perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus memenubhi syarat:

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran
diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai
pengunduran diri.

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas
kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 162 dihapus.

#Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan,
peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh
tidak bersedia melanjutkan hubungan Kkerja, maka pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal
156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh  karena perubahan status, penggabungan, atau
peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima
pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat
(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat
(4).

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 163 dihapus.

#Pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan:
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(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau
keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4).

(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah
diaudit oleh akuntan publik.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami
kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan
memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa Kkerja
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 164 dihapus. Jika
perusahaan tutup karena melakukan efisiensi, pekerja/buruh tidak lagi
berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali lipat.

#Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) Kkali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 165 dihapus.

#Pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal
dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar
perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan
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masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 166 dihapus.

#Pasal 78:

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi
syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga)
jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu)
minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja
lembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 78 diubah menjadi:
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi

syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat)
jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja
lembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, batas maksimal lembur

diubah menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam

seminggu.

#Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan:

(1)

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada

pekerja/buruh. (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), meliputi:

a.

istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah
bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat
tersebut tidak termasuk jam kerja;

. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1

(satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1
(satu) minggu;

. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas)
bulan secara terus menerus; dan

istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1
(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam)
tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan
ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat
tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku
untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf ¢ diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,

atau perjanjian kerja bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d

hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan
tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur

dengan Keputusan Menteri.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi:

(1) Pengusaha wajib memberi:

a.

waktu istirahat; dan
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b. cuti.

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut
tidak termasuk jam kerja; dan

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib
diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12
(dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja
selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
avat (2) dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat
panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, untuk waktu istirahat mingguan
hanya tertulis 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan di
Undang-Undang Ketenagakerjaan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1
minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Namun dalam
Undang-Undang Cipta Kerja disertakan ayat yang mengatur bahwa
perusahaan dapat memberikan waktu istirahat sesuai perjanjian kerja
atau peraturan perusahaan.
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